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PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1.

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
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10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
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12.

13.

14

15.

16.

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lmabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tangerang tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tangerang Tahun  Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 9);
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17.

18.

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 04 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Tangerang Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG

Menetapkan

dan
WALI KOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

(1)

(2)

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Per 31 Desember 2020 memuat laporan

keuangan yang meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Neraca;

f. Laporan Arus Kas; dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan yang meliputi:
a. Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari:

1. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng;

2. Perusahaan Daerah Pasar; dan
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3. PT. Tangerang Nusantara Global.
b. PT. Bank bjb, Tbk.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf a sebagai berikut (dalam rupiah):
a. Pendapatan 3.648.663.446.803,00

b. Belanja (3.508.696.005.532,78)
c. Transfer (2.738.243.000,00)
Surplus 137.229.198.270,22

d. Pembiayaan
Penerimaan 452.209.160.887,00

Pengeluaran (0,00)
Pembiayaan Neto 452.209.160.887,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 589.438.359.157,22
(SILPA)

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):
a. Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

39.387.968.278,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah 3.609.275.478.525,00
perubahan

2. Realisasi 3.648.663.446.803,00

Selisih lebih 39.387.968.278,00

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

550.050.411.530,31 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah 4.058.746.417.063,09
perubahan

2. Realisasi 3.508.696.005.532,78

Selisih lebih 550.050.411.530,31
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. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah 0,00
dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Transfer setelah

Perubahan 2.738.243.000,00

2. Realisasi 2.738.243.000,00

Selisih 0,00

. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
(589.438.379.808,31) dengan rincian sebagai berikut :
1. Defisit anggaran setelah

perubahan (452.209.181.538,09)
2. Surplus Realisasi 137.229.198.270,22

Selisih (kurang) (589.438.379.808,31)

. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah (20.651,09) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan 452.209.181.538,09
pembiayaan setelah Perubahan

2. Realisasi 452.209.160.887,00

Selisih (kurang) (20.651,09)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran 0,00
pembiayaan setelah Perubahan

2. Realisasi 0,00

Selisih 0,00

. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

(20.651,09) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto 452.209.181.538,09
setelah Perubahan

2. Realisasi 452.209.160.887,00

Selisih (kurang) (20.651,09)
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Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut (dalam

rupiah):

a. Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan SAL sebagai
Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan

Anggaran (SiLPA/SiKPA)

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun
Sebelumnya
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 5

452.209.181.538,09

(452.209.160.887,00)

589.438.359.157,22

(20.651,09)
589.438.359.157,22

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) huruf c sebagai berikut (dalam rupiah):

a. Kegiatan operasional
1. Pendapatan
2. Beban
Surplus dari kegiatan

operasional

4.499.532.770.051,57
(3.831.650.134.991,23)

667.882.635.060,34

b. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional

1. Surplus non operasional
2. Defisit non operasional
Surplus dari kegiatan non

operasional

c. Surplus sebelum Pos Luar Biasa
d. Pos luar biasa
1. Pendapatan luar biasa
2. Beban luar biasa
Pos luar biasa

e. Surplus Laporan Operasional

vii

9.437.064.482,00
(1.235.348.056,00)

8.201.716.426,00

676.084.351.486,34

0,00

(0,00)

0,00
676.084.351.486,34
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Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 ayat (1) huruf d sebagai berikut (dalam rupiah):

Ekuitas Awal 8.186.344.541.108,15
Surplus LO 676.084.351.486,34
c. Dampak Kumulatif Perubahan
Kebijakan/Kesalahan Mendasar 362.869.491.290,09
d. Ekuitas Akhir 0.225.298.383.884,59
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e

sebagai berikut (dalam rupiah):

a. Jumlah Aset 9.234.539.855.370,29

b. Jumlah Kewajiban 9.241.471.485,70

c. Jumlah Ekuitas 9.225.298.383.884,59
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

huruf f sebagai berikut (dalam rupiah):

a. Saldo awal kas tahun 2019 452.209.181.538,09

b. Arus kas bersih dari aktivitas 370.209.999.766,00
operasi

c. Arus kas bersih dari aktivitas (427.890.939.108,00)
investasi

d. Arus kas bersih dari aktivitas (0,00)
pendanaan

e. Arus kas bersih dari aktivitas 194.159.033.391,71
transitoris

f. Saldo akhir kas di BUD, Kas di
Bendahara Pengeluaran, BOS,
FKTP dan BLUD

Saldo akhir kas per 31 Desember 588.687.275.587,80
2020

588.687.275.587,80
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Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I

1. Lampiran 1.1

2. Lampiran 1.2

3. Lampiran [.3

4. Lampiran 1.4

b. Lampiran II

Laporan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020;

Ringkasan LRA menurut urusan
pemerintahan daerah dan

organisasi

Rincian LRA menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan

pembiayaan

Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah menurut urusan
pemerintah  daerah, organisasi,

program dan kegiatan

Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan

keuangan Negara

Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih
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Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV

Lampiran XVI

Lampiran XVII

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Neraca

Laporan Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah

Daftar Rekapitulasi Penyisihan

Piutang Tidak Tertagih

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir

dan Penyisihan Dana Bergulir

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)

Daerah

Daftar Rekapitulasi Realisasi

Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap

Daftar Rekapitulasi Konstruksi

Dalam Pekerjaan

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya

Daftar Dana Cadangan Daerah

Daftar Kewajiban Jangka Pendek
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r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang

s. Lampiran XIX : Daftar  Kegiatan-Kegiatan yang
Belum Diselesaikan Sampai Akhir
Tahun dan Dianggarkan Kembali

Dalam Tahun Anggaran Berikutnya

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah

Pasal 11

Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Laporan Realisasi
Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu
kepada Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 84 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota
Tangerang Tahun 2020 Nomor 84), Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tangerang
Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Wali Kota Tangerang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020
Nomor 94).

Pasal 12
Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang

pada tanggal 5 Agustus 2021

Diundangkan di Tangerang

pada tanggal 5 Agustus 2021

MAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR : 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (6,28/2021)
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organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan

[.3 | Lampiran 1.3 75
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut
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kegiatan

[.4 | Lampiran [.4 103
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xii
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LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

ANGGARAN SETELAH BERTAMBAH /
NO URAIAN REALISASI (AUDITED
PERUBAHAN ( ) (BERKURANG) i

1 PENDAPATAN 3.609.275.478.525,00 3.648,663.446.803,00 39.387.968.278,00 101,09
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.464.562.583.407,00 1.649.002.723.454,00 184.440.140.047,00 112,59
.11 Pendapatan Pajak Daerah 1.247.328.691.569,00 1.364.323.174.430,00 116.994.482.861,00 109,38
1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 52.398.045.250,00 62.933.916.205,00 10.535.870,955,00 120,11
1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrab yang 14.064.131.363,00 14.064.131.359,00 (4.,00) 100

Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 150.771.715.225,00 207.681.501.460,00 56.909.786.235,00 137,75
1.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.883.697.295.182,00 1.791.519.383.349,00 (92.177.911.833,00) 95,11
1.2.3 TRANSFER PEMERINTAN PUSAT-DANA 1.400.135.373.059,00 1.355.486.855.234,00 (44.648.517.825,00) 96,81

PERIMBANGAN
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 317.201,257.477,00 283,344.280.881,00 {33.856.976.596,00) 89,33
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Dava Alam 2.549.652.234,00 1.592.030.901,00 [957.621.333,00) 62,44
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum B46.130.955.000,00 B43.004.535.000,00 (3.126.420.000,00) 99,63
1,2.1.4 Dana Alokasi Khusus 234.253.508.348,00 227 546,008.452,00 (6.707.499,896,00) a7,14
1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA T8.196.496.000,00 TH.196.496.000,00 0,00 100
1.2.2.1 Pana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00
1.2.2.2 Dana Penyesuaian T8.196.496.000,00 TH.196.496.000,00 0,00 100
1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 360.365.426,123,00 312.836.032.115,00 (47.529.394.008,00) 86,81
1.2.53.1 Penadapatan Bagi Fasil Pajak 360.365.426,123,00 312.836.032.115,00 {47.529.394.008,00) 86,81
1.2.3.2 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (4,00 0,00 0,00
1.2.4 BANTUAN KEUANGAN 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 0,00 100
1.2.4:1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 0,00 100

Lainnya - LRA
1.2.4.2 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00

Kabupaten - LRA
1.2.4.3 Hantuan Keuangan dari Pemerintah Dacrah Kota 0,00 0,00 0,00

LRA
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 261.015.599.936,00 208.141.340.000,00 (52.874.259.936,00) 79,74
1.3,1 Pendapatan Hibah 261.015.599.936,00 208.141.340.000,00 52.874.259.936,00) 79,74
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00
2 BELANJA 4.058.746.417.063,09 3.508.696.005.532,78 550.050.411.530,31 86,45
2.1 BELANJA OPERASI 3.392.851.496.330,36 3.147.357.742.439,88 245.493.753.890,48 92,76
2:1.1 Belanja Pegawai 1.440.645,549. 126,05 1.375.906.414.013,00 64,739,135, 113,05 95,51
2:1:2 Belanja Barang 1.796.456.332.725,31 1.683.063.937.951,88 113:392.394.773.,43 93,69
2.1.3 Bunga 0,00 0,00 0,00
214 Subsidi 4.537.934.000,00 0,00 4,.537.934.000,00
2:1.5 Hibah 151.21 1.680.479,00 HBE.3B7.390.,475,00 62.824,290,004,00 58,45
2.1.6 Bantuan Sosial 0,00 0,00 0,00
2.2 BELANJA MODAL 491.538.048.346,73 278.145.148.771,90 213.392.899, 574,83 56,59
2.2:1 Belanja Tanah 181.055.719.111,49 30.882.476.117,00 150.173.242.994 49 17,06
222 Belanja Peralatan dan Mesin 75.841.459.056,00 65.375.080.052,00 10.466.379.004,00 H6,2
223 Belanja Gedung dan Bangunan JR.918.962.734,00 29.99(.228,553,62 H.928.734,180,38 77.06
224 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 169.218.233.674,00 128.258.847.234,28 40.959.3806.439,72 75,79
2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 13.419.037.563,00 13.385.699, 163,00 33.338.400,00 99,75
2.2.6 Helanja Aset Lainnyva 13.084.636.208,24 10.252.817.652,00| 2.831.818.550,24 78,36
2.3 BELANJA TAK TERDUGA 174.356.872.386,00 83.193.114.321,00 91.163.758.065,00 47,71
2.3.1 Belanja Tak Terduga 174.356.872 386,00 H3.193.114.321,00 91.163.758.065,00 47,71
3 TRANSFER 2.738.243.000,00 2.738.243.000,00 0,00 100
a:1 TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00
1 | Transfer Bagl Hasil Pajak Dacrah 0,00 0,00 0,00
2:4.1.2 Bagl Hasil Retribusi 0,00 0,00 0,00
a.1.2 Transler Bagl Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00
3.2 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 2.738:243.000,00 2.738.243.000,00 0,00 100
3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00

Lainnya
3.22 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0,00 0,00 0,00
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ANGGARAN SETELAH BERTAMEBAH /
NO URAIAN REALI a4
PERUBAHAN SAGE (AUDITED) (BERKURANG)
3.2.3 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 2.738.243.000,00 2.738,243.000,00 0,00 1060
SURPLUS/DEFISIT (452.209.181.538,09) 137.229.198.270,22 (589.438.379.808,31) (30,35)
4 PEMBIAYAAN 452.209.181.538,09 452.209.160,887,00 (20.651,09) 100,00|
4.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 452.209.181.538,09 452.209,160.887,00 (20.651,09) 100,00
4.1.1 Penpgpunaan SILPA 452.209,181.538,09 452,209, 160.887,00 {20.651,09) 100,00
4.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00
4.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00
4.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 0,00 0,00
4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
4.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00
4.2.3 Pembayaran Pokok Pinjaman 0,00 0,00 0,00
4.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETO 452.209.181.538,09 452,209.160.887,00 (20.651,09) 100,00
4.3 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 589,438.359,157,22 (589.438.359.157,22)
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LAMPIRAN 1.1

RINGKASAN LRA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN ORGANISASI
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PEMERINTAH KOTA TANGERANG

TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORC

PENDAPATAN
KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH o ; s 2
BELANJA PEGAWAI |DELANJA BARANG DAN| oy \y s MopaL | BELARYA |gp s
JASA BUNGA
1 2 3 4 s 6 7 8 B 10
1,00 URUSAN WAJIB 182.895.205.536,00)  235.623.472.278,00| 52.728.266.742,00| 128,83 997.216.959.136,03| 1.448.517.965.082,31| 432.434.262.482,73 0,00
101 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 134.137.216.096,00)  177.019.077.517,00/ 43.781.861.421,00| 132,64| 837.577.665.909,09| 1.089.702.426.597,31| 225.806.255.043,24 0,00
1.01.01  (Pendidikan 0,00 131.663.850,00 131.663.850,00) 0,00| 506.526.021.024,14| 480.895.515.295,00| 56.482.558.342,00 0,00
1.01.01.01. |Dinas Pendidikan 0,00 131.663.850,00 131.663.850,00] 0,00 506.526.021,024,14 479,635,587,795,00, 33.313.437.858,00 .00
161640, | Z0ma Rerdmatizn, Perrnkivgn dan 0,00, 0,00/ 000 000 0,00 1.250.927.500,00]  23.169.120.484,00 0,00|
Pertanahan
1.01.02. |Kesehatan 130.737.714.446,00|  172.801.584.304,00| 42.063.869.858,00| 132,17| 240.379.756.744,00| 436.892.191.333,31| 28.036.283.701,24 0,00
1,01.02.01 |Dinas Kesehatan 62.745.752.553,00 63.994.722.803,00,  1.248.970.250,00| 101,99 159.429.595.148.00 346.498.566.034,31)  21.865.939,001,24 0.00)
1.01.02.02. |Rumah Sakit Umuin Daerah 67.991.961,893,00 108 B06.861.501.00| 40,814,899 608,00 160.03 80.0950.161.596.00 90,393 625.299,00 6.170.344.700.00 .00
1.01.03, |Pekerjaan Umum dan Penstean Ruang 200.000.000,00 1.162.575.400,00 962.575.400,00| 581,29)  20.579.365.024,00 98.964.728.825,00| 126.242.224.280,00 0,00
1.01.03.01 g::;&kmm Umum:dan Pénatadn 200.000.000,00 1.162.575.400,00] 962.575.400.00 581,29 20.579.365.024,00 08.964.728.828.00( 126242 224.280,00 0,00
1.01.04. :::ml Hkyat dan Kiwsiin 2.822.721.400,00 3.410.276.600,00/ S87.555.200,00) 120,82 14.791.623.344,00 19.464.382.165,00| 12.096.860.620,00 0,00
1.01.04.01 Up:’n"'" Frrpmalin; Prmdidmin deb; 2.822,721,400,00) 3.410.276,600,00) 587.555.200,00| 120,82 14.791.623,344,00 19.464.382.165,00)  12.096,860.620,00 0,00
Ketentraman, Ketertiban Umum dan
OLOs | e Mt 376.780,250,00 412.977.363,00 36.197.113,00| 109,61 44.306.959.284,02 38.988.236.746,00)  2.631.219.540,00 0,00
T M L e e e 376,780.,250,00 412/977,363.00 36,197 113,00 109,61 13.416.053,783,00 19.097.207.250,00|  2.396,705.300.00 0,00
1.01.05.02, |Satuan Polisi Pamong Praja 0,00] 0,00 o00| 0,00 24.568.116.637,00 17,286,803 475,00 100,708, 740,00 0.00
1.01.05.03. |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0,00 0,00 000 oo0 £.322,788.864,02 2,604,226 021,00 133,805.500,00 0,00
1.01.06. |Sosial 0,00 0,00 a,00 0,00 10.993.940.488,93| 14.497.372.230,00 317.108.560,00] 0,00
1.01.06.01. |Dinas Sosial 0,00] 0,00 ooo0|  ©,00 10,993 940,488,893 14.497.372.230,00| 317 108.560,00 0,00
USAN WAJIB NON PELA'
1.02. ng WAIIBHON TAEAN 48.757.989.440,00| 57.704.394.761,00| 8.946.405.321,00| 118,35 159.639.293.226,94| 359.115.541.485,00| 206.628.007.439,49 0,00
1.02.01. |Tenaga Kerja 0,00] 0,00 000 0,00 11.324.006.341,00 6.360,709.450,00 0,00 0,00
1.02.01.01 |Dinas Ketenagakerjaan 0,00 0,00 000 000 11.324.006.341,00 6.360.709.450,00 0,00 0,00)
1.02.02. |Femberdayaan Perompuan dan 0,00 0,00 0,00 o 9.968.0 00 3.558.28
0zo0z2. | T Ak i ; ¥ ,00 /968.011.806, 558.282.625,00 0,00 0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
1.02.02.01. |Perlir Anak, P fali .00 0,00 opoo| o000 9.968.011.806,00) 3.558,282,625,00 0,00 0,00
Penduduk dan Kefluarga Berencana
1.02.03. |Pangan 451.870.000,00 517.350.000,00| 65.480.000,00 114,49 10.808.180.550,00| 4.764.174.596,00 3.616.732,00 0,00
1020301 |Dinas Ketahanan Pangan 451.870.000,00 517.350.000,00) 65.480.000,00 114,49 10,808 180.550.00 4.764.174.596 00| 3.616.732,00 0,00
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BELANJA

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH REALISASL
BELANJA PEGAWAI i i BELANJA MODAL BELANJA BUNGA | BELANJA SUBSIDI | BELANJAHIBAH | BELANJA BANTUAI
1 2 17 18 19 20 21 22 23

1,00 URUSAN WAJIB 953.978.779.807,00| 1.365.138.123.615,88 222.609.084.714,90| 0,00 0,00 0,00 0,

1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 799.286.398.720,00) 1.023.044.400.565,88 172.834.735.885,90 0,00] 0,00] 0,00 o,

1.01.01  |Pendidikan 479.150.476.850,00 474.845.970.424,00| 49.070.574.924,62 0,00 0,00 0,00 o,

1.01.01.01. |Dinas Pendidikan 479.150,476.850,00 473.775.743.974,00 32.913.300.347,00 0,00 0.00 0,00 0,

1.01.08.01. ?::’:::Tﬂmal'a"' Permultnan: dan 0,00 1.070.226 450,00 16.157.374.577.62 0,00 0,00 0,00] o

1.01.02. |Kesehatan 233.095.248.607,00 388.444.910.793,88 24.168.431.188,28 0,00 0,00 0,00 0,

1.01.02.01. |Dinas Kesehatan 156/699.507.844.,00 316.454.957.914,88 20°563.421.700,28 0,00 0,00 0,00 o,

1.01.02.02. |Rumah Sakit Umum Daerah 76.395 £30.763,00 71.989 942,879 00 3.605.009.488,00 0,00 0,00 0,00 o,

1.01.03. |Pekerjaan Umum dun Penataan Ruang 19.705.744.914,00 90.991,738.468,00 £7.106.371.000,00 0,00 0,00] 0,00] o,

1010301 :‘:::;’:"kmm Umum dan Penataan 19.705.744.914,00 90.991.738.468,00 87.106:371.000,00 0,00 0,00 0,00 o,
Perumahan Rakyat dan Kawasan

10104, [ tee 14.461.464.354,00 18.035.273.796,00 10.330.584.709,00 0,00] 0,00 0,00 0,
[Dinas Perumahan. Permukiman dan ol e =

1oL04.01. |, P 14.461.464.354,00 18,035 273.796,00 10.330.584,709,00 0,00 0,00 0,00 o,
Ketentraman, Ketertiban Umnm dan

Lor0s. oo i 42.632.102.462,00 37.376.861.461,00 1.845.566.464,00 0,00] 0,00 0,00 0,/

110105, | 3adan Penanggulangar dan Bencana 12.941.721 848,00 18,502.491.515,00 1.626.697 064,00 0.00 0,00 0,00 o

1.01.05.02. |Satuan Polisi Pamong Praja 33.519.242.587,00 16.424 619.085,00 89.128.200,00 0,00 0,00 0.00 a,

1.01.05.03. |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6.171.138.027,00 2.449.750.861,00 126.741.200,00 0.00 0.00 0.00 a.

1.01.06. |Seslal 10.241.361.533,00 13.349.645.623,00 313.210.600,00 0,00 0,00 0,00 o,

1.01.06.01. |Dinas Sostal 10.241.361.533,00 13.349 645 623,00 313.210.600,00 0,00 0,00 0,00 o,
URUSAN WAJIB NON PELA

1.02. s ONFECATANAY, 154.692.381.087,00 342.093.723.050,00 49.774.345.829,00 0,00 0,00 0,00 0,

1.02,01. |Tenaga Kerja 10.470.976.,601,00 5.895.874.837,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

1.02.01.01. |Dinas Ketenagakerjazn 10.470.976.601,00] 5.895.874.837,00 0,00 0.00 0,00 0,00 o,
Pemberdayaan Perempuan dan

ugzea. | o 9.684.297.502,00 3.129.790.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Dinas Pemberdayaan Perempuan,

1.02.02.01. |Perlindungan Anak, Pengendalian 9.684.297.502.00) 3.129.790.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
Pentluduk dan Keluarga Berencana

1.02.03. |Pangan 10.526.502.161,00| 4.546.160.422,00 3.616.732,00| 0,00 0,00| 0,00 0,0

1020301 |Dinas Ketzhanan Pangan 10,526.502.161,00 4.546,160.422,00 3.616.732,00 0,00) 0,00 0,00 0.

4
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PENDAPATAN

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH i o o <
GGARAN REALI % T
BELANJA PEGAWAI | PELANJA GDAN|  gpranga MopaL | BELANJA o,
JASA BUNGA
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10
1.02.04. |Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.800.000,00| 181.055.719.111,49 0,00
1.01.03.01. 3‘:;““”“" KHi R i ek 0,00 0,00 000  0.00 0,00 0,00 179.056.719.111,49 0,00
1itigi04iay, |Pmns Penimahan, Permuldman dan, 0,00 0,00] 0,00 000 0,00 £9.800.000,00 549.000.000,00 0,00
Pertanahan
1.02.05.01. |Dinns Lingkungan Hidup 0,00 0,00] 000 000 0,00 0,00 1.450.000.000,00 0,00
1.02.05. |Lingkungan Hidup 11.500,000.000,00 12.389.137.077,00 $89.137.077,00| 107,73 28.101.385.938,00  160.238.182.376,00| 11.176.453.032,00) 0,00
1.02.05.01. |Dinas Lingkungan Hidup 11.500.000.000,00 12.389,137.077,00 889.137.077,00| 107,73 28.101,385.938 00 136.013.185.388,00)  10.436.026,220,00] 0,00
1.02.16.01. |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0,00 0,00 nool 000 0,00 24.224,996,988,00 740.426.812,00] 0,00
; rasi Kependudukan dan
102,06, [ Siotl 0,00 0,00 0,00 0,00 11.804.471.978,00 11.034.807.028,00 745.984.233,00| 0,00
= Dinas Kependudukan dan £ .
102.06.01. [ 0,00 0.00 000 000 11.804.471.978,00 11.034.807.028,00 745.984,233,00 0,00
1.02.07. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10208, |P°0E 5 . 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 796.769.250,00 197.065.000,00 0,00
Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
1.02.02.01. |Perlind Anak, Per i 0,00 0,00 000 000 20.000.000,00 796.769.250,00 197.065.000,00 0,00
Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.09. |Perhubungan 4,928.071.000,00 5.381.449.286,00 453.378.286,00| 109,20 19.718.620.573,00) 118.813.774.730,00)  5.407.753.575,00 0,00
1.02.09.01, |Dinas Perhubungan 4.928.071.000,00 5.381.440.286,00 453.378.286,00| 109,20] 19.718,620.573,00) 118.813.774,730,00| 5.407.753.575,00 0.00
1.02.10. |Ki ikasi dan Inf ' 0,00 0,00| 0,00, 0,00 12.907.829.676,00 23.993.939.882,00|  6.399.344.680,00 0,00
1.02.10,01. | Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 nool 000 12,907,829 676,00 23.993,939,882,00 6.309.344.680,00 0,00
1.02.11. |Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 451.558.440,00 1.019.707.750,00| 568.149.310,00| 225,82 13.545.522.030,34 7.892.130.260,00| 171.296.000,00 0,00
1.02.11.01, |Dinas Perindustrian, Perdagangan, 451.558,440,00] 1.019.707.750,00 568.140.310,00| 225,82 13.545.522.030,34 7.892.130.260,00 171.296.000,00) 0,00
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.02.12.  |Penanaman Modal 31.027.500.000,00| 37.949.790.648,00| 6.912.290.648,00| 122,27 12.565.131.650,10 3.846.181.686,00 392.829.288,00 0,00
1.02,12,01, [Pinas Penanaman Modal dan Pelayatiar 31.037.500.000,00] 37.049.790.648,00)  6512.200648,00| 12227 12.565.131.650,10 3.846.181 686,00 392.829,288,00| 0,00
Terpadu Satu Pinta
1.02.13. |Kepemudaan dan Olah Rags 388.990.000,00 446.960.000,00 $7.970.000,00| 114,90 8.048.303.869,00 9.165.060.850,00 879.243.950,00) 0,00
1.02.13.01, |Dinas Kepemudaan dan Olahraga 388.990.000,00 446 960.000,00 57.970.000,00] 114,90 8.048.303,869,00) 9,165.060.850,00 879.243.950,00 0,00
1.02.14.  [Statistik 0,00 0,00 0,00{ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.15.  |Persandian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.16. |Kcbudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 11.279.235.274,50| 5.235.378.761,00 51.522.516,00 0,00
1.02.16,01. |Dinas Kebudayasn dan Pariwisata 0,00 0,00 000 0,00 11.379.235.374,50 5.235.378.761,00 51.522.516,00) 0,00
1.02.17.  |Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 0,00 9.548.593.541,00 3.200.170.991,00 147.179.322,00| 0,00
1.02.17.01. | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 0,00 0,00 o000 000 9,548.593.541,00 3.200.170.991,00 147.179,322,00 0,00
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BELANJA

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1 §
BELANJA PEGAWAI “"””‘Jm“ nax BELANJA MODAL BELANJA BUNGA | BELANJA SUBSIDI |  BELANJA HIBAH BELANJA BANTUA
1 2 17 18 19 20 21 22 23
1.02.04. |Pertanahan 0,00 62.484.000,00| 30.882.476.117,00 0,00 0,00 0,00 o,
1.01.03,01. gi““’ e 0,00 0,00 30.543.491.117,00 0,00 0.00 0,00 o
1paoqqy |Cias RErdmtan, Perhillician day 0.00 62.484.000,00 296.935.000,00 0,00 0,00 0,00 0
Pertanahan
1.02.05.01. |Dinas Lingkungan Hidup 0.00 0.00 42.050.0040,00 0.00) .00 0,00 0,
1.02.05. |Lingkungan Hidup 27.213.549.706,00| 153.428.771.600,00 10.929,618.374,00| 0,00 0,00 0,00 0,
1.02.05.01. |Dinas Lingkungan Hidup 27 213.549.706,00 130.632.169.438,00 10.195.654.096,00 0.00 000 0,00 o,
L02.16.01. |Dinas Kebudiyian dan Pariwisata 0,00 22,796 602.162,00 733,964.278,00 0,00 0.00 0,00 0
Ad K dan
1.02.06. Pt Sipll 11.604.767.306,00 10.450.718.020,00| 721.254.500,00 0,00 0,00 0,00, 0,
1.02.06,01. E};‘;” Ecpandidnim dan Pencataton 11.604.767.306,00 10.450.718.020,00| 721.254.500,00 0,00 0,00 0,00/ 0
1.02.07. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
102,08, |FeneendaliaaF dan 15.000.000,00 748.590.850,00| 193.290.000,00 0,00 0,00 0,00] o,
Berencana
Dinas Pemberdaynan Perempuan,
1,02.02.01, |Perlind £ . F i 15.000,000,00 T48.590.850,00 193.290.000,00 2,00 0,00 0,00 a,
Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.09. |Perhubungan 19.191.229.686,00| 113.764.460.211,00 4,986.419.622,00 0,00 0,00 0,00 o,
1.02.09.01. | Dinas Perhubungan 19.191.229,686,00 113,764 460.211,00 4.086.419.622,00 0,00 0,00 0,00 [
1.02.10. |K kasi dan Inf; ’ 12.717.818.585,00 23.083.467.624,00 629.165.086,00] 0,00 0,00 0,00 o,
1.02.10.81. |Dinas Komunikasi dan Informatika 12.717.818.585.00 23 083.467.624,00 620, |65.086,00 D.00 0,00/ 0,00 a,
1.02.11.  |Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 13.346.139.457,00 7.107.139.573,00 168.193.460,00 0,00 0,00 0,00 o,
? [hnas Penindusinan, Perdagangan, = e ‘
R RER ) b o 13.346.130.457,00) 7.107.138 573,00 168.103.460,00 0,00 0,00 0,00 0,
1.02.12. |Penanaman Madal 12.333.684.768,00 3.622.269.985,00| 388.856.000,00 0,00 0,00 0,00 o,
1051951, |2ihes Peaxnaman Modal:dan Pelavanan 12.333.684,768,00| 3.622.269.985,00 388.856.000,00 0,00 0,00 0,00 0
Terpadu Satu Pintu
1.02.13. Kepemudaan dan Olah Raga 7.245.628.935,00) B.3231.813.942,00 677.261.700,00| 0,00 0,00 0,00 0,
1.02.13.01. |Dinas Kepemudaan dan Olahraga 7.245.628.935,00] 8331.813.942,00 677.261.700,00 0,00 0,00 0,00 o,
1.02.14. Statistik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.
1.02.15. Persandian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
1.02.16. Kebudayasn 10.943.220.151,00 4.731.134.918,00 47.014.916,00 0,00 0,00 0,00 0,
1.02.16.01. |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 10.943.220.151,00 4.731.134918.00 47.014.916,00 0.00 0,00 0,00, 0,
1.02.17. Perpustakaan 9.399.566.229,00 3.051.773.365,00| 147.179.322,00 0,00 0,00 0,00 0,
1.02.17.01. |Dinas Perpustakasn dan Arsip Daerah 9.399,566.229,00) 3.051.773.365.00 147.179.322,00 0,00 0,00 0,00 0,
3]
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PENDAPATAN

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH P —— —_ %
BELANJA PEGAWAI | PEVANJA BARANG DAR|  ppy o s mopar | BERANJA 1 pp 0
JASA BUNGA
1 2 3 4 5 6 7T a8 9 i0
1.02.18. Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.179.000,00 0,00 0,00
1.02.17.01. |Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 146.179.000.00 0,00 0,00
2. URUSAN PILIHAN 0,00 0,00 0,00 0,00 57.500.000,00 7.538.376.425,00 783.822.100,00( 0,00
2.00.01. HKelantan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 123.764.300,00 0,00| 0,00
1.02.03.01, |Dinas Ketak Pangan 0,00) 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 123.764.300,00| 0,00 0,00)
2.00.02. |Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 1.182.307.500,00 466.366,000,00| 0,00
1.02.16.01. |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0,00] 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 1.182.307.500,00 466.366.000,00 0,00
2.00.03. |Pertanian 0,00 0,00 0,00/ 0,00 0,00 519.618.600,00| 4.056.000,00 0,00
1.02.03.01. |Dinas Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 Q.00 0,00 519.618.600,00 4.056.000,00 0,00
2.00.06. |Perdagangan 0,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00 3.438.030.000,00| 313.400.100,00 0,00
= Dinas Penndustnian, Perdagangan, - A
2000701, |t Usiha Kech dan TREAS 0.00 0.00] 0,00 0,00 27.500.000,00/ 3.438.030.000,00 313.400.100,00 0,00
2.00.07. |Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00/ 0,00 2.274.656.025,00 0,00 0,00
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, 3 i
2.00,07.01 Kepeisia, Ukaha Kol dan Meengal 0,00 0,00 0.00 0,00/ 0,00 2.274.656.035,00 0,00 0.00
3. PENUNJANG URUSAN 3.426.380.272.989,00| 3.413.039.974.525,00/ (13.340.298.464,00)| 99,61 443.371.089.990,02| 340.099.988.218,00( 58.319.963.764,00 0,00| 4.537
3.00.01. |Percncanaan 0,00 0,00 0,00 0,00 11.953.734.884,00 4.538.914.036,00 254.347.600,00 0,00
3.00.01.01, |Badan Perenvanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00] 0,00] 0,00 11.953:734.884,00| 4.538.914.036,00 254.347,600,00 0,00
3.00.02. |Kenangan 3.426.380.272.989,00| 3.412.568.484.801,00| (13.811.788.188,00)| 99,60 78.576.421.116,95 15.943.069.522,00 781.099.100,00| 0,00, 4,537
3.00.02.01. |Badan Pengelola Keuangan Dagrah 2.598.746.998.916,00)  2.483.708.400,788,00( {115.038.508.128.00)| 95,57 39.652.606.399 95 8.931.365.473,00 444,435,100,00 0,00] 4.53
1.00.02.02. |Badan Pendapatan Daerah 827.633.274.073,00 928.860.084.013,00 101.226.800.940,00| 112,23 3892381471700 7.011,704.049,00 336.664.000,00 0,00
3.00.03. |Kepegawalan 0,00 0,00| 0,00, 0,00 25.450.910.410,44 4,455.435.670,00 5.000.000,00 0,00
Badan Kej dan Pengembang: o N
3.00.03.01. Sumber Daya Manusia 0,00 0.00 0.00] 0,00 25.450:910.410.44 4.455.435.670.00 5.000.000,00 0,00
3.00.04. |Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0,00 0,00, 0,00 12.500.000,00 6.151.743.850,00| 0,00 0,00
Badan K dan F
3.00.03.01, i 0,00] 0,00 0,00 0,00 12.500.000.00 6.151.743.850,00 0.00 0,00
Sumber Daya Manusia
3.00.05. Penel dan P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.315.000,00| 0,00 0,00
3.00.01.01. |Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00) 433.315.000,00 0.00 0.00
3.00.06. Sekretariat Dacrah 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 38.788.398.877,45 4B.679.2356.664,00 5.057.160.340,00 0,00
3.00.06.01. |Sekretariat Daerah 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00) 36.437.747.727,65) 48.679.236.664,00 5.057.160,340,00 0,00,
3.00.06.02. |KDH dan WKDH 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350.651.149,80 0,00 0,00 0,00
3.00.07. |Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 47.574.905.236,69) 86.055.356.454,00 1.161.951.867,00 0,00
3.00.07.01. |Sekretariat DPRD 0,00 0,00) 0,00 0,00 11.441.638.317,69 86.055.356.454,00 1.161.951.867,00] 0,00
3.00.07.02. [DPRD 0.00, 0,00 000 0,00 36.133.266.919,00 0,00] 0,00] 0,00
3.00.08. Pengawasan 0,00 0,00 0,00 0,00 16.402.004.473,00| 3.218.630.100,00 500.627.440,00| 0,00
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BELANJA
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KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH :
BELANJA PEGAWAI BECANUR PARANGOAN BELANJA MODAL BELANJA BUNGA | BELANJA SUBSIDI | BELANJAHIBAH | BELANJA BANTUAI
1 2 17 18 19 20 21 22 23
1.02.18. |Koarsipan 0,00 139.273.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,
1.02.17.01. |Dinas Perpustakain dan Arsip Daerah 0.00| 139.273.250,00 0,00 0.00 0,00 0,00 a,
2, URUSAN PILTHAN 27.500.000,00 5.001.810.202,00 T73.922.878,00 0,00 0,00 0,00 0,
2.00.01. Kolautan dan Perlkanan 7.500.000,00/ 119.774.300,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 [+ X
1.02.03.01. |Dinas Ketahanan Pangan 7.500.000,00 119.774.300,00 0,00 0.00 0,00 0,06 o,
2.00.02, Pariwisata 7.500.000,00 737.655.500,00| 459.806.878,00 0,00 0,00/ 0,00 0,
1.02.16.01. |Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 7.500.000,00 737.655.500,00 459.806.878,00) 0,00 0,00 0,00 o,
2.00.03. |Pertanian 0,00] 464.020.708,00, 4.056.000,00 0,00 0,00 0,00] o,
1.02.03.01. |Dinas Ketahanian Pargan 6.00 464.020.708,00 4.056.000,00 0,00 0,00 0,00 a,
2.00.06. |Perdagangan 12.500.000,00 3.079.183.519,00 310.060.000,00 0,00 0,00 0,00] 0,
Al gL, |[Boes Rerinduatran, Pordagangan, 12.500.000,00 3.079.183.519,00| 310.060.000,00) 0,00 0,00 0,00 0
Koperasi, Usaha Kedl dan Menengah
2.00.07. Perindustrian 0,00 601.176.175,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
oy [hnas Penindustnan, Perdagangan, =
£ W et il g icaidty 0,00 601.176.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,
3. PENUNJANG URUSAN 421.900.134.206,00 312.924.004.134,00 54.762.141.179,00 0,00 0,00 88387.390.475,00 2.738.243.000,
3.00.01, |Perencanaan 11.731.783.975,00 4.458.144.550,00 251.808.231,00 0,00 0,00 0,00 o0,
3.00.01.01. |Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.731.783.975.00 4.458.144.550,00 251.808.231,00 0,00 0,00 0,00 0.
3.00.02. |Keuangan 76.083.184.283,00 15.256.000.784,00 777.416.300,00 0,00 0,00  88.387.390.475,00 2.738.243.000,
|3.00.02.01 |Badan Pengelola Keuangan Daerah 37.004,606.326,00 8.510.140.714,00 441.352,300,00 0.00) 0.00 &8 38739047500 2.738.243.000,
3.00,02.02. |Badan Pendapatan Daerah 38.178.577.957,00 £.745.860,070,00 336.064,000,00 0,00 0,00 0,00 o,
3.00.03. |Kepogawaian 21.081.023.647,00) 4.155.620.662,00 1.600.000,00| 0,00 0,00 0,00 0,
3000301, |Badan anT 21.081.023.647,00 4.155.620,662.00 1.600,000,00 0.00 0.00 0.00 o
Sumber Dava Manusia
3.00.04. |Pendidikan dan Pelatihan 12.500.000,00, 6.038.850.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,
3.00.03.01. |BAdan Kepeg St B . ' 12.500.000,00 £.038 B50.550,00 0,00 0,00 0,00 0.00) 0.
Sumber Daya Manusia
3.00.05. [Penelitian dan Pengambang 0,00 430.070.000,00 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,0
3.00.01.01. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 430.070.000.00 0,00 0,00 0.00 0.00) 04
3.00.06. |Sekretariat Daerah 37.820.262.151,00| 40.680.841.273,00 4.087.816.555,00 0,00 0,00 0,00 o,
3.00.06.01. |Sekretariat Daerah 35.472.634.840,00 40.680.84 1.273,00 4.087.816.555.00 0,00 8,00 0,00 0.
3.00.06.02, |KDH dan WKDH 2.347.627.311,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.
3.00.07. Sckretariat DPRD 44.917.577.280,00 73.929.578.238,00 642.874.000,00 0,00 0,00 0,00 [+ X
3.0007.01 |Sekretasiat DPRD 11.376.249.408.00 73929 575.238 00| 642.874.000,00| 0,00 0,00 0,00 0.
3.00.07.02. |DPRD 33.541.327.872.00 0.00 0.0 0.00) 0,00 0,00 O
3.00.08. |Pengawasan 16.266.013.306,00 2.555.219.168,00 454.029.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0
8



KODE

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PENDAPATAN

SRS A SELE % BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG DAN| o0y oy s mopar | BELANVA | o) 0y
JASA BUNGA
1 2 a a s 3 7 8 9 10

3.00.08.01. |Inspektorat 0,00 0,00 oo0 0,00 16.402.004 473,00 3.218,630.100,00 500627 440,00 0.00
3.00.09. Hecamatan 0,00 468.989.724,00 468.989.724,00| 0,00 224.612.214.991,49 170.624.286.922,00| 50.559.777.417,00 0,00
3.00.00.01, |Keeamatan Tangerang 0,00 40.642.204,00 4064220400 0,00 19.098.901 857,00 12411.107.660,00|  3.423.777.660,00 0,00
3.00.09.02. |Kecamatan Karawari 0,00 33.212.017,00 3321201700, 0,00 27.767.872.265,00 19.600.091.533,00]  6.659.322.000,00 0.00
3.00.09.03. |Kecamatan Cibodas 0,00 14.399.748,00) 14.399.748.00 0,00 14.186 988.1R1,96 12.943.427.120.00 2.730.977.100,00 0,00
3.00.09.04. |Kecamatan Jatiuwung 0.00 10.141.611,00 10.141611,00, 0,00 13.919.433.502,00) 9.940.522.664,00)  2.515.042.000,00 0,00
3.00,09.05. |Kecamatan Periuk 0,00 16.915.565.00 16.919.565.00] 0,00 13.410.576.062,59 12.060.638.680,00]  5.317.907.575,00 0,00
3.00.09.06. |Kecamatan Neglasari 0,00 17.143.677,00| 17.143.677.00 0,00 14.316.726.343 81 10.376.488.790,00 4.628.128.582 00 0,00
3.00.09.07. |Kecamatan Benda 0,00 14.120.533,00 14.120.533,00 0,00 12.524.942. 338,00 10.215.016.090,00 2,083.986.100,00 0,00
3.00,09,08, |Kecamatan Batuceper 0,00 6.524.006,00 6.524.00600) 0,00 14.918.605.000,00 11.424.725.277,00]  3.390.892.000,00 0,00
3.00.09.09, |Kecamatan Cipendoh 0,00 21.800.632,00 21.800.632.00 0,00 21.659.951 467,10 16.065.589,268,00] 4.310.917.000,00 0,00
3.00.09.10. |Kecamatan Pinang 0,00 39.587.812,00 39.587.812,00] 0,00 24,237.130.900.94 16.781.194.782,00|  4.424.196.200,00 0,00
3.00.09.11. |Kecamatan Ciledug 0,00 68.246.639,00 BB.246.6359,00 0,00 18.202.049.189,69 12.043.295.606,00] 3,837.007.200,00 0,00
3.0009,12, |Kecamatan Karang Tcngah 0,00 57.680.12500 S7.680.125,00] 0,00 15.718.501.982.00 12.721.211.800,00| 3.227.837.000,00 0,00
3.00.09,13. |Kecamatan Larangan 0,00 128.571.065,00 128.571.065,00 0,00 14 660.535.901,00 13.040.976.952 00| 3,990,987 000,00 0,00/

JUMLAH 3.609.275.478.525,00| 3.5645.663.446.803,00| 39.387.968.278,00) 101,09 1.440.645.549, 126,05 1.796.456.332.T25,31| 491.538.048.346,73 0,00| 4.537
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BELANJA

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH REAMAT
BELANJA PEGAWAI m"“]‘:’;’:‘m pAR BELANJA MODAL BELANJA BUNGA | BELANJA SUBSIDI |  BELANJA HIBAH BELANJA BANTUAI
1 2 17 18 19 20 21 22 23
3.00.08.01, |Inspektorat 16.266.013.306,00 2.555.219.168,00 454,029.000,00 0,00 0,00 0,00 0
212.669.456.564,00
3.00.09. Kecamuatan 213.987.789.564,00| 165.419.678.909,00 48.546.597.093,00 0,00 0,00 0,00 0,
3.00.09.01, |Kecsimatan Tangerang 18.547.653.585,00 11.087.192.093,00 3.116.667.400,00 0.00 0,00 0,00 o,
3.00.09.02. |Kecamatan Karawaci 27,068.571.422,00 19.139.775.681,00 6.406.684.200,00, .00 0,00 0,00 0,
3.00,09.03. |Kecamatan Cibodas 13.713.333.708.00/ 12.633.732.904.00| 2.645.587.404,00/ 0,00 0,00/ 0,00 ,
3.00.09.04; |Kecamatan Jatiiwung 13.204.837.619,00 9.495.589.388,00 2.160.685.484,00 0,00 0,00 0,00 0,
3.00.09.05. |Kecamatan Periuk 12.168.509.977,00 11.790.492.465,00 5.274.521.575,00 0,00 0,00 0,00 a,
3.00.09.06. |Kecamatan Neglasari 13.747.473.761,00 10.208,194.152,00) 4.556.432.861,00 0.00 0,00 0,00 0.
3.00.09.07. |Kecamatan Benda 11.711.591,259,00 9.942.628.352,00 2.050.236. 100,00 0.00 0,00 0,00 0,
3.00.09.08. |Kecamatan Batuceper 14.730.391.214,00| 11.124.818.647,00| 2915.633.667,00| 0,00 0,00 0,00 0,
3.00.09.09. |Kecamatan Cipondoh 21,039.547.330,00| 15.677.911.676,00| 4.144.867 449,00 0.00 0,00 0,00 o,
3.00.09.10. |Kecamatan Pinang 21.460.988.039,00| 15.772.497.045,00] 4.360.274,703,00| 0,00 0,00 0,00 [+}
3.00.09.11. |Kecamatan Ciledug 17.298,000.962 00| 12.667.127.144,00 3.783.180.000,00 0.00 0,00 0,00 o,
3.00.09,12. |Kecamatan Karang Tengah 14.990.868.294,00 12.119.459.470,00 3.157.059.700,00 0,00 0.00 0.00 o,
3.00,02,13, |Kecamatan Larangan 14.306.022.3594.00 12:860.23%9 892 00 3.965.766.550,00 0,00 0,00 0,00 0,
JUMLAH 1.375.906.414.013,00] _ 1.683.063.937.951,88 278.145.148.771,90] 0,00 0,00 88.387.390.475,00]  2.738.243.000,
10
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LAMPIRAN 1.3
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH

MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
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PEMERINTAH KOTA TANGERANG
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2020

Pembangunan Karakter Pendidikan Sekolah Dasar

1.01.01.01.16.05.

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BACCRRAR
PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7
1. URUSAN WAJIB 54.702.757.770,00 | 1.448.817.968.082,31 | 432.434.262.482,73 | 1.935.954.988.335,04 | 51.243.142.277,00
1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 53.109.762.770,00 | 1.089.702.426.597,31 | 225.806.255.043,24 | 1.368.618.444.410,55 | 49.832.787.277,00
1.01.01. PENDIDIKAN 5.663.365.500,00 | 480.895.515.295,00 | 56.482.558.342,00 | 543.041.439.137,00 | 5.655.865.500,00
DINAS PENDIDIKAN 5.663.365.500,00 | 480.895.515.295,00 | 56.482.558.342,00 | 543.041.439.137,00 | 5.655.865.500,00
1.01.01.01, DINAS FENDIDIKAN 5.663.365.500,00 | 479.635.587.795,00 | 33.313.437.858,00 | 518.612.391.153,00 | 5.655.865.500,00
1.01.01.01.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 0,00 3.334.515.186,00 615,205.370,00 3.949.720.556,00 0,00
1.01.01.01.01.01. |Pelayanan Ad rasi Perkantoran 0,00 2.819.291.186,00 0,00 2.819.201 186,00 0,00
1.01.01.01.01.02.  |Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 515.224.000,00 £15.205.370.00 1.130.429.370,00 0,00
1.01.01.01.01.05. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
1.01.01.01.15, Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal 0,00 573.637.800,00 255.810.800,00 829.448.600,00 0,00
Pengembangan, Pemingkaran dan Pembinaan Kunkulum dan
1.01.01.01.15.01.  |Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini {PAUD| dan Pendidikan Non 0,00 164,771.600,00 0,00 164.771.600,00 0,00
Formal
Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan dan
1.01.01.01.1503.  |Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD) dan 0,00 408.866.200,00 43.958.800,00 452.825.000,00 0,00
Pendidikan Non Formal
1.01.01.01.15.08.  |Rehabilitasi Prasarana Belajar PAUD [DAK FISIK REGULAR| 0.00 0,00 161,302.000.00 161.402.000.00 0.00
1.01.01.01.15.09.  |Pengadaan Sarana Belajar PAUD (DAK FISIK REGULAR) 0,00 0,00 50,450.000,00 50,450.000,00 0,00
1.01.01.01.16. Program Pendidikan Sekolah Dasar 4.291,526.500,00 | 136.780.839.296,00 | 22.132.322.649,00 | 163.204.688.445,00 | 4.284.026.500,00
1.01.01.01.16.01. Ezfl:’:z”;f:“ ,'.’,‘“‘ngl::ﬁ?:hdszgmhm““ Hunlolym:dan 0,00 442.494.609,00 0,00 442,494.609,00 0,00
1.01.01.01.16.02. ;;;m;a:;‘:‘b:n 3 d“'m;";'ci:;:‘g‘;:‘:“ﬂ Helebippan tatana, 0,00 35.679.923.350,00 175.394.880,00 35.855.318,230,00 0,00
1.01,01.01.16,03, |[cneembangan, P . dan Pombinaan Peserte Didik dan 20.000.000,00 4.131.536.500,00 0.00 4.151.536.500.00 12.500.000.00

P 1 aan Dana Bantuan Operasional Sckolah (BOS|) 5D

4.271.526.500,00

96.526.884.837.00

21.956.927.769,00

122.755.339.106,00

4.271.526.500,00

1.01.01.01.17.

Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1.371.839.000,00

69.537.002.653,00

10.210.099.039,00

81.218,940.692,00

1.371.839.000,00

1.01.01.01.17.01.

Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Kurikulum dan
Penilaian Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

1.01.01.01.17.02.

Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Kelembagaan Sarana
dan Prasarana Pendidikan Sckolah Menengah Pertama

1.01.01.01.17.03.

Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

0,00 283.126.159,00 0,00 2B83,126.159,00 0,00
0,00 36.270.205.376,00 3.422.829.425.00 39.693.034.801,00 0,00
0,00 5.384.390.000,00 0,00 5.384.390.000,00 0,00

1.01.01.0L.17.04

Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah |BOS) SMP

1.371.839.000,00

27.599.281.118,00

6.887.269.614,00

35.858.389.732,00

1.371.839.000,00

1.01.01.01.18. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 269.409.592.860,00 0,00 269.409.592.860,00 0,00
Pengembangan, Peningkatan dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga
1.01.01.01.18.01. Kependidikan (PTK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Non 0,00 30.496.442 400,00 0,00 30.496.442.400,00 0,00
Formal
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Kepemudaan dan Olahraga

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
' ! PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI
1 2 3 4 5 6-3+445 7
k Pening} dan Pembinaan Pendidik dan Tena, 52
LOLDL Ok 02, [ F-woeneem, Fenng g8 913.150. 00 238.913.150.460,00 0,00
FibiEIH02 Kependidikan (PTK| Pendidikan Dasar dan Tugas Pembantuan Q:94 £38.915:150.480.00 Y 9
1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 0,00 1.259.927,500,00 | 23.169.120.484,00 24.429.047.984,00 0,00
Program Pemb Gedung /B s Prasarana 9.090.540.200.00 0,00
1.01.04.01.20. Sty 0,00 761.303.000,00 8.329.237.200,00 .090.540.200, X
1.01.04,01.20,01. g:::l;?f::“ Gedung/Bangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas 0,00 93.673.000,00 0,00 93,673.000,00 0.00
1.01.04.01.20.02, Pp:n’“;’j:‘_"g_“mn Gedung/Bangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas 0,00 0,00 2.795.122.200,00 2.795.122.200,00 0,00
10104012008  [Denablivest Gedung/Bacipina Safans Prioaring de: PaiBins 0,00 667.630.000,00 |  5.534.115,000,00 6.201.745.000,00 0,00
Program Pemt Gedung/B F
1.01.04.01.21. & & .639,000,00 .597.211.770,00 3.692.850.770,00 0,00
04.01.21 i A 0,00 95.639.000, 3.597.211.770, 3
1.01.04.01.21.01. E:r;r};:.::an Grdung/Bangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas 0,00 95.639.000.00 0.00 95.639.000.00 0,00
1.01.04.01.21.02. z::‘;:::ﬂ““ Gedung/Bangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas 0,00 0,00 1.656,479.770,00 1.656.479.770,00 0,00
1.01.04.01.21,03, s::':ﬂ]&;“ Seduns/Bangunan Sarava Prasarana den Fasllites 0,00 0,00 1.940.732.000,00 1.940.732.000,00 0,00
1.01.04.01.22. Program Pembangunan Gedung/Bangunan Sarana Prasarana 0,00 402.985.500,00 | 11.242.671.514,00 11.645.657.014,00 0,00
dan Fasilitas Kepemudaan dan Olahraga
1.01.04.01.22.01. Perencanaan Gedung/ Bangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas 0,00 272.985.500,00 0,00 272.985.500,00 0,00
Kepemudaan dan Olahrapa
1.01.04,01.22.02. |Fembangunan Gedung/Bangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas 0,00 130.000.000,00 | 11.242.671.514,00 11.372:671.514,00 0,00

1.01.02. HESEHATAN 42.861.838.070,00 436.892.191.333,31 28.036.283.701,24 507.790.313.104,85 | 39.616.221.777,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 42.861,838.070,00 436,892.191.333,31 28.036.283.701,24 507.790.313.104,55 | 39.616.221.777,00
1.01.02.01. DINAS KESEHATAN 0,00 346.498.566.034,31 21.865.939.001,24 368.364.505.035,55 0,00 ‘
1.01.02.01.01. Program Tata Kelola P intahan 0,00 58.905.412.150,00 5.383.774.600,00 64.289.186.750,00 0,00 J
1.01.02.01.01.01. Pelayvanan Administrasi Perkantoran 0,00 57.833.091.630,00 0,00 57.833.001.650,00 0,00
1.01.02.01.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 $26.720.500,00 5.383.774.600,00 6.210.495.100,00 0,00
1.01.02.01.01.04. Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah 0.00 120.600.000,00 0,00 120.600.000,00 0,00
1.01.02.01.01.05. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 98.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00
1.01.02.01.01,06, |Fengembangan, Pengelolaan dan Publikasi Data/Informasi 0,00 37.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00
Perangkat Daerah
1.01.02.01.15. Prog Upaya K b Masyarakat 0,00 731.872.250,00 0,00 731.872.250,00 0,00
1.01.02.01.15.04. Peningkatan Kualitas Kesehatan lbu dan Anak 0,00 244.999.000,00 0,00 244.999.000,00 0,00
1.01.02.01.15.05. Peningkatan Kualitas | hatan Usia Lanjut 0.00 9.130.250,00 0,00 9.140.250,00 0,00
1.01.02.01.15.06. Peningkatan Gizi Masyarakat 0,00 264.996.000,00 0,00 264.996.000,00 0,00
1.01.02.01.15.07. Peningkatan Keamanan Pangan 0,00 19.881.400,00 0,00 19.881.400,00 0,00
1.01.02.01.15.08. Peningkatan dan pemantauan kualitas kesehatan lingkungan 0,00 192.855.600,00 0,00 192,855.600,00 0,00
1.01.02.01.16. Program Pelayanan Kesehatan 0,00 73.607.255.288,31 15.614.441.683,24 89.221.736.971,55 0,00
1.01.02.01.16.01. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional 0,00 36.750.000,00 0,00 36.750.000,00 0,00
1.01.02.01.16.02. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 0,00 18.020.000,00 0,00 18.020.000,00 0,00
1.01.02.01.16.04, Belanja BLUD UPT Laboratorium Kesehatan Daerah 0,00 1.181.495.608,00 0,00 1.181.495.608,00 0,00
1.01.02.01.16.08. Fasilitasi Layanan Kunjungan Rumah 0,00 29,525.000,00 0.00 29,525.000,00 0,00
1.01.02.01.16,09. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 0,00 205.700.000,00 0,00 205.700.000,00 0,00
1.01.02.01.16.10, Peningkatan Kualitas Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
1.01.02.01,16.11, Pengadaan Alat Keschatan dan Alat Laboratorium 0.00 117.054.906,00 6.355.858.275,00 6.472.913.181,00 0,00
1.01.02.01.16.12. Belanja BLUD UPT Pusk Batuceper 0,00 2.019.589.756,00 253.630.149,00 2.273.219.905,00 0,00
1.01.02.01.16.13. Belanja BLUD UPT Puskesmas Benda 0,00 1.931.707.834.00 197.057.131.00 2.128.764.965,00 0,00
1.01.02.01.16.14. Belanja BLUD UPT Puskesmas Bugel 0,00 1.476.433.355.00 147.323.000,00 1.623.756.355,00 0,00
1.01.02.01.16.15. Belanja BLUD UPT Puskesmas Cibodasari 0,00 2.386,873.516,00 85.787.012,00 2.472.660.528,00 0,00
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KODE URAIAN URUSAN, ORGANISAS], PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAL BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7
1.01.02.01.16.16.  |Belanja BLUD UPT Puskesmas Cikokol 0,00 1.524.243.964,00 196.935.634,00 1.721.179.598,00 0,00
1.01.02.01.16.17. |Belanja BLUD UPT Pusi Ciledug 0,00 2.917.661.949,00 284,000.000,00 3.201.661.949,00 0.00
1.01.02.01.16.18.  |Belanja BLUD UPT Pusk Cipadu 0,00 2.336.472.356,00 412.429.663,00 2.748,902.019,00 0,00
1.01.02.01.16,19.  |Belanja BLUD UFT Pus Cipondoh 0,00 3.192.340.838,00 471.755.439,00 3.664.096.277,00 0,00
1,01.02.01.16.20.  |Belanja BLUD UPT Puskesmas Gembor 0,00 1.291.723.742,11 103.423.000,00 1.395.146.742,11 0,00
1.01.02.01.16.21.  |Belanja BLUD UPT Puskesmas Gondrong, Potir 0,00 1.431.567.807,84 117.458,000,00 1.549.025.807,84 0,00
1.01.02.01.16.22.  |Belanja BLUD UPT Pus} Jalan Baja 0,00 1,486.170.340,00 112.584.800,00 1.598.755.140,00 0,00
1.01.02.01.16.23.  |Belanja BLUD UPT Pus} Jati & 0,00 1.435.784.101,00 165.945 874,00 1.601.729.975,00 0,00
1.01.02.01.16.24.  |Belanja BLUD UPT Push Jurumudi Baru 0,00 1.857.431.917,00 107.887.822,00 1.965.319.739,00 0,00
1.01.02.01.16.25.  |Belanja BLUD UPT Puskesmas Karang Tengah 0,00 2.501.791.958 00 368.060.475,00 2.8690.852.433,00 0,00
1.01.02.01.16.26.  |Belanja BLUD UPT Puskesmas Karawaci Baru 0,00 2.995,876.184,00 382.861 660,00 3.375.737,844,00 0,00
1.01.02.01.16,27. |Belanja BLUD UPT Push Kedaung Wetan 0.00 2.700.813.433,00 632.074.592,00 3.332.888.035.00 0,00
1.01.02.01.16.28. |Belanja BLUD UPT Puskesmas Ketapang 0,00 955.459.815,00 98.437,800,00 1.053.897.615,00 0,00
1.01.02.01.16.29.  |Belanja BLUD UPT Puskesmas Kunciran 0,00 2,455.886.260,00 141.100.000,00 2.596,986.260,00 0,00
1.01.02,01.16.30.  |Belanja BLUD UPT Push Kunciran Baru 0.00 1.577.663.443,00 289.399.517,00 1.867.062.960,00 0,00
1.01.02.01.16.31.  [Belanja BLUD UPT Puskesmas Larangan Utara 0,00 3.045.850.443,00 320,840,390,00 3.366,690.833,00 0,00
1.01.02.01.16.32. | Belanja BLUD UPT Pusk Neglasari 0,00 2.546.973.088,00 §78.948.506,00 3.425.921.594,00 0,00
1.01.02.01.16.33.  |Belanja BLUD UPT Pusl Pabuaran Tumpeng 0,00 1.437.976.250,00 127.047.711,00 1.565.023.961,00 0.00
1.01.02.01.16.34.  |Belanja BLUD UPT Puskesmas Panunggangan 0,00 2.266.211.419,00 182.381.196,00 2.448.592.615,00 0,00
1.01.02.01.16.35.  |Belanja HLUD UPT Puskesmas Pasar Baru 0,00 705.758.801,00 51.800.398,00 787.559.199,00 0,00
1.01.02.01,16.36. | Belanja BLUD UPT Pus} Ped ) 0.00 1.145.825.353,00 114.312.827,00 1.260.138.180,00 0,00
1.01.02.01.16.37.  |Belanja BLUD UPT Puskesmas Periuk Jaya 0,00 1.731,729.855,00 192.094.975,00 1.923.824.830,00 0,00
1.01.02.01.16.38.  |Belanja BLUD UPT Puskesmas Pondok Bahar 0.00 1.012.534.282,60 18,727.800,00 1.031.262.082,60 0.00
1.01.02.01.16.39.  |Belanja BLUD UPT Puskesmas Poris Gaga Lama 0.00 1.278.480.187,00 28.915.539,00 1.307.395.726,00 0.00
1.01.02.01.16.40.  |Belanja BLUD UPT Puskesmas Poris Plawad 0,00 1.518.525.540,56 38,755,197,44 1.557.280.738,00 0,00
1.01.02.01.16.41. _|Belanja BLUD UPT Puskesmas Sangiang 0,00 806.631.705,00 31,450,000,00 928.081.705,00 0.00
1.01.02.01.16.42.  |Belanja BLUD UPT Puskesmas Sukasari 0,00 2.284.347.932,00 136.147.000,00 2.430.494,932,00 0,00
1.01.02.01.16.43.  |Belanja BLUD UPT Puskesmas Tajur 0,00 1.028.270.437,00 58,732.970,00 1.087.003.207,00 0,00
1.01.02.01.16.44.  |Belanja BLUD UPT Puskesmas Tanah Tingg 0,00 1,512,608.117,20 125.985.430.80 1.638.593.548,00 0,00
1.01.02.01.16.45. Penyelenggaraan JKN UFT Puskesmas Manis Jaya 0,00 967.442.461,00 T8.841.000,00 1.046.283.461,00 0,00
1.01.02.01,16.46.  |Penyelenggaraan JKN UPT Pusl Paninggilan 0,00 1.286.160.547,00 141.778.900,00 1.427.939.447,00 0,00
1.01.02.01.16.47. | Penyeleriggaraan JKN UFT Pus} Panunggangan Barat 0.00 403.991.793,00 3.750.000,00 407.741.793.00 0,00
1.01.02.01.16.50.  |Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 7.091.100.617,00 0,00 7.091.100.617,00 0,00
1.01.02.01.16.52.  |Penyediaan Alat Kesehatan (DAK FISIK REGULAR) 0,00 0,00 2.090.722.000,00 2,090,722.000,00 0.00
1.01.02.01.16.53, | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kefarmasian (DAK NON 0,00 68.878.000,00 0,00 68.878.000,00 0,00
FISIK)
1.01.02.01.16,54. | Akreditasi Py {DAK NON FiSIK) 0,00 988.900,000,00 0,00 988.900,000,00 0,00
1.01.02.01.16.55. _|Penyelenggaraan JKN UPT Puskesmas Gebang Raya 0,00 150.520,959,00 25.700.000,00 176.220.959,00 0,00
1.01.02.01.16.56.  |Penvelenggaraan JKN UPT Puskesmas Petir 0,00 171.039.408,00 3.500.000,00 174.539.408,00 0,00
1.01.02.01.17. Program P han dan P dalian Penyakit 0,00 3.841.134,932,00 867.722.718,00 4.708.857.650,00 0,00
1.01.02.01.17.01. |Pencegahan dan & lalian Penyakit Menular Langsung 0,00 11.572.500,00 0,00 11.572.500.,00 0,00
1.01.02.01.17.02. Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan 0,00 131.685.000,00 0,00 131.685.000,00 0,00
1.01.02.01.17.04. Pencegahan dan Pengendalian Penvakit bersumber binatang 0,00 187.054.000,00 0,00 187,054.000,00 0,00
1.01.02.01.17.05.  |Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular 0,00 6.197.150,00 0,00 6.197.150,00 0,00
1.01.02.01,17.06, |Pening} Program Kesehatan Jiwa 0,00 21.520.000,00 0,00 21.520.000,00 0,00
1.01.02.01.17.07. EE?E%‘;“_,;&A’;'P’"“S“““ dan Pengendalian Penyakit [DAK FISIK 0,00 3.483.106.282,00 867.722.718,00 4.350.829.000,00 0,00
1.01.02.01.18. Program P bangan S Daya Keschat 0,00 | 209.412.851.414,00 0,00 | 209.412.851.414,00 0,00
1.01.02.0128i01, |PRbiayaan felayanan Keschatan pada Program Jaminian 0,00  164.434.593.216,00 000  164.434.593.216,00 0,00
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HODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
' ' PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7
Peningh Promost Keseh Pemberd Masyarakat
1.01.02.01.18.03. b ; i Ay . K S § 109.749.000,00 0,00
1.02.01.18.03 berpola Hidup Bersih dan Sehat 0,00 109.749.000,00 0,00

1.01.02.01.18.04. Peningk 1 Kesehatan Kerja dan Qlah Raga 0,00 12.450.000,00 0,00 12.450.000,00 0,00
1.01.02.01.18.05, Peningkatan Kompet i tenaga b hatan 0,00 18.603.275,00 0,00 18.603.275,00 0,00
1.01.02.01.18.06. Penilaian jenjang karir tenaga fungsional keschatan 0,00 267.575,00 0,00 267.575,00 0,00
1.01.02.01.18.07. gg;;?glﬁf“mi““” Keaehatsdt (BOK| Diniak Kesehatan [DAR 0,00 910.775.000,00 0,00 910.775.000,00 0,00
1.01.02.01.18.08. ?:;r:m Operasional Keschatan (HOK) Puskesmas [DAK NON 0,00 17.355.796.000,00 0,00 17.355.796.000,00 0,00

" Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

01.02.01.18.09. 47 ¥ % 0,00 47.930.000,00 0,00
[OLOL01109 Kota dan Jampersal [DAK NON FISIK) 000 2:930:000.00
1.01.02.01.18.10. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tenaga Kesehatan COVID- 0.00 26.522.687.348.00 0.00 26.522.687 348,00 0,00

1.01.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 42.861.838.070,00 90.393.625.299,00 6.170.344.700,00 139.425.808.069,00 | 39.616.221.777,00
1.01.02.02.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 42.861.838.070,00 7.899.840.000,00 0,00 50.761.678.070,00 | 39.616.221.777,00
1.01.02.02.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 42.861.838.070,00 7.899.840.000,00 0,00 50.761.678.070,00 39.616:221.777.00
1.01.02.02.20. Prog Pelayanan P jang R h Sakit 0,00 80.643.785.299,00 6.170.344.700,00 86.814.129.999,00 0,00
0 Belanja Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD). 0,00 80,643.785.299,00 6.170.344.700,00 86,814.129.999,00 0,00
1.01.02.02.21. Program Pelayanan Medik dan Kep an Sakit 0,00 1.850.000.000,00 0,00 1.850.000.000,00 0,00
1.01.02.02.21.04. Pengadaan alat | RS 0,00 1.850.000.000,00 0,00 1.850.000.000,00 0,00
1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 98.964.728.828,00 | 126.242.224.280,00 225.206.953.108,00 0,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 98.964.728.828,00 | 126.242.224.280,00 225.206.953.108,00 0,00
1,01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 98.964.728.828,00 | 126.242.224,280,00 225.206.953.108,00 0,00
1.01.03.01.01. Program Tata Kelola P intahan 0,00 13.554.558.400,00 5.919.679.950,00 19.474.238,350,00 0,00
1.01.03.01.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 9.601.278.800,00 305.507.950,00 9.906.786.750,00 0,00
1.01.03.01.01.02. Pening} Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.099.238.400,00 601.206.200,00 1.700.444,600,00 0,00
1.01.03.01.01.03. Peninglatan Kapasitas dan Pengelolaan Sumber Daya Aparaiur 0.00 44.000.000.00 0,00 34.000.000.00 0,00
Perangkat Daerah
1.01.03.01.01.06, |-cisembangan, Pengelolaan dan Publikasi Data/Informast 0,00 248.000.000,00 0,00 248.000.000,00 0,00
Perangkat Daerah
aall| - el iy g e AR 000| 237445500000  4833497.00000|  7.207.952.000,00 w0
Pengadaan, Rehabilitas), Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana,
1.01.03.01.01.20. Prasarana, Peralatan Penguluran dan Pengujian Bahan 0,00 197.586.200,00 179.468.800,00 377.055.000,00 0.00
Konstruksi
1.01.03.01.15. :rl:?:n:efenemm Teknis Jalan, Jembatan, Sumber Daya 0,00 2.289,201.500,00 0,00 2.289.201.500,00 0,00
1.01.03.01.15.01. Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan 0,00 959.830.000,00 0,00 G59.830.000,00 0,00
1.01.03.01.15.02.  |Perencanaan Teknis Sumber Daya Air dan Drainase 0,00 1.085.271.500,00 0,00 1.085.271.500,00 0,00
1.01.03.01.15.03. Pend dan P lolaan Data Leger 0,00 244.100.000,00 a,00 244.100.000,00 0,00
1.01.03.01.16. z_“‘{““n';ry s d;:g::;““'" Jalan, Jemb 0,00 82.827.269.328,00 395.956.000,00 83.223.225,328,00 0,00
1.01.03.01.16.01. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 36.268.351.740,00 0,00 36.268.351.740,00 0,00
1.01.03.01.16.02, Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 0,00 19.035.016,000,00 395.956.000,00 19.430.972.000,00 0,00
1.01.03.01.16.03. Operasi dan Pemeliharaan Drainase 0,00 15.767.384.600,00 0,00 15.767.384.600,00 0,00
1.01.03.01.16.04, Pemeliharaan Jalan dan Drainase Lingkungan Wilavah Timur 0,00 4.647.998.310,00 0,00 4.047.998.310,00 0,00
1.01.03.01.16.05. Pemeliharaan Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah Tengah 0,00 3.567.302.525,00 0,00 3.567.302.525,00 0,00
1.01.03.01.16.09. Pemeliharaan Jalan dan Drainase Lingkungan Wilayah Harat 0,00 3.541.216.153.00 0,00 3.541.216.153,00 0,00
1.01.03.01.17, Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 68.819.124.800,00 68.819.124. 800,00 0,00
1.01.03.01.17.01. Pembangunan Jalan Kota 0,00 0,00 39,449 874.300,00 30.449.874.300,00 0,00
1,01.03.01.17.02, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan 0,00 0,00 23.525.000.000,00 23.525.000.000,00 0,00
1.01.03.01.17.03. Pemb inan dan Rehabilitasi Jembatan 0,00 0,00 5.844,250.500,00 5.844.250.500,00 0,00
1.01.03.01.18. Prog Pengembangan Sumber Daya Air dan Drainase 0,00 0,00 51.107.463.530,00 51.107.463.530,00 0,00
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1.01.03.01.18.01.  |Pembangunan Sumber Daya Air 0,00 0,00 15.346.487.530,00 15.346.487.530,00 0,00
1.01.03.01.18.02. |Pembangunan Drainase 0,00 0,00 32.660.976.000,00 32.660.976.000,00 0,00
1.01.03.01.18.03.  |Rehabilitasi Sumber Daya Air dan Drainase 0,00 0,00 3.100,000.000,00 3.100.000.000,00 0,00
1.01.03.01.19, Program Penataan Ruang 0,00 293.699.600,00 0,00 293.699.600,00 0,00
1.01.03.0L.19.01. Perencanaan Tata Huang Kota 0,00 193.699.600,00 0,00 193.699.600,00 0,00
1.01.03.01.19.02,  |Pengendalian dan Evaluasi Pe 1 Ruang Kota 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.,000,00 0,00
1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 25.000.000,00 19.464.382.165,00 | 12.096.860.620,00 31.586.242.785,00 25.000.000,00

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 25,000.000,00 19.464.382.165,00 | 12.096.860.620,00 31.586.242.785,00 25.000.000,00
1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 25.000.000,00 19.464.382.165,00 | 12.096.860,620,00 31.586.242.785,00 25.000.000,00
1.01.04.01.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 0,00 4.619.106.700,00 459.288.620,00 5.078.395.320,00 0,00
1.01.04.01.01.01.  |Pelavanan Administrasi Perkantoran 0,00 3.635.353.700,00 0,00 3.635.353.700,00 0,00
1,01.04.01.01.02.  |Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 980.753.000,00 459.288.620,00 1.440.041.620,00 0,00
1.01.04.01.01.03. Peninglkatan Kapasitas dan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 0.00 3,000.000,00 0.00 3,000,000,00 0,00

Perangkat Daerah x
1.01.04.01.15. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman 25,000.000,00 4.938.625.600,00 447.501.200,00 5.411.126.800,00 25.000.000,00
1.01.04.01.15.01.  |Pembangunan Perumahan dan Permukiman 0,00 156.520.000,00 200.000.000,00 356.520.000,00 0,00
1.01.04.01.15.02.  |Pembinaan Perumahan dan Permukiman 25.000.000,00 359.931.500,00 0,00 384.931.500,00 25.,000.000,00
1.01,04.01.15.03. Pengaturan, Pemberdayaan, dan Pengawasan Jasa Konstruksi 0,00 39.625.000,00 0,00 39.625.000,00 0,00
1.01.04.01.15.04.  |Pelavanan UPT Rumah Susun Sederhana Sewa 0,00 2.060.394.800,00 10.501.200,00 2,070,896.000,00 0,00
1.01.04.01.15.05.  |Pelayanan UPT Tempat Pemakaman Umum 0,00 2.322.154.300,00 237.000.000,00 2.559.154.300,00 0,00
1.01.04.01.16. Program Pengawasan den Pelayanan Bangunan 0,00 209.007.800,00 0,00 209.007.800,00 0,00
1.01.04.01.16.01.  |Pengawasan Bangunan 0,00 110.980.700,00 0,00 110.980.700,00 0,00
1.01.04.01.16.02.  |Pelayanan Bangunan 0,00 98,027.100,00 0,00 98,027.100,00 0,00
1.01.04.01.17. Program Pengembangan Air Minum dan Air Limbah 0,00 5.176.381.800,00 1.155.760. 100,00 6.332.141.900,00 0,00
1.01.04.01.17.01.  |Pembangunan dan Pengembangan Air Minum 0,00 100.000.000,00 §40,730.000,00 940.730.000,00 0,00
1.01.04.01.17.02. Pembangunan dan Pengembangan Air Limbah 0,00 4.587.686.200,00 0,00 +.587.686.200,00 0,00
1.01.04.01.17.03.  |Pembinaan dan Pengendalian Air Minum dan Air Limbah 0,00 188.695.600,00 315.030.100,00 803.725.700,00 0,00
1.01.04.01.18. ::';“;m ::;um“ln“; d‘m ;{ B 7T Sarana, P 0,00 4.521.260.265,00 | 10.034.310.700,00 14.555.570.965,00 0,00
1.01.04.01.18.01. ;:’;:;“;2? T“::;‘;;ﬁif:ﬁ“ﬁfﬁﬁﬂ:;'“ 0,00 1.321,770.000,00 0,00 1.321.770.000,00 0,00
1.01.04.01.18,02. :::xf::;:;::;gfizg“““ Savan, Prasarana dan Fagiliasg 0,00 4.000.000,00 2.568,540.700,00 2,652.540.700,00 0,00
1.01.04.01.18.05. |Pemclibaraan gedung / bangunan sarana, prasarana dan fasilitasi 0,00 3.115.490.265,00 7.465.770.000,00 10.581.260.265,00 0,00

KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN

1.01.05. MASYARAKAT 4.559.559.200,00 38.988.236.746,00 2.631.219.540,00 46.179.015.486,00 4.523.200.000,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.559.559.200,00 38.988.236.746,00 2.631.219.540,00 46.179.015.486,00 4.523.200.000,00
1.01.05.01. BADAN FENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 19.097.207.250,00 2.396.705.300,00 21.493.912.550,00 0,00
1.01.05.01.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 0,00 17.664.307.850,00 172.350.000,00 17.836.657.850,00 0,00
1.01.05.01.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.00 17.664.307.850,00 0,00 17.664.307.850,00 0,00
1.01.05.01.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 172.350.000,00 172.350.000,00 0,00
1.01.05.01.20. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 0,00 448.405.200,00 0,00 448.405.200,00 0,00
1.01.05.01.20.01.  |Pencegahan Bencana 0,00 72.000.000,00 0,00 72,000.000,00 0,00
1.01.05.01.20.02. Kesiapsiagaan Bencana 0,00 A76.405.200,00 0,00 376.405.200,00 0,00
1.01.05.01.23. ;“‘“'" Poithy prtat Saruan By Penanggulangan 0,00 984.494,200,00 2.224.355.300,00 3.208.849.500,00 0,00
1.01.05.01.23.01, Pemeliharaan Sarana Prasarana Bencansd 0,00 90)5,494.200,00 0,00 905.494.200,00 0,00
1.01.05.01.23.02, P d Sarana Prasarana Bencana 0,00 79.000,000,00 2.224.355.300,00 2.303.355.300,00 0,00

1.01.05.02.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

4.514.559.200,00

17.286.803.475,00

100.708.740,00

21.902.071.415,00

4.478.200.000,00

1.01.05.02.01.

Program Tata Kelola Pemerintahan

4.277.059.200,00

12.819.007.375,00

100.708.740,00

17.196.775.315,00

4.265.700.000,00
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1.01.05.02.01.01, Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.277.059.200,00 12.599.156.175,00 0,00 16.876.215.375,00 4.2635.700.000,00
1.01.05.02.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 219.851.200,00 100.708.740,00 320,559.940,00 0,00
1.01.05.02.15. Program Penegakan Produk Hukum Daerah 62.500.000,00 371.652.000,00 0,00 434,152.000,00 62.500.000,00
1.01.05.02.15,01, Pembinaan dan Penegakan Produk Hukum Daerah 62.500.000,00 371.652.000,00 0,00 434.152.000,00 62.500.000,00
1.01.05.02.16. Program Peningkatan K aman dan Ketertiban Tmum 150.000.000,00 3.866.203.400,00 0,00 4.016.203.400,00 125.000.000,00
1.01.05.02.16.01. Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum 0,00 206.100.000,00 0,00 206.100.000,00 0,00
1.01.05.02.16.02. Pembinaan Ketertiban Umum 150.000.000,00 3.660.103.400,00 0,00 3.810.103.400,00 125.000.000.00
1.01.05.02.17. Prog: Pembi Masyarakat 12.500.000,00 83.357.000,00 0,00 95.857.000,00 12.500.000,00
1.01.05.02.17,01. Pembinaan Kewaspadaan Dini 0,00 4.580,000,00 0,00 4.580,000,00 0,00
1.01,05.02.17.02.  |Bimbingan dan Penyulthan 12.500.000,00 78.777.000,00 0,00 91.277.000,00 12.500.000,00
1.01.05.02.18. Program Pembinaan Satlinmas 12.500.000,00 146.583.700,00 0,00 159.083.700,00 12.500.000,00
1.01.05.02.18.01. Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Informasi Satlinmas 12.500.000,00 92,189.500,00 0,00 104.689,500,00 12.500.000,00
1.01.05.02.18.02. Pelatihan dan Mobilisasi Satlinmas 0,00 54.394.200,00 0,00 54.394.200,00 0,00
1.01.05.03. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 45.000.000,00 2.604.226.021,00 133.805.500,00 2.783.031.521,00 45.000.000,00
1.01.05.03.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 0,00 2.428.246.171,00 133.805.500,00 2.562.051.671,00 0,00
1.01.05.03.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.054.372.366,00 0,00 2.054.372.366.00 0.0
1.01.05.03.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 J56.473.805,00 133.805.500,00 400.279.305,00 0,00
1.01.05.03.01.03. Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 0,00 17.400.000,00 0.00 17.400.000,00 0.00

Perangkat Daerah

1.01.05.03.19. frogrant Feml il Rl Bangsa dan Politik 45.000.000,00 175.979.850,00 0,00 220.979.850,00 45.000.000,00
Dalam Negeri
1.01.05.03.19.01.  |Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan 25.000.000,00 48.195.200,00 0,00 73.195.200,00 25.000.000,00
1.01.05.03.19.02.  |Pembinaan Politik Dalam Negeri 20.000.000,00 19.603.150,00 0,00 30.603.150,00 20.000.000,00
1.01.05.03.19.03.  |Pembinaan Ketahanan B dan Masyarakat 0,00 108.181.500,00 0,00 108.181.500,00 0,00
1.01.06. SOSIAL 0,00 14.497.372.230,00 317.108.560,00 14.814.480.790,00 12.500.000,00
DINAS SOSIAL 0,00 14,497,372.230,00 317.108.560,00 14.814.480.790,00 12.500.000,00
1.01.06.01. DINAS SOSIAL 0,00 14.497.372.230,00 317.108.560,00 14.814.480.790,00 12.500.000,00
1.01.06.01.01. Program Tata Helola Pemerintahan 0,00 3.959.363,230,00 311.608,560,00 4.270.971.790,00 0,00
1.01.06.01.0L.01.  |Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 3.743.927.190,00 0,00 3.743.927.190,00 0,00
1.01.06.01.01.03. Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 0.00 215.436,040,00 311.608.560,00 527.044.600,00 6,00
Perangkat Daera 4
1.01.06.01.15. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 0,00 6.451.470.000,00 5.500.000,00 6.456.970.000,00 0,00
1.01.06.01.15.01.  |Perlindungan Sosial 0,00 3.683.049.000,00 5.500.000,00 3.688.549.000,00 0,00
1.01.06.01.15.02.  |Jaminan Sosial 0,00 1.965.808.000,00 0,00 1.965.808.000,00 0,00
1.01.06.01.15.03.  |Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu (BDT) 0,00 301.188.000,00 0,00 301.188.000,00 0,00
1.01.06.01,15.04, Peningkatan Keluarga Scjahtera Mandiri 0,00 401.425.000,00 0,00 401.425.000,00 0,00
1.01.06.01.18. Program Rehabilitasi Sosial 0,00 1.614.950.200,00 0,00 1.614.950.200,00 0,00
1.01.06.01.16.01.  |Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia 0,00 1.040.636.100,00 0,00 1.040.636.100,00 0,00
1.01.06.01.16.02.  |Rehabilitasi Orang Dengan Disabilitas 0,00 198.500.000,00 0,00 198.500.000,00 0,00
1.01.06.01.16.03.  |Rehabilitasi Eks Penvandang Penvakit Sosial Dan Tuna Sosial 0,00 375.814,100,00 0,00 375.814.100,00 0,00
1.01.06.01.17. Program Pemberdayaan Sosial 0,00 2.471.588.800,00 0,00 2.471.588.800,00 12.500.000,00
1.01.06.01.17.01. Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial 0,00 2.346.291.000,00 0,00 2.346.291.000,00 0,00
1.01.06.01.17.02.  |Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin 0,00 116.297.800,00 0,00 116.297.800,00 12.500.000,00
1.01.06.01.17.03, |Fenyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana 0,00 9.000.000,00 0,00 9,000.000,00 0.00
Bantuan Sosial '
1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 1.592.995.000,00 359.115.541.485,00 | 206.628.007.439,49 567.336.543.924,49 | 1.410.355.000,00
1.02.01. TENAGA KERJA 55.000.000,00 6.360.709.450,00 0,00 6.415.709.450,00 42.500.000,00
DINAS KETENAGAKERJAAN 55,000.000,00 6.360.709.450,00 0,00 6.415.709.450,00 42.500.000,00
1.02.01.01. DINAS KETENAGAKERJAAN 55.000.000,00 6.360.709.450,00 0,00 6.415.709.450,00 42.500.000,00
1.02.01.01.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 0,00 5.019.228.950,00 0,00 5.019.228.950,00 0,00
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1.02.01.01.01.01.  |Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 4,595.430.450,00 0,00 4.595.430.450,00 0,00
1.02.01.01.01.02, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 423.798.500,00 0,00 423.798.500.00 0,00
1.02.01.01.15. ;r:p.nm Penempatan Tensga Kerja dan Perluasan Kesempatan 12.500.000,00 257.508.200,00 0,00 270.008.200,00 12.500.000,00
1.02.01.01.15.01.  |Penempatan Tenaga Kerja 12.500.000,00 216.722.400,00 0,00 229.222.400,00 12.500.000,00
1.02.01.01.15.02. Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri 0,00 17.569.000,00 0,00 17.5649.000,00 0,00
1.02.01.01.15.03.  |Perluasan Kesempatan Kerja 0,00 23.216.800,00 0,00 23.216.800,00 0,00
1.02.01.01.16. ::ri‘_:m i 30.000.000,00 256.068.000,00 0,00 286,068,000,00 30.000.000,00
1.02.01.01.16.02.  |Pengupahan dan .Jaminan Sosial Tenaga Kerja 30.000.000,00 256,0068.000,00 0,00 286.068.000,00 30.000.000,00
1.02.01.01.17. Program Pelatihan Kerja Dan Peningl Produktivitas 12.500.000,00 827.904.300,00 0,00 §40.404.300,00 0,00
1.02.01.01.17.01. Keleml Pelatihan 0,00 1B.467.800,00 0.00 18.467.800,00 0,00
1.02.01.01.17.02.  |Pelatihan Kerja 0,00 19.060.800,00 0,00 19.060.800,00 0.00
1.02,01.01.17.03.  |Servifikasi Kompetensi dan Produktivitas 0,00 31.219.800,00 0,00 31.219.800,00 0,00
1.02.01.01.17.04.  |Pelayanan UPT Latihan Kerjz 12.500.000,00 759.155.900,00 0.00 771.655.900,00 0,00
1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 109.500.000,00 3.558.282.625,00 0,00 3.668.182.625,00 84.900.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
.900. 558,282, 0,00 3.668.182.625,00 84.900.000,00
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA LEINA0000 S EENEBRGAN00 / " !
DINAS PEMEERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
1.02,02.01. X ' .900. .558.282. 0,00 3.668.182.625,00 84.900.000,00
el PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 103.310.000,00 8.878.202.627.00 ' ' !
1.02.02.01.01. Program Tata Kelola P intak 77.400.000,00 1.658,121.725,00 0,00 1.735.521.725,00 77.400.000,00
1.02.02.01.01.01.  |Pelayanan Administrasi Perkantoran 77.400.000,00 1.399,111.725,00 0,00 1.476.511.725.00 77.400.000,00
1,02.02.01.01.02, Perunpgkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 250.010.000,00 0,00 259.010.000,00 0,00
1.02.02.01.15. Program Pemberdayaan Perempuan 7.500.000,00 1.247.590.400,00 0,00 1.255.090.400,00 7.500.000,00
1.02.02.01.15.01.  |Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 0,00 463.360.400,00 0,00 463.360,400,00 0,00
1.02.02.01.15.03.  |Penguatan Kelembagaan Organisasi Perempuan 7.500.000,00 784.230.000,00 0,00 791.730.000,00 7.500.000,00
1.02.02.01.16. Program Perlindungan P, P dan Anak 25.000.000,00 652.570.500,00 0,00 677.570.500,00 0,00
1.02.02.01.16.01,  |Perlindungan Perempuan dan Anak 12.500.000,00 467.916.000,00 0,00 4800.416.000,00 0,00
1.02.02.01.16.02.  |Pemecnuhan Hak Anak 12.500.000,00 184.654.500,00 0,00 197.154.500,00 0,00
1.02.03. PANGAN 0,00 4.764,174.596,00 3.616.732,00 4,767.791.328,00 0,00
DINAS KETAHANAN PANGAN 0,00 4.764.174.596,00 3.616.732,00 4,767.791.328,00 0,00
1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN 0,00 4.764.174.596,00 3.616.732,00 4,767.791.328,00 0,00
1.02.03.01.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 0,00 2.376.731.596,00 3.616.732,00 2.380.348.328,00 0,00
1.02.03.01.01.01.  |Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.099.971,596,00 0,00 2.099.971.596,00 0,00
1.02.03.01.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 276.760.000,00 3.616.732,00 280.376.732.00 0,00
1.02.03.01.15. Program Peningkutin Ketersadiaur, Distribust dan 0,00 1.820.826.800,00 0,00 1.820.826.800,00 0,00
Peuangnunn Herawanan Pﬂlﬂ
1.02.03.01.15.01.  |Peningkatan Ketersedinan Pangan 0,00 1.684.492,100,00 0,00 1.684.492.100,00 0,00
1.02.03.01.15.02, E‘:::L““" PeatEnisiin dRis Pemaiite pin DIstAlnAL panges 0,00 115.364.700,00 0.00 115.364.700,00 0,00
1.02.03.01.15.03.  |Penanganan Kerawanan Pangan 0,00 20.970.000,00 0,00 20.970.000,00 0,00
TR T - n
1.02.03.01.16. Program ¥ g 0,00 566.616.200,00 0,00 566.616.200,00 0,00
K Pangan
1,02.03.01.16.01. Diversifikasi Pengembangan Pangan 0,00 412.146.200,00 0,00 412.146.200,00 0,00
1.02.03.01.16.02. Pengawasan Keamanan Pangan 0,00 154.470.000,00 0,00 154.470.000,00 0,00
1.02.04. PERTANAHAN 0,00 69.800.000,00 | 181.055.719.111,49 181.125.519.111,49 0,00
PERTANAHAN 0,00 69.800.000,00 | 181.055.719.111,49 181.125.519.111,49 0,00
1.01.03.01. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 0,00 | 179.056.719.111,49 179.056.719.111,49 0,00
1.01.03.01.16. Erogram P‘“.:.:’:‘:“‘“““" Peamilikcsn Pengruomnn; dan 0,00 0,00 | 179.056.719.111,49 | 179.056.719.111,49 0,00
1.01.03.01.16.01.  |Ganti Rugi Tanah dan Bangunan 0,00 0,00 | 179.056.719.111,49 179.056.719.111,49

https://jdih.tangerangkota.go.id/

82




ANGGARAN

KOD URAIAN URUSAN, O 1, PROGRAM DAN
E , ORGANISAS KEGIATAN PEGAWAL BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI
1 2 a 4 5 6=3+4+5 g
1.01.04.01. DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 0,00 69.800.000,00 549.000.000,00 618.800.000,00 0,00
1.01.04.01.15, Program Admini i Per 1 0,00 69.800.000,00 0,00 69.800.000,00 0,00
1.01.04.01.15.07. Penataan Status Kepemilikan Tanah Milik Pemda 0,00 69.800.000,00 0,00 69.800.000,00 0,00
1.01.04.01.16. Program Panatean I Pemilikan Penggunaan dan 0,00 0,00 549.000.000,00 549.000.000,00 0,00
Pemanfaatan Tanah
1.01.04.01.16.01. Ganti Rugi Tanah dan Bangunan 0,00 0,00 549.000.000,00 549.000.000,00 0,00
1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 0,00 0,00 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00
1.02.05.01.16. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan 0,00 0,00 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00
Pemanfaatan Tanah
1.02.05.01.16.01. Ganti Rugi Tanah dan Bangunan 0,00 0,00 1.450.000.000,00 1:450.000.000,00 0,00

https://jdih.tangerangkota.go.id/

1.02.05, LINGKUNGAN HIDUP 17.750.000,00 | 160.238.182.376,00 | 11.176.453.032,00 | 171.432.385.408,00 17.750.000,00
DINAS LINGKUNGAN HIDUP 17.750.000,00 | 160.238.182.376,00 | 11.176.453.032,00 | 171.432.385.408,00 17.750.000,00
1.02.05.01. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 17.750.000,00 | 136.013.185.388,00 | 10.436.026.220,00 | 146.466.961.608,00 17.750.000,00
1.02,05.01.01, Program Tata Kelola Pemerintahan 5.250.000,00 24.987.584.428,00 |  6.595.938.220,00 31.588.772.648,00 5.250.000,00
1.02.05.01.01,01. |Pelayanan Adminisirasi Perkantoran 5.250.000,00 9.032.609.796,00 0,00 9.037.859.796,00 5.250,000,00
1.02.05.01.01.02.  |Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 15.954.974.632.00 6.595.938.220.00 22.550.912,852,00 0,00
1.02,05.01.15. Program Penataan Lingkungan Hidup 0,00 38.900.000,00 0,00 38.900.000,00 0,00
1.02.05.01.15.01. | Pengelolaan Limbah B3 0,00 38.900.000,00 0,00 38.900.000,00
1.02.05.01.16. ;’_:E';‘“ Penastan dun Pealngl Kapasitan Lingkung 12.500.000,00 566.475.000,00 0,00 578.975.000,00 12.500.000,00
1
1.02.05.01.16.01. | Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingh 1 Hidup 0,00 70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 0,00
1.02.05,01.16.02. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 0,00 73.560.000.00 0.00 73.560.000,00 0,00
1.02,05.01.16.03. | Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 12.500.000,00 422.715.000,00 0,00 435.215.000,00 12.500.000,00
1.02,05.01.17. Program Pengendalinn P dan Kerusakan Lingl 0,00 568.300.000,00 0,00 568.300.000,00 0,00
1.02.05.01.17.01.  |Pemantauan Kualitas Lingkungan 0,00 377.520.000,00 0,00 377.520.000,00 0,00
1.02.05.01.17.02. |Pengendalian Pencemaran Lingkungan 0.00 190.780.000,00 0,00 190,780.000,00 0,00
1.02.05.01.18. Program Peningl Kebersihan dan Pengelol gl 0,00 | 109.851.925.960,00 | 3.840.088.000,00 | 113,692.013.960,00 0,00
1.02.05.01,18.01.  |Penanganan Sampah 0,00 2.700.852.000,00 350,000.000,00 3.050.852.000,00 0,00
1.02.05.01.18.02. |Pengurangan Sampah 0.00 391.911.000,00 86,089.000,00 478.000,000,00 0,00
1.02.05.01.18.03, |Pengolahan dan Pemrosesan Sampah 0.00 4.696.098,500.00 54.000.000,00 4,780.098.500,00 0.00
15.05/01.18/04,, |Lmyenen URT Tempat Pewproscsan’Alkhir dan Rerribos) 0.00 17.934.664.960.00 600.000.000,00 18.534.664.960,00 0,00
Pelayanan Persampahan
1,02.05.01.18:07, |Feningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarina 0,00 43,502.017.000,00 0,00 43.502.017.000,00 0,00
Persampahan Wilavah Barat
1.02.05.01.18.08, |Lctifigkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana 0,00 40.626.382.500,00 0,00 40.626.382.500,00 0,00
Persampahan Wilavah Timur
1.02.05.01.18.11, g;‘;bl‘}(‘i‘;g\gjla' Pengumpul dan Pengangkut Sampah (DAK FISIK 0,00 0,00 2.719,999.000.00 2.710.999.000,00 0,00
1.02.16.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARTWISATA 0,00 24.224.996.988,00 740.426.812,00 24.965.423.800,00 0,00
1.02.16,01.19. Program P bangan P dan Dekorasi Kota 0,00 24.224.996.988,00 740.426.812,00 24.965.423.800,00 0,00
1.02.16.01.19.01.  |Pembangunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Taman 0,00 20,336,795.788,00 740,426.812,00 21.077.222.600,00 0,00
1,02.16.01.19.02. Eeulr:!bungunan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Dekorasi Kota dan 0,00 3.486.366.100,00 0,00 3.486.366.100,00 0,00
cRlame
1.02.16.01.19.03. Perencanaan Teknis Pertamanan dan Dekorasi Kota 0,00 401.835,100,00 0,00 401.835.100,00 0,00
1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 11.034.807.028,00 745.984.233,00 11.780.791.261,00 0,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 11.034.807.028,00 745.984.233,00 11.780.791.261,00 0,00
1.02.06.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 11.034.807.028,00 745.984.233,00 11.780.791.261,00 0,00
1.02.06.01.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 0,00 4.654.181.915,00 742.484.233,00 5.396.666.148,00 0,00
1.02.06.01.01.01. | Pelavanan Administrasi Perkantoran 0.00 4.114.249.378.00 0,00 4.114.249.378,00 0,00
1.02.06.01.01.02.  |Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 447.832.537,00 742.484.233,00 1.190.316.770,00 0,00
1.02.06.01,01.06. Pengembangan, Pengelolaan dan Publikasi Data/ Informasi 0,00 92.100.000,00 0,00 92.100.000,00 0,00
Perangkat Daerah
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HODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
’ ) PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAIL
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7
B e e e - z
1.02.06.01.15. Program Peng L Hepenlndi 0,00 61.174.000,00 0,00 61.174.000,00 0,00
dan Pemanfaatan Data
1.02,06.01.15.02. Pengolahan dan Penvajian Data Administrasi Kependudukan 0,00 52.806.000,00 0,00 52.806.000,00 0,00
1.02.06.01.15.03. Fasilitasl Kerjasama dan Inovasi Layanan Administrasi 0,00 8.368.000,00 0,00 8.368.000,00 0,00
Kependudukan
1.02.06.01.16. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 0,00 6.013.438.793,00 3.500.000,00 6.016.938.793,00 0,00
1.02.06.01.16.03. Pengembangan dan Pengelol Pend Penduduk 0.00 725.904.793,00 0,00 725.904.793,00 0,00
1.02.06.01.16.04. Dana Pelavanan Administrasi Kependudukan 0,00 5.287.534.000,00 3.500.000,00 5.291.034.000,00 0.00
1.02.06.01.17. Prog Pelayanan dan Pencatatan Sipil 0,00 306,012.320,00 0,00 306.012.320,00 0,00
1.02.06.01.17.01. Pelayanan Akte Kelahiran 0,00 213.754.320,00 0,00 213.754.320,00 0.00
1.02.06.01.17.02. Pelayanan Akte Perkawinan, Perceraian 0,00 28.200,000,00 0,00 28.200.000,00 0,00
1.02.06.01.17.03, | Felavanan Perubahan Status Anak, Pewargancgaraan, dan 0,00 64.058.000,00 0,00 64.058.000,00 0,00
Kematian
1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 20.000.000,00 796.769.250,00 197.065.000,00 1.013.834.250,00 7.500.000,00
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 20.000.000,00 796.769.250,00 197.065.000,00 1.013.834.250,00 7.500.000,00
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
1.02.02.01. s A .000,000,00 .769.250,00 197.065.000,00 1.013.834.250,00 7.500,000,00
PENGENDALIAN FENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 29 ) 966,250 )
1.02.02.01.15. Program Pengendalian Penduduk 7.500.000,00 325.706.200,00 0,00 333.206.200,00 7.500.000,00
1.02.02.01.15.01. Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga 0,00 41.200.000,00 0,00 +1.200.000,00 0,00
1.02.02.01.15.02. Advokasi, Penggerakan dan Pendayagunaan PLKH dan Kader KB 7.500.000,00 284.506.200,00 0,00 202.006.200,00 7.500.000,00

REGULAR)

1.02.02.01.16. ;:‘;f‘:‘:;r iagkataa Keloarga Bor b 12.500.000,00 471.063.050,00 197,065.000,00 680.628.050,00 0,00
1.02.02.01.16.01.  |Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB 0,00 124.750.200,00 0,00 124.750.200,00 0,00
1.02.02.01.16.02.  |Ketahanan dan Kescjahteraan Keluarga 12.500.000,00 146.762.850,00 0,00 150.262.830,00 0,00
1,02.02.01.16.04. ;Eg;m’; Sarana Prasarana Kiinik Pelayanan KB (DAK FISIK 0,00 0,00 197.065.000,00 197.063.000,00 0,00
1.02.02.01.16.05. Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan [DAK FISIK 0.00 199.550.000,00 0,00 199.550.000,00 0,00
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1.02.09. PERHUBUNGAN 433.200.000,00 118.813.774.730,00 5.407.753.575,00 124.654.728.305,00 408.200.000,00

DINAS FERHUBUNGAN 433.200.000,00 118.813.774.730,00 5.407.753.575,00 124.654.728.305,00 408.200.000,00
1.02.09.01. DINAS PERHUBUNGAN 433.200.000,00 118.813.774.730,00 5.407.753.575,00 124.654.728.305,00 408.200.000,00
1.02.09.01.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 133.200.000,00 80.889.835.080,00 111.000.000,00 £1.134.035.080,00 133.200.000,00
1.02.09.01.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.200.000,00 76.635.266.080,00 0.00 76.768.466.080,00 133.200.000,00
1.02.09.01.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 4.254.569.000,00 111.000.000,00 4.365.569.000,00 0,00
1.02.09.01.15. Program Pengembangan Sistem Transportasi 187.500.000,00 366.150.000,00 0,00 553.650.000,00 187.500.000,00
1.02.09.01.15.01.  |Pengembangan Pengkajian Sistem Transportasi 187.500.000,00 282.150.000,00 0,00 469.650.000,00 187.500.000,00
1.02.09.01.15.02.  |Analisa dan Evaluasi Sistem Transportasi 0,00 £4.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00
1.02.09.01.16. Program Pengelolaan Anglkut 37.500.000,00 20.450,029,000,00 528.374.000,00 21.015.903.000,00 12.500.000,00
1.02.09.01.16.01, Pengembangan dan Pengelol Sarana Angl 37.500.000,00 19.464.129.000,00 200.000.000,00 19.701.629.000,00 12.500.000,00
1.02.09.01.16.02.  |Pengemt dan Pengelolaan Prasarana Angkutan 0,00 985.900.000,00 328.373.000,00 1.314.274.000,00 0,00
1.02.09.01.17. Program Pengelolaan Lalu Lintas 75.000.000,00 2.683.850.900,00 697.707.300,00 3.456.558.200,00 75.000.000,00
1.02.09.01.17,01. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 0,00 99.280.000,00 209.373.000,00 398.653.000,00 0,00
1.02.09.01.17.02.  |Teknik Prasarana Lalu Lintas Jalan 0,00 2.199.570.900,00 398.334.300,00 2.597.905.200,00 0,00
1.02.09.01.17.03. Pengendalian dan Penertiban Lalu Lintas Anglutan Jalan 75.000.000,00 385.000.000,00 0,00 460.000.000,00 75.000.000,00
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KODE URAIAN URUSAN, O 1SASI, PROGRAM DAN KEG!
i A PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7
1.02.09.01.18. ; gram Pengombangan dan Pengelolaan Penerangan Jalan 0,00 14.423.909.750,00 4.070.672.275,00 18.494.582.025,00 0,00
mum
1.02.09.01.18.01.  |Pemt Penerangan Jalan Umum 0,00 0,00 1.702.190.050,00 1,702.190.050,00 0,00
1.02.09.01.18.02.  |Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 0,00 14.423.909.750,00 2.368.482.225,00 16.792.391.975,00 0,00

1.02.10. KOMUNIKAS!I DAN INFORMASI 349.445.000,00 23.993.939.882,00 6.399.344.680,00 30.742.729.562,00 349.305.000,00

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 349.445,000,00 23.993.939.882,00 6.399.344.680,00 30.742.729.562,00 349,305.000,00
1.02.10.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 349.445.000,00 23.993.939.882,00 6,399.344,680,00 30.742.729.562,00 349.305.000,00
1.02.10.01.01. Program Tata Kelola P intak 161.945.000,00 2.609.509.174,00 0,00 2.771,454.174,00 161.805.000,00
1.02.10.01.01.01.  |Pelayanan Administrasi Perkantoran 161.945,000,00 2.302.983.174,00 0,00 2.464.928.174,00 161.805.000,00
1.02.10.01.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 306.526.000,00 0,00 306.526.000,00 0,00
1.02.10.01.15. Program Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan 0,00 8.317.940.420,00 6.399.344.680,00 14.717.285.100,00 0,00

Homunikasi dan Persandian
1.02.10.01.15.01.  |Infrastruktur Internet dan Data Center 0,00 7.361.394.420,00 5.934.364.680,00 13.295.759.100,00 0,00
1.02.10.01.15.02.  Tatakelola TIK 0,00 228.966.000,00 0,00 228.966.000,00 0,00
1.02.10.01.15,03.  |Keamanan Informasi dan Persandi 0,00 727.580.000,00 464.980.000,00 1.192,560.000,00 0,00
1.02.10.01.16. Program Pengembangan eG: 75.000.000,00 4.541.485.400,00 0,00 4.616.485,400,00 75.000.000,00
L02.10.01.16.01, Pengemhangan dan Integrasi Aplikasi Manajemen Pemerintahan 0,00 2.744.000.000,00 0,00 2.744.000.000,00 0,00
1.02.10.01.16.02.  |Pengembangan dan I i Aplikasi Layanan Publik 0,00 1.229.000,000,00 0,00 1.229.000.000,00 0,00
1.02.10.01.16.03.  |Pemeliharaan dan Implementast Aplikasi 0,00 490.212.000,00 0,00 490.212.000,00 0,00
1.02.10.01.16.04. :J‘:i“gﬁj‘:‘" dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 75.000.000,00 48.273.400.00 0,00 153.273.400,00 75.000.000,00
1.02.10.01.17, Program Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik 75.000.000,00 7.688.636.488,00 0,00 7.763.636.488,00 75.000.000,00
1.02.10.01.17.01.  |Diseminasi Informasi Media Elektronik 0,00 1.732.990.000,00 0,00 1.732.990.000,00 0,00
1.02.10.01.17.02.  |Diseminasi Informasi Media Cetak 25.000.000,00 4.212.595.238,00 0,00 4.237.595.238,00 25.000.000,00
1.02,10.01.17.03. Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik 0,00 136.606.000,00 0,00 136.606.000,00 0,00
L.02.10.00.17.04.  |Pengelols Ruang Kendali Kota 50.000.000,00 1.606.445.250,00 0,00 1.656.445,250,00 50.000.000,00
1.02.10.01.18. ;"“"_“ sz:mm: den Pemberdaynan Teknologi Informasi dan 37.500.000,00 836.368.400,00 0,00 873.868.400,00 37.500.000,00

Dl'ﬂll!lkl..

1.02.10.01.18.01.  |Survey dan Akuisisi Data 12.500.000,00 351.500.000,00 0,00 364.000.000,00 12.500.000,00
1.02.10.01.18.02. | Pengolahan dan Publikasi Data dan Statistik 12.500.000,00 280.330.000,00 0,00 292.830.000,00 12.500.000,00
1.02,10.01.18.03. Pemberdayaan Teknologi Informasi dan K ikasi 12.500.000,00 204.538.400,00 0,00 217.038.400,00 12.500.000,00

1.02.11.

KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

77.500.000,00

7.892.130.260,00

171.296.000,00

8.140.926.260,00

70.000.000,00

Belanja Langsung

77.500.000,00

7.892.130.260,00

171.296.000,00

B.140.926.260,00

70.000.000,00

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA

-02.11.02. .500. .892.130.260,00 71.296.000,00 8.140.926.260,00 70.000.000,00
1.02.11.02 KBOIT, DAY MENENAAK 77.500.000,00 7.892.130.260, 171 ,
1.02.11.02.01. Program Tata Helola Pemerintahan 0,00 4.228.309.311,00 171.296.000,00 4.399.605.311,00 0,00
1.02:11.02.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 3.234.414.653,00 0,00 3.234.414.053,00 0,00
1.02.11.02,01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 993.894.658,00 171.296.000,00° 1.165.190.658,00 0,00
1.02.11.02.15. Program Pemberdayaan Koperasi 37.500.000,00 793.010.600,00 0,00 830.510.600,00 37.500.000,00
Batgrngy, ([ e A Fankinenn Kelmingaan: Datadex Tiforiusi 7.500.000,00 120.223.200,00 0.00 127.723.200,00 7.500.000,00
1.02.11.02.15.02. ;:\”g*:ﬂ_’mg"” dan Pembinaan Usaha, Fasilitasi dan Kemitraan 15.000.000,00 208.669.400,00 0,00 223.669,400,00 15.000,000,00

peEras!
1.02.11.02.15.03. Pengawasan dan Penilaian Koperasi 0,00 61.760,000,00 0,00 61.760.000,00 0,00
1.02.11.02.15.04.  |Pening} Kapasitas Koperasi 15.000.000,00 402.358.000,00 0,00 417.358.000,00 15.000.000,00
1.02.11.02.16. Program Pemberdayaan Usaha Mikro 40.000.000,00 2.870.810.349,00 0,00 2.910.810.349,00 32.500.000,00
e Pengembangan dan Pembinaan Usaha dan Peningkatan Daya - = =T 000.00
1.02.11.02.16.01. : 3 _500.000 .002.798,050, 0,00 1.015.208.050,00 12.500.000,
2.11.02.16,01. | U8 208 Mikero, Keell daz Menengats 12.500.000,00 1 798.050,00 |
1.02.11.02.16.02.  |Promosi dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 27.500.000,00 1.769.468.299,00 0,00 1.796.968.299,00 20.000.000,00
1.02.11.02.16.03.  |Analisa Data dan Informasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 0,00 98.544.000,00 0,00 98.544.000,00 0,00
1.02.12. PENANAMAN MODAL 150.600.000,00 3.846.181.686,00 392.829.288,00 4.389.610.974,00 150.600.000,00
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KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7
;I::: PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 150.600.000,00 3.846.181.686,00 392.829.288,00 4,389.610.974,00 150.600.000,00
1.02.12.01. ggx EERANAMANMODAL DAX PXLAYVANAY TEREADISATY 150.600.000,00 3.846.181.686,00 392.829.288,00 4.389.610.974,00 150.600.000,00
1.02.12.01.01. Prog Tata Kelola P intal 135.600.000,00 3.649.278.686,00 197.529.288,00 3.982.407.974,00 135.600.000,00

1.02.12.01.01,01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.600.000,00 3.299.599.886,00 0,00 3.435.199.886.00 135.600.000,00

1.02.12.01.01.02. Peninglkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 J49.678.800,00 197.529.288,00 547.208.088,00 0,00

1.02.12.01.15. Prog Pelayanan P Modal 15.000.000,00 166.903.000,00 0,00 181.903.000,00 15.000.000,00

1.02.12.01:15.02. Fasilitasi, Peng n dan Pet lalian Pen 1 Modal 15.000.000,00 166.903.000,00 0,00 181.903.000,00 15.000.000,00

1.02.12.01.18. :npm:en;elnhm Data dan Advokasi Perzinan dan Non 0,00 30.000.000,00 195.300.000,00 225.300.000,00 0,00
rizina

1.02.12.01.18.02. Penanganan Pengaduan dan Advokasi Perzinan dan Non Perizinan 0,00 30.000.000,00 195.300.000,00 225.300.000,00 0,00

1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 215.300.000,00 9.165.060.850,00 879.243.950,00 10.259.604.800,00 122.800.000,00

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 215.300.000,00 9.165.060.850,00 879.243.950,00 10.259.604.800,00 122.800.000,00
1.02.13.01. DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 215.300.000,00 9.165.060.850,00 879.243.950,00 10.259.604.800,00 122.800.000,00
1.02.13.01.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 67.800.000,00 2.414.092.000,00 314.509.100,00 2.796.401.100,00 67.800.000,00
1.02.13.01.01.01.  |Pelayanan Admimistrasi Perkantoran 67.800.000,00 2.071.758.000,00 0,00 2.139.558.000,00 67.500.000,00
1.02.13.01.01.02.  |Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 212.150.000,00 314.509,100,00 526.659.100,00 0,00
1.02.13.01.01.06. g:;‘:;:";:::"g:;?“g’!“!“a“ dan Publikasi Data/Informasi 0,00 130.184.000,00 0,00 130,184.000,00 0,00
1.02.13.01.15. Program P. bangan Kepemud 132.500.000,00 892.238.150,00 245.268.700,00 1.270,006.850,00 47.500.000,00
1.02.13.01.15.01.  |Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Pramuka 87.500.000,00 446.146.200,00 0,00 533.646.200,00 25.000.000,00

1.02,13.01.15.02.

Pemberdayvaan dan Pengembangan Pemuda

45.000.000,00

+441.239.950,00

198.900.000,00

685,139.950,00

22.500.000,00

Pengembangan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana
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1.02.13.01.15.03. 0,00 4.852.000,00 46.368,700,00 51,220.700,00 0,00
Kepemudaan
1.02.13.01.16. Program Peningkatan P ¥ an dan Prestasi Olahraga 15.000.000,00 5.858.730,700,00 319.466.150,00 6.193.196.850,00 7.500.000,00
1.02.13.01.16.01.  |Peningkatan Prestasi Olahraga 7.500.000,00 755.334.800,00 0,00 762.834.800,00 0,00
1.02.13.01.16.02.  |Pemberdayaan Olahraga 7.500.000,00 709.363.800,00 0,00 716.863.800,00 7.500,000,00
1.02.13.01.16,03. | cngembangan dan F aph SATSHE Hei reatana 0,00 4.394.032.100,00 310.466.130,00 4.713.398.250,00 0,00
Keolahragaan
1.02.14. STATISTIK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.15, PERSANDIAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.02.16. KEBUDAYAAN 149.300.000,00 5.235.378.761,00 51.522.516,00 5.436.201.277,00 144.300.000,00
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 149.300.000,00 5.235.378.761,00 51.522.516,00 5.436.201.277,00 144.300.000,00
1.02.16.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 149.300.000,00 5.235.378.761,00 51.522.516,00 5.436.201.277,00 144.300.000,00
1.02.16.01.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 136.800.000,00 4.586.072.861,00 51.522.516,00 4.774.395.377,00 136.800.000,00
1.02.16.01.01.01.  |Pelavanan Administrasi Perkantoran 136.800,000,00 4.251.191.961,00 6.660.800,00 4.394.652.761,00 136.800,000,00
1.02.16.01.01.02. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 334.880.900,00 44.861.716,00 379.742.616,00 0,00
1.02.16.01.15, Program Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan 12.500.000,00 649.305.900,00 0,00 661.805.900,00 7.500.000,00
1.02.16.01.15.01. Pembinaan Sejarah dan Pelestarian Budaya 12.500.000,00 503.735.900,00 0,00 516.235.900,00 7.500,000,00
1.02.16.01.15,02. Pembinaan Kesenian dan Perfilman 0,00 145.570.000,00 0,00 145.570.000,00 0,00
1.02.17. PERPUSTAKAAN 15.000.000,00 3.200.170.991,00 147.179.322,00 3.362.350.313,00 12.500.000,00
Belanja Langsung 15.000.000,00 3.200.170.991,00 147.179.322,00 3.362.350.313,00 12.500.000,00
1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 15.000.000,00 3.200.170.991,00 147.179.322,00 3.362.350.313,00 12.500.000,00
1.02.17.01.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 0,00 2.813,924.800,00 29.500.000,00 2.843.424.800,00 0,00
1.02.17.01.01.01. Pelayanan Administrasi Perkanioran 0,00 2.777.924.800,00 0,00 2.777.924.800,00 0,00
1.02.17.01.01.02. |P ! Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 36,000.000,00 29.500.000,00 65.500.000,00 0,00
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1.02.17.01.15. Program Perpustakaan 15.000.000,00 386.246.191,00 117.679.322,00 518.925.513,00 12.500.000,00
1.02.17.01.15.01.  |Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan 0,00 54.800.000,00 117.679.322,00 172.479.322,00 0,00
1.02.17.01.15.02.  |Pembinaan Perpustakaan 15.000.000,00 331.446.191,00 0,00 346.446,191,00 12.500.000,00
1.02.18. KEARSIPAN 0,00 146.179.000,00 0,00 146.179.000,00 0,00
KEARSIPAN 0,00 146.179.000,00 0,00 146.179.000,00 0,00
1.02.17.01. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 0,00 146.179.000,00 0,00 146.179.000,00 0,00
1.02.17.01.15. Program Kearsiy 0,00 67.579.000,00 0,00 67.579.000,00 0,00
1.02.17.01.15.01.  |Pengolahan dan Pelayanan Kearsipan 0,00 49.979.000,00 0,00 49.979.000,00 0,00
1.02.17.01.15.02.  |Pembinaan Kearsipan 0,00 17.600.000,00 0,00 17.600.000,00 0,00
1.02.17.01.16. Program Pengembangan dan Dokt tasi Kearsipan 0,00 78.600.000,00 0,00 78.600.000,00 0,00
1.02.17.01.16.01.  |Pengembangan Program Kearsipan 0,00 78.600.000,00 0,00 78.600.000,00
2 URUSAN PILIHAN 57.500.000,00 7.538.376.425,00 783.822.100,00 8.379.698.525,00 45.000.000,00
2.00.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.500.000,00 123.764.300,00 0,00 131.264.300,00 7.500.000,00
KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.500.000,00 123.764.300,00 0,00 131.264.300,00 7.500.000,00
1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN 7.500.000,00 123.764,300,00 0,00 131.264.300,00 7.500.000,00
1.02.03.01.15. Program Produktivitas Perikanan 7.500.000,00 123.764.300,00 0,00 131.264.300,00 7.500.000,00
1.02.03.01.15.01.  |Pembinsan dan Pengembangan Perikanan 7.500.000,00 123.764.300,00 0,00 131.264.300,00 7.500.000,00
2.00.02. PARIWISATA 22,500.000,00 1.182.307.500,00 466.366.,000,00 1.671.173.500,00 22.500.000,00
PARIWISATA 22.500.000,00 1.182.307.500,00 466.366.000,00 1.671.173.500,00 22.500.000,00
1.02.16.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARTWISATA 22.500.000,00 1.182.307.500,00 466.366.000,00 1.671.173.500,00 22.500.000,00
1.02.16.01.15. Program Pengembangan Puriwisat 22,500.000,00 1.182.307.500,00 466.366.000,00 1.671.173.500,00 22.500.000,00
1.02.16.01.15.01.  |Promosi dan Destinasi Pariwisata 7.500.000,00 485.639.500,00 0,00 493.139,500,00 7.500.000,00
1.02.16.01.15.02.  |Pengemt Potensi Pariwisata 0,00 0,00 331.366.000,00 331.366.000,00 0,00
1.02.16.01.15.03.  |Peng 1 dan Penge Pariwisata 15.000.000,00 696.668.000,00 135.000.000,00 846.668.000,00 15.000.000,00
2.00.03. PERTANIAN 0,00 519.618.600,00 4.056.000,00 523.674.600,00 0,00
PERTANIAN 0,00 519.618.600,00 4.056.000,00 523.674.600,00 0,00
1.02.03.01. DINAS KETAHANAN PANGAN 0,00 519.618.600,00 4.056.000,00 523.674.600,00 0,00
1.02.03.01.15. Program Produktivitas Pertanian dan Peternakan 0,00 519.618.600,00 4.056.000,00 523.674.600,00 0,00
1.02.03.01.15.01.  |Produktivitas Pertanian Perkotaan 0,00 124.641.200,00 0,00 124.641.200,00 0,00
1.02.03.01.15.02.  |Pembinaan Petemnakan dan Kesehatan Hewan 0,00 242.759.100,00 0,00 242.759.100,00 0,00
1.02.03.01.15.03. |P b 1 Pertanian dan Perikanan Terpadu 0,00 152.218.300,00 4.056.000,00 156.274.300,00 0,00

2.00.06. PERDAGANGAN 27.500.000,00 3.438.030.000,00 313.400.100,00 3.778.930.100,00 15.000.000,00

PERDAGANGAN 27.500.000,00 3.438.030.000,00 313.400.100,00 3.778.930,100,00 15.000.000,00
1.02.11.02. ,'é”c"; ;gmgm FRSDACANGAN, HOEBRARL, UBAHA 27.500.000,00 3.438.030.000,00 313.400.100,00 3.778.930.100,00 15.000.000,00
1.02.11.02.15. Program P bangan Perd 27.500.000,00 3.438.030.000,00 313.400.100,00 3.778.930.100,00 15.000.000,00
1.02.11.02.15.01. | Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 20.000.000,00 3.258.496.900,00 313.400.100,00 3.591.897.000,00 7.500.000,00
1.02.11.02.15.02. |P bangan Perdagangan Luar Negeri 7.500.000,00 40.730.000,00 0,00 48.230,000,00 7.500.000,00
1.02.11.02.15.03. Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 0,00 30.325.000,00 0,00 30.325.000,00 0,00
1.02.11.02.15,04. |Pelayanan UPT Kemctrologian Daerah 0,00 108.478.100,00 0.00 108.478.100.,00 0,00
2.00.07. PERINDUSTRIAN 0,00 2.274.656.025,00 0,00 2.274.656,025,00 0,00

PERINDUSTRIAN 0,00 2.274,656.025,00 0,00 2.274.656.025,00 0,00
1.02.11.02. :E“::‘:i ;‘E‘;’;g:;m' FERDAGANGAN, KOPRRASL, USATIA 0,00 2.274.656.025,00 0,00 2.274.656.025,00 0,00
1.02.11.02.15. Program Pengembangan Perindustrian 0,00 2.274.656.025,00 0,00 2.274.656.025,00 0,00
1.02.11.02.15.01. | Pembangunan Sumber Daya Industri 0,00 2.065.630.350,00 0,00 2.065.630.350,00 0,00
1.02.11.02.15.02.  |Sarana dan Prasarana Industri 0,00 206.289.675,00 0,00 206.289.675,00 0,00
1.02.11.02.15.03.  |Kerjasama, Pengawasan dan Promosi 0,00 2,736.000,00 0,00 2.736.000,00 0.00

s

PENUNJANG

4.668.650.000,00

340.099.988.218,00

58.319.963.764,00

403.088.601.982,00

4.235.457.000,00

https://jdih.tangerangkota.go.id/




ANGGARAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN T Ty —— E—— —
1 2 3 4 s 6=344+5 7
3,00.01. PERENCANAAN 132.500.000,00 4.538.914.036,00 254.347.600,00 4.925.761.636,00 132.500.000,00
EADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 132.500.000,00 4.538.914.036,00 254.347.600,00 4.925.761.636,00 132.500.000,00
3.00.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 132.500.000,00 4.538.914.036,00 254.347.600,00 4.925.761.636,00 132.500.000,00
3.00.01.01.01. Program Tata Kelola Pemerintah 0,00 2.008.477.136,00 254.347.600,00 2.262.824.736,00 0,00
3.00.01.01.01.01. |Pelavanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.657.670.136,00 0,00 1.657.670.136,00 0,00
3.00.01.01.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 350.807.000,00 254.347.600,00 605.154.600,00 0,00
3.00.01.01.15. Program Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 57.500.000,00 1.171.509.600,00 0,00 1.229.009.600,00 57.500.000,00
3.00.01.01.15.01.  |Penyusunan Dolkumen Perencanaan Pemhangunan Daerah 32.500.000,00 933.549.600,00 0,00 966,049.600,00 32.500.000,00
3.00.01.01.15.02.  |Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan 25.000.000,00 237.960.000.00 0.00 262.960.000,00 25.000.000,00
3.00.01.01.16. ::m‘:n’;mi Pemb Bosial Kamasyscikatan 37.500,000,00 631.119.300,00 0,00 668.619.300,00 37.500.000,00
3.00.01.01.16.01.  |Perencanaan Pembangunan Sosial Kemasyarakatan 12.500.000.00 342.747,000,00 0,00 355.247.000,00 12.500.000,00
3.00.01.01.16.02.  |Perencanaan Pembangunan Ekononi 25.000.000,00 288.372.300,00 0,00 313.372.300,00 25.000.000,00
a.0o.01.01.17,  [Trogrem P PealEIRaLT SREATA PHRINY WIATEl 0,00 342.945.000,00 0,00 342.945.000,00 0,00
dan Lingkungan Hidup
3.00.00.01.17.01. ﬁ;";_‘f_::::ﬂﬂ;’:’lba”g“"a" Peleriaan Umum; Penatzan Rilang, 0.00 345.945.000,00 0,00 245.945.000,00 0,00
3.00.01.01.17.02. :;T:ﬁ:‘;::?;”b;:g":?dfﬁi‘m Fakyat; Kawasag 0,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 0,00
3.00.01.01.18, Paojrac B Pemb P S S 37.500.000,00 384.863.000,00 0,00 422.363.000,00 37.500.000,00
Otonomi Daerah
3.00.01.01.18.01. Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Umum 12.500.000.00 333.319.000,00 0,00 345.819.000,00 12.500.000,00
3.00.01.01.18:02.  |Perencanaan Pembangunan Otonomi Dacrah 25,000.000,00 51.544.000,00 0,00 76.544.000,00 25,000.000,00

3.00.02. KEUANGAN 701.200.000,00 15.943.069.522,00 781.099.100,00 17.425.368.622,00 676.200.000,00
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 701.200.000,00 15.943.069.522,00 781.099.100,00 17.425.368.622,00 676.200.000,00
3.00.02.01. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 563.700.000,00 8.931,365.473,00 444.435.100,00 9.939.500.573,00 563.700.000,00
3.00.02.01.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 76.200.000,00 4.384.574.873,00 444.435.100,00 4.905.209.973,00 76.200.000,00
3.00.02.01.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.200.000,00 3.169.004.835,00 0,00 3.245.204.835,00 76.200.000,00
3.00.02.01.01.02.  |Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.215.570.038,00 444.435.100,00 1.660.005.138,00 0,00
3.00.02.01.19, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Lai 150.000.000,00 1.925.351.800,00 0,00 2.075.351.800,00 150.000.000,00
3.00.02.01.19.01. Pendatasn Pendapatan Daerah Lainnva 0,00 1.166.842.600,00 0,00 1.166.842.600,00 0,00
3.00.02.01.19.02.  |Penetapan Pendapatan Daerah Lainnyva 150.000.000,00 462.676.400,00 0,00 612.676.400,00 150.000,000,00
3.00.02.01.19.03.  |Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah Lainnya 0,00 295.832.800,00 0,00 295.832.800,00 0,00
3.00.02.01.20. Program Pengelolian Anggaran Daerah 62.500.000,00 371.158.800,00 0,00 433.658.800,00 62.500.000,00
3.00.02.01.20.01. |Penyusunan Anggaran Daerah £2.500,000,00 285.500.000,00 0,00 348.000.000,00 62.500.000,00
3.00.02.01.20.02. |Pengendalian Anggaran Daerah 0,00 40.660.000,00 0,00 40.660.000,00 0,00
3.00.02.01.20.03.  |Pengelolaan Kas Daerah 0,00 44,998.800,00 0,00 44.998.800,00 0,00
3.00.02.01.21. Program Penat haan dan Ab K Daerah 62.500.000,00 841.675.000,00 0,00 904.175.000,00 62.500.000,00
3.00.02.01.21,01.  |Penatausahaan Keuangan Daerah 0,00 227.815.000,00 0,00 227.815.000,00
3.00.02.01.21.02.  |Akuntansi Keuangan Daerah 37.500.000,00 529,955.000,00 0,00 567.455.000,00 37.500.000,00
3.00.02.01.21.03.  |Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Dacrah 25,000.000,00 £3.905.000,00 0,00 108.905.000,00 25.000.000,00
3.00.02.01.22. Program Pengelolaan Aset Daerah 212.500.000,00 1.408.605.000,00 0,00 1.621.105.000,00 212.500.000,00
3.00.02.01.22.01.  |Penatausahaan Aset Daerah 50.000.000,00 £24,155.000,00 0,00 874.155.000,00 50.000.000,00
3.00.02.01.22.02.  |Penggunaan dan Pemanfaatan Asct Daerah 112.500.000,00 430.950.000,00 0,00 543.430.000,00 112.500,000,00
3.00.02.01.22.03.  |Mutasi Aset Daerah 50.000.000,00 153.500.000,00 0,00 203.500.000,00 50.000.000,00
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3.00.02.02. BADAN PENDAPATAN DAERAH 137.500.000,00 7.011.704.049,00 336.664.000,00 7.485.868.049,00 112.500.000,00
3.00.02.02.01. Prog; Tata Kelola Pemerintahan 0,00 3.9458.061.617,00 336.664.000,00 4,284.725.617,00 0,00
3.00.02.02.01.01. Pelayvanan Administrasi Perkantoran 0,00 3.129.376.425,00 117.320.000,00 3.246.696.425,00 0,00
3.00.02.02.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 698.685.192,00 219.344,000,00 918.029.192,00 0,00
3.00.02.02.01.06. Pengembangan, Pengelolaan dan Publikasi Data/Informasi 0.00 120,000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00
Perangkat Daerah
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ANGGARAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7
3.00.02.02.15. Program Pelay PEB dan BPHTB 25.000.000,00 497.170.000,00 0,00 522.170.000,00 25.000.000,00
3.00.02.02.15.03.  |Informasi dan Penyuluhan PEB dan BPHTB 25.000.000,00 497.170.000,00 0,00 522.170.000,00 25.000.000,00
3.00.02.02.16. :::li“rsm Pendataan, Verifikasi dan Pengolahan Data PBB dan 50.000.000,00 1.828.664.166,00 0,00 1.878.664.166,00 25.000.000,00
3.00.02.02.16.01.  |Pendataan PBB dan BPHTB 0,00 1.425.108.466,00 0,00 1.425.108.466,00 0,00
3.00.02.02.16,03.  |Pengolahan Data PBB dan BPHTB 50.000.000,00 403.555.700,00 0,00 453.553.700,00 25.000.000,00
3,00.02.02.17. :::g;;nﬁ :;netapan, Penagihan dan Peny ian Piutang PBB 62.500.000,00 638.121.766,00 0,00 700.621.766,00 62.500.000,00
3.00.02.02.17.02.  |Penagihan PBB dan BPHTB 62.500.000,00 £38.121.766,00 0,00 700.621.766,00 62.500.000,00
Program Evaluasi dan Pelap Keberatan dan Pengendali
3.00.02.02.18. P AR 0,00 99.686.500,00 0,00 99.686.500,00 0,00
3.00.02.02.18.01.  |Evaluasi dan Pelaporan PBB dan BPHTB 0,00 99,686.500,00 0,00 99.686.500,00 0,00
3.00.03. KEPEGAWAIAN 552.000.000,00 4.455.435.670,00 5.000.000,00 5.012.435,670,00 523.900.000,00
;A;;‘;::?‘J BOAWAIAN DANRENGEMEANGAN SONEER DAYA 552.000.000,00 4.455.435.670,00 5.000.000,00 5.012.435,670,00 523.800.000,00
3.00.03.01. m:amamuu DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 552.000.000,00 4.455.435.670,00 5.000.000,00 5.012.435.670,00 523.900.000,00
3.00.03.01.01. Program Tata Hclola Pemerintahan 72.000.000,00 3.182.607.520,00 5.000.000,00 3.250.607.520,00 71.400.000,00
3.00.03.01.01.01.  |Pelavanan Administrasi Peckantoran 72.000.000,00 2.020.049.520,00 0,00 2,992.049.520,00 71.400,000,00
3.00.03,01.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 262.553.000.00 5.000.000,00 267.558.000,00 0,00
3.00.03.01.15. Program P bangan Aparatur 102.500.000,00 891.502.550,00 0,00 994.402.550,00 95.000.000,00
3.00.03.01.15.01.  |Penyusunan Formasi dan Pengadaan Aparatur 40.000.000,00 207.498.150,00 0,00 337.498.150,00 32.500,000,00
3.00.03.01.15.02.  |Pengelolaan Data dan Informasi Apararur 12.500.000,00 79.747.100,00 0,00 92.247.100,00 12.500.000,00
3.00.03.01.15.03.  |Analisa Pengembangan dan Penempatan Aparatur 12.500.000,00 478.183.300,00 0,00 490.683.300,00 12.500.000,00
3.00.03.01.15.04.  |Penilaian Kompetensi Aparatur 37.500.000,00 36.474.000,00 0,00 73.974,000,00 37.500,000,00
3.00,03.01.16. Program Pelayanan Mutasi Aparatur 345.000.000,00 228.304.000,00 0,00 573.304.000,00 325.000.000,00
3.00.03.01.16.01. _ |Pengelolaan Pemindahan dan Kepangkatan Aparatur 12.500.000,00 47.700.000,00 0,00 60.200.000,00 12.500,000,00
3.00.03.01.16.02.  |Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian Aparatur 202 500.000,00 171.204.000,00 0,00 463,704.000,00 280.000.000,00
3.00.03,01.16.03.  |Pendayagunaan Jab Fi | Tertentu 40.000.000,00 9.400.000,00 0,00 49.400,000,00 32.500.000,00
3.00.03.01.17. Program Pembi Aparatur 32.500.000,00 152.621.600,00 0,00 185.121.600,00 32,500.000,00
3.00.03.01.17.01.  |Pembinaan Disiplin Aparatur 20.000.000,00 24.119,000,00 0,00 44.119.000,00 20.000.000,00
3.00.03.01.17.02.  |Pembi Kesejahteraan Aparatur 12.500.000,00 108.687.600,00 0,00 121.187.600,00 12.500.000,00
3.00.03.01.17.03.  |Pembinaan Kinerja Aparatur 0,00 19.815.000,00 0,00 19.815.000,00 0,00
3.00.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 12.500.000,00 6.151,743.850,00 0,00 6.164.243.850,00 12.500.000,00
mhu.::;::x FROAWAIAN DAY FENGEMBANGAN SUMBER DAYA 12.500.000,00 6.151.743.850,00 0,00 6.164.243.850,00 12.500.000,00
3.00.03.01. mmmzl;:spmnmwm DA EENOEMEANGAN SURHEER DAYA 12.500.000,00 6.151.743.850,00 0,00 6.164.243.850,00 12.500.000,00
3.00.03.01.15. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur 12.500.000,00 6.151.743.850,00 0,00 6.164.243.850,00 12,500.000,00
3.00.03.01.15.01.  |Pengembangan Kompetensi Aparatur 0,00 1.299.166.300,00 0,00 1.299.166.300,00
3.00.03.01.15.02.  |Penyelenggaraan Pengemb n Kompetensi Aparatur 12.500.000,00 2.381.273.300,00 0,00 2.393,773.300,00 12.500.000,00
3.00.03.01.15.03.  |Evaluasi dan Kerj ap bangan Kompetensi Aparatur 0,00 2.471.304.250,00 0,00 2.471.304.250,00
3.00.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00 433.315.000,00 0,00 433.315.000,00 0,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 433.315.000,00 0,00 433.315.000,00 0,00
3.00.01.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 433.315.000,00 0,00 433.315.000,00 0,00
= gy R = -
3.00.01.01.15. Srageam Peng Dats, F SagE & 0,00 433,315.000,00 0,00 433.315.000,00 0,00
Pembangunan
3.00.01.01.15.01.  |Pengelolaan Data Perencanaan Pembangunan 0,00 28.050.000,00 0,00 28.050.000,00 0,00
3.00.01.01,15.02.  |Penelitian dan Pengembangan Pembangunan 0,00 405.265.000,00 0,00 405.265.000,00 0,00

3.00.06.

SEKRETARIAT DAERAH.

1.267.400.000,00

48.679.236.664,00

5.057.160.2340,00

55.003.797.004,00

1.049.300.000,00

SEKRETARIAT DAERAH

1.267.400.000,00

48.679.236.664,00

5.057.160.340,00

55.003.797.004,00

1.049.300.000,00

3.00.06.01.

SEKRETARIAT DAERAH

1.267.400.000,00

48.679.236.664,00

5.057.160.340,00

55.003.797.004,00

1.049.300.000,00
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ANGGARAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN HEGIATAN
PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7
3.00.06.01.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 314.400.000,00 36.916.353.964,00 5.057.160.340,00 42,287.914.304,00 308.800.000,00
3.00.06.01.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 314.400.000,00 27.944.713.304,00 0,00 28.259.113.304,00 J08.800.000,00
3.00.06.01.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 8.971.640.660,00 5.057.160.340,00 14.028.801.000,00 0,00
3.00.06.01.15. Program Pembi P intal 575.000.000,00 519.000.000,00 0,00 1.094.000.000,00 362.500.000,00
3.00.06.01,15.01, Pembinaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00
3.00.06.01.15.02. Pengembangan Otonomi Daerah 200,000.000,00 519.000.000,00 0,00 719.000.000,00 150.000.000,00
3.00.06.01.15.03. Pembinaan Pemerintahan Umum 350.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 187.500.000,00
3.00.06.01.16. mrnm Pengembangan Produk Hukm Daerah dan Pembinaan 137.500.000,00 2.085.152,200,00 0,00 2.222.652.200,00 137.500.000,00
3.00.06.01.16,01. Penyusunan Produk Hukum Daerah 137.500.000,00 108.340.000,00 0,00 245 840.000,00 137.500.000,00
3.00.06.01.16.02.  |Doku i, Informasi dan Kajian Produk Hukum Daerah 0.00 542.582.800,00 0,00 542.582.800,00 0,00
3.00.06.01.16.03.  |Bantuan Hukum dan HAM 0,00 1.434.220,400,00 0,00 1.434.229.400,00 0.00
3.00.06.01.17. Program Pembi Organisasi 7.500.000,00 216.138.000,00 0,00 223.638.000,00 7.500.000,00
3.00.06.01,17.01. |Pemb dan Per gan Kelemb Perangkat Daerah 0,00 19.250.000,00 0,00 19.250.000,00
T Per Agan Reotatalak g ; .
3.00.06.01,17.02. ;ma Hay g Retatalale tizn Budayn 7.500,000,00 166.250.000,00 0,00 173.750.000,00 7.500.000,00
3.00.06.01.17.03. | Pembinaan Pelavanan Publik 0,00 30.638.000,00 0,00 30.638.000,00
3.00.06.01.18. Program Pengembangan Kerj 2 dan Perel ian Daerah 0,00 260.226.000,00 0,00 260.226.000,00 0,00
3.00.06.01.18.01. Pengembangan dan Pembinaan Kerjasama Daerah 0,00 15,720.000,00 0,00 15.720.000,00 0,00
3.00.06.01.18,02, |Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan 0,00 130.800.000,00 0,00 130.800.000,00 0,00
Umum Daerah
3.00.06.01.18.03. |Pembi o i dan Pengembangan Potensi Daerah 0,00 113,706.000,00 0,00 113.706.000,00 0,00
3.00.06.01.19, Program Pembi Pemb Daerah 75.000.000,00 376.875.000,00 0,00 451.875.000,00 75.000.000,00
3.00.06.01.19.01.  [Administrasi Pemb n Dacrah 75.000.000,00 2,475.000,00 0,00 77.475.000,00 75.000.000,00
3.00.06.01.19.02.  |Pengendalian Pembangunan Dacrah 0,00 374,400,000,00 0,00 374.400,000,00 0,00
3.00.06.01.20. Program Pengadaan Barang dan Jasa 8.000.000,00 129.950.000,00 0,00 137.950.000,00 8.000.000,00
3.00.06.01.30.03. | F¥nluas, Pelaporan, Sanggah dan Advokasi Pengadaan Barang 8.000.000,00 129.950.000,00 0,00 137.950.000,00 8.000.000,00
dan .Jasa Pemerintah Daerah !
3.00.06.01.21. Program Pembi dan Pengembangan Korpri 25.000.000,00 $1.790.000,00 0,00 106.790.000,00 25.000.000,00
3.00.06.01.21.01.  |Penyclenggaraan kegiatan Korpri 25.000.000,00 48.790.000,00 0,00 73.790.000,00 25.000.000,00
3.00.06,01.21,02, |Cembinaan Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani Bagi 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00
Angeota KORPRI
3.00.06.01.21.03. |Pembinaan Usaha dan Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Program Pengemb dan P lol Hub
3.00.06.01.22. ey & £ 55.000.000,00 4.099.510.500,00 0,00 4.154.510.500,00 55.000.000,00
Masyarakat
3.00.06.01.22,01, | cnEclolaan Peliputan, Pemberitaan dan Pendokumentasian 42,500.000,00 3.971.010.500,00 0.00 4.013.510.500,00 42.500.000,00
Kegiatan Pimpinan Daerah '
3.00.06.01.22.02.  |Pelavanan Informasi Publik 12.500.000,00 128.500.000,00 0.00 141.000.000,00 12.500.000,00
3.00.06.01.23, :;y““‘m‘k‘“ ¥ genn easinkterasn 70.000.000,00 3.994.241.000,00 0,00 4.064.241.000,00 70.000.000,00
3.00.06.01.23,01. Pembinaan Kescjahteraan Rakyat 0,00 1.305.476.000,00 0,00 1.305.476.000,00 0,00
3.00.06.01.23.02. |Pembinaan Kehidupan Beragama 70.000.000,00 2.688.765.000,00 0,00 2.758.765.000,00 70.000.000,00

3.00.07.

SEKRETARIAT DPRD.

438.800.000,00

86,055.356.454,00

1.161.951.867,00

87.656.108.321,00

422.774.000,00

https://jdih.tangerangkota.go.id/

SEKRETARIAT DFRD 438.800.000,00 86.055.356.454,00 1.161.951.867,00 87.656.108.321,00 422.774.000,00
3.00.07.01. SEKRETARIAT DPRD 438.800.000,00 86.055.356,454,00 1.161.951.867,00 87.656.108.321,00 422.774.000,00
3.00.07.01.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 438.800.000,00 13.028.952.153,00 1.161.951.867,00 14.629.704,020,00 422.774.000,00
3.00.07.01.01.01,  |Pelayanan Administrasi Perkantoran 438.800.000,00 2.892.425.813,00 0.00 3.331.225.813,00 422.774.000,00
3.00.07.01.01.02. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 4.726.126,340,00 1.161.951.867,00 5.888.078,207,00 0,00
3.00,07.01,01.03, |Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan Sumber Daya Aparatur 0,00 5.373.400.000,00 0,00 5.373.400.000,00 0,00

Perangkat Daerah
3.0007.01.01.21,  [pepinekatan disiplin sumberdaya aparatur perangkat dacrah dan 0,00 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00
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ANGGARAN

engembangan tenagas aparat pengawasan

3.00.09.

HKODE URAIAN URUSAN, ORGANISAS], PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI
1 2 3 4 5 6=3+4+5 T
3.00.07.01.15. Program Fasilitasi Penganggaran dan Py 0,00 2.950.856.050,00 0,00 2,950.856.050,00 0,00
3.00.07.01.15.01.  |Fasilitasi Pembahasan dan Pengawasan Anggaran 0,00 1.704.387.850,00 0,00 1.704.387.850,00 0,00
3.00.07.01.15.02,  |Fasilitasi Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi 0,00 1.246.468.200,00 0,00 1.246.468.200,00 0,00
3.00.07.01.16. ;u;—“ P:.t:.ﬂl:::'i Persid PerundangOUndangan dan 0,00 70.075.548.251,00 0,00 70.075.548.251,00 0,00
3.00.07.01.16.03.  |Fasilitasi Persidangan RapatORapat DPRD 0,00 43.865.000,00 0,00 43.865.000,00 0,00
3.00.07,01.16.04.  |Fasilitasi Pembahasan dan Kajisn PerundangOUndangan 0,00 1.269.381.000,00 0,00 1.269.381.000,00 0,00
3.00.07.01.16.05. iﬁ:‘]l'::nnf’g m.:“hf:s[’ipiur‘;hk“‘ L 0,00 2.268.431.000,00 0,00 2.268.431.000,00 0.00
3.00.07.01.16.06.  |Fasilitasi Agenda DPRD dan Keprotokolan 0,00 66.493.871.251,00 0,00 66.493.871.251,00 0,00
3.00.08. PENGAWASAN 143.200.000,00 3.218.630.100,00 500.627.440,00 3.862.457.540,00 99.950.000,00
INSPEKTORAT 143.200.000,00 3.218.630.100,00 500.627.440,00 3.862.457.540,00 99,950.000,00
3.00.08.01. INSPEKTORAT 143.200.000,00 3.218.630.100,00 500.627.440,00 3.862.457.540,00 99,950.000,00
3.00.08.01.01, Program Tata Kelola Pemerintahan 68.200.000,00 2.416.208.100,00 500.627.440,00 2.985.035.540,00 62.450.000,00
3.00.08.01.01.01.  |Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.200.000,00 1.793.518.800,00 0,00 1.861.718.800,00 62.450.000,00
3.00.08.01.01.02. [P katan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 622.689.300,00 500.627,440,00 1.123.316.740,00 0,00
3.00.08.01.15. Program Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah 75.000.000,00 B802.422.000,00 0,00 877.422.000,00 37.500.000,00
Pemeriksaan, evaluasi, reviu, monitering, telaahan/kajian
3.00.08,01.15,01 penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan dan pembangunan 25.000,000,00 511.267.400,00 0,00 536.267.400,00 12.500.000,00
daerah
3.00.08.01.15.03. |Assistensi P n Eksternal 0,00 120.491.000,00 0,00 120.491.000,00 0,00
3.00.08.01.15.05.  |Saber Pungli 37.500.000,00 48.289.000,00 0,00 85.789.000,00 12.500.000,00
3.00.08.01.15.0p, |Pelatiban teknis pengaawasan penilian akuntabilitas dan 12.500.000.00 122.374.600,00 0,00 134.874.600,00 12.500.000,00

HECAMATAN

1.421.050.000,00

170.624.286.922,00

50.559.777.417,00

222.605.114.339,00

1.318.333.000,00

HKECAMATAN TANGERANG

1.421.050.000,00

170.624.286.922,00

50.559.777.417,00

222.605.114.339,00

1.318.333.000,00

3.00.09.01.

KECAMATAN TANGERANG

152.800.000,00

12.411.107.660,00

3.423.777.660,00

15.987.685.320,00

140.100.000,00

3.00.09.01.01.

Program Tata Kelola Pemerintahan

152.800.000,00

5.368.309.250,00

535.210.660,00

6.056.319.950,00

140.100.000,00

3.00.09.01.01.01.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

152.800.000,00

5.152.919.640,00

0,00

5,305.719.640,00

140.100.000,00

3.00.09.01.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 108.097.100,00 533.210.660,00 643.307.760,00 0,00
Peningkatan K itas dan P lol. Sumber Daya Aparatur
3.00.09.01.01.03, ¥ sl 1 .000.000,00 0,00
09.01.01.03 Peranglat Daerah 0,00 29.000,000,00 0,00 29.000.00
3.00.09.01.01.05. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 T8.202,550,00 0,00 78.292.550,00 0,00
3.00.09.01.186. Program Pelay dan Pembi HKecamatan dan Kelurahan 0,00 7.042.798.370,00 2.888.567.000,00 9.931.365.370,00 0,00
3.00.09.01.16.01. Pelayanan Umum Kecamatan 0,00 6.925,000,00 0,00 65.925.000.00 0,00
3.00.09.01.16.02. Pembinaan Tata Pemerintahan Kecamatan 0,00 9.800.000,00 0,00 9.800.000,00 0,00
3.00.09.01,16.03. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kecamatan 0,00 184.252.000,00 0,00 184.252.000,00 0,00
3.00.09.01.16.04. ;iﬁ‘::}':;“ Ketentraman dan Ketertiban Umum Keeamatan dan 0,00 #45.208.000,00 0,00 £45.208.000,00 0,00
3.00.09.01.16.05. Pembinaan Kemasvaral Kecamatan 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00
3.00.09.01.16.486. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Cikolkol 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0.00
3.00.09.01.16.487. |Pembinaan E} i F k 1an Kelurahan Kelapa Indah 0,00 10,000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.01.16.488. |Pembinaan Ek i Pemb nan Kelurahan Babakan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.01.16,489. |Pembi 1 Ekonomi Pembangunan Kelurahan Sukasan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.01.16.490. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Buaran Indah 0,00 10.000.000,00 0,00 10,000.000,00 0,00
3.00.09.01.16.491. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Tanah Tinggm 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.01.16.492. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Suka Asih 0,00 10.000,000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.01.16.493. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Sukarasa 0,00 10.000.600,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.01.16.494. |Pembinas Kemasyarakatan Kelurahan Cikokol 0,00 386.878.860,00 0,00 3B6.878.860,00 0,00
3.00.09.01.16.495, |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Kelapa Indah 0,00 167.179.140,00 0,00 167.179. 140,00 0,00
3.00.09.01.16.496. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Babakan 0,00 322,275.960,00 0,00 322,275.960,00 0,00
a1
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ANGGARAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7
3.00.09.01.16.497. |Pembinsan Kemasyarakatan Kelurahan Sukasan 0,00 326.549.580,00 0,00 326.549.580,00 0,00
3.00.09.01.16.498. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Buaran Indah 0,00 386.961.180,00 0,00 386.961.180,00 0,00
3.00.09.01.16.499. |Pembinaan Kemasvarakatan Kelurahan Tanah Tinggi 0,00 534.496.260,00 0,00 534.496.260,00 0,00
3.00.09.01.16.500. |Pembinaan Kemasvarakatan Kelurahan Suka Asih 0,00 132.493.920,00 0,00 132.493.920,00 0,00
3.00.09.01.16.501. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Sukarasa 0,00 93.288.120,00 0,00 93.288.120,00 0,00
3.00.09.01.16.502. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Cikokol 0,00 544.054.000,00 0.00 544.054.000,00 0,00
3.00.09.01.16.503. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Kelzpa Indah 0,00 244.955.500,00 0,00 244.955.500,00 0,00
3.00.09.01.16.504, |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Babakan 0,00 302.916.250,00 0,00 302.916.250,00 0,00
3.00.09.01.16.505. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Sukasari 0,00 614.279.900,00 0,00 614.279.900,00 0,00
3.00.09.01.16.506. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Buaran Indah 0,00 ATE.446.000,00 0,00 ATE.446.000,00 0,00
3.00.09.01.16.507. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Tanah Tinggi 0,00 575.569.200,00 0,00 575.569.200,00 0,00
3.00.09.01.16.508. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Suka Asih 0,00 146.139.500,00 0,00 146.139,.500,00 0,00
3.00.09.01.16.509.  |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Sukarasa 0,00 205.130.000,00 0,00 205.130.000,00 0,00
3.00.09.01.16.510. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cikokol 0,00 12.500.000,00 510.220.080,00 322.720.080,00 0,00
3.00.00.01.16.511. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kelapa Indah 0,00 17.500.000,00 332.500.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.01.16.512. |Peni ik Sarana dan Prasarana Kelurahan Babal 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000,000.00 0.00
3.00.09.01.16.513. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukasari 0,00 40.000.000,00 310.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.01.16.514.  |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurshan Buaran Indah 0,00 22.500.000,00 A27.5300.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.01.16.515. Perungkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Tingg 0,00 +0.000.000,00 380.846.920,00 420.846,920,00 0,00
3.00.09.01.16.516. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Suka Asih 0,00 10,000.000,00 S40.000,000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.01.16.517. |Peningh Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukarasa 0,00 12.500.000,00 337.300.000,00 350.000.000,00 0,00

3.00.09.02.

KECAMATAN KARAWACI

90.400.000,00

19.600.091.533,00

6.659.322.000,00

26.349.813.533,00

84.750.000,00

3.00.09.02.01.

Program Tata Kelola Pemerintahan

90.400.000,00

8.114.411.773,00

744.000.000,00

8.948.811.773,00

84.750.000,00

3.00.09.02.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.400.000,00 7.549.636.773,00 0,00 T.6HLO36.773,00 £4.750.000,00
3.00.09.02.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 423.930.000,00 T44.000.000,00 1.167.930.000,00 0,00
3.00.09.02.01.05. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Dacrah 0,00 140,845.000,00 0,00 140.845.000,00 0,00
3.00.09.02.16. Program Pelay dan Pembi K tan dan Helurahan 0,00 11.485.679.760,00 5.915.322.000,00 17.401.001.760,00 0,00
3.00.09.02.16.03. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kecamatan 0,00 272.000.000,00 0,00 272.000.000,00 0,00
Pembi : Ceterti :
3.00.09.02.16.04. K:L;;T; Ketenraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan 0,00 1.031.680.000,00 0,00 1.031.680.000.00 0.00
3.00.09.02,.16.05. Pembinaan Kemasyarakatan Kecamatan 0,00 B00.000.000,00 0,00 A00.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.216. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Karawaci Baru 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.218. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Bojong Java 0.00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.219. |Pembinaan Ekenomi Pembanpgunan Kelurahan Karawaci 0,00 3.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.220. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Cimone Jaya 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02,16.221. |Pemt Ekonomi Pemt n Kelurahan Cimone 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16,222, |Pembinasn Ekonomi Pemt inan Kelurahan Bugel 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.223. |Pembinasn Ekonomi Pembangunan Kelurahan Margasan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.224. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pabuaran 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.225. |Pembinaan Ekonomi Pembar < Kelurahan Sukajadi 0,00 2.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.226. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Gerendeng 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.227. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Koang Jaya 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.228. |Pembinaan Ekonemi Pembangunan Kelurahan Pasar Baru 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.229, |Pembinaan Ekonomi Pemb nan Kelurahan Sumur Pacing 0,00 5.000.000.00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.230. |Fembinaan Ekonoemi Pembangunan Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.231. |Pembinaan Ekenomi Pembangunan Kelurahan Nambo Jaya 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16:232. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Karawaci Baru 0,00 211.914.720,00 0,00 211.914.720,00 0,00
3.00.09.02.16.234. |Pembinaan K yarak Kelurahan Bojong Jaya 0,00 171.446.640,00 0,00 171.446.640,00 0.00
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3.00.09.02.16,235. |Pembinaan K akatan Kelurahan Karawaci 0.00 128.297.760,00 0,00 128.297.760,00 0,00
3.00,09.02.16.236. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Cimone Java 0,00 307.148.640,00 0,00 307.148.640,00 0,00
3.00.09.02.16.237. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Cimone 0,00 393.574.080,00 0,00 393.574.,080,00 0,00
3.00.09.02.16.238. |Pembinaan K akatan Kel han Bugel 0.00 283.404.000.00 0,00 283.404.000,00 0,00
3.00.09.02.16.239. |Pemt 1 K svarakatan Kelurahan Margasari 0,00 320.616.720,00 0,00 329.616.720,00 0,00
3.00.09.02.16.240. |Pembinaan K akatan Kelurahan Pabuaran 0,00 287.872.080,00 0,00 287.872.080,00 0,00
3.00.09.02.16.241. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Sukajadi 0,00 123.957.360,00 0,00 123.957.360,00 0,00
3.00.09.02.16.242, |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Gerendeng 0,00 246.255.120,00 0,00 246.255.120,00 0,00
3.00.09.02.16.243. |Pembi Kemasyarakatan Kelurahan Koang Java 0,00 274.407.840,00 0,00 274.467.840,00 0,00
3.00.09.02.16.244. |Pembinaan Kemasvarakatan Kelurahan Pasar Baru 0,00 101.489.280,00 0,00 101.489.280,00 0,00
3.00.09.02.16.245. |Pembinaan Kemasvarakatan Kelurahan Sumur Pacing 0,00 208.723.200,00 0,00 208.723.200,00 0,00
3.00.09.02.16.246. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0,00 275.999,760,00 0,00 275.999.760,00 0,00
3.00.09.02.16.247, |Pembinaan K akatan Kelurahan Nambo Java 0.00 219.191.280,00 0,00 219.191.280,00 0,00
3.00.09.02.16.248. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Karawaci Baru 0,00 S516.314.400,00 0,00 316.514.400,00 0,00
3.00.09.02.16.250. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Bojong Jaya 0,00 213.271.840,00 0,00 213.271.840,00
3.00.09.02.16.251. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Karawaci 0,00 197.859.200,00 0,00 197.859.200,00 0,00
3.00.09.02.16.252. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Cimone Jaya 0,00 375.397.120,00 0,00 75.397.120,00 0,00
3.00.09.02.16.253. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Cimone 0,00 422.665.120,00 0,00 422.665.120,00 0.00
3.00.09.02.16.254. |Pembinaan Tata Pemenntahan Kelurahan Bugel 0,00 583.760.320,00 0,00 583.760.320,00 0,00
3.00.09.02.16.255. |Pembi Tata Pemert: Kelurahan Margasari 0,00 328.129,120,00 0,00 328.129.120,00 0,00
3.00.09.02.16,256. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kclurahan Pabuaran 0,00 291.708.480,00 0,00 291.708.480,00 0,00
3.00.09.02.16.257. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Sukajadi 0,00 359.297.760,00 0,00 359,297.760,00 0,00
3.00.09.02.16.258. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Gerendeng 0,00 484.315.680,00 0,00 484.315.680,00 0,00
3.00.09.02.16.259. |Pembinaan Tata Pemeri 1 Kelurahan Koang Jaya 0,00 187.355.200,00 0,00 187.355.200,00 0.00
3.00.09.02.16.260. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Pasar Baru 0,00 203.111.200,00 0,00 203,111.200,00 0,00
3.00.09.02.16.261. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Sumur Pacing 0,00 166.690.560,00 0,00 166.690.560,00 0.00
3.00.09.02.16.262. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0,00 453.490.400,00 0.00 453.490.400.00 0.00
3.00.09.02.16,263. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Nambo Java 0,00 213.615.200,00 0,00 213.615.200,00 0,00
3.00.09.02.16.264. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawaci Baru 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.266. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Hojong Java 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.267. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawaci 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.268. |Peningh Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimone Jaya 0,00 0,00 350,000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.269. |Pe - 1 Sarana dan Prasarana Kelurahan Cimone 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.270. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bugel 0,00 0,00 350,000.000,00 350.000.,000,00 0,00
3.00.09.02.16.271. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Margasari 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.272. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pabuaran 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.273. |P gkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukajadi 0,00 0,00 665.322.000,00 665.322.000,00 0,00
3.00.09.02.16.274. |Pening} Sarana dan Prasarana Kelurahan Gerendeng 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.275. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Koang Jaya 0,00 0,00 350.000.000.00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.276. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Baru 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.277. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumur Pacing 0,00 0,00 350.000.000,00 330.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.278. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pabuaran Tumpeng 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000,000,00 0,00
3.00.09.02.16.279. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nambo Jaya 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000,000,00 0,00
3.00.09.02.16.526. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Nusajava 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.02.16.527. |Pembi K yarakatan Kelurahan Nusajaya 0,00 283.204.000,00 o000 283.404.000,00 0,00
3.00.09.02.16.528. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Nusajaya 0,00 458.055.680,00 0,00 458.055.680,00 0,00
3.00,09.02.16.529. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nusajaya 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.03. KECAMATAN CIBODAS 72.980.000,00 12.943.427.120,00 2.730.777.100,00 15.747.184.220,00 68.650.000,00
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3.00.09.03.01. Program Tata Kelola P intahan 72.980.000,00 5.427.617.340,00 490.918.000,00 5.991.515.340,00 68.650.000,00
3.00.09.03.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.980.000,00 5.195,206.740,00 0,00 5.268.186.740,00 68.630.000,00
3.00.09.03.01.02, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 182,736.500,00 490.918.000,00 673.654.500,00 0,00
3.00.09.03.01.05.  |Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 49,674.100,00 0,00 49.674.100,00 0,00
3.00.09.03.16. Program Pelay dan Pembi K an dan Kelurahan 0,00 7.515.809.780,00 2.239.859.100,00 9.755.668.880,00 0,00
3.00.09.03.16.03. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kecamatan 0,00 188.000.000,00 0,00 188.000.000,00 0,00
3.00.00.03.16.04. :mc]u?:h:;" Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan 0,00 803.340.000,00 0,00 893.340.000,00 0.00
3.00.09.03.16.05. Pembinaan Kemasvarakatan Kecamatan 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00
3.00.00.03.16.66. Z‘::‘;:'“a“ Ekonomi Pembangunan Kelurahan Panunggangan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.03.16.67. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Cibodasan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.03.16.68. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Cibodas Baru 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.03.16.69. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Cibodas 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.03.16.70. Pemb El i Pemb man Kelurahan Uwung Jaya 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.03.16.71. Pembinaan Ekenomi Pembangunan Kelurahan Jatiuwung 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.03.16.72, Pembinasn Kemasvarakatan Kelurahan Panunggangan Barat 0,00 374.425.200,00 0,00 374.425.200,00 0,00
3.00.09.03.16.73. Pembinaan Kemasvarakatan Kelurahan Cibodasar 0,00 T309.014.240,00 0,00 T39.914.240,00 0,00
3.00.09.03.16.74. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Cibodas Baru 0,00 364.084.800,00 0,00 364.084.800,00 0,00
3.00.09.03.16.75. Pembinaan K akatan Kelurahan Cibodas 0,00 393.701.760,00 0,00 393.701.760,00 0,00
3.00,09.03.16.76. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Uwung Jaya 0,00 571.148,400,00 0,00 571.148.3400,00 0,00
3.00.09.03,16.77. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Jatiuwung 0,00 310.212.480,00 0,00 310.212.480,00 0,00
3.00.09.03.16.78. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Panunggangan Barat 0,00 464.396.000,00 0,00 464.396,000,00 0,00
3.00.09.03.16.79. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Cibodasan 0,00 840.356.000,00 0,00 840.356.000,00 0,00
3.00.09,03.16,80. Pembi Tata Pemenntahan Kelurahan Cibedas Baru 0,00 601.312.000,00 0,00 601.312,000,00 0,00
3.00.09.03.16.81. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Cibodas 0,00 433.344.000,00 0,00 453.344.000,00 0,00
3.00.09.03.16.82. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Uwung Jaya 0,00 638.800.000,00 0,00 ©38.800.000,00 0,00
3.00.09.03.16.83. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Jatiuwung 0,00 181.212.000,00 0,00 181.212.000,00 0,00
3.00.09,03.16.84. EZ:::EIWM Sarana dan Prasarans Kelurahan Panunggangan 0,00 2.500.000,00 383.095.000,00 385.595.000,00 0,00
3.00.09.03.16.85. Peningl Sarana dan Prasarana Kelurahan Cihadasari 0,00 72.320.000,00 350.000.000,00 422.320.000,00 0,00 |
3.00.00.03.16.86. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cibodas Baru 0,00 0,00 404.240.000,00 404.240.000,00 0,00
3.00.09.03.16.87. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cibodas 0,00 48.642.000,00 350.000.000,00 398.642.000,00 0,00 |
3.00.09.03.16.88, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Uwung Jaya 0,00 0,00 408.760.000,00 +08.760.000,00 0,00
3.00.09.03.16.89. P k Sarana dan Prasarana Kelurahan Jativwung 0,00 18.100.900,00 343.764.100,00 361.865.000,00 0,00
3.00.09.04. HECAMATAN JATIUWUNG 0,00 9.940.522.664,00 2.515.042.000,00 12.455.564.664,00 0,00
3.00.09.04.01. Program Tata Kelola P intak 0,00 4.885,267.904,00 276.000.000,00 5.161,267.904,00 0,00
3.00.09.04.01.01. Pelavanan Administrasi Perkantoran 0,00 4.263.184.104,00 0,00 4.263.184.104,00 0,00
3.00.09.04.01.02, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 555.239.800,00 276.000.000,00 £31.239.800,00 0,00
3.00.09.04.01.05.  |Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 66,844.000,00 0,00 66.844.000,00 0,00
3.00.09.04.16. Program Pelay dan Pemb Kecamatan dan Kelurahan 0,00 5.055.254.760,00 |  2.239.042.000,00 7.294.296.760,00 0,00
3.00.09.04.16.01. Pelavanan Umum Kecamatan 0,00 10.474.000,00 0,00 10.474.000,00 0,00
3.00.09.04.16.02. Pembinaan Tata Pemenintahan Kecamatan 0,00 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00
3.00.09.04.16,03. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kecamatan 0,00 105.250.000,00 0,00 105.250.000,00 0,00
3.00.09.04.16.04. i:-‘;;?:;-:::)n Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan 0,00 890.355.000.00 0,00 890.353.000,00 0,00
3.00.09.04.16.05.  |Pembinaan K akatan Kecamatan 0.00 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 0.00
3.00.09.04.16.186. |Pembi n Ekonomi Pemb 1 Kelurahan Manis Java 0,00 14.540.000,00 0,00 14.540.000,00 0,00
3.00.09.04.16.187. |Pembinaan Ekonomi Pemb n Kelurahan Jataks 0,00 13.680.000,00 0,00 13.680.000,00 0,00
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3.00.09.04.16.188. |Pembinaan E} i Pemt 1an Kelurahan Gand i 0,00 26.260.000,00 0,00 206.260.000,00 0,00
3.00.09.04.16.189. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Keroncong 0,00 11.680.000,00 0,00 11.680.000,00 0,00
{3.00.09.04.16.190. |[Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Alam Java 0,00 17.880.000,00 0,00 17.880.000,00 0,00
3.00.09.04.16.191, |[Pembinaan E} i Pembangunan Kelurahan Pasir Jaya 0,00 21.430.000,00 0,00 21.440.000,00 0,00
3.00.09.04.16.192.  |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Manis Java 0,00 243.063.600,00 0,00 243.063.600,00 0,00
3.00.09.04.16.193. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Jatake 0,00 301.276.320,00 0,00 301.276.320,00 0,00
3.00.09.04.16.194. |Pembinaan K akatan Kelurahan Gandasari 0,00 351.957.120,00 0,00 351.957.120,00 0,00
3.00.09.04.16.195, |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Keronca ng 0,00 331.148.640,00 0,00 331.148.630,00 0,00
3.00.09.04.16.196. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Alam Jaya 0,00 262.595.520,00 0,00 262.595.520,00 0,00
3.00.09.04.16.197. |Pembinaan K arakatan Kelurahan Pasir Jaya .00 A08.680.560,00 0,00 308.680.560,00 0,00
3.00.09.04.16.198, |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Manis Jaya 0,00 197.361.000,00 0,00 197.361.000,00 0,00
3.00.09.04.16.199. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Jarake 0,00 302.005,000,00 0,00 302.005.000,00 0.00
3.00.09.04.16.200. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Gand 1 0,00 335.800.000,00 0,00 345.800.000,00 0,00
3.00,09.04.16.201. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Keroncong 0,00 3635.312.000,00 0,00 365.512.000,00 0,00
3.00.09.04.16.202. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Alam Jaya 0,00 326.087.000,00 0,00 326.087.000,00 0,00
3.00.09.04.16.203, |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Pasir Jaya 0,00 266.959.000,00 0,00 266.959.000,00 0,00
3.00.09.04.16.204. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Manis Jaya 0,00 0,00 456.332.000,00 456.332.000,00 0,00
3.00.09.04.16.205. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatake 0,00 0,00 350.000.000,00 350,000.000,00 0,00
3.00.09.04.16.206. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gandasari 0,00 0,00 382.710.000,00 382.710.000,00 0,00
3.00.09.04.16.207. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Keroncong 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.04.16.208, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Alam Jaya 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.04.16.209. [P katan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasir Jaya 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00

3.00,09.05. KECAMATAN PERIUK 146.370.000,00 12.060.638.680,00 5.317.907.575,00 17.524.916.255,00 128.583.000,00
3.00.09.05.01. Program Tata Kelola Pemerintahan 146.370.000,00 4.802.006.480,00 844.164.000,00 5.792.540.480,00 128.583,000,00
3.00.09.05.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.370.000,00 4.641.893 450,00 0,00 4.788,263.480,00 128.583.000,00
3.00.09.05.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 54.080,000,00 844.164.000,00 B08.244.000,00 0,00
3.00.09.05.01.05, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 106.033.000,00 0,00 106.033.000,00 0.00
3.00.09.05.16. Program Pelay dan Pembi: K tan dan Kelurahan 0,00 7.258.632.200,00 4.473.743.575,00 11.732.375.775,00 0,00
3.00.09.05.16.03. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kecamatan 0,00 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00
3.00.09.05.16.04. ::'[“‘J?_:;'“_:‘: Ketinmarian dur Retbetibin Uniim Kacamatandan 0,00 987.561.600,00 0.00 987.561.600,00 0,00
3.00.09.05.16.05. Pembinaan Kemasvarakatan Kecamatan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
3.00.09.05.16.406. |Pembinaan E} 1 Pemt inan Kelurahan Gembor 0,00 15.000.000,00 455.900.000,00 470.900.000,00 0,00
3.00.09.05.16.407. |Pembinaan Ekonomi Fembangunan Kelurahan Gebang Raya 0,00 15.000.000,00 422.356.575,00 437.356.575,00 0,00
3.00.09.05.16.408. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Sangiang Jayva 0,00 15.000.000,00 485.900.000,00 500.900.000,00 0,00
3.00.09.05.16.409, |Pembinaan Ekonomi Pemb n Kelurahan Periuk 0,00 15.000.000,00 605.900,000,00 62{.900.000,00 0,00
3.00.09.05.16.410. |Pembinaan E} i Pemt inan Kelurahan Periuk Jaya 0,00 15.000.000,00 483.000,000,00 498.000.000,00 0,00
3.00.09.05.16.411. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Gembor 0,00 560.552.640,00 0,00 560.552.0640.00 0,00
3.00.09.05.16.412. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Gebang Rava 0,00 T70.935,440,00 0,00 TT0.935.430,00 0,00
3.00.09.05.16.413. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Sangiang Jaya 0,00 451.914.480,00 0,00 451.914.480,00 0,00
3.00.09.05,16.414, |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Periuk 0,00 553.276.080,00 0.00 553.276.080,00 0,00 ‘w
3.00.09.05.16.415. |Pembinaan K akatan Kelurahan Periuk Jaya 0,00 503.744.160,00 0,00 503.744.160,00 0,00
3.00.09.05.16.416. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Gembor 0,00 537.402.950,00 0,00 537.402.950,00 0,00
3.00.09.05.16.217. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Gebang Raya 0,00 1.067.608.100,00 0,00 1.067.608.100,00 0,00
3.00.09.05.16.418, |Pembinaan Tata Pemerinitahan Kelurahan Sangiang Jaya 0,00 4066.963.800,00 0,00 466,963.800,00 0,00
3.00.09.05.16.419. |Pembinaan Tata Pemerintshan Kelurahan Peniuk 0,00 588.144.350,00 0,00 588, 144.350,00 0,00
3.00.09.05.16.420. |Pemhinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Penuk Jaya 0,00 290.528,600,00 0,00 290.528.600,00 0,00
3.00.09.05.16.421. |Peningl Sarana dan Prasarana Kelurahan Gembor 0,00 0,00 407.682.000,00 407.682.000,00 0,00
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3.00.09.05:16.422. | Peningk Sarana dan Prasarana Kelurashan Gebang Raya 0,00 0,00 450.005,000,00 450.005.000,00 0,00
3.00.09.05.16.423. |Pening} Sarana dan Prasarana Kelurahan Sangiang Jaya 0,00 0,00 388.985.000,00 388.985.000,00 0,00
3.00.09.05.16.424. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Periuk 0,00 0,00 401.415.000,00 401.415.000,00 0,00
|3.00.09.05.16.425. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Periuk Jaya 0,00 0.00 372.600.000,00 372.600.000,00 0,00
3.00.09.06. HECAMATAN NEGLASARI 70,200.000,00 10.376.488.790,00 4.628.128.582,00 15.074.817.372,00 70.200.000,00
3.00.09.06,01. Program Tata Kelola Pemer 70.200.000,00 4.570.928.430,00 785.750.400,00 5.426.878.830,00 70.200.000,00
3.00.09.06.01.01.  |Pelayanan Ad rasi Perkantoran 70.200.000,00 4.242.658.030,00 0,00 4.312.858.030,00 70.200.000,00
3.00.09.06.01.02, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 272.875.700,00 TB5.750.400,00 1.058.626.100,00 0,00
3.00.09.06.01.05. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 55.394.700,00 0,00 55.394.700,00 0,00
3.00.09.06.16. Program Pelayanan dan Pembi K an dan Kel h 0,00 5.805.560.360,00 3.842.378.182,00 9.647.938.542,00 0,00
3.00,09.06.16.03. Pembi E} Pembangunan Kecamatan 0,00 111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00
3,00.,09.06.16.04. ;Z:[El’::r;iann Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan 0,00 484.437.000,00 0.00 984,437.000,00 0,00
3.00.09.06.16.05. Pembinaan Kemasyarakatan Kecamatan 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000.00 0,00
3.00.09.06.16.371. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Karang Anyar 0,00 10,000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.06.16.372.  |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Karang San 0,00 10.000.000,00 0,060 10.000.000,00 0,00
3.00.09.06,16.373. |Pembi El Pembangunan Kelurahan Neglasan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000.00 0,00
3.00.09.06.16.374. |Pembinaan E} i Pemb inan Kelurahan Mekarsan 0,00 10.000.000,00 169,.872.000,00 179.872.000,00 0,00
3.00.09.06.16.375. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Kedaung Baru 0,00 10.000.000,00 405.200.272,00 415.200.272,00 0,00
3.00.09.06.16.376. |Pembinsan Ekonomi Fembangunan Kelurahan Kedaung Wetan 0,00 10.000.000,00 204.842.370,00 J04.842.370.00 0,00
3.00.09.06.16.377, |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Selapajang Jaya 0,00 10.000.000,00 372.121.540,00 382.121.540,00 0,00
3.00.09,06.16.378. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Karang Anvar 0,00 308.552.880,00 0,00 J308.552.880,00 0,00
3.00.09.06.16.379. |Pembi K A k Kelurahan Karang Sari 0,00 638.041.920,00 0,00 638.041.920,00 0,00
3.00.09.06.16.380. |Pembinaan Kemasyarakaran Kelurahan MNeglasari 0,00 305,744.400,00 0,00 305.744.400,00 0,00
3.00.09.06.16.381, |Pembinaan Kemasvarakatan Kelurahan Mekarsari 0,00 106.850.880,00 0,00 196.850.880,00 0,00
3.00.09.06.16.382. |Pembinaan Kemasvarakatan Kelurahan Kedaung Baru 0,00 186.382,800,00 0,00 186,382.800,00 0,00
3.00.09.06.16.383. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Kedaung Wetan 0,00 +(4,189,200,00 0,00 404.189.200,00 0,00
3.00.09.06.16.384. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Sclapsjang Java 0,00 348.893.280,00 0,00 348.893.280,00 0,00
3.00.09.06.16.385. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Karang Anyar 0,00 233.312.800,00 0,00 253.312.800,00 0,00
3.00.09.06.16.386. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Karang Sar 0,00 456.331.600,00 0,00 456.331.600,00 0,00
3.00.09.06.16.387. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Neglasari 0,00 327.360.800,00 0,00 327,3060,800,00 0.00
3.00.09.06.16.388. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Mckarsari 0,00 257.692.800,00 0,00 257.692.800,00 0,00
3.00.09.06.16.389. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Kedaung Baru 0,00 142.251.200,00 0,00 142.251.200,00 0,00
3.00.09.06.16.390. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Kedaung Wetan 0,00 188.729.400,00 0,00 188.729.400,00 0,00
3.00.09.06.16.391. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Selapajang Jaya 0,00 275.789.400,00 0,00 275.789.400,00 0.00
3.00.09.06.16.392. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Anyar 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.06.16.393. |Perungkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Sari 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000.00 0,00
3.00.09.06.16.394. |Pening} Sarana dan Prasarana Kelurahan Neglasan 0,00 0,00 A50.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.06.16.395. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mekarsari 0,00 0,00 500.342.000,00 500.342.000,00 0,00
3.00,09.06.16.396. | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedaung Baru 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.06.16.397. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedaung Wetan 0,00 (0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.06,16.398. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Selapajang Jaya 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000.00 0.00

|3.00.09.07. KECAMATAN BENDA 229.200.000,00 10.215.016.090,00 2,093.986.100,00 12.538.202.190,00 229.200.000,00
3.00.09.07.01. Program Tata Kelola P intahan 229,200.000,00 3.920.265.590,00 234.324.100,00 4.383,789.690,00 229.200.000,00
3.00,09.07.01.01.  |Pelayanan Administrasi Perkantoran 220.200.000,00 3.850.716.440,00 0,00 4.079.916.440,00 229.200.000,00
3.00.09.07.01.02.  |Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 5.594.000,00 23:4.324.100,00 239.918.100,00 0,00
3.00.09.07.01.05.  |Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Dacrah 0,00 63.955.150,00 0,00 63.955.150,00 0,00
3.00.09.07.16. Program Pelayanan dan Pembinsan Kecamatan dan Kelurahan 0,00 6.294.750.500,00 1.859,662.000,00 8.154.412.500,00 0,00
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3.00.00.07.16.03. Pembinaan El I Pembangunan Kecamatan 0,00 89.000.000,00 0,00 89.000,000,00 0,00
3.00.09.07.16.04. i:?:,ma::l Keteniraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan 0.00 896.272.000,00 0,00 806.272.000,00 0,00
3.00.09.07.16.05, Pembi K arakatan Kecamatan 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00
3.00.09.07.16.46. Pembinaan K rakatan Kelurahan Belendung 0,00 566.424.960,00 0,00 566.424.960,00 0,00
3.00.09.07.16.47. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurshan Jurumudi Baru 0,00 399,701.760,00 0,00 399.701.760,00 0,00
3.00.09.07.16.48. Pembinaan Kemasvarakatan Kelurahan Jurumudi 0,00 4635.063.360,00 0,00 465.063.360,00 0,00
3.00.09.07.16.49. Pembi K 3 } Kelurahan Pajang 0,00 312.872.520,00 0,00 312.872.520,00 0,00
3.00.09.07.16.50. Pembinaan Kemasvarakatan Kelurahan Benda 0,00 436.722.960,00 0,00 436.722.960,00 0,00
3.00.09.07.16.51. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Belendung 0,00 T01.650.220,00 0,00 701.650.220,00 0,00
3.00.09.07.16.52. Pembi Tata Pemerintahan Kel han Jurumudi Baru 0,00 T53.887.200,00 0,00 753.887.200,00 0,00
3.00.09.07.16.53. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Jurumudi 0,00 577.835.320,00 0,00 577.835.320,00 0,00
3.00.09.07.16.54, Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Pajang 0,00 287.922.200,00 0,00 287.922.200,00 0,00
3.00.09.07.16.55. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Benda 0,00 557.398.000,00 0,00 557.398.000,00 0,00
3.00.09.07.16.56. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belendung 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.07.16.57. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jurumudi Baru 0,00 0,00 350.000,000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.07.16.58. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jurumudi 0,00 0,00 350.000.000,00 A50.000.000,00 0,00
3.00.09.07,16.59. Peningk Sarana dan Prasarana Kelurahan Pajang 0,00 0,00 459.6062.000,00 459.662.000,00 0,00
3.00.09.07.16.60. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Benda 0,00 0.00 350.000.000,00 350.000.000,00 0.00
3.00.09.08. HKECAMATAN BATUCEPER 0,00 11.424.725.277,00 3.390.892.000,00 14.815.617.277,00 0,00
3.00.09.08.01. Program Tata Kelola P. intahan 0,00 5.092.796.317,00 799,.590,000,00 5.892.386.317,00 0,00
3.00.09.08.01.01. Pelayanan Ad rasi Perkantoran 0,00 4.538.858.631,00 0,00 4.53B.858.631,00 0,00
3.00.09.08.01.02. Perungkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 458.655.186,00 790.590.000,00 1.258.245.186,00 0,00
3.00.09.08.01.05. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 95.282.500,00 0,00 95.282.500,00 0,00
3.00.09.08.16. Program Pelayanan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 0,00 6.331.928.960,00 2.591.302.000,00 8.923.230.960,00 0,00
3.00,09.08.16.03. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kec 0,00 106.750.000,00 0,00 106.750,000,00 0,00
3.00.09.08.16.04. i:ﬁtﬂ,i? Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan 0,00 1.254.880.000,00 0.00 1.254.880,000,00 0,00
3.00.09.08.16.05. Pembinaan Kemasvarakatan Kecamatan 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000,000,00 0,00
3.00.09.08.16.13, Pembinaan K akatan Kelurahan Poris Gaga Baru 0,00 280.340.160,00 0,00 280.340.160,00 0,00
3.00.09.08.16.14. Pembinaan Kemasvarakatan Kelurahan Poris Java 0,00 359.233.680,00 0,00 3359.233.680,00 0,00
3.00.09.08.16.15. Pembi K akatan Kelurahan Poris Gaga 0,00 272.935.920,00 0,00 272.935.920,00 0,00
3.00.09.08.16.16. Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Kebon Besar 0,00 231.191.280,00 0,00 231.191.280,00 0,00
3.00.09.08.16.17. Pembinaan K E Kelurahan Batuceper 0,00 249.063.600,00 0,00 240.063.600,00 0,00
3.00.09.08.16.18. Pembi: 1 Ki akatan Kelurahan Batujaya 0,00 265.404.000,00 0,00 265.404.000,00 0,00
3.00.09.08.16.19, Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Batusari 0,00 400.978.320.00 0,00 400.978.320,00 0,00
3.00.09.08.16.20. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Poris Gaga Bamu 0,00 250.124.000,00 0,00 259.124.000,00 0,00
3.00.09.08.16.21. Pembinaan Tata Pemeri Kelurahan Pons Jaya 0,00 363.180.000,00 0,00 363.180,000,00 0,00
3.00.09.08.16.22, Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Poris Gaga 0,00 502.896.000,00 0,00 502.896.000,00 0,00
3.00.09.08.16.23.  |Pembi Tata Pemerintahan Kelurahan Kebon Besar 0,00 269,746.000,00 0,00 269.746.000,00 0,00
3.00.09.08.16.24.  |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Batuceper 0,00 526,920.000,00 0,00 526.920.000,00 0.00
3.00.09.08.16.25. Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Batujaya 0,00 314.332.000.00 0,00 314.332.000,00 0,00
3.00.09.08.16.26. Pembi n Tata Pemerintahan Kelurahan Batusari 0,00 324,954.000,00 0,00 324.954.000.00 0,00
|3.00.09.08.16.27. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Poris Gaga Baru 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.08.16.28. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Poris Java 0,00 0,00 4091.302.000,00 491,302.000,00 0,00
3.00.09.08.16.29. Perur Sarana dan Prasarana Kelurahan Poris Gaga 0,00 0,00 350.000,000,00 350.000,000,00 0,00
3.00.09,08.16.30. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebon Hesar 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.08.16.31. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batuceper 0,00 0,00 A50.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.08.16.32. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batujaya 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
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3.00,09.08.16.33. Peningh Sarana dan Prasarana Kelurahan Batusan 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000,000,00 0,00
3.00.09.09. HKECAMATAN CIPONDOH 146.700.000,00 16.065.589.968,00 4.310.917.000,00 20.523.206.968,00 133.100.000,00
3.00.09.09.01. Program Tata Kelola Pemerintah 146.700.000,00 6.009.605.348,00 460.000.000,00 6.616.305.348,00 133.100.000,00
3.00.09.09.01.01. Pelayanan Admimstras Perkantoran 146.700.000,00 5.934.289.148,00 0,00 6.080.989.148,00 133.100.000,00
3.00.09.09.01.02, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 38.787.200,00 460.000.000,00 498.787.200,00 0,00
3.00.09.09.01.05. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 36,529.000,00 0,00 36.529.000,00 0,00
3.00.09.09.16. Program Pelay dan Pembi K tan dan Kelurahan 0,00 10.055.984.620,00 3.850.917.000,00 13.906.901.620,00 0,00
3.00.09.09.16.01. Pelayanan Umum Kecamatan 0,00 214.500,00 0,00 214.500,00 0,00
3.00.09.09,16.03. Pembinaan El i Pembang Kecamatan 0,00 226.000.000,00 0,00 226.000.000,00 0,00
3.00.00.09,16.04. ;:T]‘:I’_:L;" Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan 0,00 537.552.800,00 0,00 537.552.800,00 0,00
3.00.09.09.16.05, Pembinaan K X karan Ki an 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.136. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Poris Plawad Indah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00,09,09.16.137, |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Cipondoh 0,00 5.000.000.00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.138, |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan K 0,00 5,000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.139.  |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Gondrong 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.140. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Petir 0,00 5.000.000.00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.141. |Pembinaan Ekonomi Pembanpunan Kelurahan Ketapang 0,00 5,000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.142. |Pembinaan Ekonomi Pemt 1an Kelurahan Cipondoh Indah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.143. |Pembinaan E} i Pemt 1an Helurahan Cipondoh Mak 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
A.00.09.09.16.144.  |[Pembi El i Pemb inan Kelurahan Poris Plawad Utara 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.145. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Poris Plawad 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.146. |Pembinaan K katan Kelurahan Poris Plawad Indah 0,00 308.680.560,00 0,00 A08.680.560,00 0,00
3.00.09.09.16.147.  |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Cipondoh 0,00 475.659.120.00 0,00 475.659.120,00 000
3.00.09,09.16.148. |Pembinaan Kemasyarak Kelurahan Kenanga 0,00 353.361.360,00 0,00 353.361.360,00 0,00
3.00.09.09.16.149. |Pembinaan Kemasvarakatan Kelurahan Gond rong 0,00 200,744, 160,00 0,00 509.744.160,00 0,00
3.00.09.09,16.1530, |Pembi Ke L Kelurahan Petir 0,00 454.722.960.00 0,00 454.722.960,00 0,00
3.00.09.09.16.151. |Pembinaan Kemasvarakatan Kelurahan Ketapang 0,00 433.914.480,00 0,00 433.914.480,00 0,00
3.00.09.09.16.152. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Cipondoh Indah 0,00 272.935.920,00 0,00 272.935.920,00 0,00
3.00.09.09.16.153. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Cipondoh Makmur 0,00 551.616.480.00 0,00 551.616.480,00 0,00
3.00.09.09.16.154. |Pembinaan K akatan Kelurahan Poris Plawad Utara 0,00 470.935.680,00 0,00 470.935.680,00 0,00
3.00.09.09.16.155. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Poris Plawad 0,00 +23.446.400.00 0,00 423.446.400,00 0,00
3.00.09.09.16.156. |Pembi 1 Tala Pemenntahan Kelurahan Poris Plawad Indah 0,00 524.910.300,00 0,00 524.910.300,00 0,00
3.00.09.09.16.157. |Pembi Tata Pemerintahan Kelurahan Cipondoh 0,00 4098.022.700,00 0,00 408.022.700,00 0,00
3.00.09.09.16.158. |Fembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Kenanga 0,00 276.085.000,00 0,00 276.085.000,00 0,00
3.00.09.09.16.159. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Gondrong 0,00 323.173.500.00 0,00 323.173.500,00 0,00
3.00.09.09.16.160. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Petir 0,00 563.650.500,00 0,00 563.650.500,00 0,00
3.00.09.09.16.161. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Ketapang 0,00 341.897.700.00 0,00 341.897.700.00 0,00
3.00.09.09.16.162. |Pembinaan Tala Pemerintahan Kelurahan Cipondoh [ndah 0.00 666,163.000,00 0.00 606.163.000,00 0,00
3.00.09.09.16.163. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Cipondah Makmur 0,00 559.056.000,00 0,00 559.056.000,00 0,00
3.00.09.09.16,164., |Pembi n Tala Pemenntahan Kelurahan Ponis Plawad Utara 0,00 J51.109.500.00 0,00 351.109.500,00 0,00
3.00.09.09.16.165. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Poris Plawad 0,00 383.132.000,00 0,00 383.132.000,00 0.00
3.00.09.09.16.166. |Péningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Poris Plawad Indah 0,00 0,00 350.000.000,00 A50.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.167. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cipondoh 0,00 0,00 A50.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.168, |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kenanga 2,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.169. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gondrong 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
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3.00.09.09.16.170. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Petir 0,00 0,00 A50.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.171. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang 0,00 0,00 700.917.000,00 700.917.000,00 0,00
3.00.09.09.16.172. |Penir Sarana dan Prasarana Kelurahan Cipondoh Indah 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.173, |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cipondoh Makmur 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.174. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Poris Plawad Utara 0,00 0,00 350.000.000,00 3530.000.000,00 0,00
3.00.09.09.16.175. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Poris Plawad 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.10. HKECAMATAN PINANG 216.600.000,00 16.781.194.782,00 4.424.196.200,00 21.421.990.982,00 192,750.000,00
3.00.09.10.01. Program Tata Kelola Pemeri \: 216.600.000,00 7.613.666.182,00 574.214.200,00 £.404.480.382,00 192.750.000,00
3.00.09.10.01.01. Pelayanan Ad asi Perkantoran 216.600.000,00 7.351.581.326,00 0,00 7.568.181.326,00 192.750.000,00
3.00.09.10.01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 186.141.256,00 574.214.200,00 760.355.456,00 0,00
3.00.09.10.01.05. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 75.943.600,00 0,00 75,943.600,00 0,00
3.00.09.10.16. Program Pelayanan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 0,00 9,167.528.600,00 3.849.982.000,00 13.017.510.600,00 0,00
3.00.09.10.16,01. Pelayanan Umum Kecamatan 0.00 5.410.000,00 0,00 5.410.000,00 0.00
3.00.09.10.16.03. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kecamatan 0,00 199.005.300,00 0,00 199,005.300,00 0,00
3.00.09.10.16.04. ;:ETma:\n Ketentraman den Ketertiban Umum Kecamatan dan 0,00 445.183.200,00 0.00 445.183.200,00 0,00
3.00.09,10.16.05. Pembinaan Kemasyarakatan Kecamatan 0,00 S50.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00
3.00.09.10.16,442. |Pembinaan Kemasvarakatan Kelurahan Panunggangan Utara 0,00 537.395.280,00 0,00 537.395.280,00 0,00
3.00.09.10.16.443. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurshan Panunggangan 0,00 401.383.680,00 0.00 401.383.680.00 0,00
3.00.09.10.16.444. |Pembi K sy arak Kelurahan Panunggangan Timur 0,00 195.241.680.00 0,00 195,241.680,00 0,00
3.00.09.10.16.445, [Pembi K varaKatan Kelurahan Kuneiran 0,00 318.0995.520,00 0,00 318.995.520,00 0,00
3.00.09.10,16.446, |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Kunciran Indah 0,00 539.195.280,00 0.00 539.195.280,00 0,00
3.00.09.10.16.447. | Pemhinaan Kemasyarakatan Kelurahan Sudimara Pinang 0,00 458.182.560,00 0,00 458.182.560,00 0,00
3.00.09.10.16.448. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Pinang 0,00 443.425.200,00 0,00 443.425.200,00 0,00
3.00.09.10.16.449. |Pembinaan Ke } Kelurahan Nerogrog 0.00 387.057.120,00 0,00 387.957.120,00 0.00
3.00.09.10.16.450. I bi K A Kelurahan Kuneiran Java 0,00 308.884.800,00 0,00 308.88+.800,00) 0,00
3.00.09.10.16.451. |Pembinaan K ! Kelurahan Pakojan 0,00 284.604.000,00 0,00 284.604.000,00 0,00
3.00.09.10.16.452, |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Cipete 0.00 421.174.080.00 0,00 421.174.080.00 0,00
3.00.09.10.16.453. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurshan Panunggangan Utara 0,00 251.781.200,00 0,00 251.781.200,00 0,00
3.00.09.10.16.454. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Panunggangan 0,00 166.156.500,00 0,00 166.156.500,00 0,00
3.00.09.10.16.455. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Panunggangan Timur 0,00 120.647.900,00 0,00 120.647.900,00 0,00
3.00.09.10.16.456, |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Kunciran 0,00 552.510.000,00 0,00 552.510.000,00 0,00
3.00.09.10.16,457. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Kunciran Indah 0.00 585.666.000,00 0,00 585.666.000,00 0,00
3.00.09.10.16,458. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Sudimara Pinang 0,00 286.055.200,00 0,00 286.055.200,00 0,00
3.00.09.10.16.459. |Pembi 1 Tata Pemerintahan Kelurahan Pinang 0,00 376.542.600,00 0,00 376.5342.600,00 0,00
3.00.09.10.16.460. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Nerogtog 0,00 325.021.500,00 0,00 325.021.500,00 0,00
3.00.09.10.16.461. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurshan Kunciran Jaya 0,00 170.235.000,00 0,00 170.235.000,00 0,00
3.00.09.10.16,462. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Pakojan 0,00 150.044.000,00 0,00 150.044.000,00 0,00
3.00.09.10.16.463. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Cipete 0,00 404.826.000,00 0,00 404.826.000,00 0,00
3.00.09.10.16.464, |f crenghatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pannggangan 0,00 25.635.181,00 350.000.000,00 375.635.181,00 0,00
3.00.09.10.16.465, |P katan Sarana dan Prasarana Kelurahan Panunggangan 0,00 25.635.181,00 350.000.000,00 375.635.181,00 0,00
3.00.09.10.16.466. fr'f’m"gkma“ Sarana dan Prasarana Kelurahan Panunggangan 0,00 25.635,181,00 350.000.000,00 375.635.181,00
mur
3.00.09.10.16.467. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kuneiran 0,00 25.635.181,00 350.000.000,00 375.635.181,00 0,00
3.00.09.10.16.468. |Peningkatsn Sarana dan Prasarana Kelurahan Kuneiran Indah 0,00 25.635.190,00 A50.000.000,00 375.635.190,00 0,00
3.00.09.10.16.469. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sudimara Pinang 0,00 25.635.181,00 350.000.000,00 375.635.181,00 0,00
3.00.09.10.16.470. |P katan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pinang 0,00 25.635.181,00 350.000.000,00 375.635.181,00 0,00

https://jdih.tangerangkota.go.id/

99




ANGGARAN

https://jdih.tangerangkota.go.id/

HKODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAI BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7
3.00.09.10.16,471. |Pening} Sarana dan Prasarana Kelurahan Nerogiog 0,00 25.635.181,00 350.000.000,00 375.635.181,00 0.00
3.00.09.10.16.472. |Pening} Sarana dan Prasarana Kelurahan Kunciran Jayva 0,00 25.635.181,00 350.000.000,00 A75.635.181,00 0,00
3.00.09.10.16.473. |Pening} Sarana dan Prasarana Kelurahan Pakojan 0,00 25.653.181,00 349.982.000,00 375.635.181,00 0,00
3.00.09.10.16.474. |Peni i 1 Sarana dan Prasarana Kelurahan Cipete 0,00 25.635.181.00 350.000.000,00 375.635.181,00 0.00
3.00.09.11. HECAMATAN CILEDUG 69.000.000,00 13.043.295.606,00 3.837.007.200,00 16.949.302.806,00 63.250.000,00
3.00.09.11.01. Program Tata Kelola P intah 69.000.000,00 4.457.260.436,00 797.395.200,00 5.323.655.636,00 63.250.000,00
3.00.09.11.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.000.000.00 4.403.979.9956,00 0,00 4.472.979.996,00 63.250.000,00
3.00.09.11.01.02. Py i Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 30.660.500,00 797.395.200,00 828.055.700,00 0,00
3.00.09.11.01.05. Ferencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 22.619.940,00 0,00 22.619.940,00 0,00
3.00.09.11.16. Program Pelayanan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 0,00 B.586.035.170,00 3.039.612.000,00 11.625.647.170,00 0,00
2.00.09.11.16.03. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kecamatan 0,00 212.500.000,00 0,00 212.,500.000,00 0,00
3.00.09.11.16.04. m&iﬁ“ Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan 0,00 940,008.000,00 0,00 940.008.000,00 0,00
3.00.09.11.16.05. Pembi b 3 katan Kecamatan 0,00 400,000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00
3.00.09.11.16.104. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Tajur 0,00 346.084.800,00 0,00 346.084.800,00 0,00
3.00.09.11.16.105.  |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Parung Serab 0,00 380.297.520,00 0,00 380.297.520,00 0,00
3.00.09.11.16.106. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Paninggilan 0,00 389,361.360,00 0,00 389.361.360,00 0,00
3.00.09.11,16.107. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Paninggilan Utara 0,00 352.212.480.00 0,00 352.212.480,00 0,00
3.00.09.11.16.108. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Sudimara Selatan 0,00 356.425.200,00 0,00 356.425.200,00 0,00
3.00.09.11.16.109. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Sudimara Barat 0,00 404.999.640,00 0,00 404.999.640,00 0,00
3.00.09.11.16.110. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Sudimara Jaya 0,00 359.616.720,00 0,00 359.616.720,00 0,00
3.00.09.11.16:111.  |[Pemhinaan K 3 b Kelurahan Sudimara Timur 0,00 289.404.000,00 0,00 289.404.000,00 0,00
3.00.09.11.16.112. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Tajur 0,00 525.056.500,00 0,00 525.056.500,00 0,00
3.00.09.11.16.113. |F bi Tata Pemerintahan Kelurahan Parung Serab 0,00 514.237.900,00 0.00 514.237.900,00 0,00
3.00.09.11.16.114. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Paninggilan 0,00 576.354.000,00 0,00 576.354.000,00 0,00
3.00.09.11.16.115. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Paninggilan Utara 0,00 535.020.800,00 0,00 535.020.800,00 0,00
3.00.09.11.16,116. |Pembinasn Tata Pemerintahan Kelurahan Sudimara Selatan 0,00 +61.575.000,00 0,00 461.575.000,00 0,00
3.00.09.11.16.117. |Pembinaan Tata Pemenntahan Kelurahan Sudimara Barat 0,00 S532.700.700,00 0,00 532.700.700,00 0,00
3.00.09.11.16.118: |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Sudimara Java 0,00 531.660.000,00 0,00 531.660.000,00 0,00
3.00.09.11.16.119. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Sudimara Timur 0,00 478.520.550,00 0,00 478.520.550,00 0,00
3.00.09.11.16.120. |Peningk Sarana dan Prasarana Kelurahan Tajur 0,00 0,00 381.075.000,00 381.075.000,00 0,00
3.00.09.11.16.121. |Pe katan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parung Serab 0,00 0,00 390.732.000,00 390.732.000,00 0,00
3.00.09.11.16.122.  |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurshan Paninggilan 0.00 0,00 382.770.000.00 382.770.000,00 0,00
3.00.09.11.16.123. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Paninggilan Utara 0,00 0,00 379.380.000.00 379.380.000,00 0,00
3.00.09.11.16.124. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sudimara Selatan 0,00 0,00 369.210.000,00 369.210.000,00 0,00
3.00.09.11.16.125. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sudimaran Barat 0,00 0,00 379.945.000,00 379.945.000,00 0,00
3.00.09.11.16.126. | Feningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sudimara Jaya 0,00 0,00 381.640.000,00 381.640.000,00 0,00
3.00.09.11.16.127.  |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sudimara Timur 0,00 0,00 374.860,000,00 374.860.000,00 0,00
3.00.09.12. HECAMATAN KARANG TENGAH 21.000.000,00 12.721.211.800,00 3.227.837.000,00 16.030.048.800,00 74.250.000,00
3.00.09.12.01. Program Tata Kelola Pemerintahan $1.000.000,00 5.457.738.400,00 322.000.000,00 5.860.738.400,00 74.250.000,00
3.00.09.12.01.01. Pelavanan Administrasi Perkantoran 81.000.000,00 5.422.016.400,00 0,00 5,503.016.400,00 74.250.000,00
3.00.09.12.01.02. Penir Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 18.364.000,00 322.000.000,00 340.364.000,00 0,00
3.00.09.12.01.05. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 17.358.000,00 0,00 17.358.000,00 0,00
3.00.09.12.16. Program Pelayanan dan Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 0,00 7.263.473.400,00 2.905.837.000,00 10.169.310.400,00 0,00
3.00.09.12.16.03. Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kecamatan 0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00
3.00.09.12.16.04. |Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan 0,00 668.876.400,00 0,00 668.876.400,00 0,00
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3.00.09.12.16.05. Pembinaan K yarakatan K 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.12,16.296. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pedurenan 0.00 10.000.000,00 292.500.000,00 302.500.000,00 0,00
3.00,09.12,16.297. |Pembinaan Ek Pemb 1 Kelurahan Pondok Pucung 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.12.16.298. |Pembinaan Ekonomi Pemb Kelurahan Karang Tengah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.12.16.299. |Pembinaan Ekenomi Pembangunan Kelurahan Karang Timur 0.00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.12,16.300. |Pembinaan Ekonomi Pemb inan Kelurahan Karang Mulya 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.12.16.301. | Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Parung Java 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0.00
3.00.09.12.16.302.. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Pondok Hahar 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.12.16.303. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Pedurenan 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00
3.00.09.12.16.304. |Pembinaan K akatan Kelurahan Pondok Pucung 0,00 247.500.000,00 0,00 247,500.000,00 0,00
3.00.09.12.16.305. |Pembinsan Kemasyarakatan Kelurahan Karang Tengah 0.00 670.500.000,00 0,00 670.500.000,00 0,00
3.00.09.12.16.306. |Pembinaan K akatan Kelurahan Karang Timur 0,00 379.500.000,00 0,00 379.500.000,00 0,00
3.00.09.12.16,307. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Karang Mulya 0,00 453.000.000,00 0,00 453.000.000,00 0,00
3.00.09.12.16,308. |Pembi K 3 katan Kelurahan Parung Jayva 0,00 241.500.000,00 0,00 241.500.000,00 0,00
3.00.09.12.16.309, |Pembinaan Kemasvarakatan Kelurahan Pondok Bahar 0,00 286,500.000,00 0,00 286.500.000,00 0,00
3.00.09.12.16.310. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Pedurenan 0,00 T23.T88.500,00 0,00 723.788.500,00 0,00
3.00.09.12.16.311. |Pembinaan Tata Pemenntahan Kelurahan Pondok Puc ung 0,00 336.851.500,00 0,00 336.851.500,00 0,00
3.00,09.12.16.312. |Pembi Tata Pemerintahan Kelurahan Karang Tengah 0,00 688.899,500,00 0,00 6GE8.899. 500,00 0,00
3.00.09.12.16.313. |F bi Tata Pemerintahan Kelurahan Karang Timur 0,00 458:271.000,00 0,00 458.27 1.000,00 0,00
3.00.09.12.16.314. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Karang Mulya 0,00 505.507.500,00 0,00 505.507.500,00 0,00
3.00.09.12.16.315. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Parung Jaya 0,00 191.293.500,00 0,00 161.293.500,00 0,00
3.00.09.12.16.316. |Pémbinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Pondok Bah ar 0,00 415.485.500,00 0.00 415.485.500,00 0,00
3.00.09.12.16.317. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pedurenan 0,00 0,00 A50.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.12.16.318. [Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pondok Pucung 0,00 0,00 350.000.000,00 A50.000.000,00 0,00
3.00.09.12.16.319. |Pe 1 Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Tengah 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.12.16.320. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Timur 0,00 0,00 350.000,000,00 3350.000.000,00 0,00
3.00.09.12.16.321. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karang Mulya 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.12.16.322. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Parung Jaya 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.12.16,323. |Peningk Sarana dan Prasarana Kelurahan Pondok Bahar 0,00 0,00 513.337.000,00 513.337.000,00 0,00
3.00.09.13. HECAMATAN LARANGAN 145.800.000,00 13.040.976.952,00 3.999.987.000,00 17.186.763.952,00 133.500.000,00
3.00.09.13.01. Program Tata Helola P i \. 145.800,000,00 5.914.221.412,00 974.500.000,00 7.034.521.412,00 133.500.000,00
3.00.09.13.01.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.800.000,00 5.761.575.612,00 0,00 5.907.373.612,00 133.500.000,00
3.00.09.13,01.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparamur 0,00 100.760.800,00 974.500.000,00 1.075.260.800,00 0,00
3.00.09.13.01.05. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah 0,00 51.885.000,00 0,00 51.885.000,00 0,00
3.00.09.13.16. Program Pelayanan dan Pembi K tan dan Kel b 0,00 7.126.755.540,00 3.025.487.000,00 10.152.242.540,00 0,00
3.00.09.13.16,03. Pembinaan Ekenomi Pembangunan Kecamatan 0,00 186.617.500,00 0,00 186.617.500,00 0,00
3.00,09.13.16.04. ;:E:;‘]Z" Retentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan dan 0.00 978.120.000,00 0,00 978.120.000,00 0,00
3.00.09.13.16.05. Pembinaan Kemasyarakatan Kecamatan 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00
3.00.09.13.16.331. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Larangan Selatan 0.00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.13.16.332. |I 1 El i Pembangunan Kelurahan Gaga 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.049.13.16.333. |Pembinaan E} Peml n Kelurahan Cipadu Jaya 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.13.16.334. | Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Kreo Selatan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.13.16.335. |Pembinaan Ekonomi Pemb gunan Kelurahan Cipadu 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.13.16.336. |Pembi El 1 Pemb inan Kelurahan Kreo 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
3.00.09.13.16.337. |Pembinaan E} i Pembangunan Kelurahan Larangan Indah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000.00 0,00
3.00.09.13.16.338. |Pembinaan Ekonomi Pembangunan Kelurahan Larangan Utara 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000.00 0,00
3.00.09.13.16.339. |Pembinsan Kemasyarakatan Kelurahan Larangan Selatan 0,00 314.808.240,00 0,00 314.808.240,00 0,00
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ANGGARAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEGAWAIL BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7
3.00.09.13.16.340. |Pembinaan K } Kel han Gaga 0,00 2599.999.760,00 0,00 2699,999,760,00 0,00
3.00.09.13.16.341. |Pembi Kemasyarakatan Kelurahan Cipadu Jaya 0,00 198.510.480,00 0,00 198.510.480,00 0,00
3.00.09.13.16.342. |Pembi K varakatan Kelurahan Kreo Selatan 0,00 316.212.480,00 0,00 316.212.480,00 0,00
3.00.09.13.16.343. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Cipadu 0.00 317.744.400,00 0,00 317.744.400,00 0,00
3.00.09.13.16.344. |Pembinaan Kemasyarakatan Kelurahan Kreo 0,00 270.127.440,00 0,00 270.127.440,00 0,00
3.00.09.13.16.345. |Pembi K akatan Kelurahan Larangan Indah 0,00 273.063.600,00 0,00 273.063.600,00 0,00
3.00.09.13.16.346. |Pembinaan Kemasvarakatan Kelurahan Larangan Utara 0,00 373.148.640,00 0,00 373.148.640,00 0,00
3.00.09.13.16.347. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Larangan Selatan 0,00 454.452,000,00 0,00 454.452.000,00 0,00
3.00.09.13.16.348. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Gaga 0,00 449.650.000,00 0,00 449.650.000,00 0,00
3.00.09.13.16.349. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Cipadu Jayva 0,00 388.574.000,00 0,00 388.574.000,00 0,00
3.00,09.13.16.350. |Pembi Tata Pemerintal Kelurahan Kreo Selatan 0,00 297.906.000,00 0,00 297.906.000,00 0,00
3.00.09.13.16.351. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Cipadu 0,00 379.030.000,00 0,00 379.030.000,00 0,00
3.00.09.13.16.352. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Kreo 0,00 374.254.000,00 0,00 374.254.000,00 0,00
3.00.09.13.16.353. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Larangan Indah 0,00 363.758.000,00 0,00 3063.758.000,00 0,00
3.00.09.13.16.354. |Pembinaan Tata Pemerintahan Kelurahan Larangan Utara 0,00 S410.779.000,00 0,00 410.779.000,00 0,00
3.00.09.12.16.355. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Larangan Selatan 0,00 0.00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.13.16.356. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gaga 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.13.16.357. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Cipadu Jaya 0,00 0,00 575.487.000,00 575.487.000,00 0,00
3.00.09.13.16.358. | Py katan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kreo Selatan 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0.00
3.00.09.13.16.359. |P L Sarana dan Prasarana Kelurahan Cipadu 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.13.16.360. |P gk Sarana dan Prasarana Kelurahan Kreo 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.13.16.361. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Larangan Indah 0,00 0,00 350,000.000,00 350.000.000,00 0,00
3.00.09.13.16.362. |Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan Larangan Utara 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00
|JTUMLAH 59.428.907.770,00 | 1.796.456.332.725,31 | 491.538.048.346,73 | 2.347.423.288.842,04 | 55.523.599.277,00
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LAMPIRAN 1.4
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
REKAPITULASI REALISAS]I ANGGARAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI SELISIH %o
1 2 3 4 5=3-4 6
01. Pelayanan Umum 1.216.781.065.075,02 1.000.421.019.360,00 216.360.045.715,02 | 82,22%
01.1.02.10, KOMUNIKASI DAN INFORMASI 43.301.114.238,00 36.430.451.2495,00 6.870.662.943,00 | 84,13%
01.1.02,14, STATISTIK 0,00 0,00 0,00
01.1.02.15. PERSANDIAN 0,00 0,00 0,00
01.1.02,18. KEARSIPAN 146, 175.000,00 139.273.250,00 6.905.750,00 | 95,28%
01.3.00.01. PERENCANAAN 16.746.996.520,00 16.441.736.756,00 305.259.764,00 | 98,18%
01.3.00,02, KEUANGAN 428.145.319.603,95 266.385.34%9. 163,00 161.759.970.440,95 | 62,22%
01.3.00.03. KEPEGAWAIAN 20,911,346.080,44 25.250.744.309,00 4.660.601.771,44 | B4,42%
01.3.00.04, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6.164.243 850,00 6.038.850,550,00 125.393.300,00
01.3.00.05, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 433.315.000,00 430.070.000,00 3.245,000,00 | 99,25%
01.3.00.06, SEKRETARIAT DAERAH 91.222.795.881,45 82.588,919.979,00 H.633.875.902,45 | 90,54%
01.3.00.07. SEKRETARIAT DPRD 134.792,213.557 69 119.490.029.518,00 15.302.184.039,69 | 88,65%
01.3.00.08, PENGAWASAN 20.121.262.013,00 19.275.261,474,00 846.000.539,00 | 95,80%
01.3.00.09, KECAMATAN 445.796,279.330 49 427.950.333.066,00 17.845.946.264 49 | 96,00%
02. Pertahanan *) 0,00 0,00 0,00
03, HKetertiban dan ketentraman 85.926.415.570,02 81.854.530.387,00 4.071.885.183,02 | 95,26%
KETENTERAMAN, KETERTIHAN UMUM DAN B5,920.415,570,02 ) = -
03.1.01.05, > : .530. . . B85, . 26%
03.1.01.05 PERLINDUNGAN MASYARAKAT 81.854.530.387.,00 4.071.885.183,02 | 95,26
04. Ekonomi 222.322.452.486,44 210.929.533.417,00 11.392.919.069,44 | 94,88%
04.1.02.01. TENAGA KERJA 17.684.715.791,00 16.366.290.638,00 1.318.425.153,00 | 92,54%
04.1.02,03, PANGAN 15,575.97 1. 478,00 15.076.279.315,00 499.692.563,00 | 96,79%
04.1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 0,00 0,00
04.1,02,09, PERHUBUNGAN 143,940, 148.878,00 137.942.109.519,00 5.998.039.359,00 | 95,83%
04,1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 21.608.948,290,34 20.601.472.490,00 1.007.475.800,34 | 95,34%
04.1,02.12. PENANAMAN MODAL 16,804, 142.624,10 16.344.810.753,00 459.331.871,10 | 97,27%
04.2.00.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN 131.264.300,00 127.274,300,00 3.990,000,00 | 96,96%
04.2,00.03. PERTANIAN 523.674.600,00 468.076.708,00 55.597.892,00 | 89.38%
04.2.00.06, PERDAGANGAN 3.778.930.100,00 3.402.043.519,00 A76.886.581,00 | 90,03%
04.2.00.07. PERINDUSTRIAN 2.274.656.025,00 601.176.175,00 1.673.479.850,00 | 26,42%
05. Lingkungan Hidup 380.641.540.457,49 222.503.679.797,00 158.137.860.660,49 | 58,45%
05.1.02.04. PERTANAHAN 181.125.519.111,49 30.944.960,117,00 150.180.558.994,49 | 17,08%
05.1.02.05, LINGKUNGAN HIDUP 199.516.021.346,00 191,558.719.680,00 7.957.301.666,00 | 96,01%
06. Perumahan dan fasilitas umum 292.139.184,261,00 240.631.177.241,00 51.508.007.020,00 | 82,37%
06.1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 245.786.318.132,00 197.803.854.382,00 47.982.463.750,00 | 80 48%
06.1.01.09. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 46.352.866.129,00 42 827 .322.859,00 3.525.543.270,00 | 92,39%
7. Kesehatan 706.322.066.028,55 647.686.406.516,78 58.635.659.511,77 | 91,70%
07.1.01.02. KESEHATAN TO5.308.231. 778,55 646.737.025.6066,78 58,571.206.111,77 | 91,70%
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA A E Bat & a0
07.1.02.08. BERENCANA 1.013.834.250,00 144.380.850,00 64.453.400,00 | 93,64%
08. Pariwisata dan Budaya 18.237.310.051,50 16.926.332.363,00 1.310.977.688,50 | 92,81%
08.1.02.16. KEBUDAYAAN 16,566.136,551,50 15.706.369.985,00 #59,766.506,50 | 94,81%
08.2,00.02, PARTWISATA 1.671.173.500,00 1.219.962.378,00 451.211.122,00 | 73,00%
09, Agama *) 0,00 0,00 0,00
10, Pendidikan 1.074.892.647.184,14 1.030.981.048.914,00 43.911.598.270,14 | 95,91%
10.1,01.01, PENDIDIKAN 1.043.904.094.661,14 1.002.128.925.421,00 41.775.169.240,14 | 96,00%
10.1,02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 18.092.608.669,00 16.253.604,577,00 1.830.004.092,00 | 89,84%
10.1.02.17, PERPUSTAKAAN 12.895.943.854,00 12,5098 518.916,00 297.424.938,00 | 97,69%
11. Perlindungan Sosial 64.221.978.948,93 59.500.520.537,00 4.721.458.411,93 | 92,65%
11,1.01.06. SOSIAL 27.110.421.278,93 23.904.217.756,00 3.206.203.522,93 | B8,17%
e PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ol : ¢ y ’ oy
11.1.02.02. PERLINDUNGAN ANAK 13.526.204.431,00 12.821.587.955,00 T04.706.476,00 | 94,79%
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN e
’ 7 A o o
11.1.02.06. FENCATATAN SIPIL 23.585.263.239,00 22.774.714.826,00 810.548.413,00 | 96,56
JUMLAH 4.061.484.660.063,09 3.511.434,248.532,78 550.050.411.530,31 | 86,46%
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LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 6

TENTANG

TAHUN 2021

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO URAIAN REF. 2020 (AUDITED) 2019 (AUDITED)
1 |Saldo Anggaran Lebih Awal V1.2.1 452.209.181.538,09 560.630.612.725,09
2 |Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan V1.2.2 452.209.160.887,00 560.634.592.725,09
Tahun Berjalan

Sub total (1 - 2) 20.651,09 (3.980.000,00)
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran VI.2.3 589.438.359.157,22 452.209.181.538,09
(SiLPA/SiKPA)

Sub total (3 + 4) 589.438.379.808,31 452.205.201.538,09
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun V1.2.4 (20.651,09) 3.980.000,00
Sebelumnya

7 |Lain-lain 0,00 0,00
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) V1.2.5 589.438.359.157,22 452.209.181.538,09
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LAMPIRAN II1

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAEERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

[Dalim Rupiah]
KENAIKAN
KO URAIAN REF. 2020 [AUDITED) 2019 [AUDITED) |PEN'U'R'U]'A;'] |%a}
1 KEGIATAN OPERASIONAL
1.1 PENDAPATAN
1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1:1:11 Pendapatan Pajak Daerah VL3.1.1.1 1.451.752.002.017 80 1.804.192.188.670,00 [352.440.186.652,20) (19,53}
1.1.1.2 Pendapatan Retribusi [laerah VL3.1.1.2 G2638.611.194,92 54.555.091.486,00 8.083.519.708,42 14,82
1113 Pend an Hasil Pengelal Kekay Daerah yang Dipisahkan V91.3.1.1.3 17.460.627.749,00 14.141.652.579,49 3.318.975.169,51 23,47
1.1.1.4 Lan-lain PAD vang Sah V0IL3.1.1.4 355.498.602,549 47 506.416.145.601,32 (150.917.543.051 85 (29,80]
Jumlah Pendapatan Asli Dasrah V1.3.1.1 1.887.349.843.510,69 2,379.305.078.336,80 [491.955,234.826,12) (20,68},
1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.1.2.1 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak Vi3.1:2.11 282.161,391.073,00 223.639,328,490,00 58.522.062.583,00 26,17
1.1.2.1.2 Duna Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam VI3.1.2.1.2 1.499.828.200,00 1.505.744.516,00 15.916.316,00) [0, 39)
1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum VI3.1.2.1.3 843.004,535.000,00 964.844.367.000,00 (121.839.832.000,00) [12,63)
1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus VE3.1.2.1.4 227.546.008.452 00 206,522,598 636,00 21.023.409.816,00 10,18
Jumlah T - Dana Per Via.lz.i 1.354.211.762.725,00 1.396.512.038.642,00 |42.300.275.917,00) |3,03)
1.1.2.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
1.2.2.2.1 Iana Otonomi Khusus 0.00 0.00 0,00
1.2.2.2.2 Dana Keistimewaan 0,00 0,00 0,00
1.2,2.2.3 Dana Penyesuaian VIL3.1.2.2.1 T8.196.496.000,00 44.332.710,000,00 33.863.786.000,00 6,39
Jumlah T fer P i h Pusat - Lainny vi1.3.1.2.2 78.196.496.000,00 44.332.710.000,00 33.863.786.000,00 76,39
1.1.2.3 TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
1.2.2.31 Bagi Hamil Pajak VL3201 514.890.561,563,00 623.401.139, 184,00 {10B.510.577.621,00) {17,41)
1.2.232 Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00 0,00
1.2.2.3, Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00
Jumlah T fer Py intah D h Lainny VI.3.1.2.3 514.890.561.563,00 623.401.139.184,00 (108.510.577.621,00) 117,41)
1.1.24 BANTUAN KEUANGAN
1.1.2.4.1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provins Vi3 2.4 45, 00{L000,.000,00 ALO00, 000.000,00 5.000.000.000,00 12,50
L1242 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten 0,00 0,00 0,00
1.1.2.4.3 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota 0,00 0,00 0,00
Jumlah B K g V1.3.1.2.4 45.000.000.000,00 40.000.000.000,00 5.000.000.000,00 12,50
Pendapatan T fi Vvi3.1.2 1.992.,298.820.288,00 2.104.245.887.826,00 [111.947.067.538,00) 15,32)
1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
1.1.3.1 Pendapatan Hibah VL3.1.3.1 619,884, 106.252 88 161.898.741.2009 20 457 985.365,043,68 282 BH
1.1.3.2 Pendapatan Dana Darurar 0,00 0,00 0,00
1133 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00
Jumlah Lain-lain P P Dy h Yang Sah V1.3.1.3 619.884.106.252,88 161.898.741.209,20 457.985.365.043,68 282,88
JUMLAH PENDAPATAN VI1.3.1 4.499.532.770.051,57 4.645.449.707.372,00 (145.916.937.320,44) (3,14)
1.2 BEBAN
121 Heban Pegawai VIL3.21 1,375.906.414.013,00 1.451.658,216,203 00 {75.751.802,190,00) 15,22)
1.2.2 Beban Barang dan Jasa VI.3.2.2 1.337.585.468, 789,78 1.49%.937 696,017 46 (162.352.227.227 .68) 110,82)
1.2.4 Heban Persediaan VE3.2.3 272.240.959.204 20 239.906.124.025 86 32.334.835.178,33 13,48
1.2.3 Beban Pemeliharaan Via24 72.244.913.409,69 93.454,459.282 68 (21.200.545,872 98) 122,70}
1.2.5 Beban Perjalanan Dinas V0I.3.2.5 72.917.207.898.00 113.977.620.367,00 (41.060.412.460,00) (36,02)
1.2.6 Beban Bunga 0,00 0,00 0,00
R Beban Subsidi 0,00 0,00 0,00
1.2.8 Beban Hibah VI0.3.2.6 149.525.522.777 41 78.200.402.669,00 71.325.120.108,41 91,21
1.2.9 Beban Bantuan Sosial VL3.2.7 28.239.660.279,00 189.548.850,00 28.050.111.429 00 14.798,35
1.2.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi V1.3.2.8 440,753.030.550,91 470.155.495.434 64 (49.402.464, 843,72} (6,25)
1.2.11 Beban Penyisihan Piutang VL3.2.9 79.348.312.129,22 59.847.253.554,61 19.501.058.574,61 32,58
1.2.12 Beban Transfer VI.3.2.10 2.738.243.000, 00 2.367.949.000,00 370.294.000,00 15,64
1.2.13 Bebhan Lain-lain VI3.2.11 150.402.900,00 SH.665.053.367,00 [58.514.650.467,00) (99,74)
JUMLAH BEBAN Vvi3.z 3.831.650.134.991,23 4.068.359.818B.771,25 {236.709.683.780,02| |5,82)
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (1.1 - 1.2) V133 667.882.635.060,34 577.089.888.600,76 90.792.746.459,58 15,73
2 BURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
2.1 SURPLUS NON OPERASIONAL
2.1.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar V9$.3.4.1.1 5.500.000,00 T6.229.486 45 (70.729.4806,45) 192,78)
2,1.2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0.00 .00 0.00
2.1.3 Surplus dart Kegiatan Non Operasional Lainnya VI0.3.4.1.2 9.431.564.482 00 0,00 9.431.564 482,00
Jumliah Surplus Non Operasional Vi.3.4.1 9.437.064.482,00 76.229.486,45 9.360.834.995,55 12.279.81
2.2 DEFISIT NON OPERASIONAL
2.2 Defisit Penjualan Aset Non Lancar V9.3.4.2.1 0,00 1.758.531 45 [1.758.531,45]
2292 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00
223 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Vid4.2.2 1.235.348.056,00 2.447.745.944,99 [1.212.397 888 99) [49,53)
Jumlah Defisit Non Operasional VI1.3.4.2 1.235.348.056,00 2.449.504.476,44 (1.214.156.420,44) (49,57}
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (2.1 - 2.2) V134 B.201.716.426,00 |2.373.274.989,99) 10.574.991.415,99 |445,59)
S‘URPI.UB!DEFlBIT SEBELUM POS LUAR BIASA (1 + 2] 676.084.351.486,34 574.716.613.610,77 101.367.737.875,57 17,64
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KENAIKAN/
2020 (AUDI
KO URAIAN REF. (AUDITED) 2019 (AUDITED) [PENURUNAN) %)
3 POB LUAR BIASA

3.1 Pendapatan Luar Biasa 0,00/ 0,00 0,00,
.2 Beban Luar Biasa VI1.3.5 0,00 0,00 0,00

POS LUAR BIASA (3.1 - 3.2) V1.3.5 0,00 0,00 0,00

SURPLUS /DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL VI1.3.6 676.084.351.486,34 574.716.613.610,77| 101.367.737.875,57 17,64
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LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO URAIAN REF. 2020 (AUDITED) 2019 (AUDITED)
1 Ekuitas Awal VI4.1 8.186.344.541.108,15 7.835.229.789.495,04
2 Surplus/Defisit LO V4.2 676.084.351.486,34 574.716.613.610,77
3 Ekuitas {Perubahan SAL) V1.4.3 (589.438.359.157,22) (452.209.145.813,09)
4 Ekuitas SAL VI.4.4 589.438.359.157,22 452.209.145.813,09
5 Ekuitas untuk dikonsolidasikan 0,00 0,00
6 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan V145 362.869,491.290,09 (223.601.861.997,67)
Mendasar
7 Koreksi/Penyesuian Nilai Kas V1.4.5 7.964.966 91 35.725,00
8 Koreksi/Penyesuian Nilai Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00
9 Koreksi/Penyesuian Nilai Piutang VI.4.5 25.710.902.240,99 9.621.543.111,00
10 Koreksi/Penyesuian Nilai Penyisihan Piutang V1.4.5 22.624.062.755,88 15.869.039.084,31
11 Koreksi/Penyesuian Nilai Beban Dibayar Dimuka V1.4.5 0,00 (64.520.547,95)
12 Koreksi/Penyesuian Nilai Persediaan V1.4.5 25.781.250,00 129.742.015,00
13 Koreksi/ Penyesuian Nilai Investasi Jangka Panjang V1.4.5 60.775.522.654,34 3.048.385.291,07
14 Koreksi/Penyesuian Nilai Aset Tetap V1L4.5 (190.527.182,00) (188.681.636,47)
i5 ;g:;:sn{Penyesumn Nilai Akumulasi Penyusutan Aset V4.5 253.804.019,136,82 (247.954.871.948,07)
16 Koreksi/Penyesuaian Nilai Dana Cadangan 0,00 0,00
17 Koreksi/Penyesuaian Nilai Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00
18 I('crgksij Penyesuaian Nilai Kemitraan dengan Pihak 0.00 0,00
Ketiga
19 Kareksy‘ Penyesuaian Nilai Aset Lainnya - Aset Tak 0.00 0.00
Berwujud
20 i\urekslx,l’}‘-‘enyesumn Nilai Amartisasi Aset Tak V4.5 0.00 (338.278.779,44)
Berwujud
21 Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Lainnya V1.4.5 0,00 (3.729.102.112,13)
29 Koreksi/Penyesuaian Nilai Kewajiban V1.4.5 21.765.467,15 4.847.800,00
23 Kort?ks1fPei1yesu&i1an Nilai Kewajiban Jangka 0.00 0.00
Panjang
24 Koreksi/Penyesuaian Lain-lain 0,00 0,00
25 Ekuitas Akhir V1.4.6 9.225.298.383.884,59 8.186.344.541.108,15
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LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

NERACA

Per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN REF. 2020 (Audited) 2019 (Audited) DESALEAN AEERURUNAN)
JUMLAH %
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Kas di Kas Daerah VIL.5:1.1.1 512.314.539.857,00 420.658.223.409,00 91.656.316.448,00 21,79
Kas di Bendahara BOS VI.5.1.1.2 417.010.433,80 2.808.070.166,09 12.391.059.732,29) (85,15)
Kas di FKTP V1.5.1.1.3 212.871.979,00 40.905.812,00 171.966.167,00 420,40
Kas di Bendahara Penerimaan Vi5.1.1.4 0,00 0,00 0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran VI.5.1,1.5 99,00 31.208.201,00 (31.208.102,00)| (100,00)
Kas di BLUD VL5.1.1.6 75.742.853.219,00 28.671.339.303,00 47.071.513.916,00 164,18
Kas Lainnya VL3.1.1.7 0,00 598.541.000,00 (598.541.000,00)| (100,00)
Setara Kas 0,00 0,00 0,00
Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 0,00
Piutang Pendapatan
Piutang Pajak Daerah VI.5.1.1.8 1.084.930.528.814,99 991.846.054.714,00 93.084.474.100,99 9,38
Pjutang Retribusi VL.5.1.1.8 1.176.490.147,00 813.411.004,00 363.079.143,00 44,64
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan 0,00 0,00 0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah VI5.1.1.8 4,805.724.101,00 16.989.395.387,00 {12.183.671.286,00)|  (71,71)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana VI.5.1.1.8 0,00 1.275.092.509,00 (1.275.092.509,00)] (100,00)
f‘iu-tar_]g Transler Pemerintah Lainnya 0,00 0,00 0,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah VI.5.1.1.8 278.586.457.238,00 56.116.811.702,00 222 469.645.536,00 396,44
Piutang Pendapatan Lainnya VL5.1.1.8 0,00 0,00 0.00
Penyisihan Piutang Pendapatan V1.5.1.1.10 (925.210.317.172,34) (868.555.074.703,15) (56.655.242.469,20) 6,52
Piutang Lainnya
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka 0,00 0,00 0,00
Bagian Lancar T‘:;giﬁan Tit:rijua]ﬂn Angsuran 0,00 0,00 0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian VI.5.1.1.9 421.744.983,33 379.952.780,33 41.792.203,00 11,00
Uang Muka 0,00 0,00 0,00
Piutang Lainnya VI.5.1. 1.9 22.646.493.451,22 20.240.000.000,00 2.406.493.451,22 11,89
Penyisihan Piutang Lainnya VL.5.1.1.10 1294.390.554,96) (225,383.650,81) (69.006.904,15) 30,62
Beban Dibayar di Muka
Beban Barang Dibayar Dimuka VL5.1.1.11 4.521.845.341,00 5.541.048.629,97 5.541.048.629,97 100,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka VI.5.1.1.11 1.851.241.394,02 711.159.569,05 305.671.287,73 42,98
Persediaan
Persediaan Bahan Pakai Habis VI.5.1.1.12 24.493.955.404,55 18.827.259.142,38 5.666.696.262,17 30,10
Persediaan Bahan/Material VI.3.1.1.12 48.110,187.346,27 40.857.021.142,44 7.253.166.203,83 17,75
Persediaan Barang Lainnya V1.5.1.1.12 23.322.000,00 18.771.441.414,00 (18.748.119.414,00) (99,88)
Jumlah Aset Lancar VI.5.1.1 1.134.750.558.081,89 756.396.477.531,31 378.354.080.550,58 50,02
INVESTASI JANGHA PANJANG
Investasi jangka Panjang Permanen VI.5.1.2.1 241.617.280.041,00 151.305.294.570,67 90.311.985.470,34 59,69
Jumlah Investasi Jangka Panjang VI.5.1.2 241.617.280.041,00 151.305.294.570,67 90.311.985.470,34 59,69
ASET TETAP
Tanah VI5.1.3 4.111.734.667.448,61 3.648.653,782.154,04 463.080.885.293,98 12,69
Peralatan dan Mesin V1L5.1.3 1.581.549.609.167,22 1.522.345.431.807,73 59.204.177.359,49 3,89
Gedung dan Bangunan V1.5.1.3 2.261.375.828.254,95 2.194.784.198.382,03 66.591.629.872,92 3,03
Jalan, Irigasi, dan Jaringan VI5.1.3 4.807.596.419.504,12 4,568.483.094.609,44 239.113.324.894,69 5,23
Asct Tetap Lainnya V1.5.1.3 115.582.874.797,29 102.099.276.589,29 13.483,598.208,00 13,21
Konstruksi Dalam Pengerjaan V0L.5.1.3 7.416.894.969,76 71.167.922.712,65 (63.751.027.742,90) (89.58)
Akumulasi Penyusutan V1.5.1.3 (5.130.985.464.774,84) (4.929.982.408.983,46) (201.003.055.791,38) 4,08
Jumlah Aset Tetap VI.5.1.3 7.754.270.829.367,12 7.177.551.297.272,31 576.719.532.094,81 8,04
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang V1.5.1.4.1 22.775.066,67 6.154.166,67 16.620.900,00 270,08
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga V1.5.1.4.2 11.272.000.000,00 11.272.000.000,00 0,00 0,00
Aset Tak Berwujud V1.,5.1.4.3 19.355.435.024,62 18.907.035.024,62 448.400.000,01 2,37
Amortisasi V1.5.1.4.3 (18.321.180.274,76) (17.133.101.752,46) (1.188.078.522,29) 6,93
Asct Lain-lain VI.5.1.4.4 91.572.158.063,75 96.797.698,111,78 {5.225.540.048,03) (5,40)
Jumlah Aset Lainnya V1.5.1.4 103.901.187.880,28 109.849.785.550,60 (5.948.597.670,32) (5,42)
JUMLAH ASET VI.5.1.1 9.234.539.855.370,29 8.195.102.854.924,88 1.039.437.000.445,40 12,68
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) V.52 606.598.704,00 599.106.353,00 7.492.351,00 1,25
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HKENAIKAN/(PENURUNAN)

URAIAN REF. 2020 (Audited) 2019 (Audited)
JUMLAH %
Utang Bunga 0,00 0,00 0,00
Bagian Lanear Utang Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00
Pendapatan Diterima di Muka VI1.5.2 1.821.627.204,70 1.135.734.512,74 685.892.691,97 60,39
Utang Belanja V1.5.2 6.663.245.577,00 7.023.472.951,00 [360.227 .374,00) 5,13)
Utang Jangka Pendek Lainnya 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek VI1.5.2 9.241.471.485,70 8.75B.313.816,74 483.157.668,97 (7,34)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya 0,00 0,00 0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00
JUMLAH KEWAJIBAN VI.5.2 9.241.471.485,70 8.758.313.816,74 483.157.668,97 5,52
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas VL.5.3 9.225.298.383.884,59 8.186.344.541.108,15 1.038.953.842.776,44 12,69
JUMLAH EKUITAS V1.5.3 9.225.298.383.884,59 8.186.344.541,108,15 1.038.953.842.776,44 12,69
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 9.234.539.855.370,29 8.195.102.854,924,88 1.039.437.000.445,41 12,68
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LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
Metode Langsung

{Dalam Rupiah)

No. URAIAN REF 2020 (AUDITED) 2019 (AUDITED)
1 |ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
2 ARUS MASUK KAS
3 Penerimaan Pajak Daerah V1.6.1.1 1.364.323.174.430,00 1.760.354.444.860,00
4 Penerimaan Retribusi Daerah V16.1.2 652.933.916.205,00 54.134.890.177,00
5 Pe_ml':r:m.'mn Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Vi6.1.3 14.064.131.359,00 12.179.498.355,00
Dipisahkan
(1] Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Dacrah Yang Sah V916.1.4 207.676.001.460,00 200.366.132.808,00
br 4 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak V96e.1.5 283.344.280.881,00 222.456.438.682,00
8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam V1.6.1.6 1.592.030.901,00 1.413.541.815,00
] Penerimaan Dana Alokasi Umum V1.6.1.7 843.004.535.000,00 964.844.367.000,00
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus Vi6.1.8 227.546.008.452,00 206.522.598.636,00
11 Penerimaan Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00
12 Penerimaan Dana Penvesuaian V01.6.1.9 78.196.496.000,00 44,332.710.000,00
13 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak V01.6.1.10 312.836.032.115,00 626.550.531.791,00
14 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 0,00 0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah -
15 Provinsi Lainnya V9L6.1.11 45.000.000.000,00 40.000.000.000,00
16 [l::'nl:rimaﬂn Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah 0,00 0.00
1bupaten
17 ]f;rmcn.maﬂn Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah 0.00 0,00
ota
18 Penerimaan Hibah VL6.1.12 208.143.340.000,00 144.426.360.000,00
19 Penerimaan Dana Darurat 0,00 0,00
20 Penerimaan Lainnya 0,00 0,00
21 Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa 0,00 0,00
Contra Pos dan Sisa Kas yang telah disetor s.d. 31
L Desember 2020 0,00 0,00
22 Jumliah Arus Masuk Kas (3 s/d 21) 3.648.659.946.803,00 4.277.581.514.124,00
23 ARUS KELUAR KAS
24 Pembayaran Pegawai V9.6.1.13 1.377.857.176.022,00 1.453.928.145.762,00
25 Pembayaran Barang VI16.1.14 1.710.776.194,391,00 1.960.776.334.795,00
26 Pembayaran Bunga 0,00 0,00
27 Pembayaran Subsidi 0,00 0,00
28 Pémbayaran Hibah V96.1.15 88.307.236.474,00 38.677.963.960,00
29 Pembayaran Bantuan Sosial 0,00 0,00
27 Pembayaran Bantuan Keuangan 0,00 0,00
30 Pembayaran Tidak Terduga V0.6.1.16 98.681.097.150,00 58.665.053.367,00
ay# $ an ke i
a1 Pembaya ran Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah 0.00 0,00
Dacrah Lainnya
32 Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 0,00 0,00
a3 Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya V1.6.1.17 2.738.243.000,00 2.367.949.000,00
34 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00
35 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00
36 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00
37 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 0,00 0,00
38 Jumlah Arus Keluar Kas (24 s/d 37) 3.278.449,947.037,00 3.514.415.446.884,00
Bersih 2 -
39 ;:l“ el e V1.6.1 370.209.999,766,00 763.166,067.240,00
40 |ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
41 ARUS MASUK KAS
42 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00
43 Penjualan atas Tanah 0,00 0,00
44 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 0,00 15.423.705,00
45 Penjualan atas Gedung dan Bangunan VI.6.2.2 5.500.000,00 62.416.000,00
46 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00
47 Penjualan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00
48 Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00
49 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yvang Dipisahkan 0,00 0,00
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No. URAIAN REF 2020 (AUDITED) 2019 (AUDITED)
50 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00
51 Jumlah Arus Masuk Kas (42 s/d 50) 5.500.000,00 77.839.705,00
52 ARUS KELUAR KAS
53 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
54 Perolehan Tanah VL6.2.3 179.551.813.329,00 102.734.905.300,00
55 Perolehan Peralatan dan Mesin V16.2.4 65.432.372.696,00 176.041.986.927,00
56 Perolehan Gedung dan Bangunan VI1.G.2.5 30.128.375.226,00 123.423.058.425,00
57 Perolehan Jalan, [rigasi dan Jaringan V1.6.2.6 129.142,644.896,00 521.102.111.304,00
58 Perolehan Aset Tetap Lainnya VIL6.2.7 13.386.799.163,00 15.356.296.786,00
539 Perolehan Aset Lainnya V1.6.2.8 10.254.433.798,00 18.223,331.079,00
60 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 0,00 0,00
61 Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen 0,00 0,00
62 Jumlah Arus Keluar Kas (53 s/d 61) 427.896.439.108,00 956.881.689.821,00
63 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (51 - V1.6.2 (427.890.939.108,00) (956,803,850,116,00)
64 |ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
65 ARUS MASUK KAS
61 Penggunaan SILPA 0,00 0,00
62 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00
63 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00
66 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat 0,00 0,00
67 Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00
68 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank 0,00 0,00
69 Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan 0,00 0,00
Bank
70 Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00
71 Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00
. Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan
72 Ncgara 0,00 0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan
73 Daerah 0,00 0,00
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah
™ Daerah Lainnya .00 0,00
75 Jumlah Arus Masuk Kas (66 s/d 74) 0,00 0,00
76 ARUS KELUAR KAS
75 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00
76 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah V1.6.3.1 0,00 15.000,000.000,00
7 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah 0.00 0,00
Pusat
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah
£ Daerah Lainnya 080 9,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga 0.00
Keuangan Bank . 0.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga
. Bukan Keuangan Bank 0,00 9,40
80 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi 0,00 0,00
81 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya 0,00 0,00
82 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara 0,00 0,00
83 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00
84 Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Dagerah Lainnya 0,00 0,00
85 Jumlah Arus Keluar Kas (77 s/d 85) 0,00 15.000.000.000,00
Arus Kas B ivitas Pend 75
87 : Bﬁ: as Bersih dari Aktivitas Pendanaan ( V1.6.3 0,00 (15.000.000.000,00)
88 |ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS
B8O ARUS MASUK KAS
an Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) VL6.4.1 73.985.540.731,00 50.450.608.088,00
Peneri Pe batian Belanja Ta
91 Kcncrm.]aan ngembalian Belanja Tahun Beralan ke VL6.4.2 194.010,429.450,00 100.181.728.841,00
as Daerah
92 PPcncnmaan Sisa Belanja dan Jasa Giro di Bendahara VI6.4.3 99,00 30.642.848,00
engeluaran
03 ;;?;:maun Kelebihan Pemindahbukuan SP2D di Pihak VL6.4.4 146.921,789,80 0,00
94 Koreksi Saldo Awal BOS V0L6.4.5 0,00 3.980.000,00
95 Jumlah Arus Masuk Kas (90 s/d 94) 268.142.892.069,80 150.666.959.777,00
96 ARUS KELUAR KAS
97 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) VI9.6.4.6 73.983.838.027,00 50.450.608, 088,00
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No. URAIAN REF 2020 (AUDITED) 2019 (AUDITED)

98 Korcksi Saldo Awal BOS 20.651,09 0,00

08 Jumlah Arus Keluar Kas (97 s/d 98) 73.983.858.678,09 50.450.608.088,00

99 j‘;‘;’l Ton Daraih dut Altivices Tranaitore (95 V1.6.4 194.159.033.391,71 100.216.351.689,00

100 | KENATKAN/ PENURUNAN KAS (39+63+87+99) VL6.5 136.478.094,049,71 (108.421.431.187,00)

101 g&‘i‘ii‘&%ﬁ*‘;g gg:' ﬁ:f&’fgﬁ;ﬂﬁg%l S VL6.6 452.200.181,538,00 560.630.612.725,09
SALDO AKHIR KAS DI BUD, KAS DI BENDAHARA

102 |PENGELUARAN, KAS BOS, KAS FKTP DAN KAS DI BLUD VL6.T 588.687.275.587,80 452.209.181.538,09
(100+101)

103 |SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN 0,00 0,00

104 | SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN 0,00 0,00

105 | SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA BOS 0,00 0,00

106 | SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA BLUD 0,00 0,00

105 |SALDO AKHIR KAS {102+103+104) VL6.8 588,687.275.587,80 452.209.181.538,09
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SISTEMATIKA PENYAJIAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang disajikan dengan
urutan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
I.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II Ekonomi Makro
II.1. Ekonomi Makro
[1.2. Kebijakan Keuangan Daerah
[1.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Tangerang
[.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal
III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
[II.2. Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian kinerja
Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota Tangerang
IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program Pemerintah Kota
Tangerang
IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja
Bab V Kebijakan Akuntansi
V.1l. Entitas Pelaporan
V.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
V.3. Kebijakan Akuntansi
Bab VI Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
VI.1 Laporan Realsasi Anggaran
VI.1.1 Pendapatan - LRA
VI.1.2.Belanja
VI.1.3. Transfer
VI1.1.4. Surplus/Defisit
VI.1.5. Pembiayaan
VI.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
VI.3. Laporan Operasional
VI1.3.1.Pendapatan — LO
V1.3.2.Beban
VI.3.3.Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
VI.3.4.Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
VI1.3.5.Pos Luar Biasa
VI.3.6.Surplus/Defisit Laporan Operasional
VI.4. Laporan Perubahan Ekuitas
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VLS.

VI.6.

Bab VII
Bab VIII

Neraca

VI.5.1 Aset

VI.5.2.Kewajiban

VI.5.3.Ekuitas

Laporan Arus Kas

Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Penutup
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan
transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Tangerang menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 sebagai
bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Laporan keuangan yang disusun meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas
Laporan Keuangan (CalK). Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Kkhususnya
Lampiran I SAP basis akrual.

Pada dasarnya LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 disusun dengan
maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain
masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat)
yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun anggaran 2020 serta menyajikan informasi
yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat
keputusan dengan menyediakan informasi mengenai Pendapatan-LRA, Pendapatan-
LO, Belanja, Beban, Transfer, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas dan Arus Kas.
Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan
anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan
Pemerintah Kota Tangerang serta hasil-hasil yang dicapai;

4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;

5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Tangerang berkaitan dengan
sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang,
termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
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6. Perubahan posisi

keuangan Pemerintah Kota Tangerang sebagai akibat

pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020.

I.2l

LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Adapun dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Kota Tangerang Tahun

Anggaran 2020 menggunakan dasar hukum sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah | Peraturan Menteri
Dalam Néqer_l_f

Undang-undang No. 17 Tahun

2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun

| 2003 Nomor 74, Tambahan
Lembaran  Negara  Nomor
4286);

Undang-undang No. 1 Tahun

2004 tentang
Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor
5; Tambahan  Lembaran
Negara Nomor 4355)

Peraturan Pemerintah 8
Tahun 2006
Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi
Pemerintah {(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Nomor
4614)

Peraturan Pemerintah 71

Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik

Indonesia Tahun 2010
Nomor 5165)

tentang |

Peraturan Menteri
Dalam Negeri 13 Tahun
| 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah  sebagaimana
beberapa kali diubah
terakhir dengan
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Tentang
Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota
Tangerang Nomor 9 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tangerang Tahun
2007 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah
Kota Tangerang Nomor 1
Tahun 2016 sebagai
Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Tangerang
Nomor 9 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tangerang Tahun
2016 Nomor 5);

Peraturan Menteri
Dalam Negeri 64 Tahun
2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah
Daerah

Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun
Organisasi
Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tangerang Tahun
2016 Nomor 8);

2016 tentang

Perangkat |

Undang-undang No. 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara  Nomor
4389

Peraturan Pemerintah 12

Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran
Negara Republik

Indonesia Tahun 2019
Nomor 42;

Undang-undang No. 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara

{Lembaran Negara Republik |

Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400}

Undang-undang No. 33 Tahun
2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat
dan  Pemerintah  Daerah

| {Lembaran Negara Republik |

Peraturan Daerah Nomor 7

Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan
Susunan Perangkat
Daerah.

Peraturan Wali Kota Nomor
10.A Tahun 2007 tentang
Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan
Wali Kota Nomor 8.A tahun
2008 tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota
Tangerang Nomor 10.A
Tahun 2007 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita
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Daerah Kota Tangerang
Nomor 8A);

Peraturan Wali Kota
Tangerang Nomor 130
Tahun 2016 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah

Daerah (Berita Daerah Kota |
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Undang-Undang s ‘Peraturan Pemerintah Per‘a.turan Msnter( :

.Da!am. Neyeﬂ

" Indonesia ..Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4368)

Tangerang 'I‘ahun 2016
Nomor 130);

Undang undang No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran  Negara  Nomor
5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tetang
Perubahan  Kedua  Atas
Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor
244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587);

Peraturan Wali Kota
Tangerang Nomor 131
Tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi
(Berita Daerah Kota
Tangerang Tahun 2016
Nomor 131);

Perwal no 86 Tahun 2020
tentang Perubahan
Pertama atas Peraturan
Wali Kota Nomor 84 Tahun
2020 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran
2020

1'3.

PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

I.3.1. Unsur Laporan Keuangan

LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang

mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam

Pemerintah Kota Tangerang, yang terdiri dari entitas akuntansi SKPD termasuk PPK
BLUD, PPKD selaku Pengguna Anggaran, BUD, dan Kuasa BUD Aset. LKPD Kota
Tangerang Tahun Anggaran 2020, seperti dalam tabel berikut ini:

Laporan Perubahan Saldo Anggaran

Laporan Operasional (LO)

| Laporan Perubahan Ekuitas (LPE}

Tabel 1.2. Jenis Laporan Keuangan dan Penjelasannya

Jenis Laporan Keuanyan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan

Penjelasan

Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah,
Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal
didasarkan pada LRA SKPD, sedangkan datafmformam keuangan
mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja
Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Transfer dan
Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran] didasarkan pada LRA PPKD

Lebih (LP SAL)

Laporan Operasional menyaykan informasi mengenai seluruh kegiatan

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang
menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan
yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan—LO {
beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang
penya]mnnya d.lsandmgkan dengan periode sebelumnya.

| Laporan Perubaha:: Ekuitas menyajlkan informasi mengenai perubahan

ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan
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Jenis Laporan Keuangan

Laporan Arus Kas (LAK)

| Catatan atas Laporan Keuangan
{CalK)

| ekuitas akhir.

Penjelasan

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas, Pada
Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya,
Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca PPKD menyajikan Aset Lancar,
Investasi, Aset Tetap, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca Kuasa BUD Aset
menyajikan Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Ekuitas.

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan |
pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum
Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2020.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar ‘
mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan |
Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
dalam rangka pengungkapan yang memadai. |

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020

disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan SKPD termasuk PPK

BLUD, PPKD selaku Pengguna

tabel berikut ini:

Anggaran, BUD, dan Kuasa BUD Aset, seperti pada

Tabel 1.3. Penggabungan Laporan Keuangan SKPD

1.3.2 Entitas

BLUD (konsolidasi
K BU
SKPD PPKD uasa BUD Aset D ‘ Sesurs BEFP)
1. Laporan Realisasi 1. Laporan Realisasi 1. Neraca 1. Laporan | 1. Laporan Realisasi
Anggaran | Anggaran : 2. Laporan Arus Kas Anggaran
2. Neraca 2. Laporan Perubahan Neraca 2, Neraca
Laporan Perubahan Saldo Ekuitas Laporan 3. Laporan
Operasional Anggaran Lebih 3. Catatan atas Perubahan Operasional
Laporan Perubahan - Neraca Laporan Ekuitas 4. Laporan
Ekuitas 4. Laporan Keuangan 4, Catatan Perubahan
B Siibhnaias Operasional | atas | Ekuitas
Laporan Keuangan | 5. Laporan Laporan 5. Laporan
Perubahan | Keuangan Perubahan
Ekuitas Saldo Anggaran
6. Catatan atas Lebih
Laporan 6. Laporan Arus
Keuangan Kas |
| 7. Catatan atas
Laporan
| Keuangan

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang, yaitu adanya

Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan Perangkat

Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah adalah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah

penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan

Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib

dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.
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Dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai
dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah,
ada beberapa urusan pemerintahan digabung dalam satu perangkat daerah, dimana
pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2020, entitas dalam Pemerintah Kota Tangerang yang
dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang meliputi:

Tabel 1.4. Entitas Akuntansi SKPD

. Entitas Akunta
I Sekretariat Dinas Daerah Lembaga Teknis Kecamatan
rml. Sekretariat Daerah il 1— Dinas Pendidikan 1. Inspektorat 1. Kecamatan Tangerang
| 2. Sekretariat DPRD 2. Dinas Kesehatan 2. Rumah Sakit Umum 2. Kecamatan Cipondoh
3. Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Tangerang| 3. Kecamatan Ciledug
dan Penataan Ruang 3. Badan Penanggulangan| 4 Kecamatan Jatiuwung
| 4. Dinas Perumahan, Senczng Dagrad 5. Kecamatan Batuceper
Permuldnandan | 3. Baden Pt | ocamtan Benda
5. Satuan Polisi Pamong Daerah 7. KebmhamsiKarawac
Praja 5. Badan Pengelola 8. Kecamatan Cibodas
Dinas Sosial Keuangan Daerah 9. Kecamatan Pinang

6. Badan Pendapatan
Daerah

—
(=]

Dinas Ketenagakerjaan . Kecamatan Larangan

Dinas Pemberdayaan _ 11. Kecamatan Karang Tengg
Perempuan, 7. glada; Kepeiawa.lan, 12. Kecamatan Periuk
Perlindungan ' an rengembangarn g
Anak, Pengendalian Sumber Daya Manusia 13. Kecamatan Neglasari
¥

Penduduk dan 8. Badan Kesatuan
Keluarga Berencana Bangsa dan Politik

9. Dinas Ketahanan
Pangan

10. Dinas Lingkungan
Hidup !

11. Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

12. Dinas Perhubungan

13. Dinas Komunikasi dan
Informatika

14. Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi,
dan UKM

15. Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu |

16. Dinas Pemuda dan
Olahraga

17. Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

18. Dinas Perpustakaan
dan Arsip

Entitas BLUD: 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, 33 (tiga puluh
tiga) UPT Puskesmas dan 1 (satu) UPT Labkesda
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Entitas Non BLUD : 5 (lima) UPT Puskesmas
LKPD ini tidak mencakup entitas:

1. Pemerintah Pusat; dan

2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

1.3.3. Kebijakan Konversi

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran
2020 dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk
memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa
LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 dilakukan
dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kebijakan akuntansi Pemerintah
Kota Tangerang sebagaimana termuat dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor
131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi.

Konversi yang dilakukan mencakup struktur APBD (pendapatan, belanja, dan
pembiayaan), klasifikasi anggaran (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) dalam LRA.
Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan akun-akun LRA
menurut Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 serta khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada
Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja

Pemerintah.

Di tengah keberhasilan Pemerintah Kota Tangerang menyusun dan
menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 berdasarkan basis akrual, perlu
diakui bahwa dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun
Anggaran 2020 masih ditemui kendala antara lain perbedaan dalam struktur
anggaran dengan struktur pelaporan, perbedaan penamaan dan format laporan
keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang
beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
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Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013 yang mengakibatkan masih diperlukannya proses konversi

dalam penyajian laporan keuangan terutama dalam penyajian akun-akun LRA.

Selain adanya perbedaan struktur APBD dan struktur LRA, pada Tahun
Anggaran 2020 terdapat pelaksanaan penganggaran pendapatan dan belanja pada
pendapatan dari 1 (satu) BLUD RSUD Kota Tangerang pada RSUD Kota Tangerang
serta 33 (tiga puluh tiga) BLUD Puskesmas dan 1 Labkesda pada Dinas Kesehatan
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, hal
tersebut sesuai dengan Keputusan Wali Kota Tangerang No. 445/Kep.400-
Dinkes/2017 tentang Penetapan 33 (tiga puluh tiga) Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
Daerah Pada Dinas Kesehatan Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh. Pada Tahun Anggaran 2020,
PPKD mendapatkan penambahan pada Pendapatan Hibah Dana BOS yang belanjanya
dikelola dan dikompilasi oleh Dinas Pendidikan, hal tersebut sesuai dengan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 971-7791 Tahun 2018 Tentang
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Serta
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar
Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah.
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BAB II
EKONOMI MAKRO

II.1. EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro perekonomian
daerah sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah tersebut,
khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro Kota Tangerang

sampai dengan tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kondisi Ekonomi Makro Kota Tangerang

i

KT TANDERAND {:
71.39%

II.1.1. Laju Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal penting dalam
pembangunan ekonomi daerah. Kota Tangerang berusaha memaksimalkan potensi

sumber daya manusianya untuk mengolah potensi yang ada.

Pada tahun 2020 perekonomian Kota Tangerang mengalami penurunan
dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang tahun 2020 sebesar (6,92) persen.
Pertumbuhan ekonomi terendah oleh transportasi dan pergudangan sebesar (45,72)
persen. Adapun perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang dari
Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

____________ | Kota Tangerang | Provinsi Banten |
2016 5,31 5,28
2017 5,91 5,71
2018 6,32 6,00
2019 4,31 5,54
2020 -6.92 5.77

Secara umum, pertumbuhan ekonominya tidak stabil terhadap
gangguan/guncangan eksternal, baik dalam tataran global ataupun nasional. Pada
tahun 2020, di tengah masih melemahnya perekonomian global dan nasional sebagai
dampak adanya pandemik Covid-19, Kota Tangerang masih dapat mempertahankan
Laju positif Pertumbuhan Ekonominyanya dan berada di atas Provinsi Banten dan
Nasional yang mengalami pertumbuhan negatif. Dalam ketidakstabilan iklim
perekonomian, Kota Tangerang harus tetap diatasi dan ditingkatkan oleh semua
pemangku Kkepentingan agar dapat mempertahankan dan meningkatkan laju

pertumbuhan yang tinggi..

Grafik II.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang
Tahun 2016-2020

B KotaTangerang M PropinsiBanten ® Nasional

Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Banten, BPS Nasional,2020 diolah BPS Kota Tangerang
I1.1.2. Kemampuan Ekonomi untuk Memperluas Lapangan Kerja

Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional
(Sakernas), yang khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/data
ketenagakerjaan dan dimaksudkan untuk memantau indikator ketenagakerjaan yang
mengacu pada KILM (Key Indicators of the Labour Market) yang direkomendasikan oleh

ILO (International Labour Organization).
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Sakernas pertama kali diselenggarakan pada tahun 1976 dan mulai tahun
2005 pengumpulan datanya dilaksanakan secara semesteran pada bulan Februari
(semester I) dan Agustus (semester II). Sejak Sakernas 2001, konsep status pekerjaan
dan pengangguran mengalami perluasan dan penyempurnaan. Status pekerjaan yang
sebelumnya hanya 5 kategori, mulai tahun 2001 ditambahkan kategori baru yaitu:
pekerja bebas di pertanian dan pekerja bebas di non pertanian. Selain itu, dalam
rangka menyesuaikan dengan konsep ILO, konsep pengangguran terbuka diperluas
yaitu di samping mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula
kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, dan
kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin
mendapatkan pekerjaan serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan
dengan alasan sudah diterima bekerja/ mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai

bekerja.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting pembangunan
ekonomi khususnya dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Hal
ini karena tenaga kerja adalah modal bagi geraknya pembangunan. Masalah
penyediaan lapangan kerja menjadi masalah yang cukup serius di Kota Tangerang,
kesenjangan antara jumlah pencari kerja dan lowongan yang tersedia semakin jauh
dari tahun ke tahun. . Menurut data dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang
jumlah lowongan kerja yang terdaftar sampai bulan Desember 2020 tercatat sebanyak
16.767 lowongan sementara pencari kerja yang mendaftar sebanyak 15.492 orang.
Seperti tahun sebelumnya pencari kerja ini masih didominasi tamatan SLTA sebanyak
13.265 orang.

Grafik II.2. Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Kabupaten/Kota Posisi November 2019

1
10,65

4,68
851 8,71
8,08 8,05
£ 713
B
4,79

4

| I
0

KABUPATEN KOTA CILEGON KABUPATEN KABUPATEN KOTASERANG KABUPATEN LEBAKKOTA TANGERANG KOTA TANGERANG
SERANG TANGERANG PANDEGLANG SELATAN

Sumber Data : Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Banten | Tanggal Rilis 05 November 2019
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I1.1.3. Laju Inflasi

Dinamika laju inflasi yang terjadi di Kota Tangerang dalam kurun waktu
antara tahun 2016 - 2020 tingkat inflasi di Kota Tangerang relatif terjaga (stabil) di
bawah angka 4,00%.

Penyumbang angka inflasi di Kota Tangerang tertinggi adalah kelompok bahan
makanan. Harga bahan makanan pokok di Tangerang sangat fluktuatif dan tingkat
pemulihannya relatif lebih lambat dibandingkan daerah-daerah lain yang merupakan
daerah penghasil bahan makanan.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang periode 2016 — 2020 di bidang
ekonomi dari sisi tingkat inflasi di daerah masih relative stabil dan memiliki angka
yang cukup bagus. Angka inflasinya berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi
bahkan trennya cenderung menurun, sehingga dapat dikatakan ekonomi secara riil
dalam kondisi yang relatif baik. Untuk mengetahui lebih lengkap perkembangan laju
inflasi di Kota Tangerang ditampilkan pada grafik II.3 berikut ini:

Grafik I1.3. Laju Inflasi Kota Tangerang 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Kota Tangerang, 2020 diolah Bappeda

11.1.4. Kemandirian Ekonomi Daerah

Kemandirian ekonomi daerah Kota Tangerang menunjukkan
peningkatan kemampuan fiskal daerah dari tahun ke tahun. Kemampuan
fiskal daerah selama kurun waktu tahun 2016 - 2020 dinilai berdasarkan (1)
rasio kemandirian daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah dan (2) tingkat ketergantungan

keuangan daerah yang merupakan rasio antara Pendapatan Transfer dengan
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Total Pendapatan Daerah. Berdasarkan grafik 1.4 terlihat bahwa tingkat
ketergantungan keuangan Kota Tangerang terhadap Pemerintah Pusat selama tahun
2016 — 2020 secara rata-rata adalah sebesar 53,62% dan tingkat kemandirian daerah
selama tahun 2016 — 2020 secara rata-rata adalah sebesar 46,38%.

Grafik I1.4. Tingkat Ketergantungan dan Kemandirian Fiskal

Sumber: BPKD Kota Tangerang Tahun 2020, diolah Bappeda

II.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin
pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan APBD. Pengelolaan
keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi
pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah, serta ketepatan dalam

memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

I1.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber
pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Dana Perimbangan. Artinya, perlu dilakukan peningkatan dan perluasan
basis PAD dan mengupayakan secara optimal Dana Perimbangan, agar bagian daerah
dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti
peningkatan pengawasan, koordinasi dan penyederhanaan proses administrasi
pemungutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa sumber pendapatan
daerah/sumber penerimaan daerah seperti dijelaskan dalam tabel berikut:
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Tabel 2.1. Sumber Pendapatan/Penerimaan Daerah

e Sl

. Paj rah;

. Retribusi Daerah,;

¢. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan; dan

d. Lain-lain PAD yang Sah

1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Dana Bagi Hasil dan Bagi Hasil Bukan Pajak;
b. Dana Alokasi Umum (DAU); dan

2 Dana Perimban,
o Dana Alokasi Khusus (DAK)

a. Hibah
b. Dana Darurat

c. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
7 z Daerah;

3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah . .
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;

e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah
Lainnya

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang
selama Tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa Kota Tangerang memiliki struktur
ekonomi dengan didominasi oleh industri pengolahan, transportasi dan pergudangan,
dan perdagangan besar dan eceran. Industri pengolahan mengalami peningkatan dari
sebelumnya tahun 2016 sebesar 42.036,02 miliar menjadi 50.592,55 miliar pada
tahun 2019. Begitu juga dengan sektor transportasi dan pergudangan serta sektor
perdagangan besar dan eceran: reparasi mobil dan sepeda motor. Keduanya
mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018. Secara keseluruhan masing-
masing lapangan usaha mengalami tren peningkatan. Kondisi ini menunjukkan
meningkatnya tingkat kesejahteraan di Kota Tangerang. Lebih lanjut, Realisasi dan
Proyeksi PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2020 ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Realisasi dan Proyeksi PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga
Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

(dalam Miliar Rupiah)

174467

A. Pertanian, Kehutanan, dan : 1.694,00

1.389 17 473.07 L 86,33 .

e 1.389,13 1.473,07 5
B. Pertambangan dan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Penggalian )
C. Industri Pengolahan 36.045,90 37.352,39 38.351,71 39.559,10 38.189,31
D. Pengadaan Listrik dan Gas 162,87 172,55 178,66 185,04 182,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan : (s ==l
Sampah, Limbah dan Daur 75,39 81,45 85,88 _ GIIDEEIES 0085
Ulang y X . ST
F. Konstruksi 6.850,60 7.309,90 7.696,60 8.219,96 8.207,63
G. Perdagangan Besar dan 12.321,32 12.938,04 13.691,61 | 14.679,06 | 14.476,77

| Eceran; Reparasi Mobil dan
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| epeda Motor
H-Transgortasidan 15.233,68 16.553,89 17.495,77 16.732,12 9.081,39
Pergudangan
e 1.402,83 1.527,64 1.637,99 1.746,49 |  1.680,29
Makan Minum
J. Informasi den Komurikasi 7.24373 7.912,81 8.469,88 9.260,906 | 10.141,68
R o 2.722,27 2.810,66 3.01547 3.094,44 3.218,02
Asuransi :
L. Real Estate 6.051,16 6.542,00 7.011,72 7.686,95 8.189,67
M, N Jasa Perusahaan . : > I 1) :

974,99 | 1.044,92 111461 |  1.204,89 1.189,60

0. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan 1.057,38 1.112,19 1.174,80 1.252,34 1.247 .96
Sosial Wajib

P. Jasa Pendidikan 202828 | 217968 | 234207 | 251890 | 2.620,16

Q. Jasa Kesehatan dan

|
Rt osd | 847,98 916,19 977,21 1.056,36 1.148,90
R,S,T,U. Jasa Lainnya 1.247,11 ‘ 1.347,28 1.453,31 1.571,02 1.524,37
Prod i ———
Br:: t:k HomentikHogional 95.654,62 | 101.274,68  106.283,62 110.592,78 102.942,39
|

Sumber: PDRB Kota Tangerang, BPS Kota Tangerang, 2020 diolah Bappeda

Dalam pengertian yang lebih lanjut, dapat dikatakan bahwa kemampuan
untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat
lebih tinggi. Dengan demikian, sektor pajak mempunyai potensi yang besar dalam
upaya peningkatan pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah langkah-langkah yang

dilakukan Pemerintah Kota Tangerang antara lain:

Tabel 2.3. Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah

1. Optimalisasi Pajak Daerah, | 1. Pendekatan komprehensif | 1. Pendekatan dengan pihak
Retribusi Daerah  dan  Hasil dengan pihak terkait agar Dana Pemerintah Provinsi Banten
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Bagi Hasil Pajak/Bagi hasil dan upaya optimalisasi Dana
Dipisahkan, serta Lain-lain PAD Bukan Pajak, Dana Alokasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
yang sah berdasarkan peraturan Umum (DAU), maupun Dana berdasarkan aturan
perundang-undangan yang berlaku; Alokasi Khusus (DAK) bisa perundang-undangan  yang

2. Peningkatan koordinasi deia optimal berdasarkan  aturan berlaku,
melibatlkan berbagai OPD yang perundang-undangan yang | o Stabilisasi dan / atau
terkait dengan manajemen [ berlaku; peningkatan Lain-lain
pengelolaan PAD sesuai dengan | 2. Peningkatan validasi data yang Pendapatan Daerah yang Sah
regulasi / aturan perundangan / menjadi komponen dalam melalui upaya-upaya
kebijakan yang berlaku serta perhitungan pembagian Dana optimalisasi Dana Bagi Bagi
mengacu pada perencanaan yang Alokasi Umum (DAU) dan Dana Hasil Pajak dari Provinsi dan
telah ditetapkan terutama yang Alokasi Khusus (DAK) seperti pemerintah daerah lainnya
berkaitan dengan target sasaran dan data jumlah penduduk (terutama dan Bantuan Keuangan dari
capainnya berdasarkan indikator jumlah penduduk miskin), luas Provinsi atau pemerintah
dan tolok ukur yang digunalkan; wilayah, indeks  kemahalan daerah lainnya berdasarkan

3. Peningkatan efisiensi, efektivitas, konstruksi, Produk Domestik aturan perundang-udangan
profesionalitas, dan proporsionalitas Regional Bruto (PDRB), yang berlaku; dan
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Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan lalnlain PendapatuiDaetah
yang Sah

pelaksanaan  pengendalian dan pendapatan per Kkapita, indeks | 3. Peningkatan koordinasi
pengawasan dalam pengelolaan Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pemerintah Provinsi
sumber-sumber PAD; dst; Banten, DKI Jakarta, dan

4. Peningkatan kapasitas, kompetensi, | 3. Peningkatan koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat, dalam
kreativitas, dan inovasi sumber daya Pemerintah ~ Pusat,  DPR-RI upnya: peningkatan
manusia (SDM) pengelola PAD Daerah Pemilihan Banten/Kota kerjasama pembangunan
sebagai  bagian  dari  upaya Tangerang, dan Pemerintah regional (upaya
peningkatan  pelayanan  kepada Provinsi Banten dalam upaya pengembangan kerjasama
publik/masyarakat dan  upaya stabilitas Dana Perimbangan wilayah JABODETABEKJUR)
peningkatan PAD; Daerah.

5. Peningkatan upaya intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber PAD
baru melalui berbagai kegiatan yang
bersifat intensif dan eksploratif yang
dilakukan melalui kerjasama /[
kemitraan  (partnership) dengan
berbagai pihak yang terkait

1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah/kemandirian suatu
daerah dalam melaksanakan otonomi daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya
pajak yang diterima, dan juga perbandingannya dengan penerimaan dari
sumber-sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau dari
pinjaman. Faktor potensi ekonomi daerah sebagai basis pajak diyakini mampu
mempengaruhi peningkatan PAD. Semakin tinggi aktivitas ekonomi yang
dilakukan semakin besar pajak yang diperoleh. Dengan kata lain peningkatan
PAD terkait dengan kemampuan cakupan output di sektor produksinya
(economic sectors). Kemampuan pajak juga mempunyai arti sebagai sumber dana
dan keuangan dalam upaya pemerintah untuk melakukan ekspansi. Keterkaitan
antara penerimaan pajak provinsi dan pajak dari kabupaten/kota bermuara
pada bagaimana sumber penerimaan ini dapat dijadikan sebagai mesin
penggerak pembangunan. Seiring dengan meningkatnya kewenangan
pemerintahan yang dimiliki oleh daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Adapun
potensi sumber penerimaan daerah berdasarkan kebijakan desentralisasi fiskal
tersebut adalah pajak daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD.
Pajak daerah yang oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tahun anggaran 2020

terdiri dari 9 (sembilan) jenis pajak yaitu:

Tabel 2.4. Jenis Pajak Daerah

No. Jenis Pajak [ Jenis Pemungutan
1 | Pajak Hotel | Self Assesment
2 | Pajak Restoran l Self Assesment
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| No. J_enis Pajak Jenis Pemunguta;a
| 3 | BetaicBiburan N | Seilf Assesment W
—4 Pajak Reklame R F | Official Assesmen; =
N 5 | Pajak ;enerangan Jalan Umum Ee{f Assesment
6 |PajakParkir ” | Self Assesment
7 | Pajak Air Tanah - _B}f_icial Assesment 1
_8 Bea Perolehan Hak ;&tasTanah Dan Bangunan Self Assesment R
9 Pajak_Bumi dan Bangunan | Official Assesment =

Realisasi pajak daerah sebesar Rp1.364.323.174.430,00 merupakan
komponen terbesar (109,38%) dari total realisasi penerimaan PAD Tahun 2020. Dan
komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi realisasi paling besar pada
tahun 2020 adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar
Rp473.968.690.112,00.

Upaya peningkatan PAD dapat dilaksanakan melalui intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan strategi sebagai berikut:

Tabel 2.4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah

Intensifikasi Ekstensifikasi

1. Melakukan pendataan ulang Objek Pajak yang | Ekstensifikasi dilakukan dengan cara
telah terdaftar, langsung ke lapangan (tempat | menggali sumber-sumber PAD yang baru.

usaha); Namun demikian dalam hal penggalian
2. Melakukan pendataan dengan cara menelusuri | SWmber pendapatan yang baru tersebut tidak
lokasi/wilayah untuk diperoleh data | hanya semata-mata untuk memperoleh
subjek/objek pajak yang belum terdaftar; sumber pendapatan. Dalam melakukan

ekstensifikasi yang dilakukan, harus
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan
oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010,
yaitu:

3. Melakukan pemanggilan secara terus menerus
tehadap Subjek Pajak agar yang bersangkutan
mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak;

4. Melakukan  pembinaan dan  penyuluhan
terhadap Wajib Pajak maupun Wajib retribusi
agar yang bersangkutan dapat memenuhi | 2:Obyek pajak terletak di  wilayah

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;

kewajibannya untuk menyampaikan laporan kabupaten}.’ kota yang bersangkutan dan
dan pembayaran tepat pada waktunya; mempunyai mobilitas yang cukup rendah
serta hanya melayani masyarakat di

5. Melakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak
dan Wajib Retribusi yang menunggak laporan
maupun pembayarannya;

wilayah kabupaten/kota yang
bersangkutan;

3.0byek dasar pengenaan pajak tidak

i ksi terh Wajib Pajak .
& ‘Senpnoth: Somen NIadoep Wb Tajek an bertentangan dengan kepentingan umum;

Wajib Retribusi yang terlambat maupun _
menunggak pembayaran; 4.0byek pajak bukan merupakan obyek

; jak insi atau obyek pajak pusat;
7. Rapat koordinasi dan evaluasi dengan OPD PRISSpIoraISHE JECPAEsh

pemungut setiap bulannya, yang dipimpin | - Potensinya memadai;

langsung oleh  Wali  Kota/Wakil Wali | 6.Tidak memberikan dampak ekonomi
Kota /Sekretaris Daerah; negatif;

8. Pemberian motivasi yang lebih tinggi kepada | 7.Memperhatikan aspek keadilan dan
petugas pemungut pajak dan retribusi dengan kemampuan masyarakat; dan
cara peningkatan pengendalian dan | g Menjaga kelestarian lingkungan

pengawasan;

9. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan
sarana dan prasarana;

10.Meningkatkan  koordinasi dengan  Kantor
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Intensifikasi Ekstensifikasi

11.8osialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib

12.Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak

Pelayanan Pajak Pusat sebagai upaya mencegah
terjadinya pengenaan pajak ganda;

Retribusi untuk melakukan pembayaran
langsung ke Rekening Kas Umum Daerah
sebagai bagaian dari upaya tindakan
pencegahan pengawasan hasil pungutan; dan

dan Wajib Retribusi yang potensial untuk
membayar kewajibannya tepat waktu.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari PAD. Mengacu
pada ketentuan perundang-undangan, pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah
Kota Tangerang mengelola 15 (lima belas) jenis retribusi daerah. Realisasi
penerimaan retribusi daerah tahun 2020 sebesar Rp62.933.916.205,00
(120,11%) dan komponen terbesar dari total realisasi penerimaan retribusi
daerah berasal dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar
Rp31.802.815.022,00 (122,32%). Lima besar retribusi yang memberikan
kontribusi pada realisasi penerimaan PAD tahun 2020 berturut-turut adalah
sebagai berikut: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan, Retribusi IMTA, dan Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor dan Pemakaian Kekayaan Daerah.

. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan PAD yang diperoleh melalui penerimaan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan seluruhnya berasal dari pos Bagian Laba
atas Penyertaan Modal/Investasi kepada BUMD (PD Pasar), PDAM, Bank BJB
dan PT. TNG sebesar Rp14.064.131.359,00 yang berasal dari Bagian Laba atas
Penyertaan Modal/Investasi kepada PDAM sebesar Rp2.300.542.452,00 dan
Bank BJB sebesar Rp11.763.588.907,00.

. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok
penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah,
Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk
Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rpl150.771.715.225,00 dan dapat
direalisasikan sebesar Rp207.681.501.460,00 (137,75 %).
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2. Dana Perimbangan

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, didefinisikan bahwa
perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah suatu
sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan
efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan
mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran
pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut,
dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemberian
sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah kepada
pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan
suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana Perimbangan
merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pelaksanaan
kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi
kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat. Adapun peraturan perundangan serta petunjuk teknis yang dijadikan
dasar hukum pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah antara
lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1
ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C,
dan Pasal 33;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam Negeri Dan Pajak
Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Bagi
Hasil Penerimaan PPh OP Dalam Negeri dan PPh Pasal 21;

14.Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor: SE-53/A/2001 tentang Cara Pembagian
dan Penyaluran Penerimaan PPh OP Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Bagian
Daerah.

Secara umum dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasil
pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil
pajak/bukan pajak bersumber dari penerimaan bagi hasil dari Pemerintah Pusat
dan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi, namun sejak diterapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, penerimaan dana bagi hasil pajak yang berasal dari Pemerintah
Provinsi dianggarkan pada pos Lain-lain Pendapatan yang Sah. Untuk Tahun
Anggaran 2020 penerimaan dari Dana Perimbangan ditargetkan sebesar
Rp1.400.135.373.059,00 dan terealisasi sebesar Rpl1.355.486.855.234,00 atau
sebesar 96,81%.

a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan komponen yang ada dalam

dana perimbangan. Dimana komponen ini terdiri dari beberapa pos penerimaan
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diantaranya pos bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.
Pada Tahun Anggaran 2020 komponen bagi hasil pajak/bukan pajak
memberikan kontribusi dalam pembentukan dana perimbangan Kota
Tangerang dan pencapaian realisasi sebesar Rp284.936.311.782,00 (89,11%),
komponen bagi hasil pajak/bukan pajak diperoleh dari pos-pos penerimaan
bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian penerimaan Pemerintah
Daerah yang besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang besarnya
mempertimbangkan besaran usaha pajak dan kapasitas pajak. Pengaturan
DAU diarahkan untuk mengurangi disparitas antar daerah, yang mengandung
arti dimana daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang relatif besar
akan memperoleh DAU yang relatif kecil demikian pula sebaliknya. Penerimaan
DAU Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar
Rp846.130.955.000,00 dan terealisasi sebesar Rp843.004.535.000,00 (99,63%).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan sejumlah penerimaan
pemerintah daerah yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk pengeluaran
yang diprioritaskan bagi pengeluaran yang spesifik. Penerimaan DAK Kota
Tangerang Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp234.253.508.348,00
dan terealisasi sebesar Rp227.546.008.452,00 (97,14%) yang terdiri dari DAK
Fisik sebesar Rp9.548.657.075,00 (97,73%) dan DAK Non Fisik sebesar
Rp217.997.351.377,00 (97,11%).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai komponen terakhir sumber
penerimaan pendapatan daerah, terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya; 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan
3) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pada Tahun
Anggaran 2020, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memiliki target sebesar
Rp744.577.522.059,00 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp644.173.868.115,00
atau 86,52%.

a. Hibah

Hibah untuk Tahun Anggaran 2020 dengan anggaran sebesar
Rp261.015.599.936,00 dan realisasi sebesar Rp208.141.340.000,00 (79,74%). Yang
bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan
Negeri Kota Tangerang dari Provinsi Banten dengan target sebesar

Rp156.347.079.936,00 dan realisasi sebesar Rp155.807.080.000,00 (99,65%) dan
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dari hibah pariwisata dengan target sebesar Rp104.668.520.000,00 dan realisasi
sebesar Rp52.334.260.000,00 (50,00%).

b. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun
Anggaran 2020 seluruhnya bersumber dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, dan
direalisasikan seluruhnya sebesar Rp312.836.032.115,00 (86,81%).

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Tahun Anggaran 2020
seluruhnya bersumber dari Dana Penyesuaian yang merupakan dana insentif
daerah, dan direalisasikan seluruhnya yaitu Rp78.196.496.000,00 (100,00%).

d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun Anggaran
2020 seluruhnya bersumber dari Bantuan keuangan dari Provinsi Banten dan
direalisasikan seluruhnya yaitu Rp45.000.000.000,00 (100,00%).

I1.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang yang terdiri dari
urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban
daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan
sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Kebijakan belanja daerah ditekankan
dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi
kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas
pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada
masyarakat. Kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah:

a. Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial;

b. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang;

c. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian
masyarakat (public interest); dan

d. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat

kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) tanpa melupakan aspek pemerataan
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dan keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan

permasalahan sosial, antara lain: kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik

dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan,

yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan

memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan

harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung

dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari

aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Tabel 2.4. Urusan Pemerintahan Daerah

+ Wajib Pelayanan Dasar
a. Pendidikan;
b. Kesehatan;
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d Rakyat Kawasan

. Perumahan dan

Permukiman;

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat;
f. Sosial;
» Wajib Non Pelayanan Dasar
a. Tenaga Kerja;

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anal;

Pangan;
Pertanahan;

Lingkungan Hidup;

ol T - W<

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

®

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

i, Perhubungan;

Komunikasi dan Informasi;

T

Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

—_

Penanaman Modal;

. Kepemudaan dan Olahraga;
Statistik;
Persandian;
Kebudayaan;
Perpustakaan;

»o8 2 B §

Kearsipan.
a. Inspektorat;

b. Perencanaan;

c. Keuangan;

Urusan Pemb::rintahézi:;naerah'

Kelautan dan Perikanan;

Pariwisata;

Pertanian;

2. o o g

Perdagangan;

Perindustrian.

@

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD.
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Urusan Pemerintahan Daerah

d. Kepegawaian;

e. Pendidikan dan Pelatihan.

a. Kesatuan Bangsa dan Politik. a. Kecamatan

Pada dasarnya belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja
langsung. Belanja tidak langsung lebih ditujukan kepada belanja pegawai, belanja
hibah dan bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.
Sedangkan Belanja langsung merupakan belanja yang digunakan untuk pelaksanaan
urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat
capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka
peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada
kepentingan publik. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ini terus
mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Tangerang senantiasa menambah atau
meningkatkan nilai Belanja Langsung melalui program/kegiatan yang langsung dapat
dirasakan oleh masyarakat. Perlu dijelaskan bahwa pada Belanja Tidak Langsung
terdapat banyak item belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,

terutama pada pos belanja hibah dan bantuan sosial.

Pada Tahun 2020, Pemerintah Daerah juga memfokuskan belanja daerah
untuk penanganan pandemik COVID-19 yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah
Pusat yang terbagi pada tiga program yaitu Penanganan Kesehatan, Penanganan

Dampak Ekonomi dan Jaring Pengaman Sosial (JPS).

I1.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi
defisit dan surplus pendapatan daerah terhadap belanja daerah, untuk menampung
rekening sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, dan
investasi daerah serta pembayaran pokok pinjaman daerah. Unsur-unsur pembiayaan
daerah terdiri dari:

Tabel 2.5. Unsur-unsur Pembiayaan Daerah

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun |a. Pembentukan Dana Cadangan;

Anggaran Sebelumnya; b. PenyertaanModal/Inventasi Pemerintah
b. Pencairan Dana Cadangan; Daerah; dan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang |c. Pembayaran Utang Pokok.
Dipisahkan; dan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
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I1.3. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KOTA
TANGERANG

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya,
dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga
Pemerintah Kota Tangerang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa
yang ingin dicapai dalam Tahun Anggaran 2020. Penetapan capaian kinerja fiskal
untuk Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali, yang pertama
adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2020
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah
Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 04). Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun
Anggaran 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.6. Indikator Kinerja Fiskal

(dalam miliar rupiah)

Perubahan
Uraian . APBD APBD e — S —]
Perubahan Rp o
1. Pendapatan 4.578.364 | 3.609.275 © (969.088) 78,83
s 2.377.890 1.464.563 (913.328) 61,59
Daerah i 5
.2. Dana Perimbangan 1.363.852 1.400.135 36.284 102,66
[.3.Lain-lain '
Pendapatan yang 836.621 744.578 (92.044) 89,00
~ Sah | | |
IL. Belanja 5.160.018 4,061,485 (1.098.533) 78,71
Uil Belarys Tides 1.629.735 1.714.061 84.326 105,17
Langsung _ |
IL.2 Belanja Langsung 3.530.283 2.347.423 (1.182.859) 66,49
Surplus/Defisit (581.654) (452.209) 129.445 77,75
III. Pembiayaan 581.654 | 452.209 (129.445) 77,75
1.1 Penerimaan | 581.654 452.209 | (129.445) 77,75 |
I11.2 Pengeluaran 0,00 | 0,00 0,00 0,00
SILPA Tahun Berkenaan 0,00 | 0,00 0,00

I1.4. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KOTA
TANGERANG

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan yang dilaksanakan
melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan
Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dituangkan dalama Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD). RKPD Tahun Anggaran 2020 mengangkat isu strategis pembangunan
di Kota Tangerang yang terdiri dari:

1. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan

2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan

3. Pemberdayaan masyarakat miskin
4

Peningkatan kesempatan kerja
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5.
6.
s

Peningkatan daya saing UKM
Peningkatan kualitas lingkungan

Peningkatan sarana dan prasarana perkotaan.

Berdasarkan isu-isu pembangunan di atas, maka ditetapkanlah prioritas

pembangunan pada Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari:

1.
&,
3.

© © N o

11.

Pelayanan pendidikan yang lengkap, berkualitas, dan terjangkau

Pelayanan kesehatan yang lengkap berkualitas, dan terjangkau

Pelayanan sarana-prasarana (fasilitas dan utilitas umum) yang layak dan
memadai.

Pemberdayaan masyarakat miskin, pembukaan lapangan kerja, dan pelayanan
kesejahteraan sosial.

Daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekologis (sosial, ekonomi,
lingkungan).

Tata kelola dan tata kerja birokrasi pemerintahan daerah yang baik dan bersih
Kondisivitas iklim investasi dan iklim usaha daerah.

Ketahanan pangan daerah.

Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

. Pengetahuan dan kebudayaan, ekonomi kreatif, inovasi teknologi, serta daya saing

masyarakat.

Pengelolaan energi.
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BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL
PEMERINTAH KOTA TANGERANG

III.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN SASARAN KINERJA FISKAL

Anggaran Daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi
pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan
pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada
Tahun Anggaran 2020 Anggaran Belanja Daerah Kota Tangerang ditetapkan sebesar
Rp3.609.275.478.525,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan
yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.464.562.583.407,00, Dana
Perimbangan sebesar Rpl.400.135.373.059,00, serta Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah sebesar Rp744.577.522.059,00 sehingga akan menghasilkan defisit
anggaran yang sebesar Rp452.209.181.538,09 yang ditutup melalui SiLPA tahun

anggaran sebelumnya.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Tangerang selama Tahun

Anggaran 2020 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Realisasi Sasaran Kinerja Fiskal Pemerintah Kota Tangerang
(dalam miliar rupiah)

Uraian o |  Realisasi | ——— Sl

ot : o (Anggaran) e _ Rp T T
I. Pendapatan 3.609.275 3.648.663 39.388 | 101,09
1.1. Pendapatan Asli Daerah 1.464.563 1.649.003 184.440 | 112.59
I.2. Dana Perimbangan 1.400.135 1.355.487 (44.649) | 96,81
L3, S?;“'lai“ Peodapaten yang 744.578 644.174 (100.404) | 86,52
II. Belanja 4.061.485 3.518.297 549.188 | 86,48
I1.1 Belanja Tidak Langsung 1.714.061 1.494.702 219.360 | 87,20
11.2 Belanja Langsung 2.347.423 2.016.733 330.690 | 85,91
Surplus/ Defisit (452.209) 137.229 (589.438) | (30,35)
[1I. Pembiayaan 452.209 452.209 2 | 100,00
I11.1 Penerimaan 452,209 452.209 2 | 100,00
I11.2 Pengeluaran 0,00 0,00 0.00 0.00

SiLPA Tahun Berjalan 0,00 589.438 (589.438)

Tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar
Rp3.648.663.446.803,00 diatas target yang telah ditetapkan yaitu sebesar
Rp3.609.275.478.525,00 atau 101.09%. Pelampauan tertinggi realisasi terhadap
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target terdapat pada akun Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebesar
Rp1.649.002.723.454,00 atau 112.59% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari Tahun

Anggaran 2016 sampai dengan 2020 secara jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Penerimaan PAD TA.2016 - 2020

(dalam miliar rupiah)

- Tahun Anggaran Target - Realisasi - - e
' - Target - Realisasi

2016 1.441.101 1.590.080 11,68 8,02

2017 1.659.256 1.991.898 15,14 25,27

2018 1.710.362 1.864.386 3,08 7,00

2019 2.195.868 2.027.112 28,38 8,73

2020 1.464.563 1.649.003 -33,30 -18,65

Dilihat dari sisi target anggaran, dari Tahun Anggaran 2016 sampai dengan
Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan Rp218.155 miliar atau 15,14%, Tahun
Anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan Rp51.106
miliar atau 3,08% dan Tahun Anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2019
mengalami kenaikan Rp485,506 miliar atau 28,38%, untuk Tahun Anggaran 2020
mengalami penurunan sebesar Rp731.305 atau 33.30%.

Kemudian apabila dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, pada Tahun
Anggaran 2016 sampai Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp401.818 miliar atau 25,27%
dari Tahun Anggaran 2017 sampai Tahun Anggaran 2018 mengalami penurunan
sebesar Rp127.518 miliar atau 7,00% dan Tahun Anggaran 2018 sampai Tahun
Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp162.726 atau 8,73%, untuk Tahun
Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp378.109 atau 18,65%.

Untuk Dana Perimbangan, realisasi penerimaan adalah sebesar Rpl.355
miliar (96,81%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.400 miliar. Perkembangan
target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan dari tahun 2016

sampai dengan 2020 secara jelas dapat dilihat pada Tabel dan Grafik berikut ini:

Tabel 3.3. Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan dari Dana
Perimbangan TA.2015 - 2020

. TehunAugearan | Tamget | | | Reallsast .
2016 1.154.107 1.247.006
2017 1.357.558 1.322.393
2018 1.441.957 1.341.676
2019 1.490.037 1.395.236
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. Realisasi.

1.400.135 1.355.487 -6,03 -2,85

Grafik III.1. Perkembangan Dana PerimbanganTahun Anggaran 2016 -2020

(dalam miliar rupiah)

1,600,000
1.400,000
1.200,000
1.000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0,000

2016 2017 2018 2019 2020

| Target 1.154,107 | 1.357,558 | 1.441,957 | 1.490,037 | 1.400,135

m Realisasi| 1.247,006 | 1.322,393 | 1.341,676 | 1.395,236 | 1.355,487

Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019, terjadi Penurunan
realisasi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp39.749 miliar atau (2,85%).

Berdasarkan data-data tersebut diatas untuk Pendapatan Asli Daerah dan
Pendapatan Dana Perimbangan terjadi penurunan target pada tahun 2020 hal ini
disebabkan adanya rasionalisasi dan refocusing terhadap anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun anggaran 2020 akibat pandemi covid-19 berdasarkan
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
119/2813/SJ dan Nomor: 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan dalam rangka
penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
35/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi corona virus disease 2019 (Covid-
19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional,
yang akan digunakan untuk penanganan pandemi covid-19 seperti Belanja
Penanganan Kesehatan, Belanja Pemulihan Ekonomi dan Belanja Penanganan Jaring

Pengaman Sosial.

Kronologi Perkada 1 s.d. 6 Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 Nomor 92 Tahun
2019 Tentang Penjabaran APBD TA 2020 dan Perkada Perubahan Perwal Nomor 84
Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran
2020.
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1. Perkada 1

Perwal Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020 Tentang Perubahan Perwal

Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran

2020

Dasar

- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan yang didalamnya mengatur mengenai kenaikan tarif iuran BPJ S;

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/471/SJ tanggal 20 Januari
2020 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan

Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Pemerintah Daerah
2. Perkada 2

Perwal Nomor 12 Tahun 2020 Tanggal 20 Maret 2020 Tentang Perubahan Kedua

Perwal Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Kota Tangerang Tahun

Anggaran 2020

Dasar

- Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2020
tanggal 11 Februari 2020 Tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan
Bantuan Keuangan dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD Tahun
Anggaran 2020;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020
tanggal 14 Maret 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

3. Perkada 3

Perwal No 18 Tahun 2020 Tanggal 17 April 2020 Tentang Perubahan Ketiga Perwal

No. 92 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran

2020

Dasar

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020
tanggal 14 Maret 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2020 tanggal 06 Februari 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan
Operasional Sekolah Reguler (BOS);

. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 02 April 2020
tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di
lingkungan Pemerintah Daerah;
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Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 978/Kep.135-Huk/2020 tanggal
09 April 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus
kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 untuk

Penanganan Covid-19;

4, Perkada 4

Perwal No 31 Tahun 2020 Tanggal 18 Mei 2020 Tentang Perubahan Keempat Perwal
No. 92 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran
2020

Dasar

Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor
119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 09 April 2020 tentang
Percepatan Penyesuaian APBD TA 2020 dalam rangka penanganan covid-19

serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tanggal 16 April 2020
tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi

ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

5. Perkada 5

Perwal No. 48 Tahun 2020 Tanggal 30 Juni 2020 Tentang Perubahan Kelima

Tentang Perubahan Kelima Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 92 Tahun 2019

Tentang Penjabaran APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020

Dasar

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
12/KM.7 /2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan TA 2020 dan Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian
Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-
19, Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian kepada daerah

Provinsi/Kabupaten /Kota.

6. Perkada 6

Perwal No. 68 Tahun 2020 Tanggal 07 Agustus 2020 Tentang Perubahan Keenam

Tentang Perubahan Keenam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 92 Tahun

2019 Tentang Penjabaran APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020

Dasar:

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

7. Perkada Perubahan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD 2020
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Perwal No. 86 Tahun 2020 Tanggal 16 Nopember 2020 Tentang Perubahan

Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Penjabaran

Perubahan APBD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020

Dasar

. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-244/MK.7/2020
Perihal Penetapan Pemberian Hibah Pariwisata Tahun Anggaran 2020

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 25/KM.7/2020
tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang IV Tahun Anggaran 2020

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja daerah, pada Tahun
Anggaran 2020 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp4.061.484.660.063,09 dan
direalisasikan sebesar Rp3.511.434.248.532,78 atau 86,46% sehingga masih terdapat
sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp 550.050.411.530,31 atau 13,54%.

Berdasarkan Grafik III.2 di bawah tampak bahwa belanja langsung
mendapatkan alokasi dana yang terbesar dibandingkan dengan belanja tidak
langsung, yaitu sebesar 57,80% dari total APBD tahun anggaran 2020.

Grafik IIL.2. Persentase Alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Terhadap APBD Tahun Anggaran 2020

w Belanja Tidak Langsung = Belanja Langsung |

Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta proporsi masing-masing belanja
dapat dilihat bahwa komitmen Pemerintah Kota Tangerang terhadap pelayanan publik
sangat besar. Hal ini terlihat dari persentase belanja langsung yang cukup besar
dibandingkan dengan belanja tidak langsung. Hal ini juga membuktikan bahwa
penyusunan anggaran berbasis kinerja guna pencapaian standar pelayanan minimum

kepada masyarakat cukup dapat dipertanggungj awabkan.
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Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rpl1.714.061.371.221,05 dan
dana yang direalisasikan sebesar Rpl1.494.701.562.532,00 atau sebesar 87,20%.

Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung ini terdiri atas:

Tabel 3.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung

NO JENIS BELANJA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

1. | Belanja Pegawai 1.381.216.641.356,05 1.320.382.814.736,00 95,60

2. | Belanja Subsidi 4.537.934.000,00 0,00 00,00

3. | Belanja Hibah 151.211.680.479,00 88.387.390.475,00 58,45
Belanja Bantuan Keuangan

4, | Kepada Provinsi/Kab/Kota dan 2.738.243.000,00 2.738.243.000,00 | 100,00
Pemerintah Desa

3. Belanja Tidak Terduga 174.356.872.386,00 83.193.114.321,00 47,71

Jumlah _ 1.714.061.371.221,05 | 1.494.701.562.532,00 | 87,20

Belanja langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Pada tahun anggaran
2020, Belanja Langsung mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.347.423.288.842,04

dan terealisasi sebesar Rp2.016.732.686.000,73

sebagai berikut:

Tabel 3.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

atau 85,91%, dengan perincian

NO JENIS BELANJA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %
1. | Belanja Pegawai 59.428.907.770,00 55.523.599.277,00 | 93,43
2. | Belanja Barang dan Jasa 1.796.456.332.725,31 | 1.683.063.937.951,88 | 93,69
3. | Belanja Modal 491.538.048.346,73 278.145.148.771,90 | 56,59
Jumlah 2.347.423.288.842,04 | 2.016.732.686.000,78 | 85,91

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran
dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar
Rp452.209.181.538,09 dengan Rp452.209.160.887,00 atau 100,00%,

realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

realisasi

Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kota Tangerang tidak menganggarkan

pengeluaran pembiayaan daerah.

II1.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam
pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2020, yaitu terdapat kekurangan dan
upaya meningkatkan kinerja diantaranya adalah seperti dalam tabel dibawah ini:
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Tabel 3.6. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam

Pencapaian Kinerja Keuangan
TA. 2020

. Belum

. Belum

. Belum

optimalnya  kualitas

pembangunan daerah;

perencanaan

. Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan
daerah;

. Belum optimalnya kinerja sumber daya aparatur;

optimalnya kualitas sumber daya

aparatur;

. Belum optimalnya kualitas koordinasi kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

optimalnya kualitas pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah;

., Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas
pelayanan kearsipan; dan

. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas
pelayanan statistik daerah;

. Peningkatan

. Peningkatan

.Meningkatkan pelayanan perpajakan

.Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah

kapasitas, kompetensi,
kreativitas, dan inovasi sumber daya manusia
(SDM) pengelola PAD sebagai bagian dari
upaya peningkatan pelayanan kepada
publik/masyarakat dan upaya peningkatan
PAD;

intensifikasi dan
PAD baru

upaya

ekstensifikasi sumber-sumber

melalui berbagai kegiatan yang bersifat
intensif dan eksploratif yang dilakukan
melalui kerjasama/kemitraan (partnership)

dengan berbagai pihak yang terkait serta
menggunakan prinsip keterbukaan
(transparancy) dam keadilan (fainess) serta
tidak memberatkan masyarakat;

dan
retribusi daerah dengan membangun sistem
dan prosedur administrasi pelayanan yang
cepat dan mudah serta didukung oleh sistem
informasi; dan

Pusat, DPR-RI Daerah Pemilihan Banten/Kota
Tangerang, dan Pemerintah Provinsi Banten
dalam upaya stabilitas Dana Perimbangan
Daerah
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BAB IV
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA
PROGRAM PEMERINTAH KOTA TANGERANG

IV.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM

Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang ketercapaian
serangkaian aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi dari
kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan
representasi dari peran SKPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan melalui
kontribusi terhadap indikasi kegiatan yang didefinisikan dalam dokumen rencana

sebagai wujud sinergitas peran.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2020, alokasi
Belanja Daerah yang terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan
pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.001.992.045.748,62,00 atau
24,76% dari total anggaran Belanja Daerah yang digunakan untuk mendanai
pelaksanaan 135 program dengan 958 kegiatan. Tabel di bawah ini menggambarkan

secara rinci alokasi Belanja Daerah untuk setiap urusan:

Tabel 4.1. Rincian Alokasi Belanja Daerah untuk setiap Urusan

URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN L SIS ANGGARAN REALISASI
1 L A e .prom Kegla_ta_n. f 5 7
TOTAL URUSAN 135 058 | 4.061.484.660.063,09 | >°% 1‘434'243‘53725
I WAJIB 92 319 | 2.878.469.189.701,07 2'541'764'420'53:!;
1.995.255.876.471,
A | WAJIB PELAYANAN DASAR 40 177 | 2.153.086.347.549,64 998:258:818 47,;3
1. | PENDIDIKAN 8 26 | 1.043.904.094.661,14 1'001'992‘045'748'3
2. | KESEHATAN 7 78 705.308.231.778,55 | 647.599.293.349,88
PEKERJAAN UMUM DAN
786.318.132, .078.466.371,
8 | opirec ki ARG 6 25 245.786.318.132,00 | 197.078.466.371,28
PERUMAHAN RAKYAT DAN
: 46.352.866.129, 2.827.322.859,00
B || Griacan PEGITIAAS 5 16 6.352.866.129,00 42,827.322.859,0
KETENTERAMAN, KETERTIBAN
5. | UMUM DAN PERLINDUNGAN 10 20 81.854.530.387,00
MASYARAKAT 02
6. | SOSIAL 4 12 25.808.421.278,93 23.904.217.756,00
B | WAJIB NON PELAYANAN DASAR 52 142 | 725.382.842.151,43 | 546.508.544,166,00
7. | TENAGA KERJA 4 14 17.684.715.791,00 16.366.290.638,00
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
R e — 3 7 13.526.294.431,00 12,821.587.955,00
9. | PANGAN 3 8 15.575.971.878,00 15.076,279.315,00
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10
PERTANAHAN 2 2 181.125.519.111,49 |  30.944.960.117,00
11 | LINGKUNGAN HIDUP 6 20 199.516.021.346,00 | 191.558.719.680,00
12 gﬁﬁ?’é%ﬁ?&iﬁ;ﬁ‘unum 4 13 23.585.263.239,00 |  22.774.714.826,00
13 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 5 5 i .
DAN DESA
5. | PENGENDAIUAN FEHDURUICDAN 2 6 1.013.834.250,00 949.380.850,00
KELUARGA BERENCANA ' -
15 | PERHUBUNGAN 5 12 143.940.148.878,00 | 137.942.109.519,00
16 | KOMUNIKASI DAN INFORMASI 5 17 43.301.114.238,00 |  36.430.451.295,00
17 ﬁ%;ﬁ’fihus‘*m KECH DAY 3 10 21.608.948.200,34 |  20.601.472.490,00
18 PENANAMAN MODAL <] 8 16.804.142.624,10 16.344.810.753,00
19 | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3 10 18.092.608.669,00 |  16.253.604.577,00
20 | STATISTIK 0 0 0 0
21 | PERSANDIAN 0 0 0 0
22 | KEBUDAYAAN 2 5 16.566.136.551,50 |  15.706.369.985,00
23 | PERPUSTAKAAN 3 6 12.895.043.854,00 |  12.598.518.916,00
24 | KEARSIPAN 2 4 146.179.000,00 139.273.250,00
I PILIHAN 5 14 8.379.698.525,00 5.818.533.080,00
1 | KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 1 131.264.300,00 127.274.300,00
2 | PARIWISATA 1 3 1,671.173.500,00 1.219.962.378,00
3 | PERTANIAN 1 3 523.674.600,00 468.076.708,00
4 | PERDAGANGAN 1 4 3.778.930.100,00 3.402.043.519,00
5 | PERINDUSTRIAN 1 3 2.274.656.025,00 601.176.175,00
:1 PENUNJANG 38 625 | 1.174.635.771.837,02 | 963.851.294.815,00
1 PERENCANAAN 5 11 16.746.996.520,00 16.441.736.756,00
2 | KEUANGAN 9 21 428.145.319.603,95 | 266.385.349.163,00
3 KEPEGAWAIAN 4 13 20.911.346.080,44 25.250.744.309,00
4 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 3 6.164.243.850,00 6.038.850.550,00
5 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 2 433.315.000,00 430.070.000,00
6 | SEKRETARIAT DAERAH 11 27 92.524.795.881,45 |  82.588.919.979,00
7 | SEKRETARIAT DPRD 3 10 134.792.213.557,69 | 119.490.020.518,00
8 | PENGAWASAN 2 9 20.121.262.013,00 |  19.275.261.474,00
9 KECAMATAN 2 529 445,796.279.330,49 427.950.333.066,00
imieh T it = = 135 958 | 4.oé_i.4's'3.séb.ds§:69 |3.511.434.248.532,78

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan
kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi gedung
(kantor, gedung sekolah, puskesmas, posyandu), pengadaan buku dan alat tulis
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sekolah, tersedianya meubelair dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya
penyediaan alat angkutan (kendaraan dinas dan alat berat), terlaksananya
pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, pembangunan dan rehabilitasi
saluran drainase, terlaksananya penyediaan alat-alat kedokteran untuk kebutuhan

puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi PJU, dan rehabilitasi taman.

Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Wali Kota Tahun Anggaran 2020.

IV.2. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran
pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang

mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan kelengkapan data pendukung yang disampaikan oleh OPD terkait,
khususnya pada komponen indikator makro dikarenakan instansi yang menjadi
sumber data belum merilis update terbaru dari data-data terkait. Sehingga data
yang ditampilkan seringkali bersifat proyeksi atau prediksi (data diolah oleh tim
Bappeda);

2. Keterbatasan pemahaman OPD terhadap definisi maupun rumusan operasional
indikator kinerja sehingga berpengaruh terhadap perencanaan kegiatan yang
diusulkan OPD, dimana tujuan dan rincian kegiatan yang diusulkan belum
sepenuhnya mengarah pada pencapaian sasaran dan program RPJMD. Hal
tersebut juga menjadi kendala dalam mengkoordinasikan dan memberikan arahan
serta panduan penyusunan rencana anggaran pada masing-masing OPD;

3. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan LHP inspektorat
dikarenakan kurangnya koordinasi antara OPD dan inspektorat untuk memahami
rekomendasi hasil LHP;

4. Belum terintegrasinya system penganggaran, perencanaarn dan evaluasi kinerja,
sehingga pengukuran capaian kinerja tidak dapat terlaksana dengan optima dan

menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.

Upaya-Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian pencapaian kinerja, antara
lain:

1. Melakukan pemantauan secara berkala setiap bulan melalui rapat koordinasi
evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dan melalui
rapat koordinasi pengendalian evaluasi RKPD Triwulanan yang dilaksanakan
Bappeda dengan mengundang seluruh OPD untuk menyampaikan data progress
pencapaian sasaran dan program untuk dibahas dan menjadi bahan pengambilan
kebijakan baik dilingkup perencanaan maupun penganggaran. Progress
pencapaian indikator setiap triwulan juga dibahas pada koordinasi rutin yang
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dilaksanakan di masing-masing bidang pemegang urusan. Hasil evaluasi secara
berkala juga menjadi dasar untuk penajaman pada proses perencanaan dan
penganggaran kegiatan saat penyusunan KUA-PPAS hingga APBD Kota Tangerang
baik pada anggaran perubahan maupun murni, sehingga kegiatan yang
dilaksanakan OPD dioptimalkan untuk mendukung pencapaian indikator yang
ada di RPJM maupun RKPD setiap tahunnya;

Mempermudah proses penginputan laporan evaluasi secara berkala melalui
ketersediaan system informasi evaluasi dan pelaporan serta system informasi

monitoring dan evaluasi.

Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor pendukung

penyelesaian pencapaian kinerja, antara lain:

1.

Meningkatkan koordinasi secara berkala untuk mengevaluasi pencapaian kinerja
RPJMD yang dilaksanakan oleh OPD terkait, termasuk diantaranya melibatkan
tidak hanya kasubag perencanaan dalam rapat koordinasi namun juga bidang
terkait pada OPD, sebagiai sumber data indikator. Koordinasi juga dilakukan
dalam bentuk pembahasan secara detail terkait definisi maupun rumusan
operasional indikator untuk meningkatkan pemahaman OPD terkait indikator
kinerja sesuai tanggungjawabnya dan memastikan validitas data yang
disampaikan OPD;

Melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi vertikal yang menjadi
sumber data seperti BPS, untuk mendapatkan informasi terupdate terkait data
prediksi dan proyeksi indikator;

Mengintegrasikan system informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi
untuk mempermudah akses pengumpulan data kinerja dari OPD dan
mempermudah penilaian terhadap usulan kegiatan OPD pada saat penajaman
usulan program dan kegiatan pembangunan agar mendukung pencapaian sasaran
dan program RPJMD. Dengan adanya evaluasi berkala baik di lingkup koordinasi
maupun system informasi dapat memberikan gambaran terkait ketercapaian
indikator RPJMD sebagai bahan pengambilan kebijakan bagi pimpinan untuk
menentukan program dan kegiatan yang akan diprioritaskan;

Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur terkait tugas dan fungsi
perencanaan Kkhususnya dalam menyiapkan konsep rencana kerja dengan
berpedoman pada dokumen rencana kerja serta berdasarkan tupoksi OPD agar
selaras dengan visi-misi-tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen
RPJMD 2019-2023;

Meningkatkan kemampuan fungsional dan akuntabilitas secara
berkesinambungan bagi fungsional APIP khususnya dalam mengevaluasi kinerja
OPD;

Melakukan koordinasi dengan pihak terkait secara inten untuk mendorong
percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan mengundang

OPD dan objek pemeriksaaan secara periodik.
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BAB V
KEBIJAKAN AKUNTANSI

V.1. ENTITAS PELAPORAN

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 adalah
Pemerintah Kota Tangerang. Selain itu Pemerintah Kota Tangerang memiliki entitas
akuntansi yang terdiri dari SKPD, PPKD selaku pengguna anggaran dan kuasa BUD
Aset tidak termasuk perusahaan daerah.

V.2. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan entitas pelaporan
dan entitas akuntansi adalah basis akrual. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi
menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan
basis akrual untuk akun pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
Mengingat penyusunan APBD berdasarkan ketentuan perundang-undangan masih
menggunakan pendekatan kas, maka untuk pengakuan dan penyajian akun

pendapatan LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan menggunakan basis kas.

v.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan basis akrual sebagaimana
diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan, mulai pelaporan keuangan pemerintah daerah Tahun 2014
melalui pemberlakuan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Kebijakan Akuntansi.

Mengingat perlu disesuaikannya kebijakan akuntansi yang berlaku dengan
perkembangan peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah
Kota Tangerang menetapkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 131 Tahun 2016
tentang Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Wali Kota
Tangerang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Tangerang
Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 telah
mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dan Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Wali Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota
Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang.
Dengan demikian, penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran
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2019 diharapkan telah diterapkan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota

Tangerang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 131

Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang sebagaimana

telah diubah menjadi Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Tangerang adalah:

1. Pendapatan

a.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Tangerang yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak

perlu dibayar kembali. Secara umum, pengakuan pendapatan-LO diakui pada

saat:

1) timbulnya hak atas pendapatan (earned); dan

2) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi
baik sudah diterima pembayaran secara tunai (realized) maupun masih
berupa piutang (realizable).

Pendapatan-LO diklasifikasikan —menurut sumber pendapatan, yaitu

dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yang terdiri dari

pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah.

Pendapatan sebagaimana dimaksud di atas merupakan pendapatan yang

bersumber dari kegiatan operasional. Untuk pendapatan yang bersumber dari

kegiatan non operasional dinyatakan dalam surplus/defisit kegiatan non-

operasional.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan

pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang

bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar

kembali oleh Pemerintah Daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA adalah sebagai

berikut:

1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah
untuk seluruh transaksi BUD.

2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
untuk seluruh transaksi SKPD.

3) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh
bendahara BLUD.
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Transaksi pendapatan dalam bentuk barang tidak dilaporkan dalam LRA
melainkan harus dilaporkan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan
Keuangan, sedangkan transaksi pendapatan dalam bentuk jasa dapat tidak
dilaporkan dalam LRA melainkan cukup diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan-LRA
diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari
sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat
tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk

memperoleh pendapatan tersebut.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

a. timbulnya kewajiban yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke
Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas umum
daerah;

b. terjadinya konsumsi aset yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang
tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam
kegiatan operasional pemerintah;

c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat
penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan /berlalunya waktu.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang terdiri dari beban

pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan

sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban
transfer, dan beban tak terduga.

Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat sebesar

nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-

potongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes,
dan potongan sejenis lainnya.

Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti beban penyusutan,

beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai

dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan

berdasarkan kebijakan akuntansi.

3. Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang

mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan
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yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Pengakuan belanja terdiri dari:

a. Belanja melalui SP2D LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Daerah.

b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.

c. Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran.

d. untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui
SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi
pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran SP2D LS
tersebut menjadi bagian dari Kas yang telah ditentukan penggunaannya
sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

Belanja disajikan berdasarkan Kklasifikasi ekonomi/jenis belanja dalam Laporan

Realisasi Anggaran. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang,

belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan

belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan

nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang

sah. Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja
dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan

oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Transfer
Transfer Keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas

pelaporan lain.

Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik
penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,
yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas
Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dan akuntansi pengeluaran

pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
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ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh

Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang,

termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan

sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset nonlancar.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk

dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas atau setara kas. Aset

lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan

persediaan.

1)

2)

Kas dan Setara Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya
disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta
asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral
pada tanggal neraca. Dari sudut penguasaannya Kas terdiri dari:

a) Kas di Kas Daerah;

b) Kas di Bendahara BOS

c) Kas di FKTP

d) Kas di Bendahara Penerimaan;

e) Kas di Bendahara Pengeluaran;

fy Kas BLUD; dan

g) Kas Lainnya.

Kas diakui berdasarkan transaksi kas, yaitu transaksi penerimaan dan
transaksi pengeluaran Kkas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi
yang menambah saldo uang daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah

transaksi yang mengurangi saldo uang daerah.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap
dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan. Setara kas terdiri dari:

a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito 3 (tiga) bulan atau kurang;

b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid yang memiliki masa

jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan

dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 bulan sampai 12 (dua
belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
a) Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dua belas bulan

dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);

156
https://jdih.tangerangkota.go.id/



3)

b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh
pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Transaksi perolehan investasi jangka pendek hanya merupakan reklasifikasi

dari akun kas ke akun investasi jangka pendek. Pengukuran investasi

Jjangka pendek adalah sebagai berikut:

a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham
dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya
perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri
ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang
timbul dalam rangka perolehan tersebut.

b) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya
perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada
tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai
wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset
lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

c) Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam
bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito

tersebut.

Piutang Jangka Pendek adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai

dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan

peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang

jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah

Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang jangka pendek terdiri dari:

a) Piutang pajak daerah;

b) Piutang retribusi;

c) Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d) Piutang lain-lain PAD yang sah;

e) Piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan;

f) Piutang transfer pemerintah lainnya;

g) Piutang transfer pemerintah daerah lainnya;

h) Piutang pendapatan lainnya;

i) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;

j) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas
Lainnya;

k) Bagian lancar tagihan penjualan angsuran;

1) Bagian lancar tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

m) Uang muka; dan

n) Piutang lainnya.
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Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi

dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening

kas umum daerah. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih diakui

sebagai piutang dan dicatat sebagai piutang di neraca, apabila memenuhi

kriteria:

a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan
kewajiban secara jelas; dan

b) jumlah piutang dapat diukur;

c) waktu jatuh tempo kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai

bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar nilai piutang tetap

menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang

(sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu

dikeluarkan /disisihkan dari akun piutang.

a) Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih dilakukan
atas kriteria sebagai berikut:

i.  Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal
jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%o
(ima per mil).

ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai
dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang
ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).

iii.  Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas)
sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh
tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima

puluh persen).

iv.  Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh
empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan
piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

b) Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih
dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

i.  Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal
jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%o
(ima per mil).

ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai
dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan,
penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).

iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai
dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang
ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh
persen).

iv.  Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua belas)
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bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan
piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

c) Penyisihan terhadap piutang tuntutan ganti rugi daerah yang tidak
tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

i.  Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal
jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%o
(ima per mil).

ii. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu) sampai
dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang
ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).

iii. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas)
sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh
tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima
puluh persen).

iv.  Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua puluh
empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau
piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang
Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang
tidak tertagih 100% (seratus persen).

d) Penyisihan terhadap piutang karena perikatan perjanjian yang tidak
tertagih dilakukan atas kriteria sebagai berikut:

i. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal
jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 5%o
(ima per mil).

ii. Kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan,
penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).

iii. Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung
sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan,
penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).

iv.  Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau
piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang
Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, penyisihan piutang
tidak tertagih 100% (seratus persen).

4) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah,
misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis

pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti
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komponen bekas, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Pencatatan persediaan menerapkan 2 (dua) metode, yaitu:

a) Pendekatan beban, dimana persediaan dicatat secara periodik
berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai
satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa
barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan
bahan farmasi pada wunit pelayanan teknis /unit layanan
kesehatan/puskesmas, dan yang sejenis.

b) Pendekatan aset, dimana Persediaan dicatat secara perpetual meliputi:

i. Persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi dan perputarannya
lambat, antara lain berupa suku cadang alat berat, barang dalam
proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk
dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.

ii. Persediaan obat-obatan dan bahan farmasi pada dinas kesehatan.
Persedian yang dinilai dengan harga pembelian terakhir yaitu: Unit
persediaan yang nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis;
Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk
dijual; Barang konsumsi; Barang pakai habis;Barang cetakan; Perangko
dan materai; serta Obat-obatan dan bahan farmasi pada unit pelayanan
kesehatan. Untuk Tanah dan bangunan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat, dinilai dengan biaya perolehan masing-masing.
Sedangkan persediaan yang dinilai dengan menggunakan metode FIFO
yaitu: Unit persediaan yang nilainya material serta Obat-obatan dan bahan

kimia pada Gudang Obat.

b. Aset Nonlancar
Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak
berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan
Pemerintah Kota Tangerang atau yang digunakan masyarakat umum. Aset
nonlancar diklasifikasikan menjadi:

1) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki

lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

a) Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi
nonpermanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain dapat
berupa:

i. Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang
dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh
temponya oleh Pemerintah Daerah;

ii. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
dialihkan kepada pihak ketiga;
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iii. Dana yang disisihkan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan
masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada
kelompok masyarakat;

iv. Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan
untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti
penyertaan modal yang dimaksudkan untuk
penyehatan /penyelamatan perekonomian.

b) Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan
untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk
diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh
yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan
kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa:

i. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan
negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya
yang bukan milik negara;

ii. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat;

iii.  Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya; dan

iv.  Deposito jangka panjang.

Pengukuran investasi jangka panjang, terdiri dari:

a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya
perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain
yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

b) Investasi jangka panjang nonpermanen:

i. Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian
obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki
berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.

ii. Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk
penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk
dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai
bersih yang dapat direalisasikan.

iii. Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan
masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada
kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat
direalisasikan.

iv. Investasi jangka panjang nonpermanent dalam bentuk penanaman
modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah
(seperti proyek PIR) diukur dan dicatatsebesar biaya pembangunan
termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya

lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang
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2)

dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek
tersebut diserahan ke pihak ketiga.
Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Kota Tangerang per 31
Desember 2020 terbatas pada investasi jangka panjang permanen dalam

bentuk penyertaan modal pemerintah daerah.

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah

atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah;

Peralatan dan mesin; Gedung dan bangunan; Jalan, irigasi, dan jaringan;

Aset tetap lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset

tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan

suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya,

termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara

langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset

tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus

memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari batas minimal kapitalisasi

(capitalization threshold). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi

kedalam:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah); dan

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

¢) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya

berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian dan lainnya.

Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, yaitu:

a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan
pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan
dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap
tersebut.

b) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan
manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan
efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.

c) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan
berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang

masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di
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masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi
harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
Pengeluaran setelah perolehan awal diperlakukan sebagai berikut:

a) Peralatan dan mesin

i. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka biaya perbaikannya
diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga
tidak menambah nilai peralatan dan mesin.

ii. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka nilai perbaikannya
diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga
nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai peralatan dan mesin.

b) Gedung dan Bangunan:

i. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya
diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga
tidak menambah nilai gedung dan bangunan.

ii. Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya
diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga
nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai gedung dan bangunan.

c) Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berupa pembangunan dan
peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset
yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan

tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dilakukan terhadap aset
tetap berupa Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, irigasi,
dan jaringan; Aset tetap lainnya selain hewan, tanaman, buku
perpustakaan.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Tanah; Konstruksi dalam Pengerjaan;
Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah
dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan
penghapusan; Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan
kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan Aset tetap

lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal
sampai dengan akhir tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun
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buku berkenaan. Perhitungan penyusutan hanya dilakukan pada laporan
keuangan tahunan.

Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara tahunan.
Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari sampai dengan
Desember, maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line
method), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-
masing periode dengan jumlah yang sama.

Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu,
diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu.

Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar
perhitungan penyusutan berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor 99
Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Umur Ekonomis Barang
Milik Daerah.

3) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran

4)

untuk kebutuhan belanja pada masa datang. Dana cadangan dirinci
menurut tujuan pembentukannya.

Pembentukan dana cadangan dicatat sebesar nilai perolehan berupa jumlah
yang dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana
Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti SP2D (LS), sesuai dengan
proses pengenatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pencairan Dana cadangan dicatat sebesar nilai yang terealisasi berupa
jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening
Kas Umum Daerah berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit
(rekening koran bank), sesuai dengan proses penatausahaan yang

menggunakan mekanisme LS

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat

diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan
dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah Tagihan Jangka
Panjang; Kemitraan dengan Pihak Ketiga; Aset Tak Berwujud; dan Aset lain-
lain.
a) Tagihan Jangka Panjang, terdiri dari:

i. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) menggambarkan jumlah yang

dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara
angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah.
ii, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) adalah sejumlah uang atau

barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan
kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan ganti kerugian daerah diakui ketika putusan tentang kasus
TGR terbit yatiu dapat berupa Surat Keterangan Tanggungjawab
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b)

Mutlak (SKTJM) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan
Penggantian Kerugian (SKPPK).
TPA dan TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

neraca disajikan sebagai aset lancar.

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua
pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan
kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset
dan/atau hak usaha yang dimiliki. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
terdiri dari: Sewa; Kerjasama Pemanfaatan; Bangun Guna Serah; Bangun
Serah Guna;

Aset tak berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat
diindentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya, termasuk hak kekayaan intelektual. ATB terdiri dari
Goodwill, Hak Paten atau Hak Cipta; Royalti; Software; Lisensi dan

Waralaba; Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka

panjang; Aset Tidak Berwujud Lainnya; Aset Tidak Berwujud dalam

Pengerjaan;

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

i. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang
yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB
tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau
dinikmati oleh entitas; dan

ii. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan handal.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak
berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Metode amortisasi
yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method),
dimana metode ini menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing
periode dengan jumlah yang sama.

Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada
awal sampai dengan akhir tahun buku, dianggap diperoleh pada awal
tahun buku berkenaan. Amortisasi aset tak berwujud dihitung terhadap
harga perolehan secara tahunan. Hal ini berarti jika aset tak berwujud
diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember, maka aset
tersebut diamortisasi selama satu tahun penuh.

Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar
perhitungan penyusutan berdasarkan pada Peraturan Wali Kota Nomor
99 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Umur Ekonomis
Barang Milik Daerah.
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d) Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan
dari penggunaan aktif pemerintah. Hal ini dapat disebabkan karena
rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena
sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa
beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat
dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

7. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah
Daerah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena
penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan,
entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah
Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada
pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan,
kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi
pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari

kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban disajikan berdasarkan klasifikasi jangka waktu pembayarannya, yaitu:

1) Kewajiban Jangka Pendek, adalah kewajiban yang diharapkan untuk dibayar
atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Belanja; dan Utang Jangka Pendek
Lainnya.

a) Utang PFK yaitu utang pemerintah daerah kepada fihak lain sehubungan
kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan
lainnya, seperti PPh, PPN, iuran Taspen, Iuran Asuransi kesehatan (BPJS),
Taperum. Utang PFK diakui apabila pada akhir periode pelaporan (akhir
tahun anggaran) masih terdapat saldo pungutan/potongan PFK yang belum
disetorkan kepada pihak lain yang terkait.

b) Utang Bunga terjadi karena adanya penarikan pinjaman oleh pemerintah
daerah. Utang bunga diakui apabila pada akhir periode pelaporan telah
muncul biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban
pemerintah daerah namun belum dibayar. Utang bunga atas utang
pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan
sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah akun kewajiban yang
merupakan reklasifikasi dari kewajiban jangka panjang yang akan dibayar
(jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua
belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan dapat direklasifikasi ke akun
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Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang yang dilaporkan di bawah
kelompok Kewajiban jangka Pendek.

d) Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima di
Kas Daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah karena masih terdapat
kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari
sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut.

e) Utang Belanja merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak
pengadaan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum
dibayarkan. Utang belanja dicatat sebesar nilai pengadaan barang dan jasa
yang sudah diterima oleh pemerintah daerah, namun belum dibayarkan
sampai akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).

f) Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak
termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar
lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan
keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan
dengan Kkarakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang
pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang
masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai
tersebut.

2) Kewajiban Jangka Panjang, adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang

jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka
Panjang terdiri dari Utang Dalam Negeri; dan Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya.
Pembiayaan dianggarkan di dalam anggaran PPKD, sehingga kewajiban jangka
panjang hanya akan muncul di dalam Neraca PPKD dan Neraca Pemda.
Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman diakui pada saat dana
diterima di rekening Kas Umum Daerah. Saat ini Pemerintah Kota Tangerang

tidak memiliki Kewajiban jangka panjang.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

8. Ekuitas
Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset
dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo
akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
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BAB VI
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada
laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan,
Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Selain itu menjelaskan pula
mengenai posisi perubahan saldo anggaran lebih dan posisi perubahan ekuitas, serta
penjelasan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran kas selama tahun anggaran
2020. Penjelasan atas akun-akun tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan

dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020.
VI.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

VI.1.1. PENDAPATAN - LRA

Pada Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar
Rp3.609.275.478.525,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.648.663.446.803,00 atau
101,09% dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah untuk Tahun
Anggaran 2020 yang telah diterima di Kas Daerah terdiri dari:

Tabel 6.1. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019

No Uraian
(Rp) Rp % (Rp)

1 | Pendapatan Asli 1.464.562.583.407,00 | 1.649.002.723.454,00 | 112,59 | 2.027.112.805.905,00

Daerah
2 | Pendapatan Transfer 1.883.697.295.182,00 | 1.791.519.383.349,00 | 95,11 | 2.106.120.187.924,00
3 #"m"“ampendapata“ 261.015.599.936,00 | 208.141.340.000,00 | 7974 | 144.426.360.000,00
ang Sah
Jumlah 3.609.275.478.525,00 |3.648.663.446.803,00| 101,09 14.277.659.318.104,00

Berdasarkan data di atas, diketahui realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah
tidak melampaui target sebesar Rp52.874.259.936,00 atau 20,25% dan realisasi
pendapatan transfer juga tidak mencapai target sebesar Rp92.177.911.833,00 atau
4,89%. Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2020 dapat melebihi
target sebesar Rp184.440.140.047,00 atau 12,59% meskipun terjadi penurunan target
jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019. Serta realisasi Lain-lain
Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan meskipun tidak mencapai target jika
dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar 44,12% atau
Rp63.714.980.000,00.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada Grafik
VI.1 berikut:
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Grafik VI.1. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

BPAD @ Pendapatan Transfer @ Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota
Tangerang pada Tahun 2020 sudah lebih mandiri dalam menjalankan urusan yang
menjadi kewenangannya, dimana Pendapatan Asli Daerah mencapai 45,19% dari total

Penerimaan Pendapatan Daerah

VI.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 yang telah diterima oleh
Kas Daerah terdiri dari:

Tabel 6.2. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020

: i2019
. Anggaran 2020 Realisasi 2020 Replisas
No URAIAN (Rp)
(Rp) =
: Rp %
1 | Pajak Daerah 1.247.328.691.569,00 | 1.364.323.174.430,00 | 109,38 1.760.354.444.860,00
2 Retribusi Daerah 52.398.045.250,00 62.933.916.205,00 | 120,11 54.134.890.177,00
3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang 14.064.131.363,00 14.064.131.359,00 | 100,00 12.179.498.355,00
Dipisahkan
4 | Lain-lain PAD yang Sah | 150.771.715.225,00 207.681.501.460,00 | 137,75 200.443,972.513,00
Jumlah 1.464.562.583.407,00 | 1.649.002.723.454,00 | 112,59 | 2.027.112.805.905,00

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Asli
Daerah  melampaui target yang  ditentukan, dari anggaran  sebesar
Rp1.464.562.583.407,00 terealisasi sebesar Rp1.649.002.723.454,00 atau 112,59%.
Adapun dari sisi besaran persentase, penerimaan yang memberikan kontribusi
terbesar terhadap pelampauan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Lain-lain
PAD yang Sah sebesar Rp207.681.501.460,00 dengan persentase sebesar 137,75%.

VI.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang
berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana
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telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Jumlah Pajak Daerah yang dapat dipungut serta

disetorkan ke Kas Daerah selama tahun anggaran 2020 terdiri dari:

Tabel 6.3. Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020

No Uraian ; ] - - - e
- - (Rp) Rp % Rp

1. | Pajak Hotel 23.921.021.105,00 29.377.418.050,00 | 122,81 56.086.692.221,00
2. | Pajak Restoran 137.500.000.000,00 146.370.470.083,00 | 106,45 300.842.587.839,0(
3. | Pajak Hiburan 6.484.131.708,00 6.609.622.557,00 | 101,94 26.240.043.350,00
4. | Pajak Reklame 12.803.770.225,00 16.172.643.880,00 | 126,31 23.449.475.504,00)
5. j:iﬁ S 193.115.537.996,00 195.228.011.717,00 | 101,09 199.164.964.217,00
6. | Pajak Parkir 41.566.149.523,00 42.164.431.218,00 | 101,44 70.847.014.449,00
7. | Pajak Air Tanah 4.304.806.939,00 4.712.024.186,00 | 109,46 5.831.875.398,0(
g, || SESSundan 428.134.624.536,00 449.719.862.627,00 | 105,04 484.651.882.792,0(

Bangunan

Bea Perolehan Hak
9. | Atas Tanah dan 399.498.649.537,00 473.968.690.112,00 | 118,64 593.239.909.090,00

Bangunan

Jumlah 1.247.328.691.569,00 | 1.364.323.174.430,00 | 109,38 | 1.760.354.444.860,00

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa seluruh pendapatan pajak
melampaui target. Realisasi pajak daerah dengan pencapaian tertinggi terdapat pada
realisasi penerimaan Pajak Reklame sebesar 126,31% atau melebihi target sebesar
Rp3.368.873.655,00.

Adapun perbandingan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan
2019 dapat dilihat pada Grafik VI.2 berikut:

Grafik VI.2. Perbandingan Realisasi Pajak Daerah TA 2019 - 2020
(dalam miliar rupiah)
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Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa, seluruh komponen Pajak Daerah
pada Tahun Anggaran 2020 memiliki realisasi penerimaan yang lebih kecil

dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2019.

VI.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung pendapatan yang
berasal dari retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jumlah
Retribusi Daerah yang dapat dipungut serta telah disetorkan ke Kas Daerah selama

Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

Tabel 6.4. Pendapatan Retribusi Daerah

= S Anggaran 2020  Realisasi 2019
No ' Uraian EERIAn SYen i | St
i _ (Rp) Rp % Rp

I. | Retribusi Jasa Umum 17.443.685.850,00 | 19.167.438.083,00 | 109,72 | 19.266.053.497,00

L; Pelayanan Kesehatan 401.058.000,00 468.714.607,00 116,87 407.296.000,00
Pelayanan

B s S W 11.500.000.000,00 12.389.137.077,00 | 107,73 | 12.668.542.308,00

g | $Sieyanan Fenalaman & 0,00 214.320.000,00 0.00 236.847.000,00
Pengabuan Mayat

4. | Parkir Tepi Jalan Umum 0,00 0,00 0.00 0,00

5 | Peagupen Kendaraan 3.757.905.000,00 4.363.759.700,00 | 116,12 4.175.645.000,00
Bermotor

g, | DEnEtEman Al PRhadey 376.780.250,00 412.977.363,00 | 109,61 527.946.089,00
Kebakaran
Pemakaian Kekayaan

£ Daerah (sewa lahan 0,00 0,00 0,00 0,00
u/reklame)

8. | Retribusi Bus Rapid Transi 1.116.888.000,00 956.421.586,00 | 85,63 980.666.000,00

g, | Retoius Pelagenan 291.054.600,00 362.107.750,00 | 124,41 269.111.100,00
Tera/Tera Ulang
Retribusi Dana Non

10. | Kapitasi JKN Pada FKTP 0.00 0.00 0,00 0,00
Non BLUD

II. | Retribusi Jasa Usaha 3.916.859.400,00 | 5.419.600.000,00 | 138,37 | 5.222.720.500,00

£y, | FRMRaRKeRayoan 2.269.241.400,00 3.618.097.000,00 | 159,44 |  2.592.210.500,00
Daerah

12. | Terminal 53.278.000,00 57.668.000,00 | 108,24 83.870.000,00

13. | Parkir Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00

14. | Penyedotan Kakus 753.480.000,00 779.525.000,00 | 103,46 1.110.920.000,00

15. | Rumah Potong Hewan 451.870.000,00 517.350.000,00 | 114,49 475.125.000,00

16, | Teepat Rekreast dam 388.990.000,00 446.960.000,00 | 114,90 960.595.000,00
Olahraga

e, | TRESIAMUSL Realaa 31.037.500.000,00 | 38.346.878.122,00 | 123,54 | 29.646.116.180,00
Tertentu

17. | ljin Mendirikan Bangunan |  26.000.000.000,00 | 31.802.815.022,00 | 122,32 | 25.742.008.280,00

18. | Ljin Gangguan 0,00 0,00 0,00 0,00

19. | IMTA 5.000.000.000,00 6.506.563.100,00 | 130,13 3.847.857.900,00

20. | Ijin Trayek 37.500.000,00 37.500.000,00 | 100,00 56.250.000,00
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e 2 Anmra:i 2020 - RealisasizlJZO : i':::i': i RaaHEaSi 019
No . YTralan nagaTan 4l : e = B e
i (Rp) Rp o —
Jumlan | 52398.045.250,00 | 62.933.916.205,00 | 120,05 | 54.134.890.177,00

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa retribusi yang dikelola pada Tahun
Anggaran 2020 mencapai target, hampir seluruhnya memiliki realisasi di atas 100%,

kecuali untuk Retribusi Bus Rapid Transit sebesar 85,63%,.

Pelampauan persentase realisasi tertinggi adalah pada Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah  sebesar 159,44% atau melampaui target sebesar
Rp1.348.855.600,00.

Khusus untuk realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sebesar Rp3.618.097.000,00 telah termasuk di dalamnya penerimaan retribusi yang
berasal dari penerimaan penyewaan Tanah dan  Bangunan  sebesar
Rp1.148.895.400,00, Sewa Rumah Susun yaitu sebesar Rp2.463.101.600,00,
penerimaan sewa aula Al-Amanah Pusat Pemerintahan Kota Tangerang dan Gedung
MUI yaitu sebesar Rp2.500.000,00, dan penerimaan sewa kios halte yaitu sebesar
Rp3.600.000,00.

Total realisasi penerimaan Retribusi Daerah pada Tahun 2020 sebesar
Rp62.933.916.205,00 lebih besar jika dibandingkan realisasi penerimaan Retribusi
pada Tahun 2019 sebesar Rp54.134.890.177,00 maka terdapat penaikan sebesar
Rp8.799.026.028,00 atau 16,25%. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019,
Realisasi Retribusi Tahun 2020 yang mengalami kenaikan yaitu Retribusi Pelayanan
Kesehatan sebesar 15,08%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 4,51%,
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang 34,56%, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
sebesar 39,58%, Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 8,89%, Retribusi [in
Mendirikan Bangunan sebesar 23,54% dan Retribusi [jin Memperkerjakan Tenaga
Asing (IMTA) sebesar 69,10%. Namun jika dilihat per jenis retribusi, terdapat realisasi
penerimaan retribusi yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun
Anggaran 2019 yaitu Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar 2,21%,
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar 9,51%, Retribusi
Pemeriksa Alat Pemadam Kebakaran sebesar 21,78%, Retribusi Bus Rapid Transit
sebesar 2,47%, Retribusi Terminal sebesar 31,24%, Retribusi Penyedotan Kakus
sebesar 29,83%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 53,47% dan
Retribusi Ijin Trayek sebesar 33,33%.

VI.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan
akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas

penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Untuk tahun anggaran 2020,
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realisasi sebesar Rp14.064.131.359,00 atau 100% dari target yang sama. Pendapatan

ini berasal dari pendapatan deviden, yang terdiri dari:

Tabel 6.4. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

: = Realisasi 2020
No Uraian Anggaran 2020 (Rp) Realisasi 2019 (Rp)
Rp %

Pendapatan Deviden Bank
1% BJB P 11.763.588.907,00 11.763.588.907,00 100,00 11.185.544.015,00
2. | Pendapatan Deviden PDAM 2.300.542.456,00 2.300.542.452,00 100,00 574.475.617,00

Pendapatan Deviden PD
3.

Pasar 0,00 0,00 0,00 0,00
4. | Pendapatan PT. TNG 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH 14.064.131.363,00 14.064.131.359,00 100,00 | 12.179.498.355,00

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa seluruh pendapatan dari
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar 100,00%.
Realisasi tersebut berasal dari Penerimaan Pendapatan Deviden Bank BJB dan
Pendapatan Deviden PDAM sebesar Rp14.064.131.359,00 atau (100,00%).

VI.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok
penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada Tahun
Anggaran 2020 pos ini terdiri dari:

Tabel 6.5. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
NO Uraian -, :
(Rp) Rp % (Rp)
Hasil Penjualan Aset
1. | Daerah yang Tidak 120.000.000,00 5.500.000,00 4,58 77.839.705,00
Dipisahkan
2. Penerimaan Jasa Giro 5.000.000.000,00 7.853.300.515,00 | 157,07 11.404.874.491,00
g (EeiernacniBined 9.864.071.046,00 | 15.458.879.780,00 | 156,72 | 25.786.027.386,00
Deposito
4, | TuatuEn Gt Rug 78.612.000,00 74.386.897,00 | 94,63 116.366.671,00
Daerah
Denda atas
5. | Keterlambatan 0,00 194.306.302,00 367.071.841,00
Pelaksanaan Pekerjaan
6. | Pendapatan Denda Pajak 999.500.000,00 5.955.667.446,00 | 595,86 14.386.752.091,00
7 || tddpatanDetda 0,00 25.232.250,00 44.777.927,00
Retribusi
Pe y i
8. endapa?an Hasil . 0,00 79.690.850,00 122.031.250,00
Elksekusi atas Jaminan
QURR{RE S SR E R 0,00 378.466.227,00 769.481.286,00
Pengembalian
10. | Penerimaan lain-lain 4.372.875.733,00 5.296.951.488,00 | 121,13 6.830.691.038,00
11. | Dana Kapitasi JKN 2.841.058.889,00 2.952.818.000,00 | 103,93 2.682.176.382,00
12. | Pendapatan dari BLUD 127.495.597.557,00 | 169.380,051.697,00 | 132,85 | 137.817.632.165,00
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Sl P s DR

Denda Penerimaan Lain-

13. lain PAD Yang Sah 0,00 26.250.000,00 38.250.000,00

JUMLAH 150.771.715.225,00 | 207.681.501.460,00 | 137,75 | 200.443.972.513,00

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2020,
realisasi penerimaan dengan capaian persentase terbesar adalah Denda Pajak, yaitu
595,86% atau Rp5.955.667.446,00. Total realisasi penerimaan pada Tahun 2020
sebesar Rp207.681.545.560,00 Jika dibandingkan dengan total realisasi penerimaan
pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp200.443.972.513,00, maka terjadi kenaikan
sebesar Rp7.237.528,947,00 atau sebesar 3,61%.

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat realisasi Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah yaitu Dana Kapitasi JKN
pada FKTP sebesar Rp2.952.818.000,00, Pendapatan BLUD RSUD Kota Tangerang
sebesar Rp108.806.861.501,00, Pendapatan Dari BLUD UPT Puskesmas dan
Labkesda sebesar Rp60.573.234.296,00, dan pendapatan Penerimaan Lain-lain PAD
yang Sah berupa pengembalian belanja tahun sebelumnya sesuai Laporan Hasil
Pemeriksaan Inspektorat Kota Tangerang pada pengelolaan Dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Negeri  sebesar
Rp155.807.080.000,00. Pengelolaan penerimaan yang tidak diterima di Rekening Kas
Umum Daerah tersebut diatur tersendiri oleh Peraturan Perundangan yang berlaku,

yaitu:

(1) Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan

(2) Pendapatan BLUD yang diatur Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

(3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun
2018 tentang Petunjuk Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan
Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja daerah.

VI1.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan
transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan
transfer dana lainnya, dan transfer dari Pemerintah Provinsi, serta Bantuan Keuangan.
Untuk Tahun Anggaran 2020 Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh

Pemerintah Kota Tangerang melalui Kas Daerah, yaitu:
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Tabel 6.6. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020

0 R Sl Afiearan 2020 \ Realisasi 202
No ~ Uraian Anggamn i ks e 05
L e (Rp) L Rpy
Transfer Pemerintah
1. | Pusat-Dana 1.400.135.373.059,00 | 1.355.486.855.234,00 | 96,81 | 1.395.236.946.133,00
Perimbangan
Transfer Pemerintah
2. | Pusat-Lainnya 78.196.496.000,00 78.196.496.000,00 | 100,00 44.332.710.000,00
Transf ‘
g P;an_s v 360.365.426.123,00 312.836.032.115,00 | 86,81 626.550.531.791,00
OVIIS1
4. | Bantuan Keuangan 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 | 100,00 40.000.000.000,00
JUMLAH |.883.697.295.182,00 | 1.791.519.383.349,00 | 95,11 | 2.106.120.187.924,00

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada Tahun 2020 realisasi
Pendapatan Transfer mencapai realisasi sebesar 95,11% dan jika dibandingkan
dengan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer pada Tahun Anggaran 2019 maka
terjadi penurunan sebesar Rp314.600.804.575,00 atau 14,94%. Selama Tahun
Anggaran 2020 penerimaan terbesar adalah pada Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
dan Bantuan Keuangan sebesar Rp78.196.496.000,00 dan Rp45.000.000.000,00 atau
100,00%.

VI.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat — Dana Perimbangan

Transfer Pemerintah Pusat — Dana Perimbangan merupakan akun untuk
menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk
dana perimbangan, untuk tahun anggaran 2020 realisasi penerimaan akun ini terdiri
dari:

Tabel 6.7. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan

Anggaran 2020
Nok| il Uealan | o | T —
' R e SRl

Realisasi 2020 |  Realisasi 2019

1. | Dana Bagi Hasil Pajak 317.201.257.477,00 283.344.280.881,00 | 89,33 222.456.438.682,00

1.1| PBB 7.118.267.947,00 5.655.630.350,00 | 79,45 6.591.905.941,00
1.2| PPh Orang Pribadi 310.062.125.530,00 277.677.984.231,00 | 89,56 215.864.532.741,00
2. | Bagi Hasil SDA 2.549.652.234,00 1.592.030.901,00 | 62,44 1.413.541.815,00
gy | BAst Hasil dari Provisi 79.501.000,00 47.446.250,00 | 59,68 32.354.400,00
Sumber Daya Hutan
Bagi Hasil dari
9.o| Pungutan 1.418.361.000,00 788.276.289,00 | 55,58 590.155.800,00
Pengusahaan
Perikanan
Bagi Hasil dari
2.3| Pertambangan Panas 170.349.000,00 133.961.800,00 | 78,64 137.453.515,00

Bumi

Bagi Hasil Sumber
2.4| Daya Alam 634.869.258,00 622.346.562,00 | 98,03 623.397.845,00
Pertambangan Umum

Bagi Hasil dari Dana

2.5 . :
Reboisasi

17.271.826,00 0,00 0.00
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 Anggaran 2020 L  Realisasi 2020

No|  Uraian

3. | Dana Alokasi Umum 846.130.955.000,00 843.004.535.000,0 99,63 964.844.367.000,00

4. | Dana Alokasi Khusus 234.253.508.348,00 227.546.008.452,00 | 97,14 206.522.598.636,00

~ Jumlah  400.135.373.059,00 | 1.355.486.855.234,00 | 96,81 | 1.395.236.946.133,00

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa realisasi penerimaan yang berasal
dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat — Dana Perimbangan adalah sebesar
96,81%. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Dana Perimbangan pada
Tahun Anggaran 2019, terjadi penurunan sebesar Rp39.750.090.899,00 atau 2,85%.
Realisasi tertinggi dihasilkan dari Sumber Daya Alam Pertambangan Umum yaitu
sebesar Rp622.346.562,00 atau mencapai 98,03%. Realisasi Dana Alokasi Umum ini
berdasarkan alokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun
2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 mengalami
kenaikan. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp227.546.008.452,00 terdiri dari DAK Fisik
sebesar Rp9.548.657.075,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp217.997.351.377,00. DAK
Fisik yang diterima diantaranya diperuntukkan untuk Rehabilitasi Prasarana Belajar
PAUD dan Pengadaan Sarana Belajar PAUD Sebesar Rp211.852.000,00, Penyediaan
Alat Kesehatan sebesar Rpl1.966.993.129,00, Pengadaan Sarana Prasarana Klinik
Pelayanan KB dan Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan sebesar
Rp391.345.000,00, Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit Covid 19
sebesar Rp4.258.467.946,00 dan Pengadaaan alat pengumpul dan pengangkut
sampah sebesar Rp2.719.999.000,00. DAK Non Fisik yang diterima diperuntukkan
untuk Dinas Pendidikan sebesar Rp150.968.183.000,00, Dinas Kesehatan sebesar
Rp45.348.684.979,00, Dinas Pendudukan dan  Catatan  Sipil sebesar
Rp5.101.175.398,00, Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp387.358.000,00 dan BPKD
sebesar Rp16.191.950.000,00.

VI.1.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Akun Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan akun untuk

menampung penerimaan yang berasal dari Dana Penyesuaian, terdiri dari:

Tabel 6.8. Transfer Pemerintah Pusat — Lainnya

Bl  Anggaran 2020 Realisasi2020 |  Realisasi 2019
' ol j (Rp) 5 [Rp] i % bl ar | [RP] Al
L. Tunjangan Profesi 0,00 0,00 0,00 0,00
Guru
2. | Dana Insentif Daerah 78.196.496.000,00 78.196.496.000,00 (100,00 44.332.710.000,00
- Jumlah : 78.196.496.000,00 ' 78.196.496.000,00 | 100,00 : 44.332.710.000,00

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa realisasi penerimaan Transfer
Pemerintah Pusat-Lainnya pada Tahun 2020 seluruhnya berasal dari komponen Dana
Penyesuaian berupa Dana Insentif Daerah. Dana Insentif Daerah diberikan kepada
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Pemerintah Kota Tangerang yang berhasil memenuhi 3 (tiga) kriteria yaitu
Penyusunan APBD tepat waktu, Evaluasi Provinsi atas RAPBD tepat waktu dan
meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD.

VI.1.1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi

Akun Transfer Pemerintah Provinsi merupakan akun untuk menampung
penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil lainnya. Untuk realisasi
penerimaan Tahun Anggaran 2020 sepenuhnya berasal dari bagi hasil pajak dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 6.9. Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran2020 A Raa_l,i_sé.s'l-"zo'?zb ‘Real 512019 !
No ~ Uraian =l ; —— S L
M s e [Rp] 7 ; - R'lsc : . sog i 55':“ IRP’ 40
1. | PkB 129.560.491.213,00 | 121.900.352.547,00 | 94,09 226.267.585.017,00
2. | BBNKB 90.176.351.016,00 |  62.093.591.015,00 | 68,86 169.464.962.056,00
3. | PBBKB 89.751.853.760,00 | 66.406.936.523,00 | 73,99 156.488.380.071,00
4. | Pajak Air Permukaan 3.261,905.718,00 2.607.073.258,00 | 79,92 5.028.670.598,00
5, g;’::fagl Hasil Pajaks 47.614.824.416,00 | 59.828.078.772,00 | 125,65 69.300.934.049,00
Jumlah | 360.365.426.123,00 | 312.836.032.115,00 | 86,81 |  626.550.531.791,00

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa secara keseluruhan realisasi
penerimaan untuk akun ini sebesar Rp312.836.032.115,00 (86,81%) tidak melampaui
target penerimaan dari yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena hampir
seluruh Bagi Hasil Pajak tidak tercapai. Jika dibandingkan dengan realisasi
penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Tahun Anggaran 2019, maka
terjadi penurunan sebesar Rp313.714.499.676,00 atau 50,07%.

VI.1.1.2.4. Bantuan Keuangan

Akun Bantuan Keuangan merupakan akun untuk menampung penerimaan
yang berasal dari Bantuan Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2020, penerimaan
Bantuan Keuangan seluruhnya berasal dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah
Daerah Provinsi yang dianggarkan dan direalisasikan dalam bentuk penerimaan dari
Pemerintah Provinsi Banten. Realisasi penerimaan bantuan keuangan Tahun
Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.10. Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020

Realisasi 2019

AN . |~ Realisasi 2020 T
Anggaran 2020 i T [Rp)

(Rp)

No |  Uraian

e

Bantuan Keuangan dari

L. 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 40,00 40.000.000.000,00
Provinsi Banten

Jumlah 45.000.000.000,00 45.000.000.000,00 | 100.00 | 40.000.000.000,00
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Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa terdapat kenaikan sebesar
Rp5.000.000.000,00 atau 12,5%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

VI.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan akun untuk menampung
penerimaan yang berasal dari hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pada
Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kota Tangerang menganggarkan Pendapatan
Hibah dari Pemerintah Pusat dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk sector
pariwisata sebesar Rpl104.668.520.000,00 dengan realisasi penerimaan sebesar
Rp52.334.260.000,00, dan menganggarkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Daerah Lainnya sebesar Rp156.347.079.936,00 dengan realisasi penerimaan sebesar
Rp155.807.080.000,00.

VI.1.2. BELANJA

Sebagai penerapan dari kebijakan belanja daerah, maka pada Tahun
Anggaran 2020 akun Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp4.058.746.417.063,09
dan direalisasikan sebesar Rp3.508.696.005.532,78 atau 86,45%, sehingga terdapat
sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp550.050.411.530,31 atau 15,67%. Rincian
mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik
melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran SKPD, FKTP, BLUD dan Satuan
Pendidikan Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 6.11. Rincian Alokasi Belanja Daerah

=Sk | elEsrema e _ Anggaran 2020 . Realisasi2020 Realisasi 2019
ol | raian - AnEpaa ! ; _ ; i) i Renlisasla010.
o S R SRRl e T R el S RN
i, || Eems 3.392.851.496.330,36 | 3.147.357.742.439,88 | 92,76 | 3.429.688.543.026,00

Operasional
2. | Belanja Modal 491.538.048.346,73 278.145.148.771,90 | 56,59 880.363.219.623,00
g, || BelamiaTak 174.356.872.386,00 83.193.114.321,00 | 47,71 58.665.053.367,00
Terduga
Jumlah 4.058.746.417.063,09 | 3.508.696.005.532,78 | 86,45 | 4.368.716.816.016,00

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa realisasi belanja baik Belanja
Operasi maupun Belanja Modal serta Belanja Tak Terduga seluruhnya berada di
bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realisasi terendah pada akun Belanja
Tidak Terduga yaitu sebesar 86,47%.

Pada Tahun 2020, untuk menangani dampak pandemik Covid-19 telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp241.593.598.253,09 dan direalisasikan sebesar
Rp148.751.456.670,65 yang terdiri dari alokasi pada belanja tidak terduga sebesar
Rp170.164.223.386,00 dan direalisasikan sebesar Rp82.693.114.350,65 serta alokasi
belanja pada program kegiatan sebesar Rp71.429.374.867,09 dan direalisasikan
sebesar Rp66.058.342.320,00.
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VI.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan akun pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari-hari Pemerintah Kota Tangerang yang memberi manfaat jangka pendek. Akun

Belanja Operasi terdiri dari:

Tabel 6.12, Belanja Operasi

7  Anggaran 2020 ii!ca'lisasi.zﬁz'b Realisasi 2019
S i R Rp % R e
1. Belanja Pegawai 1.440.645.549.126,05 1.375.906.414.013,00 | 95,51 1.451.645.616.203,00
2. Belanja Barang 1.796.456.332.725,31 1.683.063.937.951,88 | 93,69 1.939.364.962.863,00
3. Subsidi 4.537.934.000,00 0,00 0,00 0,00
4. Hibah 151.211.680.479,00 88.387.390.475,00 | 58,45 38.677.963.960,00
Jumlah 3.392.851.496.330,36 | 3.147.357.742.439,88 | 92,76 | 3.429.688.543.026,00

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa realisasi pengeluaran Tahun
Anggaran 2020 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp3.147.357.742.439,88
(92,76%) dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.392.851.496.330,36
dengan sisa anggaran sebesar Rp245.493.753.890,48 (7,80%).

Apabila dibandingkan dengan total realisasi pengeluaran pada pos Belanja
Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.429.688.543.026,00 maka terjadi
penurunan realisasi pengeluaran sebesar Rp282.330.800.586,12 (8,23%). Berikut

penjelasan ringkasan mengenai realisasi Belanja Operasi Tahun 2020, yaitu sebagai

berikut:

|. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rpl1.375.906.414.013,00
(95,5%) dengan sisa anggaran sebesar Rp64.739.135.113,05 (4,49%). Adapun

rincian dari realisasi belanja pegawai yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.13. Rincian dari Realisasi Belanja Pegawai

_ Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
e Y : : _ si
(Rp) Rp B (Rp)
1 | Belanja Gaji dan Tunjangan 741.755.852.275,24 700.905.347.590,00 | 94,49 | 702.868.816.659,00
2 s;‘;"j" Texkalian fenghasiian 616.762.731.325,81 507.427.078.353,00 | 96,86 | 611.831.747.529,00
Belanja Penerimaan lainnya
3 | Pimpinan dan anggota DPRD 21.686.243.875,00 91.039.243.875,00 | 97,02 | 21.165.853.404,00
serta KDH/WKDH
Insentif Pemungutan Pajak
4 1.011.813.880,00 1.011.144.918,00 | 99,93 |  52.159.385.106,00
Daerah
B i i i 0.00 0.00 2.339.592.623,00
Daerah
5] Honorarium PNS 0.00 0.00 0,00
7 | Honorarium Non PNS 53.785.542.270,00 49.880.233.777,00 | 92,74 |  52.247.299.222,00
8 gg’;"ra”“m Fengelolaan Dans 5.643.365.500,00 5.643.365.500,00 | 100,00 9.032.921.660,00
9 Biaya Penghasilan Lainnya 0.00 0.00 0,00
Jumlah 1.440.645.549.126,05 | 1.375.906.414.013,00 | 95,5 |1.451.645.616.203,00
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Pada Tahun Anggaran 2020, Realisasi belanja pegawai tersebut telah termasuk
realisasi  belanja pegawai pada RSUD Kota  Tangerang  sebesar
Rp39.616.221.777,00 yang ditujukan untuk pembayaran gaji PTT/honorer dan
tunjangan penghasilan non PNS serta belanja pegawai Dana BOS pada Satuan
Pendidikan Negeri sebesar Rp5.643.365.500,00,00 yang ditujukan untuk
pembayaran honorarium pengelolaan Dana BOS.

Kas Umum Daerah yang diatur tersendiri oleh Peraturan Perundangan yang

berlaku, yaitu:

a. Pengeluaran belanja FKTP diatur Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014
tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
dan

b. Pengeluaran belanja BLUD diatur Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah terakhir
kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;

c. Pengeluaran Dana BOS diatur pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban
Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang
diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
daerah.

Belanja Barang untuk Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar
Rp1.683.063.937.951,88 atau 93,69% dari anggaran yang telah ditetapkan
sebesar Rp1.796.456.332.725,31 dengan sisa anggaran sebesar
Rp113.392.394.773,43 (6,31%). Realisasi pos belanja ini terutama digunakan
untuk memenuhi kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan barang cetakan,
pembayaran tagihan air, listrik, dan telepon, penyediaan bibit tanaman dan ternak,
persediaan obat, penyediaan bahan material untuk pemeliharaan bangunan dan
gedung dan jaringan irigasi, honorarium Non PNS serta penanganan Covid-19.
Pengeluaran belanja barang ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada
setiap SKPD serta BLUD dan Satuan Pendidikan Negeri pengelola Dana BOS.

Adapun rincian dari Belanja Barang dan Jasa yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.14. Rincian Belanja Barang dan Jasa

o S Anggaran20200 | Realisasi20200
1 | Belanja Bahan Pakai Habis 96.422.328.707,00 86,108,568.793,00 | 89,30 80.237.676.662,00
2 | Belanja Bahan/Material 54.137.354.515,00 51.891,566.747,00 | 95,85 50.466.866.106,00
3 | Belanja Jasa Kantor 463.039.925.957,00 445.446.012.583,00 | 96,20 474.765,077.179,00
4 | Belanja Premi Asuransi 134.678.000,00 57.974.317,00 | 43,05 72.691.402,00
g |EPeeakTermwian Keadarnin 35.829,550.707,00 31,697.330.744,00 | 88,47 39.079.632.658,00
Bermotor
6 | Belanja Cetak dan Penggandaan 23.976.442.918,00 23.047.141.113,00 | 96,12 46.738.705.329,00
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No
g | BekujaSewm 5.618.455 4 1585
Rt Mty Gilangiiikiti .618.455.000,00 .879.300.000,00 | 86,84 9.046.510.854,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 369.900.000,00 140.650.000,00 | 38,02 912.353.772,00
Belanja Sewa Alat Berat 972.388.000,00 930.988.000,00 | 95,74 1.272.084.200,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan
1
-] [P oo 4,799,045.491,00 3.894,117.891,00 | 81,14 12.860.963.956,00
Belanja Makanan dan I~
DA i 36.969.702.130,00 26.979.532.751,00 | 72,98 56.596.959.738,00
Belanja Pakaian Dinas dan
12 | ebutiva 1.904.844.600,00 1.687.681.560,00 | 88,60 3.341.610.680,00
13 | Belanja Pakaian Kerja 2.450.900,570,00 2.346.070.482,00 | 95,72 3.023.284.870,00
Belanja Pakaian khusus dan y
O oo e 1.042.112.100,00 956.009.000,00 | 91,74 4.130.174.814,00
15 | Belanja Perjalanan Dinas 83.609.481,754,00 72.641.039.408,00 | 86,88 113.180.504.017,00
16 | Belanja Pemeliharaan 39.988,628.877,00 36.868.486.098,00 | 92,20 58.575.831.589,00
17 | Belanja Jasa Konsultansi 23.203.812.782,00 22.109.291.316,00 | 95,28 36.723.733.049,00
Belanja Barang Untuk
18 | Diserahkan kepada 2.826.522.750,00 2,290.909.164,00 | 81,05 14.921,717.830,00
Masyarakat/Pihak Ketiga
: : S
19 E;lsa"fa e 266.401.000,00 262.100.000,00 | 98,39 853.100.000,00
Belanja kursus, pelatihan,
20 | sosialisasi dan bimbingan teknis 7.688.053.330,00 7.191,120.200,00 | 93,54 14.100.680.499,00
PNS
21 E:::‘E;H"""ra”“m Hon 12.566.925.749,00 10.007.866.749,00 | 79,64 23.441.760.945,00
22 | Belanja Barang Dana BOS 124.126.165.955,00 124.036.360.942,00 | 99,93 107.806.449.172,00
23 | Belanja Barang Inventaris 7.687.763.662,00 7.519.075.564,00 | 97,81 13.009.528.196,00
54 || Beenjadasaisinyanan 581.197.034.205,00 571.000.056.222,00 | 98,25 574.855.142,513,00
Masyarakat
25 | Belanja Hadiah/Prestasi 3.515.846.600,00 2.762.399.200,00 | 78,57 12.668.800.386,00
2% iill?nia Narasumber/Tenaga 7.433.337.000,00 5.568.307.000,00 | 74.91 14.652.573.616,00
gy | Belanjs Toinspartas dan 8.578.855.000,00 6.554.340.546,00 | 76,40 15.983,028.000,00
Akomodasi
46 | BeAns Bantugn/Heamiswe 9.113.000,000,00 8.163.040.000,00 | 89,58 9.621.600,000,00
Pendidikan Siswa
29 | Belanja RSUD 80.643.785.299,00 62.479.667.536,00 | 77,48 78.423.689.334,00
30 'E;l:“la BLUD URT: Keschaman = 62.068.711.597,31 49.542,447.213,88 | 79,82 52.769.404.081,00
Belanja Barang dan Jasa yang
31 | @kan diserahkan Kepada 14.274.378.470,00 14.004.486.812,00 | 98,11 15.232,827.416,00
Masyarakat/ Kelompok
Masyarakat
Jumlah 1.796.456,332.725,31 | 1.683.063.937.951,88 | 93,69 | 1.939.364.962.863,00

d.

Belanja Barang dan Jasa, guna memenuhi berbagai kebutuhan dalam barang

dan jasa untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini
dianggarkan sebesar Rpl.796.456.332.725,31 dan
Rp1.683.063.937.951,88
barang dan jasa Tahun Anggaran 2020, didalamnya juga terdapat realisasi
belanja barang dan jasa BLUD RSUD sebesar Rp62.479.667.536,00, belanja
barang dan jasa BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp49.542.447.213,88,

direalisasikan sebesar

atau (93,69%). Termasuk dalam realisasi belanja

dan belanja barang dan jasa Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri
Rp124.036.360.942,00.

Belanja Persediaan, Realisasi belanja barang dan jasa tersebut juga telah

temasuk belanja persediaan diantaranya berupa bahan pakai habis,
bahan/material, obat-obatan dan lain-lain, Belanja ini dianggarkan sebesar
Rp172.401.617.980,00 dan direalisasikan sebesar Rp158.869.303.729,00
atau (92,15%). Termasuk didalamnya terdapat pembelian untuk bahan habis
pakai dan bahan/material sebesar Rp151.035.007.663,00 serta pembelian
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barang-barang yang ditujukan untuk diserahkan ke masyarakat senilai

Rp2.290.909.164,00 yang berupa:

1) Pembelian bahan habis pakai berupa sembako pada kegiatan jaminan sosial
yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp1.520.375.000,00

2) Pembelian kursi roda pada kegiatan Rehabilitasi Orang dengan Disabilitas
yang akan diserahkan ke masyarakat sebesar Rp197.247.814,00

3) Pembelian BKB Kit, Genre Kit dan BKL Kit yang diserahkan ke kelompok
Bina Keluarga Balita, Pusat Konseling Informasi Remaja daN Bina Keluarga
Lansia di 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang dari Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana sebesar Rp198.055.000,00;

4) Pembelian 96 meja tenis dari Dinas Pemuda dan Olah Raga sebesar
Rp199.640.000,00;

S) Pembelian Matras akan dibagikan ke padepokan dan seni budaya dari Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp17.483.400,00;

Pembelian Mesin Cetak Mie, Mesin Cup Sealer Semi Otomatis, Mesin Meat

Grinder dan Vacuum Sealer pada kegiatan Pengembangan dan Pembinaan

Usaha dan Peningkatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari

Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM sebesar Rp158.107.950,00.

c. Belanja Pemeliharaan, belanja ini lebih diutamakan untuk mempertahankan

kondisi aset tetap yang dimiliki agar sesuai dengan kondisi normal dan tidak
memenuhi batasan minimum kapitalisasi untuk pengeluaran setelah perolehan
awal dianggarkan sebesar Rp63.922.135.769,00 dan direalisasikan sebesar
Rp58.689.202.620,00 atau 91,81%. Belanja pemeliharaan ini diantaranya
ditujukan untuk pemeliharaan Peralatan Alat Kantor dan Rumah Tangga,
perlengkapan kantor, gedung kantor, pemeliharaan bukan gedung (taman,
sarana olah raga, lampu jalan), pemeliharaan rumah dinas, pemeliharaan
bangunan bukan gedung, pemeliharaan alat-alat bengkel, pemeliharaan
saluran drainase/gorong-gorong, pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan
rusunawa, pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan, dan pemeliharaan air
limbah.

d. Belanja Perjalanan Dinas, belanja ini ditujukan untuk membiayai perjalanan

dinas ke luar daerah dan ke luar negeri. Belanja ini dianggarkan sebesar
Rp83.609.481.754,00 dan direalisasikan sebesar Rp72.641.039.408,00 atau
(86,88 %).

2. Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2020 dialokasikan sebesar
Rp151.211.680.479,00 dan dircalisasikan sebesar Rp88.387.390.475,00 atau
58,45%. Rincian realisasi akun belanja ini adalah sebagai berikut:
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Tabel 6.15. Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020

Belanja Hibah kpd Badan / Lembaga [/ Org.

77.943.716.479,00

76.750.211.800,00

98,47

Kemasyarakatan

Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi

Kemasyarakatan 55.345.511.800,00 55.345.511.800,00 103'0
Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan 55,345.511.800,00 55.345.511.800,00 | 100,00
1. KONI Kota Tangerang 750.000.000,00 750.000.000,00 | 100,00
2. KNPI Kota Tangerang 300.000.000,00 300.000.000,00 | 100,00
3. PRAMUKA Kota Tangerang 322.563.200,00 322.563.200,00 | 100,00
4. NPCI KOTA TANGERANG 150.000.000,00 150.000.000,00 | 100,00
5. FORMI KOTA TANGERANG 0,00 0.00 0,00
6. PMI KOTA TANGERANG 500.000.000,00 500.000.000,00 | 100,00
T TAGANA KOTA TANGERANG 0.00 0.00 | 100,00
8. MUI KOTA TANGERANG 750.000.000,00 750.000.000,00 | 100,00
9. BWI1 KOTA TANGERANG 150.000.000,00 150.000.000,00 | 100,00
10. | PPIH KOTA TANGERANG 0.00 0,00 | 100,00
K ?:;)ggéa\;{g'[‘ NARICHAL [BAENAS) HET 400.000.000,00 400.000.000,00 | 100,00
12. | LPTQ KOTA TANGERANG 750.000.000,00 750.000.000,00 | 100,00
13. | FKUB KOTA TANGERANG 150.000.000,00 150.000.000,00 | 100,00
14, | FKDM KOTA TANGERANG 50.000.000,00 50.000.000,00 | 100,00
e KEBANGSAAN (FPK) KOTA 50.000.000,00 50.000.000,00 | 0,00
16. | BNN KOTA TANGERANG 235.333.300,00 235.333.300,00 | 100,00
17. | TPQ NURUL FALAH 8.000.000,00 8.000.000,00 | 100,00
18. | TPQ HIDAYATUL MUBTADIIN 8.527.000,00 §.527.000,00 | 100,00
19. | TKQ AS-SYIFA 9.800.000,00 9.800.000,00 | 100,00
20. | PONPES IHYA ULUMUDDIN 30.000.000,00 30.000.000,00 | 100,00
21. | PONPES PERMATA HATI INSANI 22.400.000,00 22.400.000,00 | 100,00
22, | PONPES AL HASYIMIYAH 30.506.000,00 30.506.000,00 | 100,00
23. | PONPES NURUL IMAN AL-BARKAH 32,500.000,00 32.500.000,00 | 100,00
24, | PESANTREN AL ISTIQOMAH 37.300.000,00 37.300.000,00 | 100,00
25. | MDT IZZUL ULUUM 11.800.000,00 11.800.000,00 | 100,00
26. | MDT AL FAUZIYAH 16.432.600,00 16.432.600,00 | 100,00
27. | MDT IZZUL ISLAM 7.400.000,00 7.400.000,00 | 100,00
28. | MDT AL MAHBUYIYAH 15.000.000,00 15.000.000,00 | 100,00
29. | YAYASAN AS SYUKRIYAH 15.210.000,00 15.210.000,00 | 100,00
30. igﬁggiRI:qugUN[KASI DINIYAH TAMILIYAH KOTA 37.000.000,00 37.000.000,00 | 100,00
31. | PCNU KOTA TANGERANG 150.000.000,00 150.000.000,00 | 100,00
32. | MASJID ANNASARIN DARUSSALAM 25.000.000,00 25.000.000,00 | 100,00
33. | PANITIA PEMBANGUNAN MASJID DAARUL IHSAN 25.250.000,00 25.250.000,00 | 100,00
34. | MASJID DAARUSSALAM 25.249,600,00 25,249.600,00 | 100,00
35. | MASJID AN-NURMANIYAH 25.000.000,00 25.000.000,00 | 100,00
36. | MASJID BAITUL MUTAQIEN 25.696.000,00 25.696.000,00 | 100,00
3. ;T}%E{OOSSLLABNAUNJSS]:EEA HIESH-PEREIARIAN 15.000.000,00 15.000.000,00 | 100,00
38, | MUSHOLLA BAITUL MUSLIMIN 15.420.000,00 15.420.000,00 | 100,00
39. | AHMAD BUSTOMI/MUSHOLA NA-NUR 15.000.000,00 15.000.000,00 | 100,00
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Uraian

20.000.000,00

40. | MUSHOLLA AL IKHLAS 20.000.000,00 100,00
41, | MUSHOLLA ATTHOHAROH 15.000.000,00 15.000.000,00 | 100,00
42. | MA AL-AZHAR UMMU SUWANAH 10.215.200,00 10.215.200,00 | 100,00
43. | RA AMANAH 10.979.000,00 10.979.000,00 | 100,00
44, | RA TABILA JAYA 11.600.000,00 11,600.000,00 | 100,00
45. | RA AL-AMIR 10.648.500,00 10.648.500,00 | 100,00
46. | RA INSAN TAKWA CIPONDOH 14.735.500,00 14.735.500,00 | 100,00
47. | RA AZ HARA 8.906.900,00 8.906.900,00 | 100,00
48. | RA AL-HIKMAH 13.439.000,00 13.439.000,00 | 100,00
49. | RA ANNIDA UTTLAAMIDZ 10.600.000,00 10.600.000,00 | 100,00
50. | RA SAEF ED DAULAH 8.000.000,00 8.000.000,00 | 100,00
51. | PWRI KOTA TANGERANG 50.000.000,00 50.000.000,00 | 100,00
52, | POLRES KOTA TANGERANG 50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 | 100,00
Belanja Hibah PAUD Masyarakat/Swasta 15.772.800.000,00 15.491.400.000,00 | 98,22
Hibah kepada Lembaga PAUD Swasta 15.772.800.000,00 15.491.400.000,00 | 98,22
BELANJA HIBAH PENDIDIKAN MASYARAKAT SWASTA
6:343.900:000,00 5.913.300.000,00 | 93,21

Belanja Opersional pendidikan kesetaraan 6.343.900.000,00 5.913.300.000,00 | 93,21
Belanja Hibah Kelompok Masyarakat 481.504.679,00 481.504.679,00 | 100,00
1

MAJELIS TAKLIM KAUM IBU ATTIN 13,000.000,00 SSEEMER0S | bkt
2. | MAJELIS TAJLIM KOMUNITAS ORANG TUA JUARA 10.500.000,00 10.500.000,00 | 100,00
3. | MAJELIS TA'LIM AL MANSHURIYAH CIPETE 10:948:000,00 10:945.000,00 | 190,00
4. | MAJLIS TALIM AL HIDAYAH 4.468.080,00 4.468.080,00 | 100,00
5. | MAJELIS TA'LIM NURUL ISLAM 5.400.000,00 5.400,000,00 | 100,00
6. | MAJELIS TA'LIM AL HIDAYAH 10.050.000,00 10.050.000,00 | 100,00
7. | MAJELIS TA'LIM AL MI'ROJ 16.000.000,00 16.000.000,00 | 100,00
g | MAJELIS TA'LIM NURUL JANNAH 7.027.000,00 7.027.000,00 | 100,00
9. | MAJELIS TA'LIM AL HIDAYAH 10.000.000,00 10.000.000,00 | 100,00
10. | MAJELIS TA'LIM AL-HUSNA 8.350.000,00 8.350.000,00 | 100,00
11. | MAJELIS TA'LIM KHAERUNNISA 12.900.000,00 12.900,000,00 | 100,00
12. | MAJLIS TA'LIM AR-RAHMAN 10.510.000,00 10.510.000,00 | 100,00
13. | MAJELIS TA'LIM MARDHOTILLAH 9.900.000,00 9.900.000,00 | 100,00
14. | MAJELIS TA'LIM MATHLAUL KHOIR 10.200.000,00 10.200.000,00 | 100,00
15. | MAJELIS TA'LIM BAITURROHIM 16.100.000,00 16.100.000,00 | 100,00
16. | MAJELIS TA'LIM BAITUL HIKMAH 15.000.000,00 15.000.000,00 | 100,00
17. | MAJELIS TA'LIM KHAIRUNNISA 8.643.000,00 8.643.000,00 | 100,00
18. | MAJELIS TA'LIM DAARUL QOROR 13.087.200,00 13.087.200,00 | 100,00
19. | MT NUR ROHMAN 9.605.000,00 9.605.000,00 | 100.00
20. | MT NURUL AMAL 9.700.000,00 9.700.000,00 | 100.00
21. | MT NURUL YAQIN 10.350.000,00 10.350.000,00 | 100.00
22. | MT DARUL SYIFA 11.700.000,00 11.700.000,00 | 100.00
23, | MT AL HIDAYAH 10.000.000,00 10.000.000,00 | 100.00
24. | MT FORMAT AKHLAKUL KARIMAH 150.000.000,00 150.000.000,00 | 100.00
95. | MT NURUL IMAN 6.600.000,00 6.600.000,00 | 100.00
26. | MT AL HAYATI 9.000.200,00 9.000.200,00 | 100.00
»7. | MT NURUL YAQIN 9.500.000,00 9.500.000,00 | 100.00
28. | MT NURUL BAITI 9.500.000,00 9.500.000,00 | 100.00
29, | MAJELIS TA'LIM-AL BAAQIYATUSSHOOLIHAT 13.100.000,00 13.100.000,00 | 100.00
30. | MAJELIS TA'LIM NURUL ROCHMAH 10,200.000,00 10.200.000,00 | 100.00
31. | MT AL MUHAJIRIN 8.400.000,00 8.400.000,00 | 100.00
32, | MT NURUL HIDAYAH 11.920.200,00 11.920.200,00 | 100.00
33. | MT AL-MADINAH 9.845.999,00 9.845.999,00 | 100.00
BELANJA PARIWISATA 73.267.964.000,00 11.155.673.996,00 | 15,23
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1. | Belanja Hibah Kepada Industri Pariwisata 73.267.964.000,00 11.155.673.996,00

VI.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset

tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kota Tangerang adalah pada Tahun
Anggaran 2020 sebagai berikut:

Tabel 6.16. Belanja Modal

Realisasi 2020

. |Belanja Tanah 181.055.719.111,49 30.882.476.117,00 17,06 31.270.138.925,00
. |Belanja Peralatan dan Mesin 75.841.459.056,00 65.375.080.052,00 86,20 175.947.626.267,00

. |Belanja Gedung dan Bangunan 38.918.962.734,00 29.990.228.553,62 | 77,06 123.044.790.560,00

- o
Belanja Jalan, Irigasi, dan 169.218.233.674,00 | 128.258.847.234,28 | 75,79 | 516.521.116.006,00

" Paringan

. [Belanja Aset Tetap Lainnya 13.419.037.563,00 13.385.699.163,00 99,75 15.356.216.786,00

. |Belanja Aset Lainnya 13.084.636.208,24 10.252.817.652,00 78,36 18.223.331.079,00
Jumlah 491.538.048.346,73 |278.145.148.771,90 56,59 |880.363.219.623,00

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2020

Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp491.538.048.346,73 dan
direalisasikan sebesar Rp278.145.148.771,90 atau 56,59%. Realisasi Belanja Modal

ini dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD
serta BLUD, FKTP dan Satuan Pendidikan Negeri pengelola Dana BOS selama Tahun

Anggaran 2020, termasuk dalam realisasi ini diantaranya adalah pelaksanaan:

8

s8]

Kegiatan Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP
sebesar Rp28.798.680.983,00;

Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas
Pendidikan Rp5.510.148.500,00;

Kegiatan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas
Kesehatan Rp1.909.461.000,00;

Kegiatan Pembangunan Gedung/Bangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas
Kepemudaan dan Olahraga Rp5.129.134.771,19;

Kegiatan Pengadaan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Pengelolaan Kendaraan, Alat
Berat, Sarana Perlengkapan dan Perbengkelan Rp4.301.935.000,00;

Kegiatan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan sebesar Rp30.543.491.117,00;

Kegiatan Pembangunan Jalan Kota sebesar Rp2.930.029.427,97;
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8. Kegiatan Peningkatan dan  Rehabilitasi Jalan Lingkungan  sebesar
Rp22.624.571.561,31;

9. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan sebesar Rp5.158.467.800,00;

10. Kegiatan Pembangunan Sumber Daya Air sebesar Rp15.261.739.000,00;

11. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong sebesar
Rp31.557.113.000,00

12. Kegiatan Rehabilitasi Sumber Daya Air dan Drainase sebesar Rp3.091.533.000,00;

13. Kegiatan Pembangunan Gedung/Bangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas
Pemerintah dan Masyarakat sebesar Rp1.462.182.509,00,00;

14. Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Bangunan Sarana, Prasarana dan Fasilitas
Pemerintah dan Masyarakat sebesar Rp6.914.996.000,00,00;

15. Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum sebesar Rp1.702.118.050,00,00.

16. Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum sebesar Rp2.056.937.096,00,00.

Berikut disajikan grafik mengenai proporsi realisasi masing-masing pos
Belanja Modal untuk Tahun Anggaran 2020.

AsetTetaplainnya; 5%  Asetlainnya; 4% Tanah: 11%

@ Tanah

® Peralatan dar
Mesin

u Gedung dan
Bangunan

B lalan, Irigasi da
Jaringan

H Aset Tetap
Lainnya

Grafik V1.3, Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020

Pada penyajian akun Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Tahun 2020 terdapat konversi karena adanya perbedaan kode rekening anggaran yang
didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
dengan kode akun LRA yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 Tahun
2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Konversi penyajian
sebagaimana dimaksud adalah penyajian pada akun Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya, dimana merupakan hasil pemilahan dan analisis transaksi untuk kode
rekening Belanja.

Selain itu terdapat perbedaan antara jumlah realisasi Belanja Modal dengan
jumlah penambahan aset tetap dan aset lainnya hasil pelaksanaan kegiatan Tahun
Anggaran 2020, hal ini di sebabkan karena:

1. Tidak seluruh realisasi belanja modal menghasilkan aset tetap dan aset lainnya,

karena apabila terdapat anggaran dengan kode rekening belanja modal namun
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setelah dihitung per jenis satuan barangnya tidak memenuhi batas kapitalisasi
aset tetap dan tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap dan aset lainnya
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 49 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2016 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tangerang, maka barang yang diperoleh
akan dikelompokkan dalam barang inventaris atau pengeluaran untuk
pemeliharaan (expenses) dan beban pegawai.

. Terdapat realisasi belanja modal berupa pengeluaran modal untuk aset tanah yang
masih menjadi piutang.

. Terdapat komponen belanja barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap
dan aset lainnya.

. Terdapat penambahan aset tetap yang berasal dari utang belanja dan belanja tak
terduga.

Dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp278.145.148.771,90 hanya sebesar Rp248.163.717.374,81 yang menghasilkan
aset tetap dengan rincian Tanah sebesar Rp29.307.997.128.36; Peralatan dan
Mesin sebesar Rp77.154.983.726,87; Bangunan dan Gedung sebesar
Rp10.772.272.463,27; Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp117.180.709.288,67;
Aset Tetap Lainnya sebesar Rpl13.483.598.208,00; dan Konstruksi Dalam
Pekerjaan sebesar Rp264.156.559,64. Sisanya merupakan (1) belanja modal yang
tidak menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa beban barang
inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi Kkriteria
batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp23.953.941.668,09; (2) belanja modal
berupa pengeluaran modal untuk aset tanah yang masih menjadi piutang sebesar
Rp1.505.644.388,00; dan (3) belanja modal berupa pengeluaran modal untuk aset
jalan, irigasi, dan jaringan yang menjadi beban barang dibayar di muka sebesar
Rp4.521.845.341,00.

Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja barang yang
menjadi bagian nilai perolehan aset tetap dan aset lainnya sebesar
Rp1.958.550.128,69 dengan rincian Peralatan dan Mesin  sebesar
Rpl175.645.526,39; Bangunan dan Gedung sebesar Rp1.100.703.902,30; Jalan,
Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp233.800.700,00 dan Aset Lainnya sebesar
Rp448.400.000,00. Selain itu juga terdapat komponen belanja tak terduga yang
menjadi bagian nilai perolehan aset tetap sebesar Rp11.164.028.629,67dengan
rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.045.016.629,67 dan Jalan, Irigasi, dan
Jaringan sebesar Rp119.012.000,00

Distribusi realisasi Belanja Modal, realisasi Belanja Barang, dan realisasi
Belanja Tak Terduga serta Utang Belanja yang menjadi aset tetap dan aset lainnya

secara lengkap adalah sebagai berikut:
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Tabel 6.17. Distribusi Realisasi Belanja Modal, Realisasi Belanja Barang, dan

Realisasi Belanja Tak Terduga serta Utang Belanja

Tanah
' Peralatnn Dan Mesin

| Bangunan Dan Gel:lung

Ja.lan, Irigasi Dan Jaringnn

Aset Tetap Lal.nnya

Konstrukai Dalam Pekerjann

Aset Lai.nnya

Plutang

Beban Barang Dibayar Di Muka

| TDTAL

Bel.anja Modal ymg tidak dapat dikapitalisasl
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23 1953.941.668,09

29 307.997. 128 36

88 375 645 882 93

11 992 161. 365 57

' 117.605.521.988,67 |
' 13.483.598.208,00

264 156.559, 64
448 400. ODO 00

! 11.505.644.388,00
4.521.845.341,00

291.458.912.530,26
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Matrik Rekap Distribusi Belanja Moda

REALISASI

DISRIBUSI REALISASI BELANJA MODAL

BELANJA MODAL YANG
TIDAK MEMENUHI BATAS
MINIMUM KAPITALISASI

BIAYA
PEGAWAI

BIAYA BARANG

TANAH

PERALATAN DAN
MESIN

GEDUNG DAN
BANGUNAN

JALAN IRIGASI
DAN JARINGAN

ASET 1

BELANJA
TAK
TERDUGA

0,00

0,00

0,00

0,00

11.045.016.629,67

0,00

119.012.000,00

BELANJA
PEGAWAI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BELANJA
BARANG
DAN JASA

0,00

0,00

0,00

0,00

175.645.526,39

1.100.703.902,30

233.800.700,00

BELANJA
MODAL
TANAH

30.882.476.117,00

0,00

42.050.000,00

29.307.997.128,36

0,00

0,00

0,00

BELANJA
MODAL
PERALATAN
DAN MESIN

65.375.080.052,00

0,00

3.587.981.076,00

0,00

61.325.870.576,00

4,00

19.000.000,00

442.2

BELANJA
MODAL
GEDUNG
DAN
BANGUNAN

29.990.228.553,62

0,00

17.200.899.174,58

0,00

1.536.855.724,90

10.215.148.309,74

1.037.325.344,39

BELANJA
MODAL
JALAN,
IRIGASE,
DAN
JARINGAN

128.258.847.234,28

0,00

2.365.609.710,52

0,00

4.970.294.339,96

134.726.753,52

116.100.999.130,28

BELANJA
MODAL
ASET TETAP
LAINNYA

13.385.699.163,00

0,00

154.255.322,00

0,00

190.074.033,00

0,00

0,00

13.04 1.3

BELANJA
MODAL
ABET
LAINNYA

10.252.817.652,00

0,00

603.146.385,00

0,00

9.131.889.053,00

541.582.400,00

95.384.814,00

JUMLAH

278.145,148.771,90

0,00

23,953.941.668,09

29.307.997.128,36

88.375.645.882,93

11.992.161.365,57

117.605.521.988,67

13.483.5
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Matrik tersebut menggambarkan distribusi realisasi belanja modal terhadap
penambahan aset tetap dan aset lainnya, realisasi belanja modal yang tidak
menghasilkan aset tetap dan aset lainnya atau hanya berupa beban barang
inventaris dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria
batasan kapitalisasi aset tetap serta belanja modal yang masih menjadi piutang
dan beban barang dibayar di muka, realisasi belanja barang yang menjadi aset
tetap dan aset lainnya di kegiatan Tahun Anggaran 2020, realisasi belanja tak
terduga yang menjadi aset tetap dan penambahan aset tetap yang berasal dari
utang belanja. Untuk penambahan aset tetap yang berasal dari realisasi belanja
modal, realisasi belanja barang, dan realisasi belanja tak terduga serta utang
belanja sebesar Rp261.029.081.133,17 dan untuk penambahan aset lainnya yang
berasal dari realisasi belanja barang adalah sebesar Rp448.400.000,00. Untuk
realisasi belanja modal yang tidak menambah nilai aset tetap dan aset lainnya
adalah sebesar Rp29.981.431.397,10 yang terdiri dari:

1. beban (expenses) dalam berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk
pemeliharaan karena belanja modal tersebut tidak memenuhi kriteria batasan
kapitalisasi aset tetap sebesar Rp23.953.941.668,09;

2. pembayaran tanah infrastruktur di Jl. Maulana Hasanudin, Kel. Poris Gaga,
Kec. Batu Ceper, kegiatan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang masih menjadi piutang sebesar
Rp1.505.644.388,00; dan

3. Pembayaran Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang yang menjadi beban barang dibayar di muka
sebesar Rp4.521.845.341,00 yang terdiri dari: a) Beban barang dibayar di muka
untuk Pembangunan Jembatan Tanah Tinggi II ( Kontrak Tahun Jamak )
sebesar Rp 2.028.676.256,00; dan b) Beban barang dibayar di muka untuk
Pembangunan Jembatan Tanah Tinggi III ( Kontrak Tahun Jamak ) sebesar
Rp2.493.169.085,00.

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat realisasi belanja yang tidak melalui
Rekening Kas Umum Daerah karena pengeluaran belanja tersebut diatur tersendiri
oleh peraturan yang berlaku, yaitu:

1) Pengeluaran untuk Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor
32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah. Untuk Tahun Anggaran 2020 Realisasi Belanja Modal yang berasal dari
pengelolaan Dana Kapitasi adalah sebesar Rp 198.835.540,00 yang menghasilkan
asset tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp192.365.940,00. Dari hasil
perhitungan Kkapitalisasi terdapat komponen belanja modal yang tidak
menghasilkan aset tetap atau hanya berupa beban barang inventaris yang tidak

memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar Rp6.469.600,00.
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2) Pengeluaran belanja BLUD diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Realisasi
belanja modal BLUD RSUD Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2020 adalah
sebesar Rp3.605.009.488,00 yang menghasilkan Aset Tetap berupa Peralatan dan
Mesin sebesar Rp3.260.090.903,00; Bangunan dan Gedung sebesar
Rp176.615.000,00 serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan
aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk
pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar
Rp168.303.585,00. Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat penambahan aset
tetap berupa Bangunan dan Gedung sebesar Rp119.185.000,00 yang berasal dari
utang belanja. Sedangkan Realisasi belanja modal BLUD Puskesmas dan Labkesda
untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp6.647.808.164,00 yang
menghasikan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.871.798.150,00;
Bangunan dan Gedung sebesar Rp245.782.400,00; Jalan, Irigasi, dan Jaringan
sebesar Rp95.384.814,00; serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap
dan aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk
pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar
Rp434.842.800,00. Dari hasil perhitungan kapitalisasi terdapat komponen belanja
barang yang menjadi bagian nilai perolehan aset tetap sebesar Rp262.490.413,00
dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar Rp72.803.413,00; serta Bangunan
dan Gedung sebesar Rp189.687.000,00.

3) Pengeluaran belanja barang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diatur
melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Serta
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan
Dasar Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah. Realisasi belanja modal BOS untuk Tahun Anggaran
2020 adalah sebesar Rp28.798.680.983,00 yang menghasikan Aset Tetap sebesar
Rp28.171.222.433,00 dengan rincian Peralatan dan Mesin sebesar
Rp14.658.929.525,00; Bangunan dan Gedung sebesar Rp60.000.000,00; Jalan,
Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp19.000.000,00; dan Aset Tetap Lainnya sebesar
Rp13.433.292.908,00; serta belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dan
aset lainnya atau hanya berupa barang inventaris dan pengeluaran untuk
pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria batasan kapitalisasi aset tetap sebesar
Rp627.458.550,00.

VI.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam,
bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan
dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kota Tangerang. Pada Tahun
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Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rpl174.356.872.386,00 dan direalisasikan
sebesar Rp83.193.114.321,00 (47,71%).

Tabel 6.18. Belanja Tak Terduga

Realisaal 8020 Realisasi 2019
as
Anggaran 2020
No Uraian g o (Rp)
(Rp) T o
i X Belanja Tak Terduga 174.356.872.386,00 83.193.114.321,00 | 47,71 58.665.053.367,00
Jumlah 174.356.872.386,00 | 83.193.114.321,00 | 47,71 | 58.665.053.367,00

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa realisasi Belanja Tidak Terduga
pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp83.193.114.321,00 digunakan untuk
penanggulangan bencana Covid-19 sebesar Rp82.693.114.321,00 dan bencana banjir
sebesar Rp.500.000.000,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan
bencana atau penanganan pandemik Covid-19 tersebut terdiri dari tiga program yaitu
meliputi program penanganan kesehatan sebesar Rp44.428.014.350,66, penanganan
dampak ekonomi sebesar Rp34.580.900.000,00, dan penyediaan Social Safety Net/
Jaring Pengaman Sosial sebesar Rp4.645.200.000,00.

VI.1.3. TRANSFER

Akun Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari
Pemerintah Kota Tangerang ke entitas pelaporan lain. Pada Tahun Anggaran 2020
Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan pengeluaran Transfer dalam bentuk
Bantuan Keuangan Lainnya sebesar Rp2.738.243.000,00 dan direalisasikan sebesar
Rp2.738.243.000,00 atau 100%. Realisasi akun belanja ini diperuntukan seluruhnya
bagi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dengan rincian sebagai
berikut:

Tabel 6.19. Transfer dalam Bentuk Bantuan Keuangan Lainnya

Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019

No Nama Partai Politik

(Rp)

(Rp)

(Rp)

Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan

544.167.000,00

544.167.000,00

514.765.000,00

2. Partai Golongan Karya

345.777.000,00

345.777.000,00

351.309.000,00

o2 Partai Gerakan Indonesia Raya 433.197.000,00 433.197.000,00 349.673.000,00
% Partai Persatuan Pembangunan 161.906.000,00 161.906.000,00 177.042.000,00
8. Partai Demokrat 226.821.000,00 226.821.000,00 190.585.000,00
6. Partai Keadilan Sejahtera 330.441.000,00 330.441.000,00 220.715.000,00
e Partai Kebangkitan Bangsa 216.207.000,00 216.207.000,00 181.739.000,00
8. Partai Amanat Nasional 192.187.000,00 192.187.000,00 148.,991.000,00
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9. Partai Hanura 0,00 0,00 100.636.000,00

10. Partai Nasional Demokrat 136.995.000,00 136.995.000,00 121.375.000,00
11: Partai Solidaritas Indonesia 150.545.000,00 150.545.000,00 11.119.000,00
Jumlah 2.738.243.000,00 2.738.243.000,00 | 2.367.949.000,00

VI.1.4. SURPLUS/DEFISIT

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2020, Pemerintah Kota Tangerang memiliki defisit anggaran  sebesar
Rp452.209.181.538,09, namun dalam realisasinya terjadi defisit realisasi sebesar
Rp137.229.198.270,22.

Tabel 6.20. Surplus/ Defisit

! Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
No Uraian : - et
(Rp) (Rp) % (Rp)
1. | Surplus/Defisit (452.209.181.538,09) 137.229.198.270,22 | (30,35) (93.425.411.187,00)
Jumlah (452.209.181.538,09) | 137.229.198.270,22 | (30,35) (93.425.411.187,00)

VI.1.5. PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota
Tangerang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan
diterima kembali, dimana dalam penganggaran Pemerintah Kota Tangerang terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

VI.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh
transaksi keuangan Pemerintah Kota Tangerang yang perlu dibayar kembali, yang
dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran.
Penerimaan Pembiayaan Kota Tangerang untuk Tahun Anggaran 2020 seluruhnya
dianggarkan dalam akun Penggunaan SILPA yang berasal dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun yang lalu sebesar Rp452.209.181.538,09 dan direalisasikan sebesar
Rp452.209.160.887,00, atau 100,00%.

VI.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan untuk tahun 2020 tidak dianggarkan.
VI.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Akun Sisa Lebih Pembiayaan Angaran (SILPA) merupakan selisih lebih antara

realisasi penerimaan dan pengeluaran selama Tahun Anggaran 2020.
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Tabel 6.21. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

: - Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
No Uraian _ SN
55 SILPA 0,00 589.438.359.157,22 - 452.209.181.538,09
Jumlah 0,00 589.438.359.157,22 | 0,00 | 452.209.181.538,09

SILPA untuk Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan
direalisasikan sebesar Rp589.438.359.157,22 Apabila dibandingkan dengan realisasi
SILPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp452.209.181.538,09 maka terjadi penaikan
realisasi sebesar Rp137.229.177.619,13 atau 30,34%. Realisasi SILPA pada Tahun
Anggaran 2020 ini terdiri dari:

Saldo Kas BKU Kas Daerah sebesar Rp512.314.539.857,00;

Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas sebesar Rp14.198.500.636,00;
Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD sebesar Rp61.544.352.583,00;

Saldo Kas di Bendahara BOS sebesar Rp268.385.940,00;

Saldo Kas pada FKTP Non BLUD sebesar Rp212.871.979,00;

Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Benda sebesar Rp99,00;
Piutang atas kelebihan pembayaran pada PKM Cipadu sebesar Rp1.616.146,00;

Al U - =

Piutang atas kelebihan pembayaran pada PKM Poris Plawad sebesar

Rp26.708.999,12;

9. Piutang atas kelebihan pembayaran pada PKM Kunciran Baru sebesar
Rp6.421.234,00;

10. Piutang atas kelebihan pembayaran BTT pada Dinkes sebesar Rp3.835.001,00;

11. Piutang atas kelebihan pembayaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (DPUPR) sebesar Rp725.388.010,72;

12. Piutang atas kelebihan pembayaran pada Dinas Permukiman dan Dinas
Pertanahan (DISPERKIMTAN) sebesar Rp136.879.672,38; dan

13. Sisa Kas donasi penanganan covid-19 pada PKM Larangan Utara (Tidak masuk
LRA) sebesar Rp(1.141.000,00).

Dari nilai SILPA tersebut, terdapat SILPA yang dibatasi penggunaannya
berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yaitu SILPA berupa saldo
kas pada BLUD, BOS, dan FKTP yang hanya dapat digunakan oleh entitas pengelola
keuangan tersebut. Selain itu, terdapat SILPA yang berasal dari penerimaan dan
belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang akan digunakan
untuk melanjutkan program kegiatan dimaksud pada tahun berikutnya sebesar
Rp13.579.669.763,00 serta penerimaan dan belanja yang bersumber dari hibah
pemerintah pusat untuk pemulihan ekonomi nasional sektor pariwisata yang harus
dikembalikan ke pemerintah pusat sebesar Rp38.123.743.004,00.

194
https://jdih.tangerangkota.go.id/



VI1.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan
atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.

VI.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun
sebelumnya, yaitu Tahun 2019. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2020 adalah
sebesar Rp452.209.181.538,09.

VI.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah
sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2019 yang digunakan untuk pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yaitu sebesar
Rp452.209.160.887,00 yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar
Rp452.209.181.538,09 ditambah koreksi saldo kas sebesar Rp20.651,09.

VI1.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Tangerang
pada Tahun Anggaran 2020 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
sebesar Rp589.438.359.157,22, yang berasal dari: (1) sisa pendapatan daerah sebesar
Rp39.387.968.278,00; (2) tidak terealisasinya pelaksanaan belanja daerah sebesar
Rp550.050.411.530,31; dan (3) tidak terealisasinya pembiayaan daerah sebesar
Rp(20.681,09).

VI.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya untuk Tahun Anggaran
2020 yaitu koreksi kurang sebesar Rp20.681,09. Koreksi tersebut merupakan koreksi
saldo Tahun 2019 atas saldo awal Dana BOS dikarenakan adanya kesalahan
pencatatan.

VI1.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar
Rp589.438.359.157,22.

VI.3. LAPORAN OPERASIONAL
VI1.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah
diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih
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dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi
Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam
APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui

mekanisme APBD.

VI.3.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2020 direalisasikan sebesar
Rp1.887.349.833.431,69 dan bila dibandingkan dengan Tahun 2019 mengalami
penurunan sebesar Rp491.955.244.905,12 atau 20,68%. Berikut rincian Pendapatan

Asli Daerah selama Tahun 2020 :

Tabel 6.22. Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020

No ‘Uralan Reg_lj_:_;ia‘;&{sép'zo Kcnaikﬂnfpenmn %)
L. Ef;;f:ﬂatm Pajake | 451.752.002.017,80 | 1.804.192.188.670,00 | (352.440.186.652,20) | (19,53)
v | Femiaynaban 62.638.611.194,42 54.555.091.486,00 8.083.519.708,42 | 14,82
Retribusi Daerah
3. Pendapatan Hasil
Rengrinkan 17.460.627.749,00 14.141.652.579,49 3.318.975.169,51 | 23,47
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
%, | leniginPAD 303.959.566.670,47 506.416.145.601,32 | (202.456.578.930,85) | (39,98)
yang Sah
. Jumlah 11.887.349.833.431,69 | 2.379.305.078.336,80 | (491.955.244.905,12) | (20,68)
VI.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah. Pendapatan Pajak Daerah selama Tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 6.23. Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2020

No ‘Uraian Realisasi 2020 Realisasi 2019 - Kenaikan/ %)
i : e (Pegnrpnan) s
1. | Pajak Hotel 29.648.921.700,00 55.255.598.502,00 (25.606.676.802,00) | (46,34)
2. | Pajak Restoran 160.029.856.493,80 301.026.280.237,00 | (140.996.423.743,20) | (46,84)
3. | Pajak Hiburan 6.733.967.119,00 26.237.487.500,00 (19.503.520.381,00) | (74,33)
4. | Pajak Reklame 16.776.100.121,00 22.786.934.806,00 (6.010.834.685,00) | (26,38)
5. | Pajak Penerangan Jalan 195.228.011.717,00 199.164.964.217,00 (3.936.952.500,00) | (1,98)
6. | Pajak Parkir 42.137.658.950,00 74.397.340.287,00 (32.259.681.337,00) | (43,36)
7. | Pajak Air Tanah 4.744.317.017,00 5.814.462.899,00 (1.070.145.882,00) | (18,40)
8. | PBBP2 522.484.478.788,00 526.269.211.132,00 (3.784.732.344,00) | (0,72)
9. ,?;2 af?;ih;:n Iéuaﬁ;ms 473.968.690.112,00 593.239.909.090,00 | (119.271.218.978,00) | (20,11)
Jumlah 1.451.752.002.017,80 | 1.804.192.188.670,00 | (352.440.186.652,20) | (19,53)

196

https://jdih.tangerangkota.go.id/




Berdasarkan rincian Pendapatan Pajak Daerah di atas terlihat bahwa akun

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2020 memiliki capaian realisasi di

bawah realisasi Tahun 2019, dengan penurunan tertinggi ada pada Pajak Hiburan
dengan penurunan 74,33% atau Rp19.503.520.381,00

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah tidak saja berasal dari transaksi

penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih pajak dan

sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Wajib Pajak belum memenubhi

kewajibannya. Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah berdasarkan jenis transaksi

selama tahun 2020, yaitu:

Tabel 6.24. Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Transaksi Tahun 2020

: ! ; ~ Pajak Belum :
- e ~ Penerimaan Kas Sisa Piutang TA | Pelunasan Piutang | Disetor Oleh Total
= i : i : .
; FHEA (Rp) 12020 Tahun Lalu Entitas (Rp)
1 Pajak Hotel 29.377.418.050,00 279.993.650,00 (8.490.000,00) 0,00 29.648.921.700,00
146.911.710,8

2 Pajak Restoran 146.370.470.083,00 14.477.036.975,00 (964.562.275,00) o 160.029.856.493,80

3 Pajak Hiburan 6.609.622.557,00 124.344.562,00 0,00 0,00 6.733.967.119,00

4 Pajak Reklame 16.172.643.880,00 1.189.442.486,00 (585.986.245,00) 0,00 16.776.100.121,00
Pajak

5 Penerangan 195.228.011.717,00 0 0,00 0,00 195.228.011.717,00
Jalan

6 Pajak Parkir 42.164.431.218,00 235.639.250,00 (262.411.518,00) 0,00 42.137.658.950,00
Pajak Air

7 4.712.024.186,00 38.932.359,00 {6.639.528,00) 0,00 4.744.317,017,00
Tanah

8 PBEB P2 449,719.862.627,00 | 116.580.875.178,00 (43.816.259.017,00) 0,00 522.484.478.788,00
Bea Perolehan
Hak Atas

9 473.968.690,112,00 0 0,00 0,00 473.968.690.112,00
Tanah dan
Bangunan
Jumlah 1.364.323.174.430,00(132.926.264.460,00| (45.644.348.583,00) 146;911.’1}(_},89' 1\.45__1.'_7_5.2;(_!02.01‘?,3(1

VI.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pungutan Pemerintah Daerah kepada

orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan. Peneriman Retribusi

berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas

permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 6.25. Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020

No Uraian 'Realisasi 2020 |  Realisasi 2019 i Renaton/, (%)
(L2 : (Penurunan)
I Retribusi Jasa Umum 19.144,188.083,00 | 19.269.258.497,00 {125.070.414,00) (0,65)
1. Pelayanan Kesehatan 444,199.607,00 409,381.000,00 34.818.607,00 8,51
2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan 12.389.137.077,00 12.668.542.308,00 (279.405.231,00) (2,21)
P P
3. h:;:i‘:”a“ emalaman & Peagabuan 215.585.000,00 237.967.000,00 (22.382.000,00) | (9,41)
4, Pengujian Kendaraan Bermotor 4.363.759.700,00 4.175.645.000,00 188.114.700,00 4,51
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5. | Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 412.977.363,00 527.946.089,00 (114.968.726,00) | (21,78)
6. | Retribusi Bus Rapid Transit 956.421.586,00 980.666.000,00 (24.244.414,00) | (2,47)
7. | Retribusi Pelayanan tera/tera ulang 362.107.750,00 269.111.100,00 92.996.650,00 | 34,56
II. | Retribusi Jasa Usaha 4.761.215.846,42 5.222.720.500,00 (461.504.653,58) | (8,84)
8. Pemakaian Kekayaan Daerah 2,959,712.846 42 2.592,210.500,00 367.502.346,42 14,18
9. | Terminal 57.668.000,00 83.870,000,00 (26.202.000,00) | (31,24)
11. | Penyedotan Kakus 779.525.000,00 1.110.920.000,00 (331.395.000,00) | (29,83)
12. | Rumah Potong Hewan 517.350.000,00 475.125.000,00 42.225,000,00 8,89
13. | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 446.960.000,00 960.595.000,00 (513.635.000,00) | (53.47)
IOI. | Retribusi Perizinan Tertentu 38.733.207.265,00 | 30.063.112.489,00 8.670.094.776,00 | 28,84
14. | Retribusi ljin Mendirikan Bangunan 32.189.144.165,00 | 26.159.004.589,00 6.030.139.576,00 | 23,05
15. | Retribusi ljin Trayek 37.500.000,00 56.250.000,00 (18.750.000,00) | (33,33)
16. i::;“i 120 Mempekerjalan Tenaga 6.506.563.100,00 |  3.847.857.900,00 2.658.705.200,00 | 69,10
~ Jumlah | 62.638.611.194,42 | 54.555.091.486,00 |  8.083.519.708,42 | 14,82

Berdasarkan rincian Pendapatan Retribusi Daerah di atas terlihat beberapa
Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2020 terjadi kenaikan capaian yang terdiri dari
Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Rumah
Potong Hewan, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Ijin
Memperkerjakan Tenaga Asing. Sedangkan Retribusi Daerah Tahun 2020 yang
Retribusi Pelayanan

Retribusi

mengalami penurunan diantaranya terdiri dari
Persampahan /Kebersihan, Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Bus Rapid Transit, Retribusi
Terminal, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan

Retribusi Jjin Trayek.

Pendapatan retribusi tahun 2020 tidak saja berasal dari transaksi penerimaan
kas tetapi juga berasal dari transaksi penerbitan hak tagih retribusi dan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2020 Wajib Retribusi belum memenuhi kewajibannya.
Berikut Rincian Penerimaan Retribusi Daerah berdasarkan jenis transaksi selama

tahun 2020, yaitu:

Tabel 6.26. Rincian Penerimaan Retribusi Daerah Berdasarkan Jenis Transaksi

- ; T T
5 T Penerimaan Kas Sisa Piutang h:'i’i ) i Tai'.l -
o __Uralan | 2 i it utang Tahun .
_ o L e 2020 o [ STATR0R00 T P e .
I | Retribusi Jasa Umum | 19.167.438.083,00 | 66.315.000,00 | (89.565.000,00) 0,00 |19.144.188.083,00)
1 | Pelayanan Kesehatan 468.714.607,00 | 64.285.000,00 | (88.800.000,00) 0,00 | 444.199.607,00
Pelayanan
2 | Persampahan/Kebersi | 12.389.137.077,00 0,0 0,00 0,00 |12.389.137.077,00
han
Pela; Pemakaman
3 R TN 214.320.000,00 |  2.030.000.00 (765.000,00) 0,00 | 215.585.000,00
& Pengabuan Mayat ' "
Pengujian Kend
4 FREREATRSNE 4.363.759.700,00 0,0 0,00 0,00 | 4.363.759.700,00
Bermotor
Pemeriksaan Alat
g | omertsaanfia 412.977.363,00 0,0 0,00 0,00 | 412.977.363,00
Pemadam Kebakaran
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A il ..P.enerlmng.n:.w:. i Shni’iutnng IE e - if
No Uraian B - Piutang Tahun
2020 TA 2020 SIER
i . Lalu
Retribusi Bus Rapid
) 956.421.586,00 0,0 0,00 0,00 956.421.586,00
Transit
Retribusi Pelayanan
362.107.750,00 0,0 0,00 0,00 362.107.750,00
tera/tera ulang
Retribusi Jasa Usaha 5.419.600.000,00 0,0 0,00 | (658.384.153,58) |4.761.215.846,42
Pemakaian Kekayaan
3.618.097.000,00 0,0 0,00 | (658.384,153,58) | 2.959.712.846,42
Daerah
Terminal 57.668.000,00 0,0 0,00 0,00 57.668.000,00
Penyedotan Kakus 779.525.000,00 0,0 0,00 0,00 779.525.000,00
Rumah Potong Hewan 517.350.000,00 0,0 0,00 0,00 517.350.000,00
Retribusi Tempat
5 446.960.000,00 0,0 0,00 0,00 446.960.000,00
Rekreasi dan Olahraga
Retribusi Perizinan
118 38.346.878.122,00 | 759,224.012,00 | (372.894.869,00) 0,00 [38,733.207.265,00
Tertentu
Retribusi [jin
1 31.802.815.022,00 | 759.224.012,00 | (372.894.869,00) 0,00 |32.189.144.165,00
Mendirikan Bangunan
2 Retribusi ljin Trayek 37.500.000,00 0 0,00 0,00 37.500.000,00
Retribusi ljin
3 Mempekerjakan 6.506.563.100,00 0 0,00 0,00 | 6.506.563.100,00
Tenaga Asing
Jumlah | 62.933.916.205,00 | 825.539.012,00 | (462.459.869,00) |62 {6"1:}-‘19‘,*.4"2|

VI.3.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun
2020 adalah sebesar Rp17.460.627.749,00 dan mengalami kenaikan sebesar
Rp3.318.975.169,51 atau 23,47%
diterima selama tahun 2019 yaitu sebesar Rp14.141.652.579,49. Pendapatan tersebut
berasal dari pendapatan deviden dari PT. Bank BJB Banten, Thk, PDAM Tirta Benteng,
dan PD. Pasar. Berikut rincian pendapatan selama Tahun 2020:

bila dibandingkan dengan pendapatan yang

Tabel 6.27. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

 Realisasi2020 | Realisasi2019

o 11.763.588.907,00 | 11.185.544.015,00 | 578.044.892,00 | 5,17
Deviden BJB
Pendapatan

:347.200. 605.077.943,49 | 2.742.123.014,51 | 105,26
e s 5.347.200.958,00 |  2.605.0
FeacApatag 349.837.884,00 351.030.621,00 (1.192.737,00) | (0,34)
Deviden PD Pasar
~ Jumlah 17.460.627.749,00 | 14.141.652.579,49 | 3.318.975.169,51 | 23,47

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun
2020 tidak saja berasal dari transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari
transaksi non kas. Berikut Rincian Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah

berdasarkan jenis transaksi selama tahun 2020, yaitu:
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Tabel 6.28. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Berdasarkan Jenis

Transaksi
sl 17 i ;. _ Penyesuaian
No  Uraian Penerimun Kas Perhitungan
; 2020 ; 3 a2
.Investa_sl
1. | Pendapatan Deviden BJB 11.763.588.907,00 0,00 11.763.588.907,00

Pendapatan Deviden PDAM

Tirta Benteng

2.300.542.452,00

3.046.658.506,00

5.347.200.958,00

Pendapatan Deviden PD Pasar

0 349.837.884,00

349.837.884,00

'14.064.131.359,00

3.396.496.390,00

17.460.627.749,00

VI1.3.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok

penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi

Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD
yang sah yang diterima selama tahun 2020 adalah sebesar Rp355.498.592.470,47.
Berikut rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah selama Tahun 2020:

Tabel 6.29. Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

No Uraian Realisasi 2020 Realisasi 2019 Benalkan/, (%)
s {penurun_an_} :

Penerimaan

1 . 7.852.459. ,00 11.404. 491,00
Jasa Giro SR8 DhETAS (3.552.415.392,00) | (31,15)
Penerimaan

. 15.458.879. 5.786. i

2 | Busiga Deposito B 780,00 | 25.786.027.386,00 | 4 357 147.606,00) | (40,05)
Tuntutan Ganti

3 Rugl Daerah 133.800.000,00 59.000.000,00 74.800.000,00 | 126,78
Denda atas
Keterlambatan _

194. X 3 | 0

% | Pelaksansan 406.802,00 16%:292.659,00 (270.685.757,00) | (58,21)
Pekerjaan
Pendapatan

5 | Denda Pajak 6.255.128.970,00 |  16.290.130.189,00 | 0 1ac 001 210,00) | (61,60)
Pendapatan

; : e ;

© Denda Retribusi LRANG 28000 44.777.927,00 (19.545.677,00) | (43,65)
Fasilitas Sosial

7 | dan Fasilitas 159.463.153.600,00 | 307.103.079.700,00 (147.639.926.100,00) | (48,08)
Umum
Penerimaan

& | o 5.261.722.485,21 6.534.822.987,45 (1.273.100.502,24) | (19,48
Dana Kapitasi

9 JKN 2.952,374.300,00 2.682.465.257,00 269.909.043,00 10,06
Pendapatan dari

10 BLUD RSUD 97.365.758.811,26 73.311.474.030,86 94.054.284.780,40 32,81
Pendapatan dari

11 BLUD 60.051.369.796,00 61.816.262.788,00
Puskesmas dan R e (1.764.892.992,00) | (2,86)
Labkesda
Denda
Penerimaan

121 1ain-lain PAD 26:250.000,00 88,250.000,00 (12.000.000,00) | (31,37)
Yang Sah _ _

Jumlah 355.498.592.470,47 | 506.416.145.601,31 (150.917.553.130,84) | (29,80)

200

https://jdih.tangerangkota.go.id/




Berdasarkan rincian tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Denda Pajak

memiliki penurunan capaian realisasi diatas realisasi Tahun 2020 yaitu sebesar

Rp10.035.001.219,00 atau 61,60%. Adapun realisasi yang pencapaiannya terbesar
jika disandingkan dengan realisasi Tahun 2019 adalah Pendapatan dari BLUD RSUD
sebesar Rp24.054.284.780,40 atau 32,81%.

Pada Tahun 2020 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tidak hanya terdiri dari

penerimaan kas namun juga penerimaan non kas, sebagaimana terlihat pada tabel di

bawah ini:

Tabel 6.30. Rincian Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Non Kas

No Uraian Penerimaan Kas | Penerimaan Barang Tahun Berjala Ak Lan i mhlnpt:;n-hln Total
Hasil Penjualan

1 Aset Daerah yang 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 (3.500.000,00) 0,00
Tidak Dpisahkan

, Penerimaan Jasa - 5

2 Giro 7.853.300.515,00 0,00 0,00 (841.416,00) 0,00 7.852.459.099,00
Penerimaan

3 Bunga Deposito 15.458.879.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.458.879.780,00
Tuntutan Ganti =

4 Rugi Daerah 74.386.897,00 0,00 105.399.600,00 (45,986.497,00) 0,00 133.800.000,00
Denda atas

= Keterlambatan

=] Pelakeanasn 194.306.302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.306.302,00
Pekerjaan
Pendapatan £ ; i

6 Denda Pajak 5.955.667.446,00 0,00 470.794.963,00 (171.333.439,00) 0,00 6.255.128.970,00

i Pendapatan ’ annr

7 Denda Retribusl 25.232.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,232.250,00
Pendapatan Hasil

8 Eksekusi atas 79.690.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.690.850,00
Jaminan
Pendapatan dari

9 Pengembalian 378.466.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.466.227,00
Fasilitas Sosial

10 dan Fasilitas 0,00 159,463, 153.600,00 0,00 0,00 0,00 159.463.153.600,00
Umum

it | prosrimasnisine 5.296.951.496,00 0,00 0,00 0,00 | (35.229.010,79) 5.261.722.485,21
Dana Kapitasi A

12 JEN 2.,952.818.000,00 0,00 222.900,00 (666.600,00) 0,00 2.952.374.,300,00
Pendapatan dari ;

13 | BLUD RSUD 108.806.861.501,00 0,00 69.332.680,00 (11.510.074.714,00} 8.639.344,26 97.365.758.811,26
Pendapatan dari

14 BLUD Puskesmas 60.573.190.196,00 0,00 183.155.300,00 (704.975.700,00) 0,00 60.051.369.796,00
dan Labkesda
Denda

15 | Frserhnaan Laine 26.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.250.000,00
lain PAD Yang
Sah

Jumlah 207.681.501.460,00 | 159.463.153.600,00 | 828.905.443,00 |(12.442.878.366,00) | (32.089.666,53) [355.498.592.470,47

Pendapatan lain-lain PAD yang sah tersebut telah termasuk pendapatan lain-

lain pada pengelolaan Dana BOS yang berasal dari pendapatan pengembalian belanja

pada satuan pendidikan negeri di Dinas Pendidikan sebesar Rp 131.663.850,00.

V1.3.1.2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas

pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya

kas pada Rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat

diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal terdapat

kurang salur dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer terdiri

dari:
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Tabel 6.31. Pendapatan Transfer

No Uraian Realisasi 2020 |  Realisasi 2019 Befsil (%)
BEEIT bl Penurunan

Transfer Pemerintah

1. | Pusat-Dana 1.354.211.762.725,00 | 1.396.512.038.642,00 | (42.300.275.917,00) | (3,03)
Perimbangan

T i 78.196.496.000,00 44.332.710.000,00 33.863.786.000,00 | 76,39
Pusat-Lainnya

g, | Deusterfemertah 514.890.561.563,00 623.401.139.184,00 | (108.510.577.621,00) | (17,41)
Provinsi

4. | Bantuan Keuangan 45.000.000.000,00 40.000.000.000,00 5.000.000.000,00 | 12,50

Jumlah 1.992.298.820.288,00 | 2.104.245.887.826,00 | (111.947.067.538,00) | (5,32)

VI.3.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Pendapatan Dana Perimbangan yang direalisasikan
Pemerintah Pusat kepada Kota Tangerang pada tahun 2020 adalah sebesar
Rp1.354.211.762.725,00 lebih rendah sebesar Rp42.300.275.917,00 atau (3,03%) bila
dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2019 yaitu sebesar
Rp1.396.512.038.642,00. Tabel berikut ini merupakan rincian dari penerimaan

Pendapatan Dana Perimbangan.

Tabel 6.32. Penerimaan Pendapatan Dana Perimbangan

'Kengiknn}

No | Uraian Realisasi 2020 |  Realisasi 2019 i (%)
_ SR e (Penprunan)

i, | Dena Bag 282.161.391.073,00 223.639.328.490,00 | 58.522.062.583,00 | 26,17
Hasil Pajak

2. gg%;HaS‘l 1.499.828.200,00 1.505.744.516,00 (5.916.316,00) | (0,39)
Dana

3. | Alokasi 843.004.535.000,00 964.844.367.000,00 | (121.839.832.000,00) | (12,63)
Umum
Dana

4. | Alokasi 227.546.008.452,00 206.522.598.636,00 | 21.023.409.816,00 | 10,18
Khusus

Jumlah | 1.354.211.762.725,00 | 1.396.512.038.642,00 | (42.300.275.917,00) | (3,03)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan yang
mengalami kenaikan pada Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun
2019 adalah Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dengan kenaikan sebesar
Rp58.522.062.583,00 atau 26,17 %, dan Dana Alokasi Khusus dengan kenaikan
sebesar Rp21.023.409.816,00 atau 10,18%. Sedangkan realisasi pendapatan yang
mengalami penurunan yaitu Pendapatan Bagi Hasil SDA dengan Penurunan sebesar
Rp5.916.316,00 atau (0,39%) Dana Alokasi Umum dengan penurunan sebesar

Rp121.839.832.000,00 atau (12,63%).
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Untuk Tahun 2020, Pendapatan Dana Perimbangan seluruhnya berasal dari
pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

VI. 3.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN
khususnya Pajak yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp282.161.391.073,00 dan
apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019 sebesar
Rp223.639.328.490,00 mengalami kenaikan sebesar Rp58.522.062.583,00 atau
26,17%. Berikut rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak:

Tabel 6.33. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No Uraian Realisasi 2020 Realisasi 2019 KenaiLang (%)
_ (Penurunan)
1. | PBB 4.631.443.600,00 7.616.092.691,00 | (2.984.649.091,00) | (39,19)
2. il;t:ga“g 277.519.281.173,00 | 216.023.235.799,00 | 61.496.045.374,00 | 28,47
g, | Sk Hasil 10.666.300,00 0,00 10.666.300,00 | 100,00
Tembakau
Jumlah 282.161.391.073,00 | 223.639.328.490,00 | 58.522.062.583,00 | 26,17
VI1.3.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2020 sebesar
Rp1.499.828.200,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.916.316,00 atau (0.39%) bila
dibandingkan dengan dana yang diterima pada tahun 2019 yaitu sebesar
Rp1.505.744.516,00. Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

terdiri dari:

Tabel 6.34. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

No ‘Uraian Realisasi 2020 | Realisasi 2019 Wiy il
i AR "7 | (Penurunan)

__{_%-} .

Penerimaan Pungutan

: 784.599.000,00 593.833.089,00 190.765.911,00 32,12
Pengusahaan Perikanan

Bagi Hasil Sumber Daya

2. 533.821.150,00 | 742.103.512,00 | (208.282.362,00) | (28,07)
Alam Pertambangan
g, || SUsaber Dayetium 47.446.250,00 32.354.400,00 | 15.091.850,00 | 46,65
Kehutanan
4. 232:’31" DepaAidm Fasiss 133.961.800,00 |  137.453.515,00 | (3.491.715,00) | (2,54)
Jumlah 1.499.828.200,00 | 1.505.744.516,00 | (5.916.316,00) | (0,39)
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pendapatan dari Bagi Hasil Bukan
Pajak/Sumber Daya Alam mengalami Kenaikan terbesar pada Penerimaan Pungutan
Pengusahaan Perikanan sebesar Rp190.765.911,00 atau 32,12%.

VI1.3.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum pada tahun 2020 adalah sebesar
Rp843.004.535.000,00 mengalami Penurunan sebesar Rpl121.839.832.000,00 atau
12,63% dari Dana Alokasi Umum yang diterima pada tahun 2019 yaitu sebesar
Rp964.844.367.000,00.

VI1.3.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus pada tahun 2020 adalah sebesar
Rp227.546.008.452,00, lebih tinggi bila dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar
Rp206.522.598.636,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp21.023.409.816,00 atau
10,18%. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp227.546.008.452,00, terdiri dari DAK Fisik
sebesar Rp9.548.657.075,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp217.997.351.377,00.

VI1.3.1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Untuk Tahun 2020 realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
adalah sebesar Rp78.196.496.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Dana

Penyesuaian (Dana Insentif Daerah).

VI1.3.1.2.2.1. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian pada tahun 2020 adalah sebesar
Rp78.196.496.000,00 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan dana
penyesuaian yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2019 yaitu sebesar
Rp44.332.710.000,00 atau naik sebesar Rp33.863.786.000,00 atau 76,39%. Realisasi
Dana Penyesuaian seluruhnya berasal dari realisasi Dana Insentif Daerah (DID). Dana
ini dialokasikan untuk Dinas Pendidikan atas Kegiatan Biaya Operasional Pendidikan
untuk Jenjang Pendidikan SMPN/MTsN dan untuk penanggulangan covid dalam

pemulihan ekonomi daerah, penanganan bidang kesehatan dan bantuan sosial.

Untuk Tahun 2020, Pendapatan Dana Penyesuaian seluruhnya berupa
pendapatan dalam bentuk kas dan telah diterima seluruhnya di Rekening Kas Daerah
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

VI.3.1.2.3. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Daerah untuk Tahun 2020
seluruhnya berasal dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar
Rp514.890.516.563,00.
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VI.3.1.2.3.1. Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2020 adalah sebesar
Rp514.890.561.563,00, dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019
sebesar Rp623.401.139.184,00, maka mengalami Penurunan sebesar
Rp108.510.577.621,00 atau 17,41%. Berikut ini adalah rincian realisasi Dana Bagi
Hasil Pajak.

Tabel 6.35. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak

No ‘Uraian Realisasi 2020 Realisasi 2019 Kenaikan/Penurunan (%)

j, | PeiEKancatan 227.794.032.525,00 226.129.684.177,00 1.664.348.348,00 0,74
Bermotor
Bea Balik Nama

2. | Kendaraan 106.504.809.450,00 171.256.166.287,00 (64.751.356.837,00) | (37,81)
Bermotor
Pajak Bahan

3. | Bakar Kendaraan 127.432.495.521,00 156.604.576.242,00 (29.172.080.721,00) | (18,63)
Bermotor

g, |EaRRAR 5.420.736.833,00 5.057.820.234,00 362.916.599,00 7.18
Permukaan
Dana Bagi Hasil

5 | pojac Rokek 47.738.487.234,00 64.352.892.244,00 (16.614.405.010,00) | (25,82)
Jumlah 514.890.561.563,00 | 623.401.139.184,00 | (108.510.577.621,00) | (17,41)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa akun Pajak Air Permukaan
mengalami peningkatan terbesar sebesar Rp362.916.599,00 atau 7,18% apabila
dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2019. Sedangkan akun yang mengalami
penurunan terbesar adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar

(Rp64.751.356.837,00) atau (37,81%).

Penerimaan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak tidak saja berasal dari
transaksi penerimaan kas tetapi juga berasal dari transaksi piutang dan pelunasan
piutang TA 2019. Berikut Rincian Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan jenis
transaksi selama tahun 2020.

Tabel 6.36. Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Transaksi

o : Sisa Piutang Tahun _Pelung‘s:sn_Pi:ﬁta_#g:
No Uragn Penerimaan Kas Berjalan TahunLalu Total
Pajak Kendaraan
1 121.900.352.547,00 124.979.062.020,00 | (19.085.382.042,00) 227.794.032.525,00
Bermotor
Bea Balik Nama
2 Kendaraan 62.003.591.015,00 59.247.191.119,00 | (14.835.972.684,00) |106.504.809.450,00
Bermotor
Pajak Bahan
3 Balkar Kendaraan 66.406.936.523,00 74.679.012.110,00 | (13.653.453.112,00}) 127.432.495.521,00
Bermotor
Pajak Air
4 2.607.073.258,00 3.250.047.629,00 (436.384.054,00) 5.420.736.833,00
Permukaan
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Dana Bagi Hasil

59.828.078.772,00 16.431.144.360,00 | (28.520.735.898,00) | 47.738.487.234,00
Pajak Rokok

VI1I.3.1.2.4. Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan pada Tahun 2020 adalah sebesar
Rp45.000.000.000,00 yang seluruhnya berasal dari penerimaan Bantuan Keuangan

dari Pemerintah Daerah Provinsi.

VI1.3.1.2.4.1. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi

Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp45.000.000.000,00 lebih tinggi dari penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah
Daerah Provinsi yang diberikan pada tahun anggaran 2019 sebesar
Rp40.000.000.000,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp5.000.000.000,00 atau
12.5%. Realisasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi untuk Tahun
2020 berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebesar Rp45.000.000.000,00.

Untuk Tahun 2020, Pendapatan Bantuan Keuangan seluruhnya berasal dari
pendapatan dalam bentuk kas dan seluruhnya telah diterima di Rekening Kas Daerah
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

VI.3.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada Tahun 2020 adalah
sebesar Rp619.884.106.252,88,00 yang seluruhnya berasal dari Pendapatan Hibah.

VI.3.1.3.1. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah pada Tahun 2020 sebesar
Rp619.884.106.252,88,00 terdiri dari:

Tabel 6.37. Realisasi Pendapatan Hibah

Penerimaan Hibah/Donasi
dalam bentuk uang yang "
Dinas
1 berasal dari 0,00 4.212.229.795,00 4.212.229.795,00
Kesehatan
Instansi/Swasta/ Masyarakat
untuk penanganan Covid-19
Penerimaan Hibah
Persediaan Obat-obatan dan Dinas
2 0,00 17.280.825.513,00 17.280.825.513,00
Bahan Kimia dari Pemerintah Kesehatan
Provinsi Banten
Dinas
Hibah Tanah untuk
Perumahan
3 Bangunan Dari Kabupaten 4 0,00 104.748.168.000,00 104.748.168.000,00
an
Tangerang :
Permukiman

206
https://jdih.tangerangkota.go.id/



Hibah Alat Laboratorium Dinas

4 Dari Badan Pengkajian dan Lingkungan 0,00 77.596.416.450,00 77.596.416.450,00
Penerangan Teknologi Hidup
Hibah Jembatan ]
Dinas
5 Penyebarangan atas Fasos 0,00 1.093.041.829,88 1.093.041.829,88
Perhubungan
Fasum
Dinas
6 Penerimaan Dana BOS 155.807.080.000,00 0,00 155.807.080.000,00
Pendidikan
Penerimaan Hibah dari
7 k BFKD-PPKD 52.334.260.000,00 0,00 52.334.260.000,00
Kementrian
Hibah Tanah dan Bangunan Sekretariat
8 ! 0,00 189.093.000.337,00 189.093.000.337,00
Dari Kabupaten Tangerang Daerah

Penerimaan Hibah/Donasi
dalam bentuk barang vang
9 berasal dari BLUD RSUD 0,00 7.150.654.029,00 7.150.654.029,00
Instansi/ Swasta/ Masyarakat

untuk penanganan Covid-19

Penerimaan Hibah/Donasi
dalam bentuk barang yang BLUD
10 | berasal dari Puskesmas 0,00 7.831.030.299,00 7.831.030.299,00
Instansi/ Swasta/Masyarakat | dan Labkesda
untuk penanganan Covid-19

Hibah Tanah dan Bangunan
11 . BPKD-PPKD 0,00 2.737.400.000,00 2.737.400.000,00
Dari Kabupaten Tangerang

Pemerintah Kota Tangerang tahun anggaran 2020 menerima pendapatan
hibah dalam bentuk penerimaan kas dari Pemerintah Pusat sebesar
Rp52.334.260.000,00 dan Dana BOS dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar
Rp155.807.080.000,00.

Selain itu, terdapat penerimaan hibah dari Pemerintah Provinsi Banten berupa
Barang Persediaan yang belum ada nilainya berdasarkan Berita Acara Serah Terima
antara Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan Dinas Kesehatan Kota Tangerang,
dengan rincian yaitu Obat-obatan sebanyak 1.960 Table/Vial, Bahan Kimia sebanyak
34.580 Pcs/Box dan Bahan Medis sebanyak 58.255 Pcs.

VI1.3.2. BEBAN

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau
terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban
adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti

keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada
prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban, yang terdiri dari beban pegawai,
beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial,
bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan

beban tak terduga.
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Selama Tahun 2020 Beban Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar
Rp3.831.650.134.991,23 mengalami peningkatan sebesar Rp236.709.683.780,02 atau
5,82% dari tahun anggaran tahun 2019 sebesar Rp4.068.359.818.771,25.

VI1.3.2.1. BEBAN PEGAWAI

Beban pegawai Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2020 adalah sebesar
Rp1.375.906.414.013,00 apabila dibandingkan beban pegawai pada Tahun 2019 yaitu
sebesar Rp1.451.658.216.203,00 maka  mengalami penurunan sebesar
Rp75.751.802.190,00atau turun sebesar 5.22%.

VI1.3.2.2. BEBAN BARANG DAN JASA

Beban barang dan jasa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran
2020 adalah sebesar Rp1.337.585.468.789,78 sedangkan pada Tahun Anggaran 2019
Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar
Rp1.499.937.696.017,46 sehingga mengalami penurunan sebesar
Rp162.352.227.227,68 atau turun sebesar 10,82%. Dalam Realisasi Beban Barang
dan Jasa termasuk di dalamnya (1) beban untuk BLUD RSUD sebesar Rp34.766.
598.205,00, (2) beban untuk 34 BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar
Rp29.466.180.615,88, (3) Beban dari dana BOS sebesar Rp98.291.105.878,00, dan (4)
beban beasiswa pendidikan sebesar Rp8.163.040.000,00. Selain itu, nilai realisasi
beban barang dan jasa tersebut telah termasuk beban barang dan jasa yang
digunakan untuk penanganan dampak pandemik Covid-19 yaitu sebesar
Rp30.013.328.613,00 yang berasal dari beban pada belanja tidak terduga sebesar
Rp29.981.458.913,00 dan hibah donasi badan/masyarakat sebesar Rp31.869.700,00.

VI1.3.2.3. BEBAN PERSEDIAAN

Realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp272.240.959.204,20 mengalami kenaikan sebesar Rp32.334.835.178,33 atau
13,48% dari tahun 2019 sebesar Rp239.906.124.025,86. Nilai realisasi beban
persediaan tersebut telah termasuk beban persediaan yang digunakan untuk
penanganan dampak pandemik Covid-19 yaitu sebesar Rpl14.936.895.884,00 yang
berasal dari beban pada belanja tidak terduga sebesar Rp2.898.076.790,00 dan hibah
donasi badan/masyarakat sebesar Rp12.038.819.094,00. Adapun rincian nilai beban
persediaan pada SKPD dan BLUD yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.38. Nilai Beban Persediaan

Dinas Pendidikan 40.472.907.596,00

2 Dinas Kesehatan 45.208.705.767,65
3. Rumah Sakit Umum Daerah 4.473.748.883,00
4, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 40.594.296.358,32
5. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan 2.614.461.200,00
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No
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 600.449.4”77,00
7. Satuan Polisi Pamong Praja 530.125.200,00
8. Dinas Sosial 1.821.159.657,00
9, Dinas Ketenagakerjaan 549,259.650,00
n. (e B Bl ol Bl
11. Dinas Ketahanan Pangan 3.335.187.934,62
12, Dinas Lingkungan Hidup 27.302.333.379,30
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 7.541.939.261,00
14. Dinas Perhubungan 14.690.880.906,00
15. Dinas Komunikasi Dan Informatika 1.391.806.637,00
16. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 632.613.993,00
17. Dinas Pemuda Dan Olah Raga 1,388.038.300,00
18. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 7.249.321.902,00
19, Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 337.230.800,00
20. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM 1.192.713.735,00
21, Inspektorat 223.745.660,00
22, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 341.982.430,00
23. Badan Pengelola Keuangan Daerah 916.568.844,54
24, Badan Pendapatan Daerah 724.878.922,00
25. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM 666.498.850,00
26. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 220.752.150,00
2 Sekretariat Daerah 4.971.875.169,00
28. Sekretariat DPRD 1.007.400.508,00
29. Kecamatan Tangerang 630.936.055,00
30. Kecamatan Karawaci 1.674.357.459,00
31: Kecamatan Cibodas 379.470.938,00
32. Kecamatan Jatiuwung 944.635.401,00
33. Kecamatan Periuk 651.136.650,00
34, Kecamatan Neglasari 917,431.955,00
35. Kecamatan Benda 816.971.450,00
36. Kecamatan Batuceper 868.761.567,00
37. Kecamatan Cipondoh 956.280.844,00
38. Kecamatan Pinang 1.008.467.250,00
39. Kecamatan Ciledug 554.909.510,00
40. Kecamatan Karang Tengah 770.774.723,00
41. Kecamatan Larangan 655.214.712,00
42, BLUD RSUD 26.109.562.172,00
43. BLUD Puskesmas 24.199.036.547,77

Selain Beban Persediaan tersebut, terdapat penggunaan beban persediaan
yang diperoleh dari hibah Pemerintah Provinsi Banten untuk obat-obatan sebanyak
1.953 Tablet/Vial, Bahan Kimia sebanyak 30.921 Pcs/Box dan Bahan Medis Habis
Pakai sebanyak 52.509 Pcs.
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V1.3.2.4. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban pemeliharaan tahun anggaran 2020 sebesar Rp72.244.913.409,69
mengalami penurunan sebesar Rp21.209.545.872,98 atau 22,70% dari realisasi tahun
2019 sebesar Rp93.454.459.282,68. Beban pemeliharaan pada SKPD sebesar
Rp63.028.690.993,69, beban pemeliharaan pada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar
Rp7.110.345.541,00 dan pada BLUD Puskesmas sebesar Rp2.105.876.875,00.

VI.3.2.5. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban perjalanan dinas tahun anggaran 2020 sebesar Rp72.917.207.898,00
mengalami penurunan sebesar Rp41.060.412.469,00 atau 36,02% dari realisasi tahun
anggaran 2019 sebesar Rp113.977.620.367,00. Beban perjalanan dinas pada SKPD
sebesar Rp72.641.039.408,00 dan beban perjalanan dinas pada BLUD RSUD Kota
Tangerang sebesar Rp257.895.500,00 dan pada BLUD Puskesmas sebesar
Rp18.272.990,00..

VI1.3.2.6. BEBAN HIBAH

Beban hibah Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2020 adalah sebesar
Rp149.525.522.777,41 dan apabila dibandingkan dengan Beban Hibah pada Tahun
2019 sebesar Rp78.200.402.669,00 mengalami kenaikan sebesar
Rp71.325.120.108,41 atau 91,21%. Beban Hibah pada Tahun 2020, selain dalam
Bentuk Hibah berupa uang/pengeluaran kas juga hibah dalam bentuk barang dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 6.39 Beban Hibah

 Uraian

Hibah Barang/Persediaan yang
diserahkan kepada Organisasi 0,00
Kemasyarakatan pada Dinas
Pendidikan

Hibah Barang/Persediaan kepada
Pemerintah pada Dinas 0,00
Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan

27.881.350,00 27.881.350,00

12.600.351.669,00 12.600.351.669,00

Hibah Barang/Persediaan yang
diserahkan kepada Kelompok

3 Masyarakat pada Dinas 0,00 812.359.000,00 812.359.000,00
Perumahan, Permukiman dan
Pertanahan

Hibah Barang/Persediaan kepada
KODIM 0506 Tangerang dan

4 POLRESTA Tangerang pada 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah

Hibah Barang/Persediaan yang
diserahkan kepada Kelompok
Masyarakat pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

0,00 109.367.500,00 109.367.500,00
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U-I Fis n

Barang/Jasa

Total

Hibah Barang/persediaan kepada
Kelompok Masyarakat pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

0,00

198.055.000,00

198.055.000,00

Hibah Barang/persediaan kepada
Kelompok Masyarakat pada
Dinas Kepemudaan dan Olahraga

0,00

199.640.000,00

199.640.000,00

Hibah Barang/persediaan kepada
Kelompok Masyarakat pada
Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata

0,00

17.483.400,00

17.483.400,00

Hibah Barang/persediaan kepada
Kelompok Masyarakat pada
Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM

0,00

14.197.107.950,00

14.197.107.950,00

10

Hibah kepada Kelompok
Masyarakat pada PPKD

481.504.679,00

0,00

481.504.679,00

11

Hibah kepada POLRI

50.000.000.000,00

0,00

50.000.000.000,00

12

Hibah kepada Organisasi
Kemasyarakatan pada PPKD

5.345.511.800,00

0,00

5.345.511.800,00

13

Hibah PAUD Masyarakat/Swasta
pada PPKD

15.588.150.000,00

0,00

15.588.150.000,00

14

Hibah Pendidikan Kesetaraan
Masyarakat/Swasta pada PPKD

5.816.550.000,00

0,00

5.816.550.000,00

15

Hibah Industri Pariwisata pada
PPKD

11.155.673.996,00

0,00

11.155.673.996,00

16

Hibah Barang/persediaan yang
diserahkan kepada Kelompok
Masyarakat Kecamatan
Tangerang

0,00

1.028.781.800,00

1.028.781.800,00

17

Hibah Barang/persediaan yang
diserahkan kepada Kelompok
Masyarakat Kecamatan Periuk

0,00

859.004.100,00

859.004.100,00

18

Hibah Barang/persediaan yang
diserahkan kepada Kelompok
Masyarakat Kecamatan Neglasari

0,00

1.407.000.000,00

1.407.000.000,00

19

Hibah Barang/persediaan yang
diserahkan kepada Kelompok
Masyarakat Kecamatan Benda

0,00

1.134.360.114,00

1.134.360.114,00

20

Hibah Barang/persediaan yang
diserahkan kepada Kelompok
Masyarakat Kecamatan Larangan

0,00

889.638.600,00

889.638.600,00

21

Hibah Barang Milik Daerah ke
Kabupaten Tangerang pada
Dinas Lingkungan Hidup

0,00

3.112.676.048,03

3.112.676.048,03

22

Hibah Barang Milik Daerah ke
Kabupaten Tangerang pada
Dinas Ketahanan Pangan

0,00

2.717.760.000,00

2.717.760.000,00

23

Hibah Barang kepada Pemerintah
pada Dinas Perhubungan

0,00

21.326.665.771,38

21.326.665.771,38

Jumlah

/88.387.390.475,00

61.138.132.302,38

149.525.522.777,41
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VI.3.2.7. BEBAN BANTUAN SOSIAL

Pada Tahun 2020, Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kota Tangerang sebesar
Rp28.239.660.279,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp28.050.111.429,00 atau
14.798,35% apabila dibandingkan dengan beban bantuan sosial TA 2019 sebesar
Rp189.548.850,00. Beban Bansos sebagian besar digunakan untuk penanganan
pandemik Covid-19 yaitu sebesar Rp28.117.983.054,00 diantaranya untuk program
jaring pengaman sosial dan pemulihan dampak ekonomi. Selain itu, beban bantuan
sosial pada BLUD RSUD sebesar Rp121.677.225,00 digunakan untuk warga sekitar
BLUD RSUD Kota Tangerang.

VI1.3.2.8. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun
2020 adalah sebesar Rp440.753.030.590,91 dan apabila dibandingkan dengan Tahun
2019 sebesar Rp470.155.495.434,64 maka mengalami penurunan sebesar
Rp29.402.464.843,72 atau 6,25%. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah
sebagai berikut:

Tabel 6.40. Beban Penyusutan dan Amortisasi

: il Kenaikan/
No Uraian Realisasi 2020 Realisasi 2019 pe i -:'! : %
: (Penurunan)

I | Beban Penyusutan 439.564.952.068,62 | 468.770.891.612,34 | 0 hoc oag can 7o) | (6.23)
1. | Peralatan dan Mesin 136.858.756.182,46 |  164.320.891.114,50 |  (27.471.134.932,04) | (.

g, |Gedungdan 102.354.384.794,01 | 105.028.672.733,12 (2.674.287.939,11)
Bangunan (2,59))

%, |*Han. RS, dan 199.548.982.300,70 |  198.748.390.585,19 800.591.715,51
Jaringan 0,40
4. | Aset Tetap Lainnya 802.828.791,45 663.937.179,53 138.891.611,92 20.99
I. | Amortisasi 1.188.078.522,29 1.384.603.822,29 B e
1. | Aset Tak Berwujud 1.188.078.522,29 1.384.603.822,29 (196.525.300,00) |, g
Jumlah  440.753.030.590,91 63|(27.916.400.125,80) | (6,25)

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum beban penyusutan dan
amortisasi mengalami penurunan. Adapun rincian beban penyusutan dan amortisasi
pada SKPD dan BLUD yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.41. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada SKPD dan BLUD

BEBAN | AMORTISASI ASET

— fKED PENYUSUTAN | TAK BERWUJUD ToTAL
1 | Dinas Pendidikan 84.212.851.720,29 0,00 | 84.212.851.720,29
2 | Dinas Kesehatan 21.991.366.445,38 51.225.000,00 | 22.042.591.445,38
3 | RsuD 7.777.633.665,96 0,00 7.777.633.665,96
4 g::n‘”’gp'?k“jaa“ Uriam aenPendtaen. | gopas vani 6 0,00 | 168.746.148.251,92
5 E;gig;g:mha“’ Barmnmpndan 15.170.147.886,31 0,00 | 15.170.147.886,31
6 Badan Penanggulangan Bencana 4.184.943.664,87 0,00 4.184.943.664,87
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T = ]

ST e i G

Daerah
7 | Satuan Polisi Pamong Praja 487.021.384,00 0,00 487.021.384,00
Dinas Sosial 643.811.181,04 0,00 643.811.181,04
Dinas Ketenagakerjaan 1.169.113.084,29 22.940.000,00 1.192.053.084,29
10 | DP3AP2KB 332.805.011,05 0,00 332.805.011,05
11 | Dinas Ketahanan Pangan 832.291.996,17 0,00 832.291.996,17
12 | Dinas Lingkungan Hidup 17.261.140.766,46 0,00 | 17.261.140.766,46
13 gii;'l_?s Kependuduleidan Catran 1.124.230.895,82 0,00 |  1.124.230.895,82
14 | Dinas Perhubungan 17.783.272.368,30 0,00 | 17.783.272.368,30
15 | Dinas Komunikasi dan Informatika 4.210.048.920,41 967.506.670,01 5.177.555.590,42
16 | DPMPTSP 1.081.045.146,21 (0,00) 1.081.045.146,21
17 | Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 5.030.573.489,14 0,00 5.030.573.489,14
18 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 8.536.441.824,32 0,00 8.536.441.824,32
19 g‘;ﬁ:ﬁerpu"“m S Sxdlp 600.581.688,90 0,00 600.581.688,90
20 2:;1?&2?;“&?1“3??' Perdagangan, 2.492.563.334,37 0,00 2.492.563.334,37
21 | Inspektorat 607.167.529,60 0,00 607.167.529,60
22 gz‘:f;’hpmmana“ Eftatganag 614.601.468,71 99.343.750,00 713.945.218,71
23 | Badan Pengelola Keuangan Daerah 2.607.259.278,65 0,00 2.607.259.278,65
24 | Badan Pendapatan Daerah 900.237.697,57 35.375.602,29 935.613.299,86
g | PedenKepegawsian din 547,045.049,50 0,00 547.045.049,50
Pengembangan SDM
26 | Sekretariat Daerah 10.164.824.889,95 0,00 | 10.164.824.889,95
27 | Sekretariat DPRD 1.028.237.980,50 0,00 1.028.237.980,50
28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 361.629.653,63 0,00 361.629.653,63
29 | Kecamatan Tangerang 2.873.378.782,31 0,00 2.873.378.782,31
30 | Kecamatan Karawaci 5.161.382.643,55 11.687.500,00 5.173.070.143,55
31 | Kecamatan Cibodas 3,110.069.837,51 0,00 3.110.069.837,51
32 | Kecamatan Jatiuwung 2.042.246.801,83 0,00 2.042.246.801,83
33 | Kecamatan Periuk 3.401.477.719,70 0,00 3.401.477.719,70
34 | Kecamatan Neglasari 3.483.633.729,25 0,00 3.483.633.729,25
35 | Kecamatan Benda 2.239.407.267,55 0,00 2.239.407.267,55
36 Kecamatan Batuceper 2.700.612.411,46 0,00 2.700.612.411,46
37 | Kecamatan Cipondoh 3.908.084.949,76 0,00 3.908.084.949,76
38 | Kecamatan Pinang 4.846.463.615,60 0,00 4.846.463.615,60
39 Kecamatan Ciledug 3.312.872.711,05 0,00 3.312.872.711,05
40 | Kecamatan Karang Tengah 3.410.718.967,05 0,00 3.410.718.967,05
41 | Kecamatan Larangan 3.504.763.375,54 0,00 3.504.763.375,54
42 | PPKD Kuasa BUD Aset 0,00 0,00 0,00
43 | BLUD RSUD Kota Tangerang 7.949.510.326,12 0,00 7.949.510.326,12
44 | BLUD Puskesmas Bugel 88.626.239,50 0,00 88.626.239,50
45 | BLUD Puskesmas Cikokol 167.580.610,50 0,00 167.580.610,50
46 | BLUD Puskesmas Cibodasari 160.641.331,25 0,00 160.641.331,25
47 | BLUD Puskesmas Jalan Baja 173.406.271,00 0,00 173.406.271,00
48 | BLUD Puskesmas Jurumudi Baru 112.339.617,00 0,00 112.339.617,00
49 | BLUD Puskesmas Kedaung Wetan 434.275.192,51 0,00 434.275.192,51
50 | BLUD Puskesmas Kunciran 276.561.066,00 0,00 276.561.066,00
51 | BLUD Puskesmas Ciledug 273.356.676,04 0,00 273.356.676,04
52 | BLUD Puskesmas Cipadu 342.181.494,75 0,00 342.181.494,75
53 | BLUD Puskesmas Ketapang 47.238.633,25 0,00 47.238.633,25
54 | BLUD Puskesmas Pabuaran Tumpeng 127.473.082,50 0,00 127.473.082,50
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NO. SKPD R e ToTAL
55 | BLUD Puskesmas Panunggangan 203.624.699,27 0,00 203.624.699,27
56 | BLUD Labkesda 247.423.552,00 0,00 247.423.552,00
57 BLUD Puskesmas Batuceper 243.459.820,25 0,00 243.459.820,25
58 | BLUD Puskesmas Gondrong 122.676.107,00 0,00 122.676.107,00
59 | BLUD Puskesmas Karawaci Baru 353.067.083,68 0,00 353.067.083,68
60 | BLUD Puskesmas Neglasari 473.157.844,32 0,00 473.157.844,32
61 | BLUD Puskesmas Pasar Baru 40.077.896,50 0,00 40.077.896,50
62 | BLUD Puskesmas Periuk Jaya 173.161.780,70 0,00 173.161,780,70
63 | BLUD Puskesmas Poris Plawad 100.527.892,01 0,00 100.527.892,01
64 | BLUD Puskesmas Sukasari 280.181.633,75 0,00 280.181.633,75
65 | BLUD Puskesmas Tajur 105.550.919,90 0,00 105.550.919,90
66 | BLUD Puskesmas Tanah Tinggi 183.253.337,26 0,00 183.253.337,26
67 | BLUD Puskesmas Jatiuwung 201.464.461,88 0,00 201.464.461,88
68 | BLUD Puskesmas Karang Tengah 391.110.185,25 0,00 391.110.185,25
69 | BLUD Puskesmas Kunciran Baru 158.598.734,50 0,00 158.598.734,50
70 BLUD Puskesmas Pondok Bahar 37.348.293,25 0,00 37.348.293,25
71 | BLUD Puskesmas Benda 178.064.442,25 0,00 178.064.442,25
72 | BLUD Puskesmas Gembor 08.851.468,75 0,00 98.851.468,75
73 | BLUD Puskesmas Larangan Utara 562.738.841,52 0,00 562.738.841,52
74 | BLUD Puskesmas Sangiang 54.784.992,50 0,00 54.784.992,50
75 | BLUD Puskesmas Poris Gaga 105.129.399,75 0,00 105.129.399,75
76 | BLUD Puskesmas Cipondoh 531.896.361,64 0,00 531.896.361,64
77 BLUD Puskesmas Pedurenan 71.462.694,75 0,00 71.462.694,75
 JUMLAH 439.5_64.9:52_._968-,_62' '1.188";07”8.522{,'29_: 440;753030590,91
V1.3.2.9. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2020
adalah sebesar Rp79.348.312.129,22 sedangkan pada Tahun 2019 Beban Penyisihan
Piutang Pemerintah Kota Tangerang adalah sebesar Rp59.847.253.554,61 atau
mengalami peningkatan sebesar Rp19.501.058.574,61 atau 32,58%. Berikut adalah

rincian Beban Penyisihan Piutang yaitu sebagai berikut:

Tabel Beban 6.42. Penyisihan Piutang

No e  Realisasi 2019 (%)
1. | Beban Penyisihan 79.278.876.058,97 | 59.834.791.701,75 | 19.445.215.756,03 32,50%
Piutang pendapatan
1. | Piutang Pajak 78.267.846.230.10 | 59.406.627.585,20 18.861.218.644,90 | 31,75%
2. | piutang Retribusi 169.114.665,04 52.862.665,07 116.251.999,97 | 219.91%
3. | Lain-lain PAD Yang 841.915.163,83 375.301.451,48 466.613.712,36 | 124.33%
Sah
1. | Beban Penyisihan 69.436.070,25 12.461.852,86 56.974.217,39 | 457,19%
Piutang Lainnya
1. | Bagian Lancar 69.436.070,25 12.461.852,86 56.974.217,39 | 457,19%
Tuntutan Ganti
Kerugian Daerah
Jumlah 79.348,312.129,22 | 59.847.253.554,61 | 19.50 1‘-.05____315_%4’.‘6_2 32,58%
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Dari tabel di atas terlihat bahwa secara umum beban penyisihan piutang
mengalami peningkatan paling signifikan pada beban penyisihan piutang lainnya
bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) sebesar Rp56.974.217,38 atau
457,19% dan beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp116.251.999,97 atau
219,91%.

VI1.3.2.10. BEBAN TRANSFER

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk
mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk Tahun 2020 Beban Transfer Pemerintah Kota Tangerang sebesar
Rp2.738.243.000,00 dan apabila dibandingkan dengan Beban Transfer Tahun 2019
sebesar Rp2.367.949.000,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp370.294.000,00 atau
naik 15,64%. Realisasi beban transfer 2020 seluruhnya dalam bentuk pengeluaran

kas yang ditujukan untuk pemberian bantuan kepada partai politik.

VI1.3.2.11. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain adalah beban Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan
kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Beban lain-lain
Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp150.402.900,00 dan
apabila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp58.665.053.367,00 maka
mengalami penurunan sebesar Rp58.514.650.467,00 atau 99,74%. Beban lain-lain
tersebut berasal dari transaksi pengeluaran kas untuk Ganti rugi Sodetan Neglasari
berdasarkan Putusan PK Perkara 763/Pdt.G/2015/PN.Tng pada Sekretariat daerah
sebesar Rp150.000.000,00, Pengembalian Kelebihan bayar BPJS pada BLUD
Puskesmas Gembor sebesar Rp150.000,00, serta Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas Jalan Baja Rp50.000,00, Puskesmas Kunciran Rp150.000,00 dan
puskesmas Cipondoh sebesar Rp52.900,00.

V1.3.3. SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2020, berdasarkan realisasi
pendapatan  sebesar Rp4.499.532.759.972,57 dan realisasi beban sebesar
Rp3.831.650.134.991,23, maka Pemerintah Kota Tangerang mengalami Surplus
sebesar Rp667.882.624.981,34.

VI.3.4. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan
tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam pendapatan/beban dari

kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar,
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surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari

kegiatan non operasional lainnya.

V1.3.4.1. SURPLUS NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional pada Tahun 2020 sebesar Rp9.437.064.482,00
mengalami kenaikan sebesar Rp9.360.834.995,55 atau 12.279,8 1% berasal dari hasil

penjualan dan penghapusan aset non lancar serta kegiatan non operasional lainnya.

V1.3.4.1.1. Surplus Penjualan Aset Non Lancar

Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2020 adalah sebesar
Rp5.500.000,00 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar
Rp76.229.486,45 mengalami penurunan sebesar Rp70.729.486,45 atau 92,78%.
Surplus Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2020 berasal dari penjualan aset non

lancar berupa Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.500.000,00.

V1.3.4.1.2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2020 sebesar
Rp9.431.564.482,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2019
sebesar Rp0,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp9.431.564.482,00, atau 100,00%.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berasal dari adanya perbedaan
nilai buku barang milik daerah sebesar Rp17.943.750.000,00 apabila dibandingkan
dengan nilai penyertaan modal PT. TNG sebesar Rp27.375.314.482,00.

V1.3.4.2. DEFISIT NON OPERASIONAL

Defisit Non Operasional pada tahun 2020 sebesar Rp1.235.348.056,00. Apabila
dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp2.449.504.476,44 maka
terjadi penurunan sebesar Rp1.214.156.420,44 atau 49,57%. Berasal dari Defisit dari

Kegiatan Non Operasional Lainnya.

V1.3.4.2.1. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp0.00
dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rpl.758.531,45
mengalami penurunan sebesar Rp1.758.531,45 atau 100%.

V1.3.4.2.2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2020 adalah sebesar
Rpl1.235.348.056,00 dan apabila dibandingan dengan realisasi tahun 2019 sebesar
Rp2.447.745.944,99 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp1.212.397.888,99 atau -
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49,53%. %. Defisit dari kegiatan non operasional lainnya tersebut berasal dari

penurunan nilai investasi atas kerugian pada PT. TNG sebesar Rp1.235.348.056,00

VI1.3.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik
sebagai berikut:
1) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran,
2) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3) kejadian diluar kendali Pemerintah Daerah.
Untuk Tahun 2020 Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 (nihil).

VI1.3.6. SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisth lebih/kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar
biasa. Surplus Laporan Operasional Kota Tangerang Tahun 2020 yaitu sebesar
Rp676.084.341.407,34 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019
sebesar Rp574.716.613.610,77 maka mengalami peningkatan sebesar Rp
101.367.727.797 atau sebesar 17,64%.

VI.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit LO,
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.
VI.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2020 adalah sebesar
Rp8.186.344.541.108,15. Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir Pada Tahun 2019.

VI.4.2 SURPLUS DEFISIT (LO)

Surplus Desifisit (LO) Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2020 adalah sebesar
Rp676.084.351.486,34 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit
LO.

V1.4.3 EKUITAS (PERUBAHAN SAL)

Ekuitas yang berasal dari perubahan SAL Pemerintah Kota Tangerang Tahun
2020 adalah sebesar (Rp589.438.359.157,22) yang dihasilkan dari transaksi menutup
akun-akun Perubahan SAL.
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V1.4.4 EKUITAS SAL

Ekuitas SAL Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2020 adalah sebesar
Rp589.438.359.157,22 yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit
Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

VL4.5 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah
Kota Tangerang Tahun 2020 merupakan koreksi-koreksi yang langsung mengurangi
ekuitas pada tahun  2020. Koreksi-koreksi  tersebut  yaitu  sebesar
Rp362.869.491.290,09 dengan rincian sebagai berikut:

(a) Koreksi/Penyesuaian Nilai Kas

Koreksi/penyesuaian nilai kas yang menambah nilai ekuitas sebesar

Rp7.964.966,91 merupakan koreksi saldo awal kas pada Bendahara Dana BOS

Satuan Pendidikan Negeri Dasar yang dikelola pada Dinas Pendidikan berasal dari

koreksi atas kesalahan pencatatan saldo akhir kas dana BOS pada Dinas

Pendidikan pada Tahun Anggaran 2019.

(b) Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang

Koreksi/penyesuaian nilai piutang yang menambah nilai ekuitas sebesar

Rp25.710.902.240,99. Saldo tersebut berasal dari:

(1) Koreksi ekuitas atas piutang bagi hasil pajak rokok alokasi tahun 2019 yang
belum dicatat dan telah disalurkan pada Tahun 2020 berdasarkan Keputusan
Gubernur Banten Nomor 973/Kep.155-Huk /2020 tentang Penetapan Realisasi
Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember Tahun 2019 dan Triwulan I Tahun
Anggaran 2020 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak sebesar Rp20.415.1 16.088,00;

(2) Koreksi ekuitas atas perubahan nilai piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
tahun lalu pada Badan Pendapatan Daerah yang menambah nilai piutang
sebesar Rp8.099.748.132,99, yang terdiri dari koreksi ekuitas tambah setelah
dilakukan pengecekan ulang atau terdapat informasi baru sebesar
Rp9.281.905.656,00 serta koreksi ekuitas kurang akibat adanya penghapusan
piutang sebesar Rp419.726.144,01 dan koreksi ekuitas kurang karena adanya
kebijakan pemberian insentif pajak sebesar Rp762.431.379,00;

(3) Koreksi ekuitas atas pengurangan nilai Piutang pajak tahun lalu sebesar
Rp2.297.189.909,00 merupakan koreksi yang mengurangi nilai ekuitas atau
mengurangi nilai piutang pendapatan pajak pada Badan Pengelola Keuangan
Daerah setelah dilakukan pengecekan ulang;

(4) Koreksi ekuitas atas perubahan nilai Piutang denda pajak sebesar
Rp469.047.414,00 merupakan koreksi yang mengurangi nilai ekuitas atau
mengurangi nilai piutang denda pendapatan pajak daerah pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah setelah dilakukan pengecekan ulang;
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(c)

(d)

(e)

(5) Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang Pendapatan tahun lalu setelah dilakukan
pengecekan ulang sebesar Rpl.497.057,00 pada BLUD RSUD yang
mengurangi nilai ekuitas atau mengurangi nilai piutang pendapatan,;

(6) Koreksi/Penyesuaian Nilai Piutang Pendapatan tahun lalu setelah dilakukan
pengecekan ulang sebesar Rp36.227.600,00 pada BLUD Dinas Kesehatan

yang mengurangi nilai ekuitas atau mengurangi nilai piutang pendapatan.

Koreksi/Penyesuaian Nilai Penyisihan Piutang

Koreksi/penyesuaian nilai penyisihan piutang yang menambah nilai ekuitas

sebesar Rp22.624.062.755,88 Saldo tersebut berasal dari:

(1) Koreksi yang mengurangi nilai ekuitas atas atas belum tercatatnya penyisihan
piutang jaminan pelaksanaan hasil pekerjaan tidak tertagih pada Dinas
Lingkungan Hidup sebesar Rp1 17.517.500,00;

(2) Koreksi yang menambah ekuitas nilai penyisihan piutang pendapatan atas
pelunasan piutang tahun sebelumnya pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Rp21.890.615,97 yang disebabkan
pelunasan piutang retribusi;

(3) Koreksi/penyesuaian yang mengurangi nilai penyisihan piutang pendapatan
yang menambah nilai ekuitas pada BPKD sebesar Rp3.037.740.686,10, terdiri
dari koreksi ekuitas atas pengurangan nilai penyisihan atas pelunasan
piutang pajak dan denda pajak daerah tahun sebelumnya dan setelah
dilakukan pengecekan ulang sebesar Rp3.037.311.520,00 dan koreksi ekuitas
yang mengurangi nilai penyisihan piutang pendapatan lainnya atas pelunasan
atau pembayaran Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun
sebelumnya sebesar Rp429.166,10;

(4) Koreksi/penyesuaian mengurangi nilai penyisihan piutang Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah atau menambah mnilai
ekuitas sebesar Rp19.681.948.953,81 yang disebabkan adanya pelunasan
piutang PBB tahun sebelumnya, adanya kebijakan pemberian insentif pajak
dan penghapusan piutang pajak.

Koreksi/Penyesuaian Nilai Persediaan

Koreksi/Penyesuaian Nilai Persediaan pada Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp25.781.250,00. Nilai koreksi tersebut berasal dari koreksi atas belum
tercatatnya persediaan akhir pada tahun sebelumnya atau persediaan awal pada

BLUD Puskesmas Cikokol pada Dinas Kesehatan.

Koreksi/Penyesuaian Nilai Investasi Jangka Panjang
Koreksi/Penyesuaian Nilai Investasi Jangka Panjang pada Tahun Anggaran 2020
sebesar Rp60.775.522.654,34,00 dan seluruhnya berasal dari koreksi ekuitas

tambah atau penambahan nilai investasi atas penyesuaian nilai investasi pada
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PDAM Tirta Benteng karena adanya koreksi komposisi kepemilikan menjadi 100
persen.

() Koreksi/Penyesuaian Nilai Aset Tetap
Koreksi/penyesuaian nilai aset yaitu sebesar Rp190.527.182,00 yang berasal dari
koreksi kurang nilai gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar
Rp51.703.182,00 dan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp138.824.000,00

akibat adanya reklasifikasi ke barang inventaris atau extracomptable.

(g) Koreksi/Penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Koreksi/penyesuaian nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang mengurangi
nilai ekuitas atau menambah nilai saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap
yaitu sebesar Rp253.894.019.136,82. Nilai tersebut seluruhnya berasal dari
dilakukannya perhitungan kembali nilai akumulasi penyusutan karena adanya
reklasifikasi antar jenis/golongan serta perbaikan data barang milik daerah.
Adapun rincian koreksi/penyesuaian nilai akumulasi penyusutan aset tetap yaitu

sebagai berikut:

Tabel. 6.43. Koreksi/Penyesuaian Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

39

e gr,;'%

3.009.2

)

T | DINAS PENDIDIKAN 0,00 | (4.223.009.239,52) 0,00 | 0,00 | (4.22

il
,52)

2 DINAS KESEHATAN 5.580.794,88 | (4.302.083.473,94) 858.433.852,98 0,00 (3.438.068.826,09)

3 RUMAH SAKIT 0,00 (974.896.475,06) 0,00 0,00 (974.896.475,06)
UMUM DAERAH
4 DINAS PEKERJAAN 6.201.250,00 9.680.000,00 | (229.778.387.585,75) 0,00 |(229.762.506.335,75)
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
5 DINAS 0,00 (51.409,732,22) (2.498.350,00) 0,00 (53.908.082,22)
PERUMAHAN,
PEMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

6 BADAN 0,00 105.876.716,50 0,00 0,00 105.876.716,50
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
7 BADAN KESATUAN |(96.585.942,81) 0,00 0,00 0,00 (96.585.942,81)
BANGSA DAN
POLITIK

8 DINAS SOSIAL 19.800.000,00 (3.960.000,00) 0,00 0,00 15.840.000,00

9 | DINAS (0,02) 0,00 0,00 0,00 {0,02)
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
(DP3APPKB)
10 | DINAS KETAHANAN 0,00 | (1.519.094.353,00) 4.530.495,59 0,00 | (1.514.563.857,41)
PANGAN
11 | DINAS [76.395.000,01) (20.823.600,00} 0,00 0,00 (97.218.600,01)
LINGKUNGAN
HIDUP

12 | DINAS 4.450,000,00 {890.000,00) 0,00 0,00 3.560.000,00
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL

13 | DINAS 0,05 54.702.882,10 0,00 0,00 54.702.882,15
PERHUBUNGAN
14 | DINAS (624.274.459,26) 0,00 0,00 0,00 (624.274.459,26)
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
15 | DINAS PENANAMAN 0,00 | (2.245.444.465,26) 0,00 0,00 | (2.245.444.465,26)
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

16 | DINAS PEMUDA 0,00 (463.011.876,01) 0,00 0,00 {463.011.876,01)
DAN OLAHRAGA
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1625296.564,37) | 0,00 | 25.376.€ '5990.919.885,87)

17 | DINAS 0.04 | (
KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
18 | DINAS 0,00 81.243.152,15 0,00 0,00 81.243.152,15
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN
UKM
19 | BADAN 414.599.228,58 0,00 0,00 0,00 414.599.228,58
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
20 | BADAN 10.609.000,00 0,00 0,00 0,00 10.609.000,00
PENGELOLA
KEUANGAN
DAERAH
21 | BADAN (34.512.000,00) 0,00 0,00 0,00 {34.512.000,00)
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SDM
22 | SEKRETARIAT (0,05) | (1.549.772.765,00) 0,00 0,00 (1.549.772.765,05)
DAERAH
23 | SEKRETARIAT {36.290.400,00) 0,00 0,00 0,00 (36.290.400,00)
DPRD
24 | KECAMATAN 0,00 (113.659.318,24) 0,00 0,00 (113.659.318,24)
TANGERANG
25 | KECAMATAN 0,00 (122.819.171,15) 0,00 0,00 (122.819.171,15)
KARAWACI
26 | KECAMATAN 2.180.500,00 | (1.485.496.741,55) 0,00 0,00 (1.483.316.241,55)
CIBODAS
27 | KECAMATAN (0,02) (411.855.597,92) 0,00 0,00 (411.855.597,94)
JATIUWUNG
28 | KECAMATAN 0,00 0,00 (52.874.545,50) 0,00 (52.874.545,50)
PERIUK
29 | KECAMATAN 0,00 | (1.075.287.350,72) 0,00 0,00 (1.075.287.350,72)
NEGLASARI
30 | KECAMATAN 0,00 | (1.154.946.786,64) 23.942.487,41 0,00 (1.131.004.299,23)
BENDA
31 KECAMATAN 0,00 (883.345.550,00) 0,00 0,00 (883.345.550,00)
BATUCEPER
32 | KECAMATAN 101.908.704.41 (182.528.751,74) 0,00 0,00 {80.620.047,33)
CIPONDOH
33 | KECAMATAN 0,00 (468.445.600,00) 0,00 0,00 (468.445.600,00)
PINANG
34 | KECAMATAN 0,00 (852.187.650,00) 0,00 0,00 (852.187.650,00)
CILEDUG
35 | KECAMATAN 0,00 0,00 6.923.505,00 0,00 6.923.505,00
KARANG TENGAH
36 | KECAMATAN 0,00 | (1.248.664.371,69) 0,00 0,00 {1.248.664.371,69)
LARANGAN
37 | DINAS 0,07 51.409,732,34 2.498.350,09 0,00 53.908.082,50
PERUMAHAN DAN
PEMUKIMAN
38 | BLUD PKM 0,00 (4.000.000,00) 0,00 0,00 (4.000.000,00)
LARANGAN UTARA
39 | BLUD PKM 781.250,00 0,00 0,00 0,00 781.250,00
KOL

(h) Koreksi/Penyesuaian Nilai Kewajiban Jangka pendek

Koreksi/Penyesuaian nilai kewajiban jangka pendek adalah  sebesar

Rp21.765.467,15. Nilai tersebut berasal dari:

(1) Koreksi atas kesalahan pencatatan koreksi pengurangan ekuitas atas koreksi
belum tercatatnya utang PPN pada tahun lalu yang berasal dari Dana BOS
sebesar Rp7.144.202,00 pada Dinas Pendidikan;

(2) Koreksi ekuitas tambah atau koreksi kurang atas kesalahan pencatatan nilai
utang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp8.071.400,00, terdiri atas koreksi
utang belanja air Puskesmas Pasar Baru sebesar Rp3.085.500,00 yang
mengurangi nilai ekuitas atau menambah utang belanja serta koreksi nilai
utang belanja jasa pelayanan kesehatan sebesar Rp11.156.900,00 yang

menambah nilai ekuitas atau mengurangi nilai utang belanja;
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(3) Koreksi kurang utang belanja jasa listrik tahun lalu yang menambah nilai
ekuitas sebesar Rp6.977.512,00 pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan
Pertanahan;

(4) Koreksi tambah utang belanja jasa telepon, internet dan air yang mengurangi
nilai ekuitas sebesar Rp175.338,00 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

(5) Koreksi kurang nilai utang belanja jasa internet yang menambah nilai ekuitas
sebesar Rp24.200.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

(6) Koreksi atas pendapatan diterima dimuka yang dikurangi ketetapannya yang
menambah nilai ekuitas sebesar Rp24.000.000,00 Pada Badan Pengelola
Keuangan Daerah;

(7) Koreksi kurang nilai utang belanja jasa listrik, telepon dan air yang
menambah nilai ekuitas sebesar Rp1.533.419,00 pada Kecamatan Benda.

(8) Koreksi tambah nilai utang belanja jasa pada Dinas Lingkungan Hidup
sebesar Rp9.778.452,00 yang berasal dari koreksi kurang atas utang belanja
jasa listrik tahun lalu yang menambah nilai ekuitas sebesar Rp3.208.548,00
dan koreksi kurang tambah atas utang belanja jasa internet tahun lalu yang

mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp 12.987.000,00;

(9) Koreksi tambah nilai pendapatan diterima dimuka yang mengurangi nilai
ekuitas sebesar Rp25.918.871,85 yang berasal dari koreksi penerimaan sewa
pemakaian kekayaan daerah yang melebihi satu tahun anggaran sesuai
perjanjian sewa Nomor 593.1/348-Ngl/2018 dengan Yayasan SMK PGRI

Neglasari pada Kecamatan Neglasari.

V1.4.6 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 adalah
sebesar Rp9.225.298.383.884,59, dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir
Tahun 2019 sebesar Rp8.186.344.541.108,15 mengalami peningkatan sebesar
Rp1.038.953.842.776,44 atau naik 12,69%.

VI.5. NERACA

VI.5.1. ASET

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah
maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya
nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset
Pemerintah Kota Tangerang terbagi dalam:

222
https://jdih.tangerangkota.go.id/



Tabel 6.44. Aset Pemerintah Kota Tangerang

112 Aset Lancar

Sl

1.134.750.558.081,89 77.531,31

2. Investasi Jangka Panjang

241.617.280.041,00 151.305.294.570,67

8: Aset Tetap

7.754.270.829.367,12 7.177.551.297.272,31

4. | Aset Lainnya

103.901.187.880,28

e
iy

Berdasarkan rincian Aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi kenaikan
Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp1.039.437.000.445,40
atau 12,68%. Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagian besar
terdiri dari Aset Tetap, yaitu 83,97% dari keseluruhan Aset yang dimiliki. Berikut

komposisi Aset Kota Tangerang.

Grafik IV. 4. Komposisi Aset Pemerintah Kota Tangerang
per 31 Desember 2020

1,13% (i

|

Aset Tetap :
83,97%

Aset Lancar
12,29%

Investasi Jangka
Panjang
2,62%

VI.5.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk
segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah

Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari:

Tabel 6.45. Aset Lancar

".-'sN..o

ks Kas dan Setara Kas

588.687.275.587,80 452.808.287.891,09

a. Kas di Kas Daerah

512.314.539.857,00 420.658.223.409,00

b. Kas di Bendahara BOS

417.010.433,80 2.808.070.166,09

c. Kasdi FKTP

212.871.979,00 40.905.812,00
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31 Desember 2020

No . .
i e i i lRP} RE:cily LM et !
d. Kas di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00
e. Kas di Bendahara Pengeluaran 99,00 31.208.201,00

f. Kasdi BLUD

75.742.853.219,00

28.671.339.303,00

g. Kas Lainnya

0,00

598.541.000,00

2. Piutang 467.062.731.008,25 218.880.259.742,38

a. Piutang Pendapatan 1.326.499.200.300,99 1.067.040.765.316,00

b. Piutang Lainnya 23.068.238.434,55 20.619.952.780,33

c. Penyisihan Piutang (925.504.707.727,30) (868.780.458.353,96)

3. | Beban dibayar dimuka 6.373.086.735,02 6.252.208.199,02

4. | Persediaan 72.627.464.750,82 78.455.721.698,82
- Sumian LE | 1.134.750.558.081,89 | . 756.:

VI1.5.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum
Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro. Saldo Kas di Kas
Daerah pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan saldo rekening Kas Daerah pada
Bank BJB dengan nomor rekening 0120030203017 sebesarRp512.314.539.857,00.
Nilai tersebut termasuk kas yang dibatasi penggunaannya dan harus dikembalikan
kepada pemerintah pusat berupa saldo kas yang bersumber dari hibah pemerintah
nasional sektor pariwisata sebesar

pusat untuk ekonomi

Rp38.123.743.004,00.

pemulihan

VI.5.1.1.2 Kas di Bendahara BOS

Akun Kas di Bendahara BOS merupakan uang kas atau saldo yang berasal
dari pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ada di Bendahara
Dana BOS pada 371 sekolah atau Satuan Pendidikan Dasar Negeri di Lingkungan
Pemerintah Kota Tangerang sebagai pengelola Dana BOS. Saldo Kas di Bendahara
BOS per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp417.010.433,80. Nilai tersebut
termasuk nilai PPN belum disetor oleh Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan
Negeri Rpl1.702.704,00, serta
Rpl46.911.710,80 dan Pendapatan Bunga Bank sebesar Rp10.079,00 yang belum

Dasar  sebesar Pajak Restoran  sebesar

disetor ke kas daerah kota Tangerang.

VI1.5.1.1.3 Kas di FKTP

Akun Kas di FKTP merupakan uang kas atau saldo yang berasal dari
pengelolaan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di
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Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang non BLUD. Saldo Kas di FKTP per tanggal 31

Desember 2020 sebesar Rp212.871.979,00 yang berasal dari 5 Rekening FKTP Kota

Tangerang, dengan rincian sebagai berikut:

|. FKTP Puskesmas Manis Jaya di Bank Jabar Banten dengan nomor rekening
0089497043001 sebesar Rp95.776.391,00;

7. FKTP Puskesmas Panunggangan Barat di Bank Jabar Banten dengan nomor
rekening 0089500354001 sebesar Rp103.913.374,00;

3. FKTP Puskesmas Paninggilan di Bank Jabar Banten dengan nomor rekening
0089500958001 sebesar Rp12.656.333,00;

4. FKTP Puskesmas Gebang Raya di Bank Jabar Banten dengan nomor rekening
0110651287002 sebesar Rp19.980,00;

5 FKTP Puskesmas Petir di Bank Jabar Banten dengan nomor rekening
0110887051001 sebesar Rp505.901,00.

VI1.5.1.1.4 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung saldo Kas
di Bendahara Penerimaan yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah yang
belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Per
tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat saldo pada Kas di Bendahara Penerimaan.

VI.5.1.1.5 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung (1) sisa
kas belanja dan kas pajak daerah yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan
belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dan (2)
kas pajak Pemerintah Pusat yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran dan belum
disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Pada tanggal 31
Desember 2020, Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

Tabel 6.46. Kas di Bendahara Pengeluaran

No ' 3 Uraian £ 31.‘-13@;&;::;11&1-_-5-2020-**; -.'-53 115D'e3§_;nllaje_r 2019
| : (Rp) i (Rp)
1. Kas di Bendahara Pengeluaran 99,00 31.208.201,00
|Jumlah | 199,00 |  31.208.201,00

Per tanggal 31 Desember 2020, Kas di Bendahara Pengeluaran memiliki saldo
kas sebesar Rp99,00 yang berasal dari saldo kas di Bendahara Pengeluaran OPD,
yaitu meliputi:

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Benda berupa sisa pengembalian
belanja yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020
sebesar Rp99,00 dan telah disetor seluruhnya pada tanggal 02 Februari 2020.

225
https://jdih.tangerangkota.go.id/



VI.5.1.1.6. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo kas RSUD Kota
Tangerang serta 33 Puskesmas dan 1 (satu) Labkesda dalam pelaksanaan Pola
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saldo kas per 31 Desember 2020
adalah sebesar Rp75.742.853.219,00 terdiri dari Saldo Kas BLUD RSUD sebesar
Rp61.544.352.583,00 dan Saldo Kas BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar
Rp14.198.500.636,00.

V1.5.1.1.7. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo kas yang tidak
termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara
Pengeluaran, dan Kas di BLUD. Kas lainnya tersebut bukan milik Pemerintah Kota
Tangerang dan tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah
Kota Tangerang. Saldo Kas Lainnya Per tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat

saldo pada Kas lainnya.

VI1.5.1.1.8. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan merupakan akun untuk menampung saldo tagihan
Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah, Wajib Retribusi, dan
lainnya) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan.
Piutang Pendapatan Pemerintah Kota Tangerang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.47. Piutang Pendapatan

T = 7 s - S T = EE—T R e
No ralan - 31 -Desgmb__er 2020 _3_1_-De§gm_1§_gg_;_2019
il e I B (Rp) _(Rp)
1. Piutang Pajak 1.084.930.528.814,99 091.846.054.714,00
2. Piutang Retribusi 1.176.490.147,00 813.411.004,00
&) Piutang Lain-lain PAD yang Sah 4,805.724.101,00 16.989.395.387,0000
4, | Piutang Transfer Pemerintah Dacrah 278.586.457.238,00 56.116.811.702,00
Lainnya
5. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana 0,00 1.275.092.509,00
Perimbanga
S Jumlah 1.369.499.200.300,99 | 1

a. Piutang Pajak, akun untuk menampung saldo tagihan Pajak Daerah kepada Wajib
Pajak Daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan
kedepan. Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.48. Piutang Pajak

. i Il = | 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019
No. Urﬂ_ian e i i ity e e s H et -l
| (Rp) iy e
1 Pajak Hotel 347.719,968,00 75.216.318,00
2 Pajak Restoran 19.394.491.681,00 7.405.155.518,00
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3. Pajak Hiburan 745.717.315,00 857.563.616,00
4. Pajak Parkir 4.020.456.143,00 4.554.320.283,00
5. Pajak Reklame 3.522.649.463,00 2.950.106.232,00_
6. Pajak PJU Non PLN 149.609.731,00 149.609.731,00
T Pajak Air Bawah Tanah 224.,209.939,00 192.772.735,00
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah 211.300,00 211.300,00
dan Bangunan
9. Pajak Bumi dan Bangunan 1.056.525.463.274,99 975.661.098.981,00
Sumian SR T 1.084.930.528.814,99 |  991.846.054.714,00

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terdapat peningkatan jumlah piutang pajak
daerah sebesar Rp93.084.474.100,99 atau 9,38%. Terhadap Piutang PBB-P2 telah
dilakukan verifikasi. Dan dari hasil verifikasi tersebut terdapat beberapa objek
pajak yang memiliki NOP (Nomor Objek Pajak) lebih dari
Rp419.726.144,00. Sesuai Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 89 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Tata

satu sebesar

Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah & Retribusi Daerah yang sudah
kedaluwarsa. Selain itu, dalam rangka penanganan dampak ekonomi akibat
pandemik Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan untuk meringankan beban
kewajiban masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, maka
diterbitkan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 46 Tahun 2020 pada tanggal 24
Juni 2020 tentang Pemberian Insentif Berupa Pengurangan dan Pembebasan
Sanksi Administrasi pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. dan Peraturan Wali Kota Tangerang
Nomor 80 Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 tentang Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2020,
Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak
Sebelum Tahun 2020, dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Data hasil verifikasi piutang tersebut telah diajukan ke Inspektorat untuk
selanjutnya di riviu sebagaimana mekanisme tahapan dalam  proses
penghapusannya. Selain itu, dalam total nilai piutang Pajak Daerah tersebut
terdapat piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa atau hak untuk
melakukan penagihan pajak telah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
saat terutangnya pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Rp4.807.658.251,00.
Adapun rincian piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa, yaitu sebagai

berikut:
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Tabel 6.49. Piutang Pajak Daerah yang sudah Kedaluwarsa

NO JENIS PIUTANG PAJAK 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019
1. | Pajak Hotel 55.408.571,00 55.408.571,00
2. | Pajak Restoran 1.593.496.868,00 1.312,060.238,00
3. | Pajak Hiburan 606.699.208,00 775.800.668,00
4. | Pajak Parkir 150.509.613,00 268.029.885,00
5. | PPJU Non PLN 149.609.731,00 149.609.731,00
6. | Pajak Reklame 2.069.428.632,00 1.971.658.489,00
7. | Pajak Air Tanah 182.294.328,00 114.823.884,00
8. | BPHTB 211.300,00 211.300,00
TOTAL 4.807.658.251,00 4.647.602.766,00

Adapun rincian piutang Pajak Daerah berdasarkan klasifikasi umur piutang Sesuai
dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kota Tangerang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.50. Umur Piutang Pajak Daerah

_ o ~ Lancar (s.d. Kurang Lancar (1 | Diragukan (13 <24 Macet (> 24
NO JENIS PIUTANG | Tanggal Jatuh < 12 Bulan Sejak | Bulan Sejak Jatuh Bulan sejak
; PAJAK Tempo) Jatuh Tempo) Tempo) Jatuh Tempo)
(Rp) (Rp) (Rp) _(Rp) )
1. Pajak Hotel 133.665.839,00 146.327.811,00 12.317.747,00 55.408.571,00
2. Pajak Restoran 1.978.388.756,00 | 12.867.958.762,00 1.365.184.430,00 | 3.182.959.733,00
3. Pajak Hiburan 0,00 124.344.562,00 1.080.000,00 620,292.753,00
4. Pajak Parkir 172.191.000,00 84.715.250,00 3.351.614.680,00 411.935.213,00
5. PPJU Non PLN 0,00 0,00 0,00 149.609.731,00
6. Pajak Reklame 1.065.549.257,00 133.587.729,00 40.385.100,00 | 2.283.127.377,00
7. | Pajak Air Tanah 22.764.437,00 16.167.922,00 129.840,00 185.147.740,00
8. PBB 0,00 |116.580.875.178,00| €1.182.506.031,00 |858.762.082.065,99
9. BPHTB 0,00 0,00 0,00 211.300,00
~ TOTAL 3.372.559.289,00 (129.953.977.214,00 '85.953.217.828,00 '5@.5-.:650-.'774;_484,;99

b. Piutang Retribusi merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Retribusi
Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan

diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Retribusi Pemerintah

Kota Tangerang terdiri dari:

Tabel 6.51. Piutang Retribusi

No Uraian 31 Desember 2020 31 ﬁe;q::_ip:er 2019
e (Rp) _(Rp)

X Retribusi PKD-Sewa Lahan 120.204.396,00 120.204.396,00

2. Retribusi ljin Gangguan 15.161.700,00 15.161.700,00

3 | Retribusi IMB 943.683.864,00 557.354.721,00
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No eatan 31 nese(;::;arzozo el Dese;;:;sr 2019
4. | Retribusi IPPT 18.658.990,00 18.658.990,00
5. | Retribusi Pelayanan Kesehatan 65.285.000,00 89.800.000,00
6. | Retribusi [UJK 6.100.000,00 6.100.000,00
7. | Retribusi Limbah 5.011.197,00 5.011.197,00

—8. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan 2.385.000,00 1.120.000,00

Mayat
Jumlah | 1.176.490.147,00 | 813.411.004,00

Dari total nilai piutang retribusi daerah sebesar Rp1.176.490.147,00 terdapat
piutang retribusi yang telah kedaluwarsa kedaluwarsa atau hak untuk melakukan
penagihan retribusi telah melampaui waktu 3 (tahun) tahun terhitung sejak saat
terutangnya retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar Rp282.560.348,00

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 49 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kebijakan
Akntansi Pemerintah Kota Tangerang. Adapun rincian piutang Retribusi Daerah

berdasarkan klasifikasi umur piutang, yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.52. Umur Piutang Retribusi

Lancar (s.d. | Kurang Lancar (1 | Diragukan (6 <
No Uraia Tanggal Jatuh | <6 Bulan Sejak | 12Bulan Sejuk | Bul:
bl ki ' Tempo) Jatuh Tempo) | Jatuh Tempo) | Jatuh Tempo
i e Re) Rl - sl
1. | Retribusi PKD-Sewa 0,00 0,00 0,00 | 120.204.396,00
Lahan
2. | Retribusi ljin 0,00 0,00 0,00 | 15.161.700,00
Gangguan
3. | Retribusi IMB 464.411.927,00 45.999.625,00 | 248.812.460,00 | 184.459.852,00
4. | Retribusi IPPT 0,00 0,00 0,00 | 18.658.990,00
5. | Retribusi Pelayanan 64.285.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Kesehatan
6. | Retribusi ITUJK 0,00 0,00 0,00 6.100.000,00
7. | Retribusi Limbah 0,00 0,00 0,00 5.011.197,00
| 8. | Retribusi Pemakaman 835.000,00 585.000,00 610.000,00 355.000,00
dan Pengabuan Mayat
Jumlah 529.531.927,00 | 46.584.625,00 | 249.422.460,00 | 350.951.135,00

c. Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan akun untuk menampung saldo

tagihan penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah kepada pihak
ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan.
Piutang Lain-lain PAD yang Sah antara lain terdiri dari Piutang Denda Pajak,
Piutang Denda Retribusi, Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan, Piutang
Pengembalian, dan Piutang BLUD. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah
Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari:
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Tabel 6.53. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

! (Rp) (Rp)
1. | Piutang Denda Pajak 3.504.097.085,00 3.673.682.975,00
2. | Piutang Denda Retribusi 7.556.689,00 7.556.689,00
3. | Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan 222.021.650,00 222.021.650,00
4. | Piutang dari Pengembalian 349.725.159,00 349.725.159,00
5. | Piutang BLUD 722.100.618,00 12.735.742.314,00
6. | Piutang JKN 222.900,00 666.600,00
e 4.805.724.101 |  16.989.395.387,00

1)

2)

3)

4)

5)

Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp3.504.097.085,00 berasal dari denda
pajak yang dikenakan kepada wajib pajak daerah sampai dengan 31 Desember
2020.

Saldo Piutang Denda Retribusi sebesar Rp7.556.689,00 berasal dari denda
retribusi sewa lahan yang dikenakan kepada wajib retribusi dan sampai
dengan 31 Desember 2020 belum dilakukan pembayaran.

Saldo Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp222.021.650,00 akibat
rekanan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan

kontrak. Rincian piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan terdiri dari:

Tabel 6.54. Piutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan

sl RS i T L Sl 31 Desember 2020 31 Desember 2019
No. Ul‘aiﬂn = e - S :53'5. . % e
S (Re)TH (Rp)
1z Dinas Perhubungan 0,00 0,00
2. | Dinas Pendidikan 51.769.850,00 51.769.850,00
3. | Dinas Lingkungan Hidup 117.517.500,00 117.517.500,00
4 | DAmeReHudayasnican 19.932.800,00 19.932.800,00
Pariwisata
5 | DinasKomniisdidaen 32.801.500,00 32.801.500,00
Informatika
Jumlah 222.021.650,00 |  222.021.650,00

Dari total nilai tersebut, seluruh nilai Piutang Hasil Eksekusi Jaminan yaitu

sebesar Rp222.021.650,00 sudah melewati masa tagih dan sebagai tindak

lanjutnya akan diserahkan ke KPKNL berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Saldo Piutang dari Pengembalian sebesar Rp349.725.159,00 merupakan sisa

dana hibah Tahun Anggaran 2013 yang belum dikembalikan oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU).

Saldo Piutang BLUD Tahun 2020 sebesar Rp722.100.618,00 merupakan

piutang yang berasal dari:

(1) Tagihan dana BLUD RSUD sebesar Rp538.944.818,00 dan nilai piutang
tersebut tidak termasuk piutang kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang

yang berupa program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota
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Tangerang sebesar Rp47.619.505,00 karena merupakan transaksi internal
Pemerintah Kota Tangerang, sehingga dilakukan eliminasi agar tidak terjadi
pencatatan ganda; dan

(2) BLUD Puskesmas sebesar Rp183.155.800,00 yang belum dibayarkan oleh
BPJS kepada BLUD sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

6) Saldo Piutang JKN Tahun 2020 merupakan piutang yang berasal dari tagihan
dana kapitasi BPJS pada 5 (lima) Puskesmas Non BLUD sebesar Rp222.900,00
yang terdiri dari Puskesmas Manis Jaya sebesar Rp16.200,00, Puskesmas
Paninggilan sebesar Rp135.000,00, Puskesmas Panunggangan Barat sebesar
Rp16.200,00, Puskesmas Gebang Raya Rp6.000,00 dan Puskesmas Petir
Rp49.500,00.

d. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan akun untuk menampung
saldo tagihan penerimaan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Daerah
Lainnya, terutama Pemerintah Provinsi Banten yang diharapkan akan diterima
dalam waktu 12 (dua belas) bulan kedepan. Piutang Transfer Pemerintah Daerah

Lainnya terdiri dari:

Tabel 6.55. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

s R ey e e e (R
L, PBBKB 74.679.012.110,00 13.653.453.112,00
2. PKB 124.979.062.020,00 19.085.382.042,00
3. BBNKB 59.247.191.119,00 14.835.972.684,00
4. Air Permukaan 3.250.047.629,00 436.384.054.,00
5. Pajak Rokok 16.431.144.360,00 8.105.619.810,00
i Jumlah |  278.586.457.238,00 | 56.116.811,702,00

Saldo piutang transfer pemerintah daerah tersebut seluruhnya merupakan piutang
transfer bagi hasil pajak daerah Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur
Banten Nomor 973/Kep.62-Huk/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan
Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Bulan Januari Sampai Dengan November, Periode
Bulan Desember, Dan Pelampauan Atas Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2020
kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2021.

VI.5.1.1.9. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung piutang selain Piutang
Pendapatan. Saldo Piutang Lainnya pada tahun 2020 terdiri dari Bagian Lancar
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang berasal dari kewajiban pembayaran Tuntutan
Ganti Rugi para pegawai Pemerintah Kota Tangerang yang akan jatuh tempo pada
Tahun Anggaran 2020, titipan ke Pengadilan Negeri Tangerang terkait pembelian
tanah yang berlokasi di Lembang Ciledug oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan

berupa pembebasan lahan untuk sarana umum taman yang dilakukan karena masih
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dalam proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Tangerang. Selain itu, pada
akhir tahun 2020 terdapat piutang atas kelebihan transfer belanja kepada pihak
ketiga serta terdapat piutang atas restitusi atau pengembalian belanja dari Pihak
ketiga. Rincian Piutang Lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai
berikut:

Tabel 6.56. Piutang Lainnya

31 Desember 2020
(®») .

31 Desember 2019

No ~ Uraian i

1. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

421.744.983,33

379.952.780,33

2. Piutang Lainnya
|

22.646.493.451,22

20.240.000.000,00

Jumlah

23.068.238.434,55

20.619.952.780,33

VI.5.1.1.10. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga

nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang per
tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari:

Tabel 6.57. Penyisihan Piutang

No | - Uraian

31 Desember 2020
(Rp)

31 _ZDeseﬁ;b_'_er 20 19
~ (Rp)

1. | Penyisihan Piutang Pendapatan

925.210.317.172,34

868.555.074.703,15

2. | Penyisihan Piutang Lainnya

294.390.554,96

225.383.650,81

Jumlah

925.504.707.727,30

868.780.458.353,96

a. Penyisihan Piutang Pendapatan

merupakan akun untuk menampung Penyisihan

Piutang Pendapatan. Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 dapat

dirinci sebagai berikut:

Tabel 6.58. Penyisihan Piutang Pendapatan

No Uraian

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
(Rp)

1, Penyisihan Piutang Pajak

921.639.643.998,29

865.733.244.979,00

2 Penyisihan Piutang Retribusi

600.164.562,14

335.423.013,07

Penyisihan Piutang Lain-lain
PAD yang Sah

2.970.508.611,92

2.486.406.711,08

Jumlah

925.210.317.172,34

868.555.074.703,15

b. Penyisihan Piutang Lainnya merupakan akun untuk menampung Penyisihan

Piutang Lainnya. Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 seluruhnya

berasal dari penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
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V1.5.1.1.11. Beban Dibayar Dimuka

Tabel 6.59. Penyisihan Piutang Lainnya

Uraian

31 Desember 2020
(Rp)

31 Desember 2019
e

Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah

294.390.554,96

225.383.650,81

Jumlah

294.390.554,96

Beban Dibayar Dimuka adalah sejumlah pembayaran yang dibayar di awal

atas sejumlah beban atau pengeluaran tertentu. Beban Dibayar Dimuka per 31
Desember 2020 sebesar Rp6.373.086.735,02 terdiri dari:

. Beban Barang dibayar Dimuka dengan nilai sebesar Rp4.521.845.341,00 yang

seluruhnya berasal dari uang muka atas pekerjaan yang masih dalam proses

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa pembangunan

Jembatan Tanah Tinggi II dan III, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.60. Beban Dibayar Dimuka

No: SKPD 31 Des_ci::;a: 2020 31 Dc_ssi;;:;:_r 2019
L. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 4.521.845.341,00 0,00
Ruang

2. Kecamatan Karawaci 0,00 328.230.233,00
B Kecamatan Cibodas 0,00 50.017.589,00
4, Kecamatan Pinang 0,00 2.648,641.970,97
5. | Kecamatan Karang Tengah 0,00 1.728.601.062,00
6. Kecamatan Larangan 0,00 785.557.775,00

* Jumlah 4.521.845.341,00 5.541.048.629,97

2. Beban Jasa Dibayar Dimuka Beban yaitu sebesar Rp1.851.241.394,02 terdiri dari

Sewa Dibayar Dimuka dengan nilai sebesar Rp1.207.140.915,54 dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 6.61. Beban Jasa Dibayar Dimuka

| Jenis Beban Sewa o .Desen‘jlb'e"r . 31 Desember 2019
Nes —-aRED DIbayarDimuka ez i =i -
| -. (Rp) (Rp)
1. | Dinas Pekerjaan Sewa 202.031.867,94 0,00
Umum dan Penataan | Gedung/Bangunan
Ruang
2. | Dinas Perumahan Asuransi Kebakaran 26.028.410,17 17.413.487,30
dan Pemukiman
3. Dinas Lingkungan Sewa 37.041.095,89 55.737.704,92
Hidup Gedung/Bangunan
4. | Dinas Sewa 54.954.918,03 63.333.333,33
Kependudukan dan Gedung/Bangunan
Pencatatan Sipil
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No. ~ SKPD e el < 2020 i S e ]
e =gl . Dibayar Dimuka [~ i
, ! = : A s i s G s e IRP] iz il ‘Rp]
5. | Dinas Perhubungan Sewa 0,00
Gedung/Bangunan
6. Sekretariat DPRD Asuransi Mobil 6.049,568,31 4,957.435,97
7. | BPKD Sewa 42.284.639,57 42.461.935,77
Gedung/Bangunan
8. | Badan Pendapatan Pekerjaan Jasa 612.022.500,00 0,00
Daerah Konsultan
9. | Dinas Pekerjaan Sewa 0,00 271.545.081,97
Umum dan Penataan | Gedung/Bangunan
Ruang
10. | DP3AP2KB Sewa 3.862.397,82 3.606.557,38
Gedung/Bangunan
11. | Dinas Komunikasi Sewa Lisensi 711.532.451,99 101.217.046,11
dan Informatika
12. | Dinas Koperasi, Sewa 124.750.000,00 124.750.000,00
Usaha Kecl dan Gedung/Bangunan
Menengah
13. | DPMPTSP Sewa 30.683.544,30 26.136.986,30
Gedung/Bangunan
~ Jumlah | 1.851.241.394,02 |  711.159.569,05

VI.5.1.1.12. Persediaan

Akun Persediaan merupakan akun untuk mencatat aset dalam bentuk barang
atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung
kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang dan barang-barang yang
dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat dalam waktu 1 (satu) tahun. Persediaan untuk 31 Desember
2020 terdiri dari Barang Pakai Habis, Bahan/Material serta Barang lainnya berupa
barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain. Saldo persediaan
tersebut merupakan hasil dari opname yang dilakukan bersama dengan Inspektorat
Kota Tangerang pada akhir tahun 2020 pada 43 (empat puluh tiga) SKPD, BLUD
RSUD dan 34 (tiga puluh empat) UPT Pusat Kesehatan Masyarakat dengan
berdasarkan pada Laporan Hasil Kompilasi Terhadap Hasil Pemeriksaan Saldo Fisik
kas, Persediaan, Piutang dan Utang Akhir Tahun Anggaran 2020 pada SKPD di
Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang serta hasil opname persediaan yang
dilakukan Satuan Pendidikan Negeri atas saldo persediaan yang berasal dari Dana
BOS.

Tabel 6.62. Persediaan

No | ! Uraian e 31 Desi;l:r : 2020 |  (Rp)
ks Persediaan Bahan Habis Pakai 24.493.955.404,55 18.827.259.142,38
2 Persediaan Bahan/Material 48.110.187.346,27 40.857.021.142,44
3. Persediaan Barang Lainnya 23.322.000. 00 18.771.441.414,00
" Jummk | 72:627.464.750,82 | 78.455.721.698,82
234

https://jdih.tangerangkota.go.id/



1) Saldo persediaan bahan habis pakai sebesar Rp24.493.955.404,55 antara lain
meliputi persediaan alat tulis kantor, alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
battery dan lain-lain), materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan
bakar minyak/gas, isi tabung gas, cetakan dan perlengkapan dinas. Rincian
persediaan pada masing-masing SKPD dan BLUD adalah sebagai berikut:

Tabel 6.63. Persediaan Bahan Habis Pakai pada SKPD dan BLUD

No ~ Nama SKPD Dan BLUD 2
: Dinas Pendidikan 6"26.606‘976,00 .
2 Dinas Kesehatan 1.589.854.040,98
3. Rumah Sakit Umum Daerah 293.602.440,00
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 427.127.110,00
B, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertahanan 51.714.900,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 34.437.850,00
7. Satuan Polisi Pamong Praja 4.949.,300,00
8. Dinas Sosial 97.369.000,00
9. Dinas Ketenagakerjaan 0,00
10. | DP3AP2KB 8.433.900,00
11. | Dinas Ketahanan Pangan 59.743.359,00
12. | Dinas Lingkungan Hidup 2.087.425.550,00
13. | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 5.320.608.118,00
14. | Dinas Perhubungan 5.390.944.713,00
15. | Dinas Komunikasi Dan Informatika 5.416.000,00
16. | Dinas Koperasi Dan UKM 0,00
17, D.inas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 135.021.433,00
Pintu
18 | Dinas Pemuda Dan Olah Raga 9.585.600,00
19. | Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 1.783.000,00
20. | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah 93.854.900,00
21. | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 132.812.655,00
22. | Inspektorat 94.049.880,00
23. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.098.900,00
24. | Badan Pengelola Keuangan Daerah 1.783.949.887,97
25. | Badan Pendapatan Daerah 429.695.514,00
26. | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sdm 103.453.500,00
27. | Sekretariat Daerah 134.691.263,00
28. | Sekretariat DPRD 103.321.350,00
29. | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 36.014.700,00
30. | Kecamatan Tangerang 1.915.400,00
31. | Kecamatan Karawaci 4.555.400,00
32. | Kecamatan Cibodas 20.687.410,00
33. | Kecamatan Jatiuwung 3.550.100,00
34. | Kecamatan Periuk 7.450.900,00
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No | Nama SKPD Dan BLUD
35. | Kecamatan Neglasari “5..051.900,00
36. | Kecamatan Benda 5.293.900,00
37. | Kecamatan Batuceper 5.677.400,00
38. | Kecamatan Cipondoh 11.218.660,00
39. | Kecamatan Pinang 1.301.000,00
40. | Kecamatan Ciledug 2.988.350,00
41. | Kecamatan Karang Tengah 6.865.750,00
42. | Kecamatan Larangan 1.113.000,00
43. | BLUD RSUD 747.346.751,00
44 | BLUD Puskesmas dan Labkesda 4.601.373.643,13
|  Jumlah | 24.493.955.404,55

2) Saldo Persediaan Bahan/Material sebesar Rp48.110.187.346,27 antara lain
meliputi persediaan bahan baku bangunan, bahan/bibit tanaman, bahan obat-
obatan, bahan kimia, bahan makanan pokok dan suku cadang/spare part. Saldo

persediaan pada Dinas Kesehatan termasuk di dalamnya persediaan obat pada

puskesmas, laboratorium, dan gudang obat. Saldo pada Dinas Lingkungan Hidup

meliputi persediaan pada UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan. Saldo pada Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi persediaan bahan bangunan. Dan

pada Dinas Ketahanan Pangan meliputi persediaan cadangan ketahanan pangan

berupa beras. Rincian persediaan pada masing-masing SKPD dan BLUD adalah

sebagai berikut:

Tabel 6.64. Persediaan Bahan/Material pada SKPD dan BLUD RSUD

No " Nama SKPD Dan BLUD Nilai Persediaan.
: (Rp) |
1. Dinas Pendidikan 101.505.926,00
2, Dinas Kesehatan 22.484.533.218,06
3. Rumah Sakit Umum Daerah 1.834.536.187,00
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 4.795.902.058,24
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 23.953.600,00
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1.491.800,00
T Dinas Ketahanan Pangan 1.422.042.712,91
8. Dinas Lingkungan Hidup 630.533.421,00
9. Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik 112.381.500,00
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 50.400.000,00
1 1 BLUD RSUD 11.083.248.164,00
12, BLUD Puskesmas dan Labkesda 5.569.658.759,06
Jumlah  48.110.187.346,27

3) Saldo persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

sebesar Rp23.322.000,00. Seluruhnya merupakan persediaan barang yang akan
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diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan berupa buku sebesar Rp23.322.000,00;

Selain itu, terdapat saldo persediaan yang berasal dari hibah dari Pemerintah
Provinsi Banten berupa Barang Persediaan yang belum ada nilainya berdasarkan
Berita Acara Serah Terima antara Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan Dinas
Kesehatan Kota Tangerang, dengan rincian yaitu Obat-obatan sebanyak 7 Tablet/Vial,
Bahan Kimia sebanyak 3.659 Pcs/Box dan Bahan Medis sebanyak 5.746 Pcs.

VI.5.1.2. Investasi Jangka Panjang

Akun Investasi seluruh investasi yang

dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Per 31 Desember 2020,

adalah untuk menampung

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp241.617.280.041,00 yang dimiliki Pemerintah

Kota Tangerang seluruhnya dalam bentuk Investasi Jangka Panjang Permanen.

VI.5.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Permanen

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Pemerintah Kota Tangerang
memiliki Investasi Jangka Panjang yang seluruhnya berbentuk Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah kepada :

Tabel 6.65. Investasi Jangka Panjang Permanen

. | Repemilik | o .. | Nilai Penyertaan | Rilai Penyertaan | Nilai Invest
'No:":- ) SRR BRI ' Penilalan | Modal'rahun il s Modale g b i
AR R T :
s U PR S S 4 o
Bank
1. | Jabar <20% | Cost Method 0,00 |40.543.489.700,00 | 40.543.489.700,00 |40.543.489.700,00
Banten
FRON Equity
2. | Tirta 100% i 0,00 |50.047.015.554,00 | 124.988.468.741,00 |61.166.287.580,66
Benteng
PD Pasar Bquity
3. | Kota 100,00% | Y 0,00 [39.230.154.677,00 | 34.743.042.615,00 |34.393.204.731,00
Tangerang
PT
4, | Tangerang | 4, 00, | EQuity 27.375.314.482,00 | 47.375.314.482,00 | 41.342.278.985,00 | 15.202.312.559,00
Nusantara Method
Global
EE=  Jumlan | 27.375.314.482,00 | 177.195.974.410,00 | 241.617.280.041,00 \1'3;?5:’:’9_3'._99’_?5570,}6’?;
Saldo akun ini merupakan akumulasi seluruh penyertaan modal yang

dilakukan sejak Tahun 1995 sampai dengan Tahun 2020. Penyertaan modal dapat
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
Jumlah Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar Banten adalah sebesar

a.

Rp29.875.848.500,00 berdasarkan bukti penyertaan/pemilikan saham (Surat
Kolektif Saham) yang diterbitkan oleh PT. Bank Jabar Banten Nomor A:/II-
06/106468914 tanggal 31 Desember 2008 yaitu sebesar Rp26.617.228.500,00
(terdiri dari 106.468.914 lembar) dan Nomor A: II-06/13034480 tanggal 31
Desember 2009 sebesar Rp3.258.620.000,00 (terdiri dari 13.034.480 lembar).
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Berdasarkan persentase kepemilikan saham Pemerintah Kota Tangerang terhadap
PT Bank Jabar Banten yang kurang dari 20%, maka pencatatan atas penyertaan
modal kepada PT Bank Jabar Banten dicatat dengan menggunakan metode biaya.
Penyertaan modal pada PT Bank Jabar Banten sebesar Rp10.667.641.200,00
berdasarkan bukti penyertaan/pemilikan saham (Surat Kolektif Saham) yang
diterbitkan oleh PT Bank Jabar Banten Nomor A:/11-06/106468914 tanggal 20
Desember 2018 yaitu sebesar Rpl10.667.641.200,00 (terdiri dari 5.614.548
lembar) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tanggal 30 Januari
2018.

b. Jumlah Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang yang telah
disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar
Rp50.047.015.554,02 yang terdiri dari penyertaan modal tunai sebesar
Rp44.476.820.000,00 dan penyertaan modal dalam bentuk aset tetap (aset
lainnya, instalasi dan jaringan, gedung dan bangunan dan alat angkutan) sebesar
Rp5.570.195.554,00. Nilai penyertaan telah sesuai dengan bukti penyertaan
modal yang diterbitkan oleh PDAM Tirta Benteng berupa Surat Pernyataan yang
ditandatangani oleh Direktur Utama, serta telah sesuai dengan Peraturan Daerah
Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah ke
Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota
Tangerang.

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PDAM
Tirta Benteng sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar 100,00%,
maka pencatatan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Benteng menggunakan
metode ekuitas, dimana dengan metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah
Kota Tangerang mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah
atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.

Pada tahun 2020, terdapat koreksi pencatatan komposisi atau persentase
kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PDAM Tirta Benteng yang pada
tahun 2019 tercatat sebesar 50,16% menjadi 100,00%, dikarenakan terhadap
penyertaan modal pemerintah pusat sebesar Rp39.543.539.696,00 dan modal
hibah sebesar Rpl10.183.747.146,00 sebagaimana disajikan dalam Laporan
Keuangan PDAM Tirta Benteng yang sebelumnya diperhitungkan pada komposisi
atau persentase kepemilikan menjadi tidak diperhitungkan. Adapun tidak
diperhitungkannya kepemilikan pemerintah pusat terhadap PDAM Tirta Benteng
tersebut dikarenakan terdapat kondisi belum ditetapkannya status penyertaan
modal pemerintah pusat tersebut. Selanjutnya terkait modal hibah yang tidak
diperhitungkan dikarenakan modal hibah tersebut sesuai dengan ketentuan yang
berlaku merupakan modal yang tidak terikat sehingga tidak ada kepemilikan
terhadap modal tersebut. Atas koreksi tersebut, pada tahun 2020 terdapat koreksi
ekuitas atas nilai investasi Pemerintah Kota Tangerang terhadap PDAM Tirta
Benteng sebesar Rp60.775.522.654,34.
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Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Benteng tahun 2020 (audited),
diketahui bahwa nilai total ekuitas adalah sebesar Rp119.879.972.181,00.
Berdasarkan pencatatan dengan metode ekuitas nilai penyertaan modal

pemerintah Kota Tangerang menjadi:

Tabel 6.66. Metode Ekuitas Nilai Penyertaan Modal PDAM Tirta Benteng

""" Dratan  Nilai Penyertaan

i e . i ’ o e ST et VT s(Rp] i) i)
Nilai Investasi per 31 Desember 2019 61.166.287.580,66
Koreksi Ekuitas 60.775.522.654,34

Nilai I i
ai Investasi setelah Koreksi Ekuitas per 31 Desember 121.941.810.235,00

2019
Kenaikan nilai investasi 3.046.658.506,00
Bilai Investasi per 31 Desember 2020 124.988.468.741,00

Penyertaan Modal pada PD Pasar didasarkan pada Gabungan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dan Peraturan Daerah
Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang, dimana modal
yang telah disetor oleh Pemerintah Kota Tangerang sebesar Rp39.230.154.667,31
terdiri dari (1) setoran modal tunai sebesar Rp415.000.000,00 dan (2) aset tetap
berupa tanah  senilai Rp28.490.250.000,00 dan Bangunan senilai
RpS5.914.931.010,00. Pada Tahun 2018 terdapat penambahan penyertaan modal
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah berupa aset tetap tanah senilai Rp3.375.623.667,31 serta
peralatan dan mesin senilai Rp1.034.350.000,00, sehingga nilai penyertaan modal
pada PD Pasar menjadi senilai Rp39.230.154.677,31.

Berdasarkan persentase kepemilikan Pemerintah Kota Tangerang terhadap PD
Pasar Kota Tangerang yang lebih dari 50%, maka pencatatan atas penyertaan
modal kepada PD Pasar Kota Tangerang dicatat dengan menggunakan metode
ekuitas. Metode pencatatan ini menyebabkan Pemerintah Kota Tangerang
mengakui bagian laba ditahan dan/atau rugi yang dimiliki oleh PD Pasar Kota
Tangerang dalam nilai penyertaan modal sebesar persentase kepemilikan
Pemerintah Kota Tangerang, yaitu sebesar 100%. Rincian penyertaan kepada PD
Pasar Kota Tangerang sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.67. Penyertaan Modal PD Pasar

Jenis;:P_g_qyartgan_Mq_da_l i Nﬂai(l:_l;?agn_al
Uang Tunai 415.000.000,00
Tanah 31.865.873.667,31
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Peralatan dan Mesin 1.034.350.000,00

Bangunan 5.914.931.010,00

Jumlah = 5e,2300184 677,31

Berdasarkan Laporan Keuangan PD Pasar Tahun Buku 2020 (audited), diketahui
bahwa posisi Modal pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat Akumulasi laba
sebesar Rp454.607.500,00 yang menyebabkan kenaikan Modal PD Pasar.
akumulasi laba tersebut naik jika dibandingkan akumulasi rugi tahun 2019.
Rincian mengenai perubahan nilai Penyertaan Modal kepada PD Pasar adalah
sebagai berikut:

Tabel 6.68. Perubahan Nilai Penyertaan Modal PD Pasar

..... ~ Uraian Al Pﬁ;‘g’%’.‘m L
Nilai Investasi per 31 Desember 2019 34.393.204.731,00
Kenaikan nilai investasi 349.837.884,00
Nilai Investasi per 31 Desember 2020 34.743.042.615,00

Selain itu, terdapat 3 (tiga) pasar lainnya senilai Rp13.870.541.679,96 yang telah
dikelola oleh PD Pasar namun belum menjadi penyertaan modal Pemerintah Kota

Tangerang kepada PD Pasar, ketiga pasar dimaksud terdiri dari:

Tabel 6.69. Yang Belum Menjadi Penyertaan Modal PD Pasar

1. Pasar Lembang Ciledug 2.545.600.000,00 1.015.151.508,00 3.560.751.508,00
2. Pasar Jatiuwung 650.000.000,00 15.880.320,12 665.880.320,12
B Pasar Gerendeng 1.697.400.000,00 7.946.509.851,84 9.643.909,851,84

. Jumlah | 4.893.000.000,00 | 8.977.541.679,96 | 13.870.541.679,96

d. Penyertaan Modal pada PT Tangerang Nusantara Global (PERSERODA) sebesar
Rp5.000.000.000,00 berupa uang tunai didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan PT
Tangerang Nusantara Global. Pada tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Wali
Kota No. 900/Kep. 986-Kesarnomi/2019 tanggal 23 Desember 2019 terdapat
penambahan Penyertaan Modal pada PT Tangerang Nusantara Global
(PERSERODA) sebesar Rp15.000.000.000,00 berupa uang tunai didasarkan pada
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan PT Tangerang Nusantara Global. Kemudian pada Tahun
2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha Milik
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Daerah terdapat penyertaan modal kepada PT TNG berupa barang milik daerah
untuk operasional BRT seebesar Rp27.375.314.482,00.
Berdasarkan Laporan Keuangan PT. TNG Tahun Buku 2020 (audited), diketahui

bahwa posisi Modal pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat Akumulasi Rugi
sebesar Rp1.235.348.056,00 yang menyebabkan penurunan Modal PT. TNG.

Rincian mengenai perubahan nilai Penyertaan Modal kepada PT. TNG adalah
sebagai berikut:

Tabel 6.70. Perubahan Nilai Penyertaan Modal PT. TNG

Uraian Nilail'enyarta.an !
Nilai Investasi per 31 Desember 2019 15.202.312.559,00
Penyertaan Modal pada TA 2020 27.375.314.482,00
Penurunanan nilai investasi (1.235.348.056,00)
Nilai Investasi per 31 Desember 2020 41.342.278.985,00

V1.5.1.3. ASET TETAP

Nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tangerang sampai dengan
tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.754.270.829.367,12 dengan rincian

perolehan aset tetap sebagai berikut:

Tabel 6.68. Aset Tetap

NO URAIAN -~ (il g o TAL Ak T TRTAR
1 | Saldo Awal Aset 12.107.533.706.255,80
II | Koreksi Saldo Awal 0,00
III | Saldo Awal Aset Tetap setelah koreksi (=I+II) 12.107.533.706.255,80
IV | Penambahan Aset 1.887.381.873.854,45
1. Mutasi Tambah antar SKPD 642.745.585.412,87
2. Pengadaan Tahun ini 261.029.081.133,46
3. Penerimaan Hibah 562.961.614.801,00
4. Reklasifikasi Tambah antar Golongan 420.645.592.507,13
V | Pengurangan Aset 1.109.659.285.968,27
1. Mutasi Kurang antar SKPD 642.745.585.412,86
2. Hapus Musnah/Hilang 30.291.963.723,74
3. Reklasifikasi Kurang antar Golongan 415.104.543.878,28
4. Pengeluaran Hibah 21.326.665.771,38
5 Reklasifikasi ke Barang Inventaris (Extracomptable) 190.527.182,00
VI E‘u;l{lo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV 12.885.256.294.142,00
VII | Penyusutan (5.130.985.464.774,83)
VIII | Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII) 7.754.270.829.367,12

Pada Tahun Anggaran 2003, Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan

Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Tangerang melakukan inventarisasi dan
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penilaian aset bekerjasama dengan pihak ketiga (appraisal), sehingga untuk
pencatatan nilai aset tetap sampai dengan tanggal 31 Juli 2003 merupakan hasil

penilaian pihak ketiga (appraisal) sedangkan aset tetap yang diperoleh setelah tanggal
31 Juli 2003 dicatat sebesar nilai perolehan.

Mutasi aset tetap selama Tahun 2020 terdiri dari (1) penambahan yang
merupakan perolehan aset tetap melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahun
2020 dan perolehan lain yang sah seperti hibah, dan penerimaan fasilitas umum, (2)
pengurangan yang merupakan nilai aset tetap yang dihapuskan, (3) reklasifikasi ke
barang inventaris (extracompable) dan (4) karena perpindahan (reclass) antar SKPD

dan antar jenis.

(1) Tanah

Nilai aset tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.111.734.667.448,61
dan jika dibandingkan dengan nilai aset tanah per 31 Desember 2019 sebesar
Rp3.648.653.782.154,64 maka terdapat penambahan sebesar
Rp463.080.885.293,98 atau 12,69% yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.69. Aset Tanah

I Saldo Awal Aset 3.648.653.782.154,64

I Koreksi Saldo Awal 0,00

III | Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II) 3.648.653.782.154,64

IV | Penambahan Aset 655.807.449.760,80

- Mutasi Tambah antar SKPD 171.399.898.695,44

+ Pengadaan Tahun Ini 29.307.997.128,36

+ Penerimaan Hibah 455.099.553.937,00

v Pengurangan Aset 192.726.564.466,82

* Mutasi Kurang antar SKPD 171.399.898.695,44

- Pengeluaran Hibah 21.326.665.771,38

VI 3&;\1(10 Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV - 4.111.734.667.448,61

VII | Penyusutan 0,00
VIII | Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII) 4.111.734.667.448,61

1). Mutasi Tambah
a) Pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2020 sebesar Rp29.307.997.128,36
yvang diperuntukkan untuk tanah;

b) Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang
PT. Duta Nitsuko Utama (Perumahan Kunciran Mas Permai) sebesar
Rp62.115.796.000,00 berupa tanah jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan
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g

h)

Penataan Ruang sebanyak 50 bidang sesuai dengan Berita Acara

Penguasaan Sepihak Nomor : 646/2505-Perkim /2018 tanggal 7 Juni 2018;

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang
PT. Ristia Bintang Mahkota Sejati (Perumahan Mahkota Simprug) sebesar
Rp60.299.357.650,00 berupa sarana sebanyak 34 bidang sesuai dengan
Berita Acara Serah Terima Nomor : 386/DIR-RBMS/X1/2018 dan
648.1/005667-Perkim /2018 tanggal 18 Desember 2018;

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang
PT.  Intermegah Permata (Perumahan Premier Park) sebesar
Rp37.048.000.000,00 berupa sarana dan prasarana sebanyak 35 bidang
sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor : 001/IMP/IV/2019 dan
032/01172-Perkim /2019 tanggal 16 April 2019;

Perolehan Tanah pada Sekretariat Daerah sebanyak 51 Bidang dengan nilai
sebesar Rp183.818.000.337,00 sebagai tindak lanjut dari
pemindahtanganan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang
kepada Pemerintah Kota Tangerang dan Barang Milik Daerah Pemerintah
Kota Tangerang kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Cara
Hibah Nomor: 032/717-BPKAD/2020 / Nomor: 593/754-BPKD/2020
tanggal 25 Februari 2020;

Perolehan Tanah Terminal Cimone pada Sekretariat Daerah sebanyak 1
Bidang dengan nilai sebesar Rp5.275.000.000,00 sebagai tindak lanjut dari
berita acara serah terima aset Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Tangerang Kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang Berupa Tanah
Nomor: 030/5022-PLK/1999 tanggal 11 Agustus 1999;

Perolehan Tanah pada Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan
sebanyak 2 Bidang dengan nilai sebesar Rp103.806.000.000,00 sebagai
tindak lanjut dari pemindahtanganan barang milik daerah Pemerintah
Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang dan Barang Milik
Daerah Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Kabupaten
Tangerang dengan Cara Hibah Nomor: 032/717-BPKAD/2020 / Nomor:
593/754-BPKD /2020 tanggal 25 Februari 2020;

Perolehan Tanah pada PPKD sebanyak 16 Bidang dengan nilai sebesar
Rp2.737.400.000,00 sebagai tindak lanjut dari berita acara serah terima
aset Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Kepada
Pemerintah Daerah Kota Tangerang Berupa Tanah Nomor: 030/5022-
PLK/1999 tanggal 11 Agustus 1999;

Mutasi tambah sebesar Rp171.399.898.695,44 berasal dari adanya
perpindahan penggunaan aset tanah antara SKPD selama Tahun 2020;
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2). Mutasi Kurang

Mutasi kurang sebesar Rp171.399.898.695,44 berasal dari adanya perpindahan
penggunaan aset tanah antar SKPD selama Tahun 2020.

3). Pengeluaran Hibah

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Personil, Pendanaan, Prasarana dan
Sarana, dan Dokumen Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang
Perhubungan Pada Terminal Penumpang Tipe A Poris Plawad Dari Pemerintah
Kota Tangerang Kepada Kementerian Perhubungan Nomor : 645/452-Dishub
dan Nomor : BA 77 Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018, Pemerintah Kota
Tangerang menyerahkan Tanah Terminal Poris seluas 19.702 m? senilai
Rp21.326.665.771,38.

4). Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap

Tidak terdapat reklasifikasi aset Tanah selama Tahun 2020.

(2) Peralatan dan Mesin
Nilai aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar
Rp 1.581.549.609.167,22 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Peralatan dan
Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1.522.345.431.807,73 maka terdapat
penambahan sebesar Rp59.204.177.359,49 atau 3,89% yaitu dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel 6.70. Aset Peralatan dan Mesin

wo. | v s | PERALATAN DAN MESIN

I Saldo Awal Aset 1.522.345.431.807,73

II Koreksi Saldo Awal 0,00

III | Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II) 1.522.345.431.807,73

v Penambahan Aset 149.660.817.674,54

* Mutasi Tambah antar SKPD 56.833.356.983,40

* Pengadaan Tahun Ini 88.375.645.882,22

- Penerimaan Hibah 1.071,995.201,00

+ Reklas Tambah 3.379.819.607,91

A Pengurangan Aset 90.456.640.315,04

* Mutasi Kurang antar SKPD 56.833.356.983,40

- Hapus Musnah /Hilang 30.291.963.723,74

- Reklas Kurang 3.331.319.607,90

VI ‘S}sllldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= IIT + IV - 1.581.549.609.167,22

VII | Penyusutan (1.318.944.414.285,09)
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NoEl

VIII

Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII) 262.605.194.882,13

1). Mutasi Tambah

2).

a)

b)

c)

a)

b)

d)

Pelaksanaan kegiatan pengadaan selama Tahun 2020 sebesar
Rp88.375.645.882,22;

Perolehan penerimaan hibah sebesar Rp1.071.995.201,00 yang terdiri dari:

(1) Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada Dinas
Kesehatan Kota Tangerang berupa kendaraan roda 2 sebanyak 21 (dua
puluh satu) unit sebesar Rp238.935.401,00;

(2) Donasi dari Swiss German University kepada Dinas Kesehatan Kota
Tangerang berupa Wastafel sebanyak 3 (tiga) unit sebesar
Rp3.300.000,00;

(3) Sumbangan dari Masyarakat kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kota
Tangerang berupa Alat Kedokteran dan Kesehatan sebanyak 22 (dua
puluh dua) unit sebesar Rp546.798.000,00;

(4) Hibah dari BPPT Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang
Berupa Alat Laboratorium sebanyak 3 (tiga) unit sebesar
Rp282.961.800,00.

Mutasi tambah sebesar Rp56.833.356.983,40 berasal dari adanya
perpindahan penggunaan aset Peralatan dan Mesin antara SKPD selama
tahun 2020.

Mutasi Kurang

Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD nomor : 024 /Kep.Setda
81-BPKD/2019, tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Alat
Angkut Yang Hilang sebesar Rp16.785.000,00;

Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD nomor : 024 /Kep.Setda
037-BPKD/2020, tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Alat
Angkut Yang Hilang sebesar Rp132.033.595,00;

Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola BMD nomor : 024 /Kep.Setda
82-BPKD/2020, tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Alat
Angkut Yang Hilang sebesar Rp64.485.129,00;

Berita Acara Serah Terima Nomor : 551.23/BAST-19/DISHUB/2020 dan
Nomor : 539.4/021/BAST-02/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tangerang
Kepada PT. Tangerang Nusantara Global Atas Penambahan Penyertaan
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Modal Pemerintah Daerah sebanyak 100 (seratus) unit alat angkut berupa
bis dan angkutan kota dengan nilai sebesar Rp30.078.660.000,00;

e) Mutasi kurang sebesar Rp56.833.356.983,40 berasal dari adanya

perpindahan penggunaan aset Peralatan dan Mesin antara SKPD selama
tahun 2020.

3). Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap

a) Terdapat reklasifikasi tambah antar jenis aset tetap Peralatan dan Mesin
selama Tahun 2020 sebesar Rp3.379.819.607,91;

b) Terdapat reklasifikasi kurang antar jenis aset tetap aset Peralatan dan Mesin
selama Tahun 2020 sebesar Rp3.331.319.607,90;

(3) Gedung dan Bangunan

Nilai aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar
Rp2.261.375.828.254,95 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Gedung dan
Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.194.784.198.382,03, maka terdapat
penambahan sebesar Rp66.591.629.872,92 atau 3,03 % yaitu dengan rincian
sebagai berikut :

Tabel 6.71. Aset Gedung dan Bangunan

I Saldo Awal Aset 2.194.784.198.382,03
I Koreksi Saldo Awal 0,00
III Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II) 2.194.784.198.382,03
v Penambahan Aset 371.256.506.044,58
- Mutasi Tambah antar SKPD 261.415.195.692,19

- Pengadaan Tahun Ini 11.992.161.365,56

- Penerimaan Hibah 19.692.277.857,00

- Reklasifikasi Tambah antar Golongan 78.156.871.129,83

v Pengurangan Aset 304.664.876.171,66
+ Mutasi Kurang antar SKPD 261.415.195.692,49

- Reklasifikasi Kurang antar Golongan 43.059.153.297 47

- Reklasifikasi ke Barang Inventaris (Extracomptable) 190.527.182,00

Vi ‘S;}lldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV - 2.261.375.828.254,95
VII Penyusutan 1.283.574.943.944,07
VIII | Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII) 977.800.884.310,88
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1). Mutasi Tambah

a) Penambahan gedung dan bangunan pada tahun 2020 yang diperoleh dari
pelaksanaan pengadaan Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp11.992.161.365,56;

b) Perolehan penerimaan hibah sebesar Rp19.692.277.857,00 yang terdiri dari:

(1) Perolehan Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah sebanyak 17
(fujuh belas) unit dengan nilai sebesar Rp18.750.109.857,00 sebagai
tindak lanjut dari pemindahtanganan barang milik daerah Pemerintah
Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang dan Barang
Milik Daerah Pemerintah Kota Tangerang kepada Pemerintah Kabupaten
Tangerang dengan Cara Hibah Nomor: 032/717-BPKAD /2020 / Nomor:
593/754-BPKD /2020 tanggal 25 Februari 2020;

(2) Perolehan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Pemukiman
dan Pertanahan sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar
Rp942.168.000,00 sebagai tindak lanjut dari pemindahtanganan barang
milik daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah Kota
Tangerang dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Tangerang kepada
Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Cara Hibah Nomor: 032/717-
BPKAD /2020 / Nomor: 593/754-BPKD /2020 tanggal 25 Februari 2020;

(3) Mutasi tambah sebesar Rp261.415.195.692,49 berasal dari adanya
perpindahan penggunaan aset Gedung dan Bangunan antara SKPD
selama tahun 2020.

2). Mutasi Kurang

Mutasi kurang sebesar Rp261.415.195.692,49 berasal dari adanya perpindahan
penggunaan aset Gedung dan Bangunan antara SKPD selama tahun 2020.

3). Reklasifikasi Ke Barang Inventaris (Extracomtable)

Reklasifikasi Ke Barang Inventaris (Extracomtable) sebesar Rp190.527.182,00
selama Tahun 2020.

4). Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap

a) Terdapat reklasifikasi tambah antar jenis aset tetap aset ke aset Gedung
dan Bangunan selama Tahun 2020 sebesar Rp78.156.871.129,83;

b) Terdapat reklasifikasi kurang antar jenis aset tetap aset dari aset Gedung
dan Bangunan selama Tahun 2020 sebesar Rp43.059.153.297,47;

(4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
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Nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar

Rp 4.807.596.419.504,12 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Jalan, Irigasi
dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.568.483.094.609,44 maka
terdapat penambahan sebesar Rp 239.113.324.894 atau 5,23% yaitu dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 6.72. Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

I Saldo Awal Aset 4.568.485.094.&09,44
II Koreksi Saldo Awal 0,00
III | Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II) 4.568.483.094.609,44
IV | Penambahan Aset 635.923.268.572,73
* Mutasi Tambah antar SKPD 110.254.783.207,67

* Pengadaan Tahun Ini 117.605.521.989,67

- Penerimaan Hibah 87.097.787.806,00

- Reklasifikasi Tambah 320.965.175.569,38

v Pengurangan Aset 396.809.943.678,04
+ Mutasi Kurang antar SKPD 110.254.783.207,67

- Reklasifikasi Kurang 286.555.160.470,37

VI 3&;1(10 Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV - 4.807.596.419.504,12
VII | Penyusutan (2.522.925.646.288,68)
VIII | Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII) 2.284.670.773.215,44

1)

2)

Mutasi Tambah

a) Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2020 yang diperoleh
dari  pelaksanaan pengadaan Tahun  Anggaran 2020 sebesar
Rp117.605.521.989,67;

b) Perolehan penerimaan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Republik Indonesia Berupa Instalasi Pengelolaan Sampah

sebesar Rp85.982.439.000,00 ke Dinas Lingkungan Hidup;

¢) Perolehan penerimaan hibah dari Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Berupa Jembatan  Penyebrangan Orang  sebesar

Rp1.115.348.806,00 ke Dinas Perhubungan;

d) Mutasi tambah sebesar Rp110.254.783.207,67 berasal dari adanya
perpindahan penggunaan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antara SKPD
selama tahun 2020.

Mutasi Kurang

Mutasi kurang sebesar Rp110.254.783.207,67 berasal dari adanya perpindahan

penggunaan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antara SKPD selama tahun 2020.
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3) Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap

a) Reklasifikasi tambah sebesar Rp320.965.175.569,38 berasal dari adanya
perpindahan jenis aset tetap selama tahun 2020;

b) Reklasifikasi kurang sebesar Rp286.555.160.470,37 berasal dari adanya
perpindahan jenis aset tetap selama tahun 2020.

(5) Aset Tetap Lainnya

Nilai aset Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar
Rp115.582.874.797,29 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2019 sebesar Rp102.099.276.589,29, maka terdapat
penambahan sebesar Rp 13.483.598.208,00 atau 13,21% yaitu dengan rincian
sebagai berikut:

Tabel 6.73. Aset Tetap Lainnya

I Saldo Awal Aset 102.099.276.589,29
II Koreksi Saldo Awal 0,00
III | Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II) 102.099.276.589,29
IV | Penambahan Aset 13.543.383.208,53
- Mutasi Tambah antar SKPD 59.785.000,53

- Pengadaan Tahun Ini 13.483.598.208,00

v Pengurangan Aset 59.785.000,53
* Mutasi Kurang antar SKPD 59.785.000,53

VI ‘S]?ldo Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV - 115.582.874.797,29
VII | Penyusutan (5.540.460.256,99)
VIII | Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII) 110.042.414.540,30

1) Mutasi Tambah

a) Penambahan aset tetap lainnya pada Tahun 2020 yang diperoleh dari
pelaksanaan pengadaan Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp13.483.598.208,00;

b) Mutasi tambah sebesar Rp59.785.000,53 berasal dari adanya perpindahan
penggunaan aset tetap lainnya antara SKPD selama tahun 2020.

2) Mutasi Kurang

Mutasi kurang sebesar Rp59.785.000,53 berasal dari adanya perpindahan

penggunaan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan antara SKPD selama tahun 2020.
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(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar

Rp7.416.894.969,76 dan jika dibandingkan dengan nilai aset Konstruksi dalam
Pengerjaan pada 31 Desember 2019 sebesar Rp 71.167.922.712,65 maka terdapat
penurunan sebesar Rp63.751.027.742,90 atau 89,58% yaitu dengan rincian
sebagai berikut;

Tabel 6.74. Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

I Saldo Awal Aset 71.167.922.712,65
II | Koreksi Saldo Awal 0,00
IIl | Saldo Awal Aset Tetap setelah Koreksi (=I + II) 71.167.922.712,65
IV | Penambahan Aset 61.190.448.592,98

+ Mutasi Tambah antar SKPD 42.782.565.833,33

- Pengadaan Tahun Ini 264.156.559,64

- Reklasifikasi Tambah antar Golongan 18.143.726.200,00

v Pengurangan Aset 124.941.476.335,87

* Mutasi Kurang antar SKPD 42.782.565.833,33

* Reklasifikasi Kurang antar Golongan 82.158.910.502,54

VI ?:;;io Akhir Aset Tetap Sebelum Penyusutan (= III + IV 7.416.894.969,76
VII | Penyusutan 0,00
VIII | Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penyusutan (= VI + VII) 7.416.894.969,76

1) Mutasi Tambah

a) Penambahan Konstruksi Dalam

Pengerjaan (KDP) sebesar
Rp264.156.559,64 yang berasal dari pelaksanaan kegiatan selama tahun
2020.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berdasarkan Jenis Aset Tetap adalah

sebagai berikut:

Tabel 6.75. Mutasi Tambah

No |  Konstruksi Dalam Pengerjaan

Realisasi Belanja s.d.
i " (Rp). i

Tanah

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

26.784.600,64
237.371.959,00

Jumlah

| 264.156.559,64
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dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.76. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

1 Tanah Dalam Pengerjaan Jl. Maulana Hasanudin 26.784.600,64

Pembangunan Jembatan Tanah Tinggi 2 (Kontrak

Tahun Jamak) 93.344.363,75

Pembangunan Jembatan Tanah Tinggi 3 (Kontrak
Tahun Jamak)

144.027.595,25

b) Mutasi tambah sebesar Rp42.782.565.833,33 berasal dari adanya
perpindahan penggunaan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan antara
SKPD selama tahun 2020.

2) Mutasi Kurang

Mutasi tambah sebesar Rp42.782.565.833,33 berasal dari adanya perpindahan
penggunaan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan antara SKPD selama tahun
2020.

3) Reklasifikasi tambah dan kurang antar SKPD/Jenis Aset Tetap

a) Reklasifikasi tambah sebesar Rp18.143.726.200,00 berasal dari adanya
perpindahan jenis aset tetap selama tahun 2020:

b) Reklasifikasi kurang sebesar Rp82.158.910.502,54 berasal dari adanya
perpindahan jenis aset tetap selama tahun 2020.

(7) Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan merupakan akumulasi penyusutan untuk
Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan
Aset Tetap Lainnya (kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan) sebesar
Rp5.130.985.464.774,84. Berikut rincian akumulasi Penyusutan untuk setiap
SKPD per 31 Desember 2020:

Tabel 6.77. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

4 i et e Y P = — it AT = T e R e -
DINAS 99.157.877,8 .386. ¥ i i ; i : % = ,09 .865.139.662,
PENDIDIKAN 1
2 DINAS 117.997.173.922,85 | 54.139.933.620,87 2.550.737.234,73 0,00 | 174.687.844.778,4
KESEHATAN 5
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RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH

181.798.922.659,78

61.661.210.601,91

14.217.590,23

0,00

DINAS
PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG

97.707.129.563,78

6.000.355.400,65

2

.281.188.708.249,77

0,00

2,384.896.193.214,20

DINAS
PERUMAHAN.
PEMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

20.695.241.992,91

31.399.614.742,25

33.446.744.356,52

0,00

85.541.601.091,68

BADAN
PENANGGULANGA
N BENCANA
DAERAH

41.054.794.484,89

6.012.325.603,51

0,00

0,00

47.067.120.088,41

SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

10.956.258.064,37

1.505.713.681,00

0,00

0,00

12.461.971.745,37

BADAN
KESATUAN
BANGSA DAN
POLITIK

3.650.381.133,17

2.110.650.225,57

0,00

0,00

5.761.031.358,74

DINAS S0SIAL

7.298.504.765,05

43.971.020,12

0,00

0,00

7.342.475.785,17

DINAS
KETENAGAKERJA
AN

7.137.642.620,75

9.496.499.288,41

0,00

0,00

16.634.141.909,16

11

DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN
ANAK,
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA
BERENCANA
(DP3APPKB)

3.633.855.403,04

356.665.036,40

0,00

0,00

3.990.520.439,44

12

DINAS
KETAHANAN
PANGAN

5.482.972.735,27

2.516.443.998,31

768.615.626,29

0,00

8.768.032.359,87

13

DINAS
LINGKUNGAN
HIDUP

139.677.530.590,56

23.518.436,083,45

18.256.239.669,49

0,00

181.452.206.343,50

DINAS
KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN
SIPIL

15.632.275.883,76

21.594.900,00

0,00

0,00

15.653.870.783,76

15

DINAS
PERHUBUNGAN

54.476.553.440,77

24.046.127.626,66

113.378.227.843,91

0,00

191.900.908.911,33

16

DINAS
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

27.514.673.143,80

0,00

11.775.000,00

0,00

27.526.448.143,80

17

DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU

8.476.982.315,14

2.246,623.612,11

0,00

0,00

10.723.605.927,25

18

DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA

5.994.770.098,17

27.904.144.048,30

1.102.830,00

1.589.861.326,43

35.489.878.302,90

19

DINAS
KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA

19.567.956.376,66

68.587.769.980,38

2.307.861.230,75

217.924.042,05

90.681.511.629,84

20

DINAS
PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP
DAERAH

9.550.642.402,52

826.331.768,62

0,00

0,00

10.376.974.171,14

21

DINAS
PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN
UKM

9.178.168.589,37

13.628.591.310,79

0,00

0,00

22.806.759.900,16

22

BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH

7.919.129.418,39

0,00

0,00

0,00

7.919.129.418,39

23

BADAN
PENGELOLA
KEUANGAN
DAERAH

17.499.300.841,66

0,00

0,00

0,00

17.499.300.841,66

24

BADAN
PENDAPATAN
DAERAH

9.597.677.078,51

1.080.586.146,65

0,00

0,00

10.678.263.225,16

25

BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SDM

9.816.126.852,78

0,00

0,00

0,00

9.816.126.852,78

26

SEKRETARIAT
DAERAH

83.498.424.965,60

100.525.463.788,92

2.043.704.421,05

175.987.523,42

186.243.580.698,99

27

SEKRETARIAT
DPRD

18.191.128.771,95

0,00

0,00

0,00

18.191.128.771,95

28

INSPEKTORAT

6.899.772.874,20

2.614.099.986,05

0,00

0,00

9.513.872.860,25
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KECAMATAN

7.896.646,985,6

. s
15.289.546.804,01

3.384,582.062,38

0,00

26.570.775.852,02

TANGERANG

30 | KECAMATAN 10.161.783.404,56 | 25.959.015.256,01 | 6.297.021.900,60 300.000,00 | 42.418.120.561,26
KARAWACI

31 | KECAMATAN 7.957.824.200,69 | 17.659.555256,19 | 3.495060.442,83 0,00 | 29.113.348.899,71
CIBODAS

32 | KECAMATAN 7.426.757.728,14 | 8.554.845.737,26 | 2.829.748.530,55 0,00 | 18.811.352.004,94
JATIUWUNG

33 | KECAMATAN 7.087.537.528,94 | 14.946.560.110,24 | 3,772.311.603,68 0,00 | 25.806.409.242,86
PERIUK

34 | KECAMATAN 6.399.662.005,23 | 11.500.942.102,22 | 6.660.375.831,48 0,00 | 24.560.979.938,03
NEGLASARI

35 | KECAMATAN 6.608.008.996,44 | ©9.399.603.082,30 | 2.879.809.458,04 0,00 | 18.887.421.536,78
BENDA

36 | KECAMATAN 6.275.858.086,06 | 10.075.017.682,83 | 4.025.147.740,17 0,00 | 20.376.023.509,06
BATUCEPER

37 | KECAMATAN 6.831.315,953,27 | 14.829.762.144,28 | 6.721.115.350,16 0,00 | 28.382.193.447,71
CIPONDOH

38 | KECAMATAN 7.114.674.670,46 | 20.482.844.298,28 | 9.575.306,769,80 0,00 | 37.172.825.738,63
PINANG

39 | KECAMATAN 7.774.179.639,46 | 13.876.957.189,94 | 5.252.014.676,05 0,00 | 26.903.151.505,45
CILEDUG

40 | KECAMATAN 8.485.257.100,74 | 11.070.115.243,94 | 5.730.768.249.36 0,00 | 25.286.140.594,04
KARANG TENGAH

41 | KECAMATAN 6.392.075.916,36 | 11.065.245579,48 | 7.224.346.516,47 0,00 | 24.681.668.012,31
LARANGAN

42 | PPKD - KUASA 30.555.000,00 0,00 0,00 0,00 30.555.000,00
BUD ASET TETAP

43 | BLUD RSUD 29.147.556.190,55 109.522.500,00 927.795.670,00 | 17.265.150,00 | 30.202.139.510,55
KOTA
TANGERANG

44 | BLUD LABKESDA 597.854.011,00 0,00 0,00 0,00 597.854.011,00

45 | BLUD PKM 663.969.186,75 4.413.200,00 0,00 0,00 668.382.386,75
SUKASARI

46 | BLUD PKM 823.922.768,04 5.897.770,00 0,00 0,00 820.820.538,04
KARAWACI

47 | BLUD PKM 285.514.475,50 0,00 0,00 0,00 285.514.475,50
PABUARAN
TUMPENG

48 | BLUD PKM 365.367.733,26 11.321.000,00 0,00 0,00 376.688.733,26
TANAH TINGGI

49 | BLUD PKM 188.292.077,00 0,00 0,00 0,00 188.292.077,00
BUGEL

50 | BLUD PKM PASAR §3.378.075,50 0,00 0,00 0,00 83.378.075,50
BARU

51 | BLUD PKM 1.097.380.594,89 16.414.752,50 10.678.450,00 0,00 | 1.133.473.797,39
CIPONDOH

52 | BLUD PKM 675.023.913,75 0,00 0,00 0,00 675.023.913,75
KUNCIRAN

53 | BLUD PKM PORIS 234.424.401,01 4.397.800,00 0,00 0,00 238.822.201,01
PELAWAD

54 | BLUD PKM 447.404.924,53 0,00 0,00 0.00 447.404.924,52
PANUNGGANGAN

55 | BLUD PKM 574.963.154,29 6.585.000,00 0,00 0,00 581.548.154,29
CILEDUG

S6 | BLUD PKM 90.292.986,25 0,00 0,00 0,00 90.292.986,25
PONDOK BAHAR

57 | BLUD PKM 1.314.715.894,02 2.000.000,00 877.000,00 0,00 | 1.317.592.804,02
LARANGAN UTARA

58 | BLUD PKM TAJUR 279.509.504,78 0,00 0,00 0,00 279.500.504,78

59 | BLUD PKM 474.844.915,88 3.194.250,00 0,00 0,00 478.039.165,88
JATIUWUNG

60 | BLUD PKM JL. 363.275.273,25 0,00 0,00 0,00 363.275.273,25
BAJA

61 | BLUD PKM 367.996.021,75 0,00 1.743.588,00 0,00 369.739.609,75
CIBODASARI

62 | BLUD PKM 390.933.093,55 0,00 0,00 0,00 390.933.093,55
PERIUK JAYA

63 | BLUD PKM 225.535.703,75 7.087.430,00 0,00 0,00 233.523.133,75
GEMBOR

64 | BLUD PKM PORIS 220.971.544,75 0,00 0,00 0,00 220.971.544,75
GAGA

65 | BLUD PKM 469.963.178,75 6.150.000,00 0,00 0,00 476.113.178,75
BATUCEPER

66 | BLUD PKM 885.113.781 51 13.610.800,00 0,00 0,00 898,724.581,51
KEDAUNG WETAN

67 | BLUD PKM 1.030.539.568,00 35.839.510,50 6.769.390,70 0,00 | 1.073.148.469,20
NEGLASARI

68 | BLUD PKM 396.850.859,50 830.250,00 0,00 0,00 397.690.109,50
BENDA

69 | BLUD PKM 242.167.169,75 0,00 0,00 0,00 242.167.169,75
JURUMUDI BARU

70 | BLUD PKM 844.987.756,50 0,00 0,00 0,00 844.987.756,50
KARANG TENGAH

71 | BLUD PKM 671.446.857,50 4.986.050,00 11.637.000,00 0,00 688.069.907,50
CIPADU

72 | BLUD PKM 194.674.834,50 0,00 0,00 0,00 194.674.834,50
PEDURENAN

73 | BLUD PKM 91.355.092,75 0,00 0,00 0,00 91.355.092,75
KETAPANG
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BLUD PKM 264.620.746,00

GONDRONG

75 BLUD PKM 131.135.602,50 0,00 0,00 0,00 131.135.602,50
SANGIANG

76 BLUD PKM 352.089.973,75 0,00 0,00 0,00 352.089.973,75
CIKOKOL

77

BLUD PKM 311.056.246,50 1.563.500,00 0,00 0,00 312.619.746,50
ClI

Hal-hal penting yang berkaitan dengan Aset Tetap dijelaskan sebagai berikut:

a.

Realisasi belanja modal yang terdiri dari realisasi belanja modal tanah, peralatan

dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan realisasi belanja

modal aset tetap lainnya selama Tahun Anggaran 2020 sebesar

Rp267.892.331.119,90 dengan penambahan aset tetap sebesar

Rp261.029.081.133,17 sehingga terjadi perbedaan penambahan aset tetap sebesar

Rp6.863.249.986,73. Perbedaan ini terjadi karena adanya:

1). Tidak seluruh realisasi belanja modal dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap,
dimana sebesar Rp23.350.795.283,09 yang direalisasikan dalam bentuk barang
inventaris /pemeliharaan;

2). Terdapat realisasi belanja modal yang masih menjadi piutang sebesar
Rp1.505.644.388,00

3). Terdapat realisasi belanja modal yang masih menjadi beban barang dibayar di
muka sebesar Rp4.521.845.341,00

4). Terdapat sebagian dari realisasi belanja barang dan jasa yang merupakan
bagian dari upaya memperoleh aset tetap, sehingga harus dikapitalisasi
kedalam nilai aset tetap sebesar Rp1.510.150.128,69;

S). Terdapat Perolehan Aset Tetap yang berasal dari belanja modal asset lainnya
sebesar Rp9.649.671.267,00;

6). Terdapat Perolehan Aset Tetap yang berasal dari hutang sebesar
Rp191.185.000,00;

7). Terdapat Perolehan Aset Tetap yang berasal dari belanja tak terduga sebesar
Rp11.164.028.629,67.

Tanah

1). Masih terdapat 2.225 lokasi tanah milik Pemerintah Kota Tangerang per 31
Desember 2020 senilai Rp2.645.499.304.383,00 yang belum disertifikatkan
atas nama Pemerintah Kota Tangerang dan sebanyak 703 bidang/lokasi senilai
Rpl1.347.791.153.093,00 telah disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota
Tangerang;

2). Selama Tahun 2020 terdapat 81 bidang yang sudah menjadi sertifikat dan 161
bidang sedang dilakukan proses pembuatan sertifikat;

254
https://jdih.tangerangkota.go.id/



3).

4).

5).

6).

8).

Terdapat akta hibah satu bidang tanah yang diperuntukkan Pembangunan Fly
Over (Jalan Layang) Jalan Gatot Subroto masih diagunkan di PT Bank Rakyat
Indonesia senilai Rp108.000.000,00;

Selama Tahun 2020 ditetapkan nilai tanah sebanyak 50 bidang yang berasal
dari fasilitas fasos dan fasum pengembang perumahan PT. Duta Nitsuko Utama
(Perumahan Kunciran Mas Permai) sebesar Rp62.115.796.000,00 sesuai
dengan Berita Acara Penguasaan Sepihak Nomor : 646/2505-Perkim /2018
tanggal 7 Juni 2018;

Selama Tahun 2020 ditetapkan nilai tanah sebanyak 34 bidang yang berasal
dari penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh
pengembang PT. Ristia Bintang Mahkota Sejati (Perumahan Mahkota Simprug)
sebesar Rp60.299.357.650,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima
Nomor : 386/DIR-RBMS/XI/2018 dan 648.1/005667-Perkim/2018 tanggal 18
Desember 2018;

Selama Tahun 2020 ditetapkan nilai sebanyak 35 bidang yang berasal dari
penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang dibangun oleh pengembang
PT. Intermegah Permata (Perumahan Premier Park) sebesar
Rp37.048.000.000,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor :
001/IMP/IV/2019 dan 032/01172-Perkim /2019 tanggal 16 April 2019;

. Terdapat penyerahan fasilitas fasos dan fasum pengembang perumahan selama

tahun 2020 sebanyak 20 pengembang berupa tanah Prasarana, Sarana,
Penerangan Jalan Umum dan Makam dan 18 pengembang yang sudah tidak
aktif dengan total luas 1.416.477 m2 yang belum tercatat sebagai aset
Pemerintah Kota Tangerang dan direncanakan akan dilakukan penilaian tanah
untuk keperluan pencatatan dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak Bumi
dan Bangunan tahun berjalan dan pengalokasian anggaran pelaksanaan

penilaian untuk prasarana sarana dan utilitas non tanah;

Berdasarkan hasil inventarisasi aset tanah, gedung, dan bangunan pada
Tahun 2013, terdapat aset tanah milik Pemerintah Kota Tangerang yang
dikuasai oleh pihak lain sebanyak 27 bidang pada 9 Kecamatan sebesar
Rp47.318.931.134,00, yang terdiri dari 18 bidang tanah yang dibangun untuk
rumah warga sebagai tempat tinggal sebesar Rp26.464.650.431,00 dan 9
bidang tanah yang dibangun untuk gedung yayasan/lembaga pendidikan
sebesar Rp20.854.280.703,00. Atas kondisi tersebut telah dilakukan penertiban
atas S5 bidang tanah senilai Rp7.418.900.000,00 melalui pembongkaran
bangunan rumah/gedung dan telah melakukan proses penetapan retribusi
pemakaian kekayaan daerah atas 9 bidang tanah yang dibangun untuk gedung
yayasan/lembaga pendidikan senilai Rp20.854.280.704,00 dan selama tahun
2018 terdapat 2 bidang yang digunakan untuk gedung yayasan/lembaga
pendidikan PGRI telah menyetorkan retribusi/sewa ke kas daerah sebesar

Rp83.608.148;
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9). Perolehan Tanah Terminal Cimone pada Sekretariat Daerah sebanyak 1 Bidang

dengan nilai sebesar Rp5.275.000.000,00 sebagai tindak lanjut dari berita

acara serah terima aset Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang
Kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang Berupa Tanah Nomor: 030/5022-
PLK/1999 tanggal 11 Agustus 1999;

10). Perolehan Tanah pada PPKD sebanyak 16 Bidang dengan nilai sebesar

Rp2.737.400.000,00 sebagai tindak lanjut dari berita acara serah terima aset

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Kepada Pemerintah Daerah
Nomor: 030/5022-PLK/1999 tanggal 11

Kota Tangerang Berupa Tanah

Agustus 1999,

c¢. Peralatan dan Mesin

1). Selama Tahun 2020 terjadi kehilangan kendaraan milik Pemerintah Kota

Tangerang, terdiri dari:

Tabel 6.78. Kehilangan Kendaraan Milik Pemerintah Kota Tangerang

Uraian

~ (Rp)

Honda - B 5808 CQ

10.349.050,00

Honda - B 6545 CVQ

20.566.079,00

Honda — B 6613 CVQ

16.785.000,00

Honda - B 6611 CVQ

16.785.000,00

Honda - B 6619 CVQ

16.785.000,00

Mitsubishi - B 9021 CTA

132.033.595,00

m :'f": ‘l‘otal be i

Berdasarkan hal tersebut di atas, Bidang Aset Pemerintah Kota Tangerang

telah melaksanakan penghapusan melalui mekanisme yang berlaku atas 4 (empat)

unit sepeda motor berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola
Barang Milik Daerah Nomor: 024 /Kep.Setda 82-BPKD /2020 tentang Penghapusan
Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 28
Desember 2020, Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah

Nomor: 024 /Kep.Setda 81-BPKD/2019 tentang Penghapusan Barang Berupa Alat
Anglut yang Hilang Mililk Pemerintah Kota Tangerang tanggal 31 Desembor 2019 dan

1 (satu) unit mobil berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengelola
Barang Milik Daerah Nomor: 024 /Kep.Setda 037-BPKD/2020 tentang Penghapusan
Barang Berupa Alat Angkut yang Hilang Milik Pemerintah Kota Tangerang tanggal 23

Maret 2020,

VI.5.1.4. ASET LAINNYA

Akun Aset Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 terdiri dari:
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Tabel 6.82. Akun Aset Lainnya

= ATES T 31 Desember2020 | 31 Desember 2019

1. Tagihan Jangka Panjang | 22.775.066,67 6.154.166,67

2.5 Kemitraan dengan Pihak Ketiga l 11.272.000.000,00 11.272.000.000,00

3. Aset Tak Berwujud 1.034.254.749,87 1.773.933.272,15

4. | Aset Lain-lain | 91.572.158.063,75 96.797.698.111,78
Jumlah 103.901.187.880,28 |  109.849.785.550,60

VI.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan akun untuk menampung sisa cicilan
peneriman Tagihan Penjualan Angsuran dan Tuntutan Ganti Kerugian yang jatuh
temponya lebih dari satu tahun. Akun Tagihan Jangka panjang per tanggal 31
Desember 2020 Seluruhnya berasal dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap
Pegawai Negeri Bukan Bendahara.

Tabel 6.83. Tuntutan Ganti Kerugian

S (Rp) (Rp)
Tuntutan Ganti Kerugian 22.775.066,67 6.154.166,67
|
Jumlah 22.775.066,67 6.154.166,67

VI.5.1.4.2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Akun Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp11.272.000.000,00 seluruhnya
terdiri dari nilai aset milik Pemerintah Kota Tangerang berupa tanah yang

diperuntukkan untuk Plaza Baru Ciledug.
Pengakuan aset milik Pemerintah Kota Tangerang dalam akun Kemitraan

dengan Pihak Ketiga ini mengacu pada isi perjanjian kerjasama antara Pemerintah

Kota Tangerang dengan pihak terkait, sebagaimana tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.84. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aktiva Yang Diakui : iy
No| Aktiva BOT (Rp) ~ Keterangan
Tanah : _ _
1. | Plaza Baru 11.272.000.000,00 | - Tanah seluas 11.272 m? senilai
Ciledug Rp11.272.000.000,00 berlokasi di Jl. HOS Cokro

Aminoto, Sudimara Barat, Ciledug dikerjasamakan
dengan PT Putra Cita Nusa berdasarkan Perjanjian
Kerjasama tentang Pembangunan dan Pengelolaan
Pasar Ciledug Plaza No. 644/01-Kumdang/PKS/01
dan No. 007/K-CLG/PCN/IV-01 tanggal 2 April
2001, dan telah diaddendum dengan No. 644/02-
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Aktiva Yang Diakui

No | Aktiva BOT

Tanah

Kumdang/PKS/02 dan No. 008/K-CLG/PCN/X-02
tanggal 1 Oktober 2002. Jangka waktu perjanjian
kerjasama selama 32 tahun atau berakhir pada
Tanggal 28 Agustus 2033. Dalam perjanjian
disebutkan bahwa PT Putra Cita Nusa wajib
menyetor kontribusi Tetap

 Jumlah © 11.272.000.000,00

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, nilai aset kemitraan dengan pihak
ketiga yaitu sebesar Rp11.272.000.000,00 atau tidak terdapat perubahan.

VI1.5.1.4.3. Aset Tak Berwujud

Akun Aset Tak Berwujud terdiri dari aset non keuangan yang dapat
diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam
menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak
Berwujud milik Pemerintah Kota Tangerang terdiri dari software yang diperoleh
melalui kegiatan yang dilaksanakan sampai dengan Tahun Anggaran 2020. Aset ini
dicatat sebesar nilai perolehannya. Saldo Aset Tak Berwujud pada tanggal 31
Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.85. Aset Tak Berwujud

31 Desember 2020

(Rp)

SRR

Aset Tak Berwujud

19.355.435.024,62

18.907.035.024,62

Amortisasi

(18.321.180.274,76)

(17.133.101.752,46)

Jumlah

1.034.254.749,87

1.773.933.272,15

VI1.5.1.4.4. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain pada 31 Desember 2020 terdiri dari kas yang penggunaanya
dibatasi atau bukan untuk operasional pemerintah kota Tangerang dan aset yang
tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional Pemerintah Kota Tangerang atau
akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan dicatat netto setelah
dikurangi akumulasi penyusutan atau amortisasi. Rincian aset lain tersebut yaitu

dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 6.86. Aset Lain-lain

- Uraian

(Rp)

' 31 Desember 2020

31 Desember 2019
(Rp)

Aset Lain-lain

91.572.158.063,75

96.797.698.111,78

Jumlah

91.572.158.063,75

96.797.698.111,78

Aset Lain-lain tersebut yaitu terdiri dari:

1) Kas berupa uang jaminan sewa rusunawa pada Dinas Perumahan, Pemukiman

dan Pertanahan yang dibatasi penggunaannya atau bukan untuk operasional

pemerintah kota Tangerang sebesar Rp604.896.000,00;

2) Bangunan Rumah Susun Alam Jaya pada Dinas Perumahan dan Pemukiman

yang akan diserahkan sesuai Pengikatan Kerjasama (MoU) Pembangunan Rumah
Susun di Desa Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Nomor 648/2128/huk/1995
tanggal 1 Mei 1995 sebesar Rp348.007.424,00;

3) Tanah Kali Angke pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang akan

diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yaitu Balai Besar Wilayah Sungai

Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum berupa tanah hasil dari

pelaksanaan ganti rugi tanah untuk Kali Angke yang dianggarkan berdasarkan

Surat Permohonan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian
Pekerjaan Umum Nomor PW.03.02/BBWS CC/11/2011/11B tanggal 17 Januari
2011 perihal Permohonan Pelaksanaan Pembebasan Tanah untuk Program
Pengendalian Banjir di Wilayah Kota Tangerang sebesar Rp83.419.328.151,61;

4) Aset tetap dan Aset Tak Berwujud pada SMAN /SMKN di wilayah Kota Tangerang

yang masih dalam proses penyerahan atau pelimpahan kepada Pemerintah

Provinsi Banten sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan sebanyak

7.570 unit dengan nilai buku sebesar Rp7.199.926.488,13. Rincian aset lain-lain

tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 6.87. Rincian Barang Milik Daerah Masih dalam Proses Penyerahan

kepada Pemerintah Provinsi Banten

- Uraian

Akumulasi it :
Nilai Perolehan Penyusutan dan Nilai Buku
A ~ Amortisasi
(Rp) (Rp) (Rp).

- Peralatan dan Mesin

8.238.560.116,86

5.591.345.893,13

2.647.214.223,73

- Gedungdan
Bangunan

5.758.398.101,56

1.457.729.170,86

4.300.668.930,70

- Aset Tetap Lainnya

306.885.742,25

54.842.408,55

252.043.333,70

Jumlah

14.303.843.960,67

7.103.917.472,54

© 7.199.926.488,13
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VI.5.2. KEWAJIBAN

Akun Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota
Tangerang. Sampai dengan 31 Desember 2020, kewajiban Pemerintah Kota Tangerang

terdiri dari:

Tabel 6.86. Kewajiban

31bésé’ﬁlbe1_'_.'.2'020:- Lo

- Uraian -. Rp)

Kewajiban Jangka Pendek

9.241.471.485,70

8.758.313.816,74

- Kewajiban Jangka Panjang

0,00

0,00

Jumlah

9.241.471.485,70

8.758.313.816,74

Kewajiban Pemerintah Kota Tangerang per 31 Desember 2020 seluruhnya
terdiri dari kewajiban jangka pendek. Akun Kewajiban Jangka Pendek merupakan
akun untuk menampung kewajiban Pemerintah Kota Tangerang yang diharapkan
akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan. Nilai
kewajiban jangka pendek per Tanggal 31 Desember 2020 yaitu terdiri dari:

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp606.598.704,00 terdiri dari:
(1) Utang berupa uang Jaminan sewa Rusunawa yang dikelola oleh Dinas

Perumahan dan Permukiman sebesar Rp604.896.000,00;

(2) Utang pajak PPN Pusat pada Dinas Pendidikan yang belum disetor sampai
dengan Tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.702.704,00 dan telah disetor

pada Tanggal 5 Februari 2020;

2) Pendapatan diterima di muka sebesar Rp1.821.627.204,70, terdiri dari:
(1) Penerimaan sewa lahan untuk masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran

2020 pada Dinas

Rpl.761.194.841,18;

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar

(2) Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa pendapatan sewa tempat untuk
masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran 2020 pada BLUD RSUD Kota
Tangerang sebesar Rp12.964.480,87;

(3) Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa pendapatan sewa sebagian lahan
Pemerintah Kota Tangerang yang terletak di Jalan Marsekal Surya Dharma/
Bouroq Lio Baru Pintu Air Kelurahan Karangsari Kecamatan Neglasari untuk
masa sewa yang melebihi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Kota
Tangerang sebesar Rp23.124.266,30 sesuai Perjanjian Nomor: 030/ 3174 -
Sekretariat/2020;

(4) Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa pendapatan sewa sebagian lahan
Pemerintah Kota Tangerang yang terletak di Jalan Marsekal Suryadharma
No.1A Kel. Selapajang Jaya Kecamatan Neglasari untuk masa sewa yang
melebihi Tahun Anggaran 2020 pada Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
sebesar Rp15.674.479,74 sesuai Perjanjian Nomor: 593.1/ 348-Ngl/VII/2018;
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(5) Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa pendapatan sewa sebagian lahan

Pemerintah Kota Tangerang yang terletak di Jalan Siswa No. 5 Kelurahan

Larangan Indah Kecamatan Larangan untuk masa sewa yang melebihi Tahun

Anggaran 2020 pada Kecamatan Larangan Kota Tangerang sebesar
Rp8.669.136,61 sesuai Perjanjian Nomor: 030/ 572-Kec.Lrg/2020.

3) Utang Belanja

sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar

Rp6.663.245.577,00. Adapun rincian utang belanja tersebut yaitu terdiri dari:
(1) Utang belanja jasa sebesar Rp6.189.552.816,00, terdiri dari:

a.

Utang belanja listrik sebesar Rp5.693.572.262,00, dan nilai tersebut telah
termasuk utang belanja listrik pada BLUD Puskesmas sebesar
Rp152.108.491,00,00 dan BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar

Rp252.754.450,00. Atas utang tersebut, telah dilakukan pembayaran pada

bulan Januari dan Februari 2020;

. Utang belanja telepon sebesar Rp51.718.263,00, dan nilai tersebut telah

termasuk utang belanja telepon pada BLUD Puskesmas sebesar
Rp13.210.365,00 BLUD RSUD Kota

Rp3.571.187,00. Atas utang tersebut, telah dilakukan pembayaran pada

dan Tangerang  sebesar

bulan Januari dan Februari 2020;

. Utang belanja air sebesar Rp72.472.296,00, dan nilai tersebut telah

termasuk utang BLUD Puskesmas sebesar Rp3.027.350,00 dan BLUD
RSUD Kota Tangerang sebesar Rp24.764.375,00. Atas utang tersebut, telah

dilakukan pembayaran pada bulan Januari dan Februari 2020;

. Utang belanja internet sebesar Rp247.147.884,00, dan nilai tersebut telah

termasuk utang BLUD Puskesmas sebesar Rp42.435.430,00. Atas utang
tersebut, telah dilakukan pembayaran pada bulan Januari dan Februari
2020; dan

Utang belanja jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar
Rp124.612.111,00. Nilai utang tersebut terdiri dari utang kepada RS Jiwa
dr. Soeharto Heerdjan sebesar Rp34.145.303,00 dan RSUD Kabupaten
Tangerang sebesar Rp90.466.808,00. Nilai utang tersebut tidak termasuk
utang kepada BLUD RSUD Kota Tangerang sebesar Rp47.619.505,00 yang
telah dilakukan eliminasi karena merupakan transaksi intern Pemerintah

Kota Tangerang.

(2) Utang belanja barang pada BLUD RSUD Kota Tangerang per tanggal 31

Desember 2020 sebesar Rp282.537.761,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.87. Utang Belanja Barang BLUD RSUD

‘Nama Kreditur

(Rp) :

—

Aneka Gas Industri

44.000.000,00

Biogen Scientific

2.720.850,00

MRK Diagnostics

17.820.000,00

=l - [

RSK Sitanala

130.200.000,00
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"No |  Nama Kreditur :
B Saba Indomedika 75.718.911,00
6. Setia Anugrah Medika 6.798.000,00
Tamara Overseas Corporindo 5.280.0000,00
Jumlah 282.537.761,00

(3) Utang belanja modal Gedung dan bangunan pada BLUD RSUD Kota
Tangerang per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp119.185.000,00 yang
merupakan belanja untuk Pembuatan Ruang Dekontaminasi.

(4) Utang Belanja modal Jalan, irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp72.000.000,00
kepada PT. Fajar Reksa Persada yang merupakan belanja untuk
Pembangunan Turap Kali Ledug Sisi Timur.

(5) Utang Jangka Pendek Lainnya pada Sekretariat Daerah sampai dengan
tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp150.000.000,00 kepada Pihak Ketiga
yaitu Rahman cs yang merupakan Ganti rugi Sodetan Neglasari berdasarkan
Putusan PK Perkara 763/Pdt.G/2015/PN.Tng

VI1.5.3. EKUITAS

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan
kewajiban Pemerintah Kota Tangerang dan nilai ekuitas berasal dari Laporan
Perubahan Ekuitas. Akun Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar:

Tabel 6.91. Perubahan Ekuitas

e Ur:;'ia'n”f 31 Desember 2020 | 31 Desember 2019
Uraian (Rp) L R o

- Ekuitas 9.225.298.383.884,59 8.186.344.541.108,15
Jumlah 9.225.298.383.884,59 8.186.344.541.108,15

VI.6. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan
pengeluaran kas di bawah pengelolaan Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas
Daerah selama Tahun Anggaran 2020. Penerimaan dan pengeluaran kas ini

diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

VI.6.1. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode
akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah

Kota Tangerang dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas
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operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan

dari luar. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi adalah sebesar
Rp370.209.999.766,00 Untuk Tahun Anggaran 2020, aktivitas operasi terutama

terdiri dari:

VI.6.1.1 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

Arus masuk kas dari Penerimaan Pajak Daerah merupakan penerimaan
yang berasal dari Pajak Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun
pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 6.92. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pajak Daerah

| Pajak atas Penyelenggaraan Parkir Swasta

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

| e
i. 1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. | Pajak Hiburan
4, ; Pa_]ak Reklame
i S. ‘ Pajak Penerangan Jalan Umum
i
| 7. Pajak Air Tanah
!

Pajak Bumi dan Bangunan

Jumlah

Realisasi 2020
(Rp)

29,377,418,050.00
146,370,470,083.00
6,609,622,557.00
16,172,643,880.00

195,228,011,717.00

42,164,431,218.00
4,712,024,186.00
473,968,690,112.00

449,719,862,627.00

1.364.323.174.430.00

VI1.6.1.2. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

Arus masuk dari Penerimaan Retribusi Daerah merupakan penerimaan yang

berasal dari Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun

pelaporan yang terdiri dari:

t-Noi

I

Tabel 6.93. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah

Uraian

Realisasi 2020 |
(Rp) i

| Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Persampahan{ Kebersihan

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan

.~ Mayat

Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor

| Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Bus Rapid Transit
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19.167.438.083,00 |
468,714,607.00 |
12.389.137.077,00
214,320,000.00
4,363,759,700.00 |
412.977.363,00

956,421,586.00
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Realisasi 2020 |

ol A= ekl (Rp)
7. | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 362,107,750.00-
I i.Retribusi Jasa Usaha | 5,419,600:000.00
1 8 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 3,618,097,000.00
3, |iRetibs Terial | 57,668,000.00 |
3. | Retribusi Penyediaan_danfatau Penyedota_n Kakus 779,525,000.00
4. | Retribusi Rumah“Potong I;ewan. - “ 517,350,000.00
5. | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga“ ] 446,960,000.00
III | Retribusi Perijinan Tertentu | 38.346.878.122,00
1. Iji; Mendirikan_BangI.tnan | . 3_1.802.815.022,00
2. [jin Trayek 37,500,000.00 |
3. - IMTA_ | 6,506,563:100.00 |
Jumlah _ ”62.933.916-.205,00 |

VI.6.1.3 Arus Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus masuk dari Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan yang telah disetorkan ke Kas Daerah selama tahun pelaporan yang terdiri
dari:

Tabel 6.94. Arus Kas Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi 2020

i ol s i e b N =
T Pendapatan Deviden dari Bank Jabar 11,763,588,907.00
2. ' Pendapatan Deviden dari PDAM | 2,300,542,452.00
n__ | = .
Jumlah 14,064,131,359.00

VI1.6.1.4. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah

Arus masuk kas dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
Sah yang telah disetorkan ke Kas Daerah dan yang disetarakan dengan Kas Daerah

selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 6.95. Arus Masuk Kas Hasil Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah
| N S ; —
e e e S R B e
1. | Penerimaan Jasa Giro 7,853,300,515.00
2. Penerimaan Bunga Deposito 15,458,879,780.00 |
3. | Tuntutan Ganti Rugi daerah 74.386.897,00
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No Uraian J Realisasi 2020
_ ; e (Rp)

. | Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan | 194,306,302.00
 Pendapatan Denda Pajak 5 5,955,953,646.00 |

25,232,250.00

| 4
5
6. Pendapatan Denda Retribusi
" 7. | Pendapatan Dari Hasil Eksekusi Atas Jaminan T 79,690,850.00
8. | Pendapatan Pengembalian 378,466,227.00
9 Penerimaan Lain-lain 5.296.665.296,00
| 10. | Pendapatan Dana Kapitasi JKN - .2,952,818,000.00
- | 169,380,095,797.00 |
12. . Denda Penerimaan Lain PAD Yang Sah B 2&550,000.-0(; |
L iy e Jul..;._t_ah S —— | 207;575:601_.-;60,06“

11. | Pendapatan dari BLUD

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat transaksi arus kas masuk pada Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang tidak diterima di Rekening Kas Umum Daerah
karena penerimaan tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu Dana
Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebesar
Rp2.952.818.000,00.

VI1.6.1.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang

telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

Tabel 6.96. Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

2 . Realisasi 2020
No Uraian - (Rp)

5,655,630,350.00

1. | PBB

2. | PPh Orang Pribadi 277.677,984,231.00

; A .666.300,
3. | Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 10 0,00

Jumlah 283.344.280.881,00

VIL.6.1.6. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang

telah ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan terdiri dari:

Tabel 6.97. Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

saNo | S . Uraian Rgalisag%QO_lQ.
Sectc A ; i = : i {Rpl
1. Bagi Hasil SDA Kehutanan 47,446,250.00
2. Peqenmaan Pungutan Pengusahaan 788,276,289.00
Perikanan
3: Sumber Daya Alam Panas Bumi 133,961,800.00
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it {RPI S

622,346,562.00

4, Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum

Jumlah 1.592.030.901,00

VI1.6.1.7. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Umum merupakan
penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Umum yang telah disetorkan ke Kas
Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp843.004.535.000,00.

VI1.6.1.8. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus masuk kas dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus merupakan
penerimaan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus yang telah ditransfer ke Kas
Daerah selama tahun pelaporan sebesar Rp227.546.008.452,00.

V1.6.1.9. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Dana Penyesuaian

Arus masuk kas dari Dana Penyesuaian dari Pemerintah Pusat yang telah
ditransfer ke Kas Daerah selama tahun pelaporan merupakan Dana Insentif Daerah
sebesar Rp78.196.496.000.000,00.

VI1.6.1.10.Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Arus masuk kas dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak merupakan
penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak yang telah ditransfer ke Kas Daerah

selama tahun pelaporan yang terdiri dari:

Tabel 6.98. Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak

No | o Uraian Reali::;:’i’zozo o
1. | PKB 121,900,352,547.00
2. | BBNKB 62,093,591,015.00
3. | PBBKB 66,406,939,523.00
4. | Pajak Air Permukaan 2,607,073,258.00
5. | Dana Bagi Hasil Pajak Rokok 59,828,078,772.00
Jumlah | 312,836,032,115.00

VI.6.1.11. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Daerah Provinsi Lainnya

Arus Masuk Kas yang telah diterima dan ditransfer ke kas daerah selama

tahun pelaporan yang terdiri dari:
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Tabel 6.99. Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah

Daerah Provinsi Lainnya

sl e 8 T T S R S il e = R iR Sl Re AR s r 20200
NO ] i e i U Elia 2 i i b t £ T =i

= ot : (Rp)
1. | Bantuan Keuangan dari Provinsi Banten 45.000.000.000,00
Jumlah - | 45.000.000.000,00

VI1.6.1.12. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Hibah

Arus masuk kas dari Penerimaan Hibah merupakan penerimaan yang
berasal dari Hibah yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi , Bantuan dana dari
Kantor Kementerian, Bantuan donasi dan Lain-lain penerimaan dari Pemerintah Pusat
telah  ditransfer ke Kas Daerah selama tahun  pelaporan  sebesar
Rp208.143.340.000,00 yang diperuntukkan bagi:

Tabel 6.100. Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Hibah

No | e Uraian : Remﬁ?j?mo

1. Bantuan Operasional Sekolah 155,807,080,000.00

2. Bantuan Keuangan dari Pemerintah 52,334,260,000.00

3. penerimaan donasi uang untuk penanganan COVID-19 2.000.000,00
| Jumlah e 208,143,340,000.00

VI.6.1.13. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pegawai

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran
Belanja Pegawai yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran
2020, yaitu sebesar Rpl1.377.857.176.022,00. Pengeluaran kas pada belanja ini
diantaranya diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan tunjangan PNS dan CPNS
(termasuk guru), gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, uang
representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah, honorarium TKK, dan honorarium tenaga ahli.

VI.6.1.14. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Barang

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pos
Pembayaran Belanja Barang yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah dan yang
disetarakan dengan Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar
Rp1.710.776.194.391,00. Pengeluaran pos ini diantaranya digunakan untuk
memenuhi kebutuhan akan bahan habis pakai, pembayaran jasa perkantoran,
pembayaran barang cetakan dan penggandaan, pembayaran jasa pemeriksaan
laboratorium, pembelian obat-obatan dan pupuk, penyediaan pelayanan kesehatan di
puskesmas, pemenuhan perjalanan dinas keluar daerah, dan pemeliharaan aset tetap
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Pemerintah Kota Tangerang. Selama Tahun Anggaran 2020, Arus Keluar Kas untuk
Pembayaran Barang dari Rekening Kas Daerah adalah sebesar
Rp1.437.494.820.838,12 dan dari rekening yang disetarakan dengan Kas Daerah
(Rekening FKTP untuk Dana Kapitasi) adalah sebesar Rp2.780.851.833,00, Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp158.478.407.425,00, rekening BLUD
Puskesmas sebesar Rp49.542.447.213,88 serta BLUD RSUD sebesar
Rp62.479.667.536,00.

VI.6.1.15. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Hibah

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari pembayaran
hibah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2020 sebesar
Rp88.397.236.474,00 diperuntukkan bagi Kelompok Masyarakat.

VI.6.1.16. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Tidak Terduga

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran
Tidak Terduga yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun 2020 sebesar
Rp98.681.097.150,00 pengeluaran kas ini berupa Pengeluaran Belanja penanganan

kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

VI1.6.1.17. Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan
Lainnya

Arus keluar kas ini merupakan pengeluaran yang berasal dari Pembayaran
Bantuan Keuangan yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun 2020
sebesar Rp2.738.243.000,00. Pengeluaran arus kas ini di peruntukan bagi pemberian

bantuan untuk partai politik,yang terdiri dari:

Tabel 6.101. Arus Keluar Kas Untuk Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan

Lainnya
No | ~ Partai Politik -
1 Partai GerindraKota Tangerang 433,197,000.00
2 PAN Kota Tangerang 192,187,000.00
3: PDI-P Kota Tangerang 544,167,000.00
4. Partai Demokrat Kota Tangerang 226,821,000.00
0. PKB Kota Tangerang 216,207,000.00
6. GOLKAR Kota Tangerang 345,777,000.00
7. | PPP Kota Tangerang 161,906,000.00
8. Partai Keadilan Sejahtera Kota Tangerang 330,441,000.00
9. Partai Nasdem Kota Tangerang 136,995,000.00
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No = = Partai Politik Realisasi
10. | PSI Kota Tangerang 150,545,000.00
Jumlah 2.738.243.000,00

VI1.6.2. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang
ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak
termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran
kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang
bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kota
Tangerang kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih yang
dihasilkan dari aktivitas ini adalah sebesar (Rp427.890.939.108,00) yang
menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2020 lebih
menekankan kepada pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Rincian

Arus kas ini terdiri dari:

VI1.6.2.1. Arus Masuk Kas atas Penjualan atas Peralatan dan Mesin

Arus masuk kas dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin merupakan
penerimaan kas yang berasal dari Peralatan dan Mesin yang telah dihapuskan dari
Neraca berdasarkan Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan selama Tahun 2020 dengan nilai sebesar nihil

V1.6.2.2. Arus Masuk Kas atas Penjualan Gedung dan Bangunan

Arus masuk kas dari Penjualan atas penjualan gedung dan bangunan
merupakan penerimaan kas yang berasal dari penjualan gedung dan bangunan yang
telah dihapuskan dari Neraca melalui Tata Cara Penghapusan Barang Milik Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama tahun pelaporan dengan nilai
sebesar Rp5.500.000,00.

V1.6.2.3. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Tanah

Arus keluar kas dari Perolehan tanah merupakan pengeluaran yang berasal
dari akun Belanja Modal Tanah yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama tahun
2020 dengan nilai sebesar Rp179.551.813.329,00.

VI1.6.2.4. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Peralatan dan Mesin

Arus keluar kas dari Perolehan Peralatan dan Mesin merupakan
pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa Peralatan dan Mesin.
Selama Tahun Anggaran 2020 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah
sebesar Rp65.432.372.696,00.
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VI1.6.2.5. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus keluar kas dari Perolehan Gedung dan Bangunan merupakan
pengeluaran dalam rangka memperoleh aset tetap berupa gedung dan bangunan.
Selama Tahun Anggaran 2020 pengeluaran dari Kas Daerah untuk pos ini adalah
sebesar Rp30.128.375.226,00. Sebagian besar pengeluaran untuk pos ini digunakan
untuk melaksanakan pembangunan gedung tempat olah raga, bangunan kesehatan,

gedung sekolah dan gedung kantor.

VI1.6.2.6. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Arus keluar kas dari Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan
pengeluaran yang berasal dari pos Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam
rangka memperoleh aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Pengeluaran untuk
pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama Tahun Anggaran 2020 adalah
sebesar Rp129.142.644.896,00. Sebagian besar pengeluaran untuk akun ini
dikeluarkan untuk melaksanakan peningkatan jalan lingkungan dan jalan kota.

VI.6.2.7. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran
yang berasal dari pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dalam rangka memperoleh
aset tetap berupa Buku dan Barang Perpustakaan, dan Barang Bercorak Seni dan
Budaya. Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama
Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp13.386.799.163,00.

V1.6.2.8. Arus Keluar Kas untuk Perolehan Aset Lainnya

Arus keluar kas dari Perolehan Aset Lainnya merupakan pengeluaran yang
berasal dari pos Belanja Modal Aset Lainnya. Aset Lainnya merupakan aset
pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi
jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan seperti tagihan jangka panjang,
kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tidak berwujud.

Pengeluaran untuk pos ini yang telah dikeluarkan dari Kas Daerah selama
Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp10.254.433.798,00.

VI1.6.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto
sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang
jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang
jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus Kas bersih dari aktivitas ini untuk
Tahun Anggaran 2020 adalah nihil.

270
https://jdih.tangerangkota.go.id/



VI.6.3.1. Arus Keluar Kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Arus keluar kas ini merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah
kepada BUMD pada tahun 2020 sebesar nihil.

VI1.6.4. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang
tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari
aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak
mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kota Tangerang
selama Tahun 2020. Arus kas bersih dari aktivitas ini untuk Tahun Anggaran 2020
adalah Rp194.159.033.391,71.

VI.6.4.1. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen,
Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga
yang berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, nilai penerimaan
Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp73.985.540.731,00 yang terdiri dari

pungutan Taperum dan IWP yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.

VI1.6.4.2. Arus Masuk Kas Penerimaan Pengembalian Belanja Tahun Berjalan ke
Kas Daerah

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan dalam bentuk pengembalian
atas kas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah diterima dan disetorkan ke
Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2020, yaitu sebesar Rp194.010.429.450,00

V1.6.4.3. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro di

Bendahara Pengeluaran

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan Sisa Belanja dan Jasa Giro dari
Kecamatan Benda Tahun Anggaran 2020 yang masih ada di Bendahara Pengeluaran

sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp99,00.

V1.6.4.4. Arus Masuk Kas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Entitas dan

Belum disetor

Arus masuk kas ini merupakan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun
Anggaran 2020 yang belum disetorkan ke kas daerah pada tahun 2020 oleh
Bendahara Dana BOS pada satuan pendidikan negeri dasar yaitu sebesar
Rp146.921.789,80 berupa pajak restoran sebesar Rp146.911.710,80 dan bunga bank
sebesar Rp10.079,00.
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VI1.6.4.5. Arus Masuk Kas dari Penerimaan Koreksi Saldo Awal BOS

Arus masuk kas ini merupakan penerimaan koreksi saldo awal BOS atas
kas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas
Daerah yaitu sebesar Nihil.

V1.6.4.6. Arus Keluar Kas

Arus keluar kas ini merupakan pembayaran pungutan PPh, PPN, Taspen,
Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga
yang berhak dan Koreksi Kurang Saldo Awal BOS Sampai dengan tanggal 31
Desember 2020, nilai penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga dan Koreksi Kurang Saldo
Awal BOS adalah sebesar Rp73.983.858.678,09.

V1.6.4.7. Arus Keluar Kas dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Arus keluar kas ini merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes,
Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang
berhak. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, nilai pengeluaran Perhitungan
Fihak Ketiga adalah sebesar Rp73.983.838.027,00 yang terdiri dari pungutan

Taperum dan IWP yang berasal dari gaji dan tunjangan pegawai.
VI1.6.4.8. Arus Keluar Kas dari Koreksi Kurang Saldo Awal BOS

Arus masuk kas ini merupakan pengeluaran koreksi saldo awal BOS atas kas
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang telah diterima dan disetorkan ke Kas
Daerah yaitu sebesar Rp20.651,09.

VI1.6.5. Kenaikan/Penurunan Kas

Selama Tahun 2020 terjadi Kenaikan kas sebesar Rp136.478.094.049,71 yang
berasal dari penjumlahan saldo arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar
Rp370.209.999.766,00, arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar
(Rp427.890.939.108,00), dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar
Rp194.159.033.391,71.

VI.6.6. Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan BLUD

Saldo awal kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar
Rp452.209.181.538,09 merupakan saldo akhir kas di BUD dan kas di Bendahara
Pengeluaran Tahun 2020:

1) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp2.808.070.166,09;
2) Kas di Kas Daerah sebesar Rp420.658.223.409,00;

3) Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp9.849.171.197,00; dan
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4) Kas di BLUD sebesar Rp18.822.168.106,00.

5) Kas di FKTP sebesar Rp40.905.812,00

6) Kas di Bendahara Pengeluaran (Kec. Cibodas dan Kec. Periuk) sebesar
Rp30.642.848,00

V1.6.7. Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BOS, FKTP, dan
BLUD

Saldo akhir kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BOS, FKTP, dan BLUD
pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp588.687.275.587,80 yang berasal dari
saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran, kas di BUD, Kas di FKTP, dan Kas di BLUD
sebesar Rp452.209.181.538,09 dan kenaikan kas sebesar Rp136.478.094.049,71.
V1.6.8. Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas Pemerintah Kota Tangerang pada tanggal 31 Desember 2020
adalah sebesar Rp588.687.275.587,80.

VL.7. HAL-HAL LAIN TERKAIT PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TAHUN 2020

VI1.7.1. Pengelolaan APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Pada Tahun Anggaran 2020 terdapat pengelolaan dana APBD yang diatur

secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

1) Pengelolaan Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32
Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaat Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah, dimana proses pengelolaan dana tersebut (penerimaan dan pengeluaran)
tidak melalui Rekening Kas Daerah tetapi langsung kepada rekening Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri dari 5 Puskesmas di Kota
Tangerang;

2) Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Tangerang yang diatur secara khusus
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum

Daerah, dimana dana BLUD dikelola secara terpisah dari Rekening Kas Daerah.

VI.7.2. Pengelolaan Non APBD Tanpa Melalui Rekening Kas Umum Daerah

Selain pengelolaan Dana JKN dan Dana BLUD, Pemerintah Kota Tangerang
melalui Satuan Pendidikan Negeri juga mengelola Dana BOS yang merupakan Hibah
dari Pemerintah Provinsi Banten. Untuk Tahun 2020 Dana BOS yang diterima
langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri sebesar Rp155.807.080.000,00 dan saldo kas
tahun 2020 sebesar Rp271.119.100,00 dimana dana tersebut digunakan untuk
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realisasi belanja pegawai sebesar Rp5.643.365.500,00, barang dan jasa sebesar
Rp124.036.360.942,00, dan pembelian barang modal sebesar Rp28.798.680.983,00.

V1.7.3. Pengelolaan Kas

Dalam melaksanakan pengelolaan kas Pemerintah Kota Tangerang

menggunakan sebanyak 931 rekening yang digunakan untuk:

1). Pengelolaan Dana APBD sebanyak 860 rekening, yang terdiri dari:
a. Rekening Kas Daerah sebanyak 1 rekening,
b. Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD sebanyak 44 rekening,
c. Rekening BOP Dinas Pendidikan sebanyak 383 rekening,
d. Rekening Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda
sebanyak 73 rekening,
e. Rekening BOS Dinas Pendidikan sebanyak 371 rekening
2). Pengelolaan Dana Non APBD sebanyak 39 rekening, terdiri dari:
a. Rekening Bendahara Penerimaan BLUD UPT Puskesmas sebanyak 34. dan
b. Rekening JKN FKTP Non BLUD sebanyak 5 rekening,
3). Rekening Non Kapitasi FKTP Puskesmas Dinas Kesehatan sebanyak 35 rekening.

VI.7.4 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Peristiwa yang terjadi setelah tanggal Neraca adalah peristiwa, baik yang
menguntungkan atau tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal Neraca
dan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah tanggal
Neraca terdiri dari:

1. Tagihan pasca bayar belanja listrik, belanja telepon, belanja air dan belanja
internet atas pemakaian pada Tahun Anggaran 2020 yang ditagih pada Tahun
Anggaran 2021,

2. Piutang Pendapatan Kapitasi JKN atas pelayanan yang dilakukan pada Tahun
Anggaran 2020 yang ditagihkan kepada BPJS Kesehatan masih dilakukan
verifikasi dan memungkinkan penyelesaian verifikasi tersebut oleh BPJS
Kesehatan melampaui Tahun Anggaran 2020;

3. Terdapat setoran sisa kas atas belanja tahun 2020 sebesar Rp30.642.848,00 yang
terdapat di Kecamatan Benda sebesar Rp99,00, sisa kas tersebut baru disetorkan
pada bulan Januari 2021;

4. Terdapat piutang atas kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atau penyedia
pada tahun 2020 yang mengurangi realisasi belanja sebesar Rp38.581.380,12
yang terdapat pada Dinas Kesehatan atas belanja tidak terduga sebesar
Rp3.835.001,00, BLUD Puskesmas Cipadu sebesar Rpl1.616.146,00, Puskesmas
Poris Plawad sebesar Rp26.708.999,12, dan BLUD Puskesmas Kunciran Baru
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sebesar Rp6.421.234,00. Kelebihan pembayaran tersebut baru disetorkan pada
bulan Januari dan Februari 2021; dan

Pada Tahun 2020, terdapat perubahan struktur organisasi atas beberapa SKPD,
sehingga untuk penandatangan laporan keuangan SKPD bersangkutan
ditandatangani oleh pejabat SKPD yang menjabat sebagai Kepala SKPD pada
Tahun 2020 dan pada Tahun 2021 masih menjabat sebagai Kepala SKPD.
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BAB VII
INFORMASI NON KEUANGAN

VII.1. GAMBARAN UMUM KOTA TANGERANG

Kota Tangerang berdiri sejak tanggal 28 Pebruari 1993 yang dibentuk
berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 1993. Karena letak geografisnya yang
berbatasan dengan Ibukota Jakarta. maka Kota Tangerang berfungsi sebagai daerah
permukiman, industri, dan perdagangan.

Kota Tangerang mempunyai luas wilayah 183.78 km? (termasuk kawasan Bandara
Soekarno Hatta dengan luas 19.69 km?), dimana secara administratif terbagi atas 13
Kecamatan dan 104 Kelurahan, di mana batas wilayah administratifnya berbatasan

dengan wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang.

VII.2. STRUKTUR ORGANISASI

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah Kota Tangerang, yaitu adanya
Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembentukan Perangkat
Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah adalah dengan mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah
penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan
Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib

dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai
dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah serta adanya koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah,
ada beberapa urusan pemerintahan digabung dalam satu perangkat daerah, dimana
pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan-peraturan Daerah Kota Tangerang yang diterbitkan
dan perubahan-perubahannya, telah ditetapkan organisasi, kewenangan dan tugas
dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah
yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 9 Lembaga Teknis, 17 Dinas

Daerah, 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan perincian sebagai berikut:
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Tabel 7.1. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Tangerang

ORGANISASI

Sekretariat

Dinas Daerah

Lembaga Teknis

Kecamatan

1.Sekretariat Daerah
2.Sekretariat DPRD

1. Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata

2. Dinas Kesehatan

Dinas Sosial

4. Dinas
Ketenagakerjaan

5. Dinas
Perhubungan

6. Dinas Komunikasi
dan Informatika

7. Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

8. Dinas
Kepemudaan dan
Olahraga

9. Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

10.Dinas Perumahan,
Permukiman dan
Pertanahan

11.Dinas
Perindustrian,
Perdagangan,
Koperasi dan UKM

12.Dinas Ketahanan
Pangan

13.Dinas
Pemberdayaan
Perempuan,
Perlindungan
Anak,Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana

14, Dinas Lingkungan
Hidup

15.Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

16.Dinas

Perpustakaan dan
Arsip

17.Dinas Pendidikan

1. Inspektorat

. Satuan Polisi Pamong

Praja

. Badan Pendapatan

Daerah

. Badan Pengelola

Keuangan Daerah

. Badan Perencanaan

dan Pembangunan
Daerah

. Badan Kepegawaian,

dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

. Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Tangerang

. Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

. Kecamatan Tangerang
. Kecamatan Cipondoh
. Kecamatan Ciledug

. Kecamatan Jatiuwung
. Kecamatan Batuceper
. Kecamatan Benda

. Kecamatan Karawaci

0o N O AW N

. Kecamatan Cibodas
9. Kecamatan Pinang
10. Kecamatan Larangan

11. Kecamatan Karang
Tengah

12. Kecamatan Periuk

13. Kecamatan Neglasari
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BAB VIII
PENUTUP

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan
pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan,
dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan
kepada Gubernur / Bupati / Wali Kota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan
tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa
Gubernur / Bupati / Wali Kota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah

sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan sebagai media
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan keuangan
daerah selama Tahun Anggaran 2019 telah terjadi pelampauan realisasi penerimaan
pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah. Selain itu LKPD Kota
Tangerang Tahun Anggaran 2019 ini sudah disusun dan disajikan berdasarkan
Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 dengan menerapkan basis akrual.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020
khususnya dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran ini masih melalui proses
konversi, mengingat masih adanya perbedaan struktur APBD menurut ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006. Pelaksanaan konversi mengacu kepada pedoman konversi sebagaimana
diatur dalam Buletin Teknis yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP), dimana buletin teknis merupakan bagian dari SAP. Konversi
tidak terbatas pada format pelaporan, namun juga diupayakan agar definisi setiap pos
laporan keuangan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah
selama Tahun Anggaran 2020 ini, Pemerintah Kota Tangerang bertekad untuk terus

selalu meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi
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penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur pengelola keuangan daerah,
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LAMPIRAN VIII

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

NO |URAJAN RINCIAN PIUTANG m:ﬂ:m SALDO AWAL PIUTANG “:?u‘.:w "':,?3::::‘" pws;:nu:::;g:uu PENYISIHAN PIUTANG rn;‘::nnt?;‘:mjmuu
PIUTANG PENYISIHAN PENYISIHAN
1 2 3 P s P 7 8 9
A. PIUTANG PENDAPATAN

1 |PAJAK HIBURAN 1997 10.562.000,00 0,00 0,00 10.562.000,00 10.562.000,00 0,00
1998 14.476,000,00 0,00 0,00] 14.476.000,00 14.476.000,00 0,00
1299 22.037.600,00 0,00 0,00 22.037.600,00 22.037.600,00 0,00
2000 7.275.320,00 0,00 0,00 7.275.320,00 7.275.320,00 0,00
2001 43.636.700,00 0,00 0,00 43.636.700,00 43.626.700,00 0,00
2002 18.861.175,00 0,00 0,00 18.861.175,00 18.861.175,00 0,00
2003 21.803.405,00 0,00 0,00 21.803.405,00| 21.803.405,00 0,00
2004 29.680,415,00 0,00 0,00 29.680.415,00 29.680.415,00 0,00
2005 45.026.713,00 0,00 0,00 45.026.713,00| 45.026.713,00 0,00
2006 43.214.300,00 0,00 0,00 43.214.300,00 43.214.300,00 0,00
2007 17.200,000,00 0,00 0,00 17.200.000,00| 17.200.000,00 0,00]
2008 6.950.000,00 0,00 0,00 6.950.000,00 6.950.000,00 0,00
2009 17.143.000,00 0,00 0,00 17.143.000,00 17.143.000,00 0,00
z010 17.096.338,00 0,00 0,00 17.096.338,00 17.096.338,00 0,00
2011 1.334.000,00| 0,00 0,00 1.334.000,00| 1.334,000,00/ 0,00
2012 212.777.510,00 0,00 0.00 212.777.510,00] 212.777.510,00 0,00
2013 76.890.232,00, 0,00 4.067.000,00 72.823.232,00| 72.823.232,00) 0,00
2014 169.835.960,00 0,00 165.134.460,00) 4.701.500,00 4.701.500,00 0,00
2015 46.205.864,00| 0,00 46.105.864,00 100.000,00| 100.000,00| 0,00
2016 1.341.500,00 0,00 0,00 1,341.500,00 1.341.500,00 0,00
2017 31.340.585,00| 0,00 20.883,.540,00 10.457.045,00 10.457.045,00| 0,00
2018 2.875.000,00) 0,00 0,00 2.875.000,00 2.335.000,00 540.000,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00] 6.733.967.119,00 6.609.622.557,00 124.344.562,00 12.434.457,00| 111.910.105,00

2 |PAJAK RESTORAN 1999 31.705.343,00 0,00 0,00 31.705.343,00 31.705.343,00| 0,00
2000 29.824.047,00 0,00 0,00 29.824.047,00 29.824,047,00 0,00
2001 42.194.263,00 0,00 0,00 42.194.263,00 42.194.263,00 0,00
2002 59.276.475,00 0,00 0,00 59.276.475,00| 59.2T76.475,00 0,00
2003 45.140.793,00 0,00 0,00 45.140.793,00 45.140.793,00 0,00
2004 18.426.942,00 0,00 0,00 18.426.942,00 18.426.942,00 0,00
2005 24.790.221,00 0,00 0,00 24.790.221 ,00 24.790.221 00 0,00
2006 15.399.650,00 0,00 0,00 15,399.650,00 15.399.650,00 0.00|
2007 3.195.000,00 0,00 0,00 3.195.000,00| 3.195.000,00| 0,00
2008 2.578.400,00 0,00 0,00 2.578.400,00| 2.578.400,00 0,00
2009 2.361.756,00| 0,00 0,00 2.361.756,00| 2.361.756,00| 0,00
2010 25.359.195,00 0,00 0,00 25.359,195,00 25.359.195,00) 0,00
2011 68.931,242,00 0,00 0.00 68.931.242,00 68.931.242,00 0,00
2012 GB.8T1.704,00| 0,00 0,00 68.871.704,00 68.B71.704,00 0,00
2013 867.360.847,00| 0,00 T67.252.795,00 100.208.052,00 100.308.052,00| 0,00
2014 6.444.360,00| 0,00 0,00 6.444.360,00 6.444,360,00 0,00
2015 1.8B04.575.167,00 0,00 T55.885.742,00 1.048.689.425 00 1.048.689.425,00| 0,00
2016 310.961.845,00 0,00 0,00 310.961.845,00 310.961.845,00 0,00
2017 666.670.174,00 0,00 80.209.320,00 586.460.854,00 586.460.854,00 0,00
2018 710.837.914,00 0,00 9.461.871,00 701.376.043,00 696.708.105,00 4.667.938,00
2019 2.600.050.179,00 80.209.321,00 955.100.404,00 1.725.159.096,00 714.885.357,00|  1.010.303.739,00
2020 0,00 159.882.944.T83,00 145.405.907. 808,00 14.477.036.975,00 1.259.756.793,00 13.217.280.182,00

3 |PAJAK HOTEL 2002 2.362.516,00 0,00 0,00 2.362.516,00| 2.362.516,00 0,00
2004 2.868.200,00 0,00 0,00 2.868.200,00 2.868.200,00 0,00
2005 5.566.475,00 0,00 0,00 9.566.475 00| 9.566.475,00 0,00
Z006 26.416.3B0,00 0,00 0,00 26.416.380,00 26.416.380,00 0,00
2007 9.9635.000,00| 0,00 0,00 2.965.000,00| 9.965.000,00| 0,00
2013 4.230.000,00 0,00 0,00 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2019 19.807.747,00 1.000.000,00 8.490.000,00 12.317.747,00 6.158.874,00| 6.158.873,00
2020 0,00  29.648.921.700,00  29.368.928.050,00) 279.993.650,00 15.301.113,00 264.692.537,00

4 |PAJAK REKLAME 2000 1.600.670,00 0,00 0.00 1.600.670,00 1.600.670,00/ 0,00
2001 189.000,00 0,00 0,00] 189.000,00 189.000,00 0,00
2002 18.229.406,00 0,00 0,00] 18.229.406,00 18.229.406,00 0,00
2003 7.233.274,00 0,00 0,00 7.233.274,00 7.233.274,00 0,00
2004 28.113.454,00 0,00 0,00 28.113.454,00) 28.113.454,00 0,00
2005 28.833.802,00 0,00 0,00 28.833.802,00) 28,833.802,00 0,00
2005 91.334.713,00 0,00 0,00 91.334.713,00| 91.334.713,00 0,00
2007 130.200.350,00| 0,00 0,00 130.300.350,00| 130.300.350,00| 0,00
2008 787.018.825,00 0,00 0,00 787.018.825,00) 787.018.825,00 0,00
2009 B7.215.500,00 0,00 0,00 B7.215.500,00| 87.215.500,00| 0,00
2010 58.723.375,00| 0,00 0,00 58.723.375,00 58.723.375,00| 0,00
2011 236.613.800,00| 0,00 0,00 236.613.800,00| 236.613.800,00| 0,00
2012 107.676.875,00| 0,00 0,00 107.676.875,00| 107.676.875,00| 0,00
2013 153.217.650,00| 0,00 0,00 153.217.650,00| 153.217.650,00| 0,00
2014 235.357.795,00| 0,00 0,00 235.257.795,00| 235.357.795,00| 0,00
2015 107.506.268,00| 0,00 9.736.1285,00| 97.770.143,00 97.770.143,00 0,00
2016 138.222.250,00| 0,00 1.0040.000,00| 137.222.250,00 137.222.250,00| 0,00
2017 55.853.895,00 0,00 2.227.400,00| 53.626.495,00 53.626.495,00| 0,00
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T
NO | URAIAN RINCIAN PIUTANG rnr{mw SALDO AWAL PIUTANG n:;;i:":“ ’E'L‘fmg‘" m:-:::c? :B';“;I‘}UM PENYISIHAN FIUTANG Pm ?ﬂz;}:!fm
PIUTANG PENYISIHAN PENYISIHAN
1 2 3 a 5 6 7 ) P
2018 $8.850,275,00 0,00 27.092.275,00 31.758.000,00 32.304,000,00 5.454.000,00
2019 608.015.055,00 7.205,290,00 584.048.745,00 31.171.600,00 11.708.000,00 19.463.600,00
2020 0,00  16.776.100.121,00|  15.586.657.635,00 1.189.,442.486,00 17.717.083,00|  1.171.725.403,00
5 |PAJAK AIR BAWAH TANAH| 2001 1.483.080,00 0,00 0,00 1.488.080,00 1.483.080,00 0,00
2002 3.789.500,00 0,00 0,00 3.789.500,00, 3.789.500,00 0,00
2011 24.802.167,00 0,00 0,00 24.802.167,00 24.802.167,00 0,00
2012 29.336.765,00 0,00 0,00 29.336.765,00 29.336.765,00 0,00
2013 32.944,415,00 0,00 0,00 32.944.415,00 32.944.415,00 0,00
2014 22.467.957,00 0,00 0,00 22.467.957,00 22.467.957,00 0,00
2015 67.470.444,00 0,00 0,00 67.470.444,00 67.470.444,00 0,00
2016 1.709.398,00 0,00 837,208,00 872.190,00 872.190,00 0,00
2017 377.128,00 0,00 0,00 377.128,00 377.128,00 0,00
2018 1.604.094,00 0,00 0,00 1.604.094,00 1.604,094,00 0,00
2019 6.787.787,00 0,00 6.657.947,00 129.840,00 64.920,00 64.920,00
2020 0,00 4.744.317.017,00 4.705.384.658,00 38.932.359,00 1.730.617,00 37.201.742,00
6 |PAJAK PARKIR 2003 6.765.000,00 0,00 0,00 6.765.000,00 6.765.000,00 0,00
2004 3.240.000,00 0,00 0,00 3.240.000,00 3.240.000,00 0,00
2005 5.670.000,00 0,00 0,00 5.670.000,00 5.670.000,00| 0,00
2006 4.525.000,00 0,00 0,00 4.525.000,00 4.525.000,00 0,00
2007 2.300,000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00
2008 13.069.000,00 0,00 0,00 13,069.000,00 13.069,000,00 0,00
2009 17.947.620,00 0,00 0,00 17.947.620,00 17.947.620,00 0,00
2010 7.676.880,00 0,00 0,00 7.676.880,00 7.676.880,00 0,00
2011 16.149.750,00 0,00 0,00 16.149.750,00 16.149.750,00 0,00
2012 1.590.950,00 0,00 0,00 1.590.950,00 1.590.950,00 0,00
2013 174.594.535,00 0,00 114.924.872,00 59.,669.663,00 59.669.663,00 0,00
2014 14.501.150,00 0,00 13.386.150,00 1.115.000,00 1.115.000,00 0,00
2015 398.917.260,00 0,00 388.126.500,00 10.790.750,00 10.790.750,00 0,00
2016 76.284.000,00 0,00 0,00 76.284,000,00 76.284.000,00 0,00
2017 13.527.500,00 0,00 0,00 18.527.500,00 18.527.500,00 0,00
2018 200.422.950,00 0,00 0,00 200.422.950,00, 186.018.525,00 14.404.425,00
2019 3.597.138.698,00 0,00 253.065.868,00 3.344.072.830,00 1.663.520.623,00|  1.680.543.207,00
2020 000  42.137.658.950,00|  41.902.019.700,00 235.639.250,00 7.205.780,00 228,433.470,00
7 |BPHTE 2017 211.300,00 0,00 0,00 211.300,00 211.300,00 0,00
8 |PAJAK PJU NON PLN 2002 8.476,400,00 0,00 0,00 8.476.400,00 8.476.400,00 0,00
2003 136.854.949,00 0,00 0,00 186.854.949,00 136.854.949,00 0,00
2004 1.934.160,00 0,00 0,00 1.934.160,00 1.934.160,00 0.00
2005 25.200,00 0,00 0,00 25.200,00 25.200,00 0,00
2006 1.472.064,00 0,00 0,00 1.472.064,00 1.472.064,00 0,00
2007 12.672,00 0,00 0,00 12.672,00 12.672,00 0,00
2008 17.664,00 0,00 0,00 17.664,00/ 17.664,00 0,00
2009 510.624,00 0,00 0,00 510.624,00 510.624,00 0,00
2010 305,098,00 0,00 0,00 305.998,00 305.998,00 0,00
o |eBB 1990 5.597.452,00 0,00 0,00 5.597.452,00 5.597.452,00 0,00
1991 5.597.452,00 0,00 0,00 5.597.452,00 5.597.452,00 0,00
1992 6.917.230,00 0,00 0,00 6.917.230,00 6.917.230,00 0,00
1993 7.086.212,00 0,00 0,00 7.086.212,00 7.086.212,00 0,00
1994 5.814.647.770,00 0,00 3.432.649,00 5.811.215.121,00 5.811.215.121,00 0,00
1995 7.334,845.435,00 0,00 3.321.327,00 7.331.524.108,00 7.331.524.108,00 0,00
1996 5.970.144.082,00 0,00 4.094.101,00 5.966.049.981,00 5.966,049.981,00 0,00
1997 12.220,522.086,00 0,00 9.871.172,00]  12.210.650.914,00  12.210.650.914,00 0,00
1998 11.021,519.603,00 0,00 12.545.197,00]  11.008.974.406,00|  11.008.974.406,00 0,00
1999 52.032.191.548,00 0,00 31.838.784,00]  52.000.352.764,00|  52.000.352.764,00 0,00
2000 12.583.019.197,00 32.000,00 16.186.261,00|  12.566.914.936,00|  12.566.914.936,00 0,00
2001 17.312.024.475,00 38,880,00 28.918.77391|  17.283.144.581,09  17.283.144.581,09 0,00
2002 13.646.611.263,00 38.880,00 20.810.653,07|  13.616.839.489,93|  13.616.839.489,93 0,00
2008 13.097,598.233,00 70.400,00 30.124.877,07|  13.067.543.755,93|  13.067.343.755,93 0,00
2004 14.441,144.189,00 1.079.360,00 35.149.501,04|  14.407.074.047,96|  14.407.074.047,96 0,00
2005 16.599.453.599,00 0,00 36.612.646,58|  16.562.840.952,42|  16.562.840.952,42 0,00
2006 19.557.993.222,00 0.00 17.295.816,53|  19.520.697.405,47|  19.520.697.405,47 0,00
2007 61.616.734.311,00 0,00 £9.443.581,80|  61.547.290.729,70|  61,547.290.729,70 0,00
2008 34.598.048,631,00 0,00 87.723.733,98|  84.510.324.897,02|  34.510.324.897,02 0,00
2009 40.816,973.504,00 0,00 115.757.21,08|  40.701.216.182,93|  40.701.216.182,93 0,00
2010 81.586.526.212,00 402.572,00 329.042.166,41|  81.257.886.617,59|  81.257.886.617,59 0,00
2011 51.138.704,863,00 442.642,00 882.075.278,41|  50.257.072.226,59|  50.267.072.226,59 0,00
2012 55.417.893.291,00 2.807.296,00 1.102.074.809,52|  54.318.565.777,48)  54.318.565.777,48 0,00
2013 63.667.648.961,00 9.665.855,00 1.232.708.213,70|  62.444.606.602,30|  62.444.606.602,30 0,00
2014 59.359.117.567,00 53.961.716,00 1.456.530.116,19|  57.956.549.167,81|  57.956.549.167,81 0,00
20185 78.443.838.116,00 734.263.047,00 3.401,457.648,26|  75.776.643.514,74|  75.776.643.514,74 0,00
2016 42.592.189.775,00 2.030.876.303,00 3.774.856.174,00]  40.848.209.901,00(  40.848.209.904,00 0,00
2017 45.940,215,183,00 2.048.508.544,00 5.026.857.332,00  42.961.866.395,00|  42.961.866.395,00 0,00
2018 59.370,998.502,00 2.007.641.586,00 6.575.810,846,00|  54.802.829.242,00  54.802.829.242,00 0,00
2019 99.455.357.017,00 2.714.434.692,00  20.987.285.676,00  81,182.506.031,00]  40.391.253.015,50| 40.691.253.015,50
2020 0.00| 522.500.820.762,00 405.919.945.564,00 116.580.875.178,00|  11.658.087.517,80| 104.922,787.660,20
10 | RETRIBUSI IUJK 2008 6.100.000,00 0,00 0,00 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00
11 |RETRIBUSI LIMBAH 2008 4,993.397,00 0,00 0,00 4,993.397,00 4.993.397,00 0,00
2009 17.800,00 0,00 0,00 17.800,00 17.800,00 0,00
12 mBUBI PHD - SEWA 2007 15.585.300,00 0,00 0,00 15.585.300,00| 15.585.300,00/ 0,00
2008 49.403.376,00 0,00 0,00 49.403.376,00 49.403.376,00 0,00
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TAHUN

BALDO AKHIR

SALDO AKHIR

PENAMBAHAN
NO | URAIAN RINCIAN PIUTANG| PENGAKUAN | SALDO AWAL PIUTANG pmam "E’ﬁ]'jmg“ PIUTANG SEBELUM | PENYISIHAN PIUTANG | PIUTANG SETELAH
PIUTANG PENYISIHAN PENYISTHAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2009 95.997.320,00 0,00 0,00 45.997.320,00 45.997.320,00 0,00
2010 9.218.400,00 0,00 0,00 9.218.400,00 9.218.400,00 0,00
13 |RETRIBUS! 1JIN 2011 15.161.700,00 0,00 0,00 15.161.700,00 15.161.700,00 0,00
GANGGUAN
14 |RETRIBUSI IMB 2008 115,183.583,00 0,00 0,00 115.183.583,00 115.183.583,00 0,00
2011 1.240.482,00 0,00 0,00 1.240.482,00 1.240.482,00 0,00,
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 440.930.656,00 0,00 372.894.869,00 68.035.787,00 68.035.787,00 0,00
2020 0,00 759.224.012,00 0,00 759.224.012,00 248.845.752,14 510.378.259,87
15 |PIUTANG RETRIBUSI 2008 18,658.990,00 0,00 0,00 18.658.990,00 18.658.990,00 0,00
PERIZINAN TERTENTU
LAINNYA
16 |PIUTANG RETRIBUSI 2019 1.120.000,00 0,00 765.000,00 355,000,00 355.000,00 0,00
PELAYANAN PEMAKAMAN
{+] o X
DAN PENGABUAN MAYAT 202 0,00/ 2.030,000,00 0,00 2.030.000,00 367.675,00 1.662.325,00
16 |RETRIBUSI PELAYANAN 2010 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
KESEHATAN 2018 $7.965.000,00. 0,00 57.965.000,00 0,00 0,00 0,00
2019 30.835.000,00 0,00 30,835.000,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 64.285.000,00 0,00 64.285.000,00 0,00/ 64.285.000,00
17 | PIUTANG DENDA PAJAK S 21.073,00 0,00 0,00 21.073,00 21.073,00 0,00
2007 5.168.954,00 0,00 0,00 5.168.954,00 5.168.954,00, 0,00
2008 28.124.994,00 0,00 0,00 28.124,994,00 28.124.994,00 0,00
2000 13.075.369,00 0,00 0,00 13.075.369,00 13.075.369,00 0,00
2010 134,166.003,00 0,00 0,00 134.166.003,00 184.166.003,00 0,00
2011 71,960.075,00 0,00 0,00 71,960.075,00 71.960.075,00 0,00
2012 595.583.963,00 0,00 0,00 595.583.963,00 595.583.963,00 0,00
2013 93.955.415,00 0,00 36.712.167,00 57.243.248,00 57.243.248,00 0,00
2014 71.083.837,00 0,00 24.121.897,00 46.931.940,00 46.931.940,00 0,00
2015 225.305.320,00 0,00 5.077.864,00 220.227.456,00 220.227.456,00 0,00
2016 243.583.555.00 0,00 132.556.702,00 111.026.858,00 111.026.853,00 0,00!
2017 163.762.743,00 0,00 147.380.836,00 16.381.907,00 16,381.907,00 0,00
2018 38.960,850,00 0,00 32.389.667.00 6.571.183,00 4.025.103,00 2.546.080,00
2019 1.988.960.824,00 0,00 259.980.820,00 1.728.980.004,00 837.902.062,00 91.077.942,00/
2020 0,00 1.329.944.312,00 B61.310,249,00 468.634.063,00 44.093.546,00 424.540.517,00
18 |PIUTANG DENDA 2008 3.274.200,00 0,00 0,00 3.274.200,00 3.274.200,00 0,00
RETRIBUSI
2009 1,263.960,00 0,00 0,00 1.263.960,00 1.263.960,00 0,00
2010 3.018.529,00 0,00 0,00 3.018.529,00 3.018.529,00 0,00
19 |PIUTANG HASIL EKSEKUSI| 2013 169.287.350,00! 0,00 0,00 169.287.350,00 169.287.350,00 0,00
ATAS JAMINAN a6t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 52.734.300,00 0,00 0,00 52.734.300,00 52.734.300,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 |PIUTANG DARI 2013 349.725.159,00 0,00 0,00 349.725.159,00 349,725.159,00! 0,00
PENGEMBALIAN
21 |PIUTANG DANA JKN FKTP 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2019 666.600,00 0,00 666.600,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 222.900,00 0,00 222.900,00 0,00 222.900,00
22 | Bagl Hasil darl Pajak 2019 158.703.058,00 0,00 158.703.058,00 0,00 0,00
Penghasilan (PPh) Pasal 25
dan Pasal 29 Wajils Pajak
Orang Pribadl Dalam
Negerl dan PPh Pasal 21
23 |Bagi Hasll Sumber Days 2019 88.525.412,00 0,00 88.525.412,00 0,00 0,00 0,00
Alam Pertambangan Umum
24 | Bagt Hasil darl Pungutan 2019 3.677.269,00, 0,00 3.677.289,00 0,00 0,00 0,00
Pengusahnan Perikanan
25 | Bagt Hasil dari Pajak Bumi 2019 1.024.186.,750,00 0,00 1.024.186.750,00 0,00 0,00 0,00
dan Bangunan sektor
Pertambangan
26 |Pajak Kendaraan Bermotor 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 19.085.382.042,00 19.085.382.042,00 0,00 0,00 0,00
2020 000| 227.794.032.52500 102.814.970.505,00|  124.979.062.020,00 0,00
27 |BBNKB 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 14.835.972.684,00 14.835.972.684,00 0,00 0,00 0,00
2020 000 121.340.782.134,00]  62.093.591.015,00  59.247.191.119,00 0,00 74.679.012.110,00
28 |AIR PERMUKAAN 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2019 436.384.054,00 436.384.054,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 5.857.120,887,00 2.607.073,258,00 3.250.047.629,00 0,00] 3.250,047.629,00
29 |PBEKB 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 13.653.453,112,00 13.653,453.112,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00| 127.432.495.521,00  52.753.483.411,00|  74.679.012.110,00 0,00

74.679.012.110,00
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NO |URAIAN RINCIAN PIUTANG n;gfuxgu SALDO AWAL PIUTANG PE:::I‘::;’;‘“ “1?5:‘:;‘3“ annngggsuu PENYISIHAN PIUTANG ?I:‘:::g ;\::g&"
PIUTANG PENYISIHAN PENYISIHAN
1 2 3 4 s 6 7 8 9
30 |PAJAK ROKOK 2018 0,00 0.00 0,00 0,00 ,00] 0,00
2019 B.105.619.810,00 20.415.116.088,00 28.520,735.898,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00  47.738.487.234,00]  31.307.342.874,00]  16.431.144.360,00 0,00 16.431.144.360,00
31 |PIUTANG BLUD RSUD 2017 308.418.619,00| 0,00 0,00 308.418.619,00| 187.122.281,00 121.286.338,00|
2018 166.647.575,00| 0,00 1.3209.661,00| 165.337.914,00| 17.974.757,51 147.363.156,49
2019 11.519.472.320,00| 0,00 11.475.242.510,00 44.229. 810,00 165.529 42 44.064.280,58
2020 0,00 20.958.475,00 0,00 20.958.475,00| 0,00 20.958.475,00
a2 |PIUTANG BLUD 2018 105.300.000,00 105.300.000,00 0,00 0,00 0,00
PUSHEAMAN 2019 635.903.800,00 26.560.600,00 661.029.400,00 1.435.000,00 0,00 0,00
2020 181.720.800,00 181.720.800,00 0,00 0,00
33 |PIUTANG PENDAPATAN 2018 2.240.000,00 0,00 2.240.000,00| 0,00 0,00 0,00
HIBAH
B. PIUTANG LAINNYA
34 |TGR 1999 4.064.000,00 0,00 4.064.000,00, 4.064.000,00 0,00
2001 22.661.000,00 0,00 22.661.000,00 22.661.000,00| 0,00
2008 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00| 2.411.000,00 0,00
2006 7.049.166,00 0,00 7.049.166,00| 2.500.000,00/ 0,00
2007 113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 113,000.000,00 0,00
2011 0,00/ 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 35.833.332,00| 0,00 35.833.332,00 35.833.332,00/| 0,00
2013 13.332.800,00| 0,00 13.332.800,00 13.332.800,00 0,00
2014 0,00 0,00] 0,00 0,00 0,00
2015 12.800.000,00 0,00] 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00
2016 T8.B75.000,00| 1.500.000,00 T7.375.000,00| 77.375.000,00 66.587.500,00
2017 4.333.330,00 3.791.669,00 541.661,00 541.659,00 3.899.989,99
2018 38.174.995,00 19.062.502,00 19.112.493,00 1.911.249,30 37.984.120,03
2019 59.583.332,00 21.928.334,00 A7.654.998 00 1.948.245 99| 52.251.686,17
2020 102.924.933,33 28.104.400,00 74.820,533,33 5.012.268,67 98.221.497,33
35 |Uang Titipan ke
Terkait Pembellan Tanah 2017 20.240.000.000,00 0,00 0,00 20.240.000.000,00 0,00 20.240.000.000,00
2020 0,00 1.505.644.388 00 0,00 1.505.644_.388,00 0,00 1.50%.644.388,00
36 |Kelebihan Pembayaran 2020 0,00 900.849.063,22 0,00 900.849.063,22 0,00
Kepada Plhak 111
JUMLAH 1.087.779.127.204,33 | 1.347.486.8R2.775,22 | 1.042.698.581.244,01 1.392.567.438.735 54 925.504.707.727,32 | 356.563.075.481,16
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LAMPIRAN IX

DAFAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK
TERTAGIH
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LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH THUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DAFTAR PIUTANG DAERAH YANG TIDAK TERTAGIH (KEDALUWARSA)

TAHUN ANGGARAN 2020

NO

URAIAN RINCIAN PIUTANG

JUMLAH

2

e I ¥ I S T & T W U h W N -

B WM

N s WN -

A. PIUTANG PAJAK
PAJAK HOTEL
PAJAK RESTORAN
PAJAK HIBURAN
PAJAK PARKIR
PPJU NON PLN
PAJAK REKLAME
PAJAK AIR TANAH
BPHTB

B. PIUTANG RETRIBUSI

RETRIBUSI PKD-SEWA LAHAN
RETRIBUSI IJIN GANGGUAN
RETRIBUSI IMB

RETRIBUSI IPPT

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RETRIBUSI IUJK

RETRIBUSI LIMBAH

C. PIUTANG JAMINAN PELAKSANAAN PEKE|
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

D. PIUTANG DENDA PAJAK
DENDA HOTEL

DENDA RESTORAN

DENDA HIBURAN

DENDA PARKIR

DENDA PPJU NON PLN
DENDA REKLAME

DENDA AIR TANAH

E.PIUTANG DENDA RETRIBUSI
DENDA RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

SEWA LAHAN PEMDA

4.807.658.251,00
55.408.571,00
1.593.496.868,00
606.699.208,00
150.509.613,00
149.609.731,00
2.069.428.632,00
182.294.328,00
211.300,00

282.560.348,00
120.204.396,00
15.161.700,00
116.424.065,00
18.658.990,00
1.000.000,00
6.100.000,00
5.011.197,00

222.021.650,00
51.769.850,00
117.517.500,00
19.932.800,00
32.801.500,00

1.171.898.881,00
12.058.581,00
409.238.584,00
571.916.837,00
37.916.316,00
21.073,00
117.037.179,00
23.710.311,00

7.556.689,00

7.556.689,00

JUMLAH

12.983.391.638,00
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LAMPIRAN X

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
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LAMPIRAN X

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAFPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2020

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4
NIHIL NIHIL NIHIL
JUMLAH
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LAMPIRAN XI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
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PERA
NOM(
TENT
PERT
DAN E
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020
BENTUK JUMLAH MODAL
JUMLAH YANG
NO | PENYERTAAN | LEMBAGA/PTHAK HUKUM MODAL PEN‘YE‘:‘;'MLMN‘“{MOD ok Tﬁaml“m i:s:g&N“"m - :]fumg_l_g‘u“:'m DISERTAKAN SAMPAI |
MODAL KETIGA PENYERTAAN | (INVESTASI) AT xctne DENGAN AKHIR DIS
DAERAH TAHUN INI
1 2 3 4 5 (3 T 8 9=T7+8
i |1995- 2006, |BANKJABAR APBD, PERDA |UANG/SAHAM |  40.543.480.700,00 |  40.543.489.700,00 0,00 | 40.543.489.700,00
2009, 2018 NO.D,/2009,
PERDA NO.
2/2018
2 |2000,2004,  |PDAM TIRTA APBD, PERDA  |UANG/SAHAM 50.047.015.554,00 |  50.047.015.554,00 0,00| 50.047.015.554,00
2008,2009,  |BENTENG NO 13/2008. |DAN ASET
2010, dan PERDA
2011 NO.16/2009,
PERDA
NO.4/2011
3 |2003, 2004,  |PD pASAR GABUNGAN  |UANG DAN 100.000,000.000,00 | 39.230.154.677,31 0,00 | 39.230.154.677,31 | 60.7¢
2006, 2008 dan PERDA NO ASET TANAH
2018 5/2005 DAN  |DAN
PERDA NO BANGLUINAN
3/2003, PERDA
NO 14/2008,
PERDA NO
1/2018
4 |2018, 2019 dan | PT TANGERANG PERDA NO UANG TUNAI 47.375.314.482,00 | 20.000.000.000,00 | 27.375.314.482,00 |  47.375.314.482,00
2020 NUSANTARA 1/2018, PERDA | DAN ASET
GLOBAL NO 6,/2020 PERALATAN
MESIN
JUMLAH 237.965.819.736,00 | 149.820.659.931,31 | 27.375.314.482,00 | 177.195.974.413,31 | 60.76
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LAMPIRAN XII

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN
PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
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LAMPIRAN XII

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

SALDO AKHIR AKUMULAS] SALDO AKHIR
NO. URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SEBELUM PENYUSUTAN SETELAH
PENYUSUTAN PENYUSUTAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |TANAH 3.648.653.782.154 64 541.961.563.922 36 78 880.678.628,38 4.111.734.667.448 61 0,00 4.111.734.667.448, 61
Tanah 3,64R.653.782,154 64 541.961.563.92236 |  7H.880,678.628,38 4.111.734.667,498,61 4.111.734.667.448,61
2 |PERALATAN DAN MESIN 1.522.345.431.807,73 107.780.737.013,29 48.576.559.018,60 1.581.549.609.167,22 1.318.944.414.285,09 262.605.194.882,14
Mlat Besar 167.362.817,149,16 16,327.5689.748,36 24,996 828,81 183.665,410,069,32 183,665 410,069,32
Alat Anglutan 401.207,990,233,53 02.156.042.491,95 | 46,880,526 814,06 A76.477,508,910,52 376.477.505,010,52
Alat Bengkel dan Alat Ukur 33405568, 13540 432.970.185,00 0,00 33838 538,320,490 33.B38.538.320,40
Alat Pertanian 1.371.941.795,03 224 551 059,08 0,00 1.596.492 855,01 1.596,492,855,01
Alat Kantor dan Rumah Tangga 343 258 496,102,668 26.943.010.377,92 53.800.060,02 370.147.706.420,58 370.147.706.420,58
T‘}::‘_‘i::_’f:t' Femuniunt dan 42.277,620.663,92 2,701.952,598,16 0,00 45.069.573.262,08 45.069,573.262,08
Alat Kedokteran dan Kesehatan 209.421,563.500,86 10.295.228.871,93 0,00 210.716,792.72,79 219,716,792.372,79
Alat Laboratorium 56.856.818.271,21 10,180,947, 251,00 0,00 67.037.765.522 21 67.037,.765.522,21
Alat Persenjataan 826:261.454,17 BAZ.T28,200,00 0,00 | 70 989 654,17 1.708,969.654,17
Komputer 253.483.225.611,25 14.111.070,440,79 1.611.235.314,81 265983 060.737,23 265.983,.060.737,24
Alat Eksplorasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alat Pengeboran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
:i::::::::“‘k" eapdledisn oan 54.264.000,00 0,00 0,00 54.264.000,00 54.264.000,00
Alat Bantu Eksplorasi 0,00 0,00 0,00 0,00 00
Alat Keselamatan Kerja 2.771.929.468,53 1.905.620,154,44 0,00 4.677.549,622,98 4.677.549.622,08
Alat Peraga 163.766.536,70 0,00 0,00 163.766,536,70 163 766.536,70
Peralatan Proses Produksi 460.825,999,00 347.301.100,00 0,00 ROA. 127.098,00 808.127,099,00
Rambii - Rambu 6.135,419,184,25 517.614.476,00 0,00 6.653,033.660,25 6.653,033.660,25
Peralatan Olahraga 3 286,923.066,84 664.110.057,16 0,00 3.951,033,123,90 3,951.033,123,99
3 |GEDUNG DAN BANGUNAN 2.194.784.198,382,03 137.726.667.068,20 71.135.036.807,54 2.261.375.828,.254,95 1.283.574.943.944,07 977.800.884.210,88
Dangunan Gedung 2,147 752.966.203,15 134.346.723,79397 | §7.534.441.397,08 2.224,565.248.600,04 2.224,565,248.600,04
Monumen 1.408.296.932,98 0,00 39.600,000,00 1.368.606.932,08 1.368.606 932,98
Bangunan Menara 553.853.606,01 0,00 0,00 553.853.606,01 553,853,606,01
Tugu Titik Kentrol Pasti 45,069.081.252,15 3.379,943,274,23 13.560,995,410,46 34.888.020.115,92 34,888.020.115,92
4 |JALAN, IRIGASI, dun JARINGAN 4.568.483.094.609 43 415.668.048.237,01 180.554.723.323,12 4.807.596.419.504,12 2.522.926.646.288,68| 2.284.670.773.215 44
Jakan dan Jembatan 2,558,527.220,208,49 214.039.565.430,27 | 173.048,333 346,18 2,500,518.461.292 58 2.500.518.461,292,58
Bangunan Air (Irigas) 1.513.583.156,229 69 113.732.220.727,13 6.774.118.347,07 1.620.541,258,600,75 1.620.541 258,600, 75
Instalasi 33.371.527.841,80 HE.G45.297.023,72 732.271.620,87 121,264, 553,235 64 121.284.553,235,64
dJaringan 463.001,181.310,25 3,250 965 055,60 0,00 466.252.146.366,15 A66.252.146.366,15
§ |ASET TETAP LAINNYA 102.099.276.589,29 13.483.598.590,34 0,00 115.582.874.797,29 5.540.460.257,00|  110.042.414.540,29
Rahan Perpustakaan 94.564,086,300,05 12.784.450,490,34 0,00 107.349,445.790,39 107.349.445.790,30
i::‘"“'“jilf";"é?:h::“ia" 7.339.271.965,32 (99.139,100,00 0,00 8.038.411.065,32 8.038.411.065,32
Hewan 165.207.941,59 0,00 0,00 165 207 941 59 165.207.941,50
Binta Perairan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tanaman 20.810.000,00 0,00 0,00 26 810.000,00 29.810.000,00
Barang Koleksi non Budaya 00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 ‘::::::gr:;nm T1.167.922.712,65 30.414.373.425,59 94.165.401.172.47 7.416.894.969,76 0,00 7.416.894.969,76
JUMLAH 12.107.533.706.255,80 | 1.251.034.988.260,79 | 473.312.398.950,11 | 12.885.256.294.142,00

5.130.985.464.774,84

7.754.270.829.367,12
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DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
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LAMPIRAN XIII

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

TAHUN ANGGARAN 2020

JUMLAH ASET TETAP S.D.

. 31 DESEMBER 2020
1 2 3
1 |TANAH 4.111.734.667.448,61
Tanah 4.111.734.667.448,61
2 |[PERALATAN DAN MESIN 1.581.549.609.167,22

Alat Besar

Alat Angkutan

Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat Pertanian

Alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat Studio Komunikasi dan Pemancar
Alat Kedokteran dan Kesehatan

Alat Laboratorium

Alat Persenjataan

Komputer

Alat Eksplorasi

Alat Pengeboran

Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian
Alat Bantu Eksplorasi

Alat Keselamatan Kerja

Alat Peraga

Peralatan Proses Produksi

Rambu - Rambu

Peralatan Olahraga

GEDUNG DAN BANGUNAN
Bangunan Gedung
Monumen

Bangunan Menara

Tugu Titik Kontrol Pasti

JALAN, IRIGASI,DAN JARINGAN
Jalan dan Jembatan

Bangunan Air (Irigasi)

Instalasi

Jaringan

ASET TETAP LAINNYA
Bahan Perpustakaan

Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Olahraga

Hewan

Biota Perairan

Tanaman

Barang Koleksi non Budaya
Aset Tetap Dalam Renovasi

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

183.665.410.069,32
376.477.505.910,52
33.838.538.320,40
1.596.492.855,01
370.147.706.420,58
45.069.573.262,08
219.716.792.372,79
67.037.765.522,21
1.708.989.654,17
265.983.060.737,24
0,00

0,00

54.264.000,00

0,00
4.677.549.622,98
163.766.536,70
808.127.099,00
6.653.033.660,25
3.951.033.123,99

2.261.375.828.254,95
2.224.565.248.600,04
1.368.696.932,98
553.853.606,01
34.888.029.115,92

4.807.596.419.504,12
2.599.518.461.292,58
1.620.541.258.609,75
121.284.553.235,64
466.252.146.366,15

115.582.874.797,29
107.349.445.790,39
8.038.411.065,32
165.207.941,59

0,00

29.810.000,00

0,00

0,00

7.416.894.969,76

JUMLAH

12.885.256.294.142,00




LAMPIRAN XIV

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM
PEKERJAAN
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LAMPIRAN XIV

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

No. Uraian BALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN SALDO AKHIR
1 2 3 N 5 6
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16.421.684.000,00 264.156.559,64 16.421.684.000,00 264.156.559,64
Peningkatan Jalan 0,00 26.784.600,64 0,00 26.784.600,64
1 |Peningkatan Jalan JI. Maulana Hasanudin 0,00 26.784.600,64 0,00 26.784 600,64
Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan 0,00 237.371.959,00 0,00 237.371.959,00
i Je : i i { "ah
1 I;:::];r]lgunﬂﬂ embatan Tanah Tinggi I1 | Kontrak Tahun 0,00 93.344.363,75 0,00 03.344.363.75
P *m by JJ : - i i .
2 i:':rr::”;r;gunnn embatan Tanah Tinggi 111 { Kontrak Tahun 0,00 144.027.595,25 0,00 144.027.595,25
Bang Peng Pengembangan Sumber Air 16.421.684.000,00 0,00 16.421.684.000,00 0,00
I |Tanggul Banjir (Hangunan Pengaman Irigasi) 2.772.509.000,00 0,00 2.772.509.000,00 0,00
2 |Bangunan Pelimpah Sampah 13.649.175.000,00 0,00 13.649.175.000,00 0,00
Dinas Per han dan Permuki 41.607.833.633,33 0,00 34.642,112.500,00 6.965.721.133,33
Pembangunan Gedung Kantor 6.846.493.800,00 0,00 6.710.043.800,00 136.450.000,00
I |Pembangunan Gedung Kesenian 6.710.043 800,00 0,00 6.710.043.800,00 0,00
2 |Gedung Perpustakaan Kota Tangerang 136.450.000,00 0,00 0,00 136.450.000,00
P n (DED) Pembangunan Gedung Kantor 589.931.500,00 0,00 49.555.000,00 540.376.500,00
I |Perencanaan Kantor Kelurahan Cibodasari 48.675.000,00 0,00 0,00 48.675.000,00
2 |perencanaan Gedung Pertemuan Ciledug 87.352.000,00 0,00 0,00 87.352.000,00
3 [Perencanaan Sarana Penunjang Gedung Parkir Puspem 49.555.000,00 0,00 49,555.000,00 0,00
4 |Perencanaan Gedung Parkir Motor Puspem 41.998.000,00 0,00 0,00 41.998.000,00
5 |DED Gedung Baru Puspem 191.746.500,00 0,00 3,00 191.746.500,00
6 |Perencanaan Balai Diklat 96.910.000,00 0,00 0,00 96.910.000,00
7 |Perencanaan Pembangunan KUA Kee. Periuk 49,1 10,000,000 0,00 0,00 49.110.000,00
e H £ 5 F: b}
8 Fforrnr'an'a‘an Gedung Kantor DPMPTSP dan Rumah Dinas 24.585.000,00 0,00 0.00 24.585.000,00
Kapolres Tangerang
Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung 193.972.250,00 0,00 0,00 193.972.250,00
Kantor
1 F::rcncan:-'mn Rehab (redur_tg MUI Jatiuwung Eks Gedung 48.589,000,00 0.00 0,00 48.589.000,00
Damkar Keroncong Permai
2 |Perencanaan Rehabilitasi UPT Pendidikan Kecamatan Ciledug 48.424.000,00 0.00 0.00 48.424.000.00
dan Larangan
3 P'cmnmnnan_ Rehab Kantor Kelurahan Gerendeng dan 48.504.250,00 0.00 0.00 48.504.250.00
Kelurahan Cipondoh
4 I’f!mr!mr}aan Rehab Kantor Kecamatan Larangan dan Rehab 48,455.000.00 0,00 0,00 48.455.000.00
Kantor Kecamatan Benda
Perencanaan Gedung Sekolah dan S8arana Penunjangnya 1.286.674.333,33 0,00 0,00 1.286.674.333,33
I [Perencanaan SDN Priuk Jaya Permai, SDN Bugel 4 48.675.000,00 0,00 0,00 48.675.000,00
2 |Perencanaan SDN Kampung Baru 1, SDN Rawa Kompeni 48.565.000,00 0,00 0,00 48.565.000,00
3 |Perencanaan SDN Jatake 5 & SMPN 8 24 255.000,00 0,00 0,00 24 ,255.000,00
4 |Perencanaan SDN Gerendeng 1, SDN Karawaci 8 48.970.000,00 0,00 0,00 48.970.000,00
5 |Perencanaan SDN Cibodas |, SDN Parapat | 48.580.000,00 0,00 0,00 A48.580.000,00
- + < 2, 1 Ly 1e I3
6 Pcrl:nc_.m.mn SDN Komplek Poris Gagn, SDN Poris Plawad 9, 48.565.000.00 0.00 0,00 48.565.000,00
SDN Pinang 2
7 |Perencanaan SDN Uwung Jaya, SDN Taman Cibodas 48.563.000,00 0,00 0,00 48.563.000,00
8 |Perencanaan SDN Bugel 2, SDN Keroncong 1&3 48.565.000,00 0,00 0,00 48.565.000,00
9 |Perencanaan SDN Larangan Selatan 2,3 48.589.000,00 0,00 0,00 48,589.000,00
10 | Perencanaan SMPN 5 48.580.000,00 0,00 0,00 48.580.000,00
Il |Perencanaan SMPN 15 48.565.000,00 0,00 0,00 4R.565.000,00
12 |Perencanann SDN Kedaung Wetan 288, SMPN 22 48.580.000,00 0,00 0,00 48.580.000,00
13 |Perencanann SMPN Kecamatan Pinang 45.580.000,00 0,00 0,00 48.580.000,00
14 [pPerencanaan SMPN Kecamatan Neglasari 48.580.000,00 0,00 0.00 48.580.000,00
E nedanaan S; 4 j E 3 i 4 & 5; Perenc ,
15 I«“cmm:ann.m §1mm Penunjang SDN Sukasari 4 & 5; Percncana 28.145.333.33 0.00 0,00 28.145.333,33
SDN Karawaci 3
16 |Perencanaan SDN Pabuaran Tumpeng | dan 3, SDN Tangerang ;
| (Ruang Kelas), SDN Cikokol 2 {Ruang Kelas), SDN Tanah 176:199:000,00 000 0,00 176:19G.000,00
17 |Perencanaan SDN Sukasari 3 (Ruang Kelas), SDN Sudimara "
Timur (Ruang Kelas|, SDN Peninggilan 1 [Ruang Kelas), SDN 179:850.000,00 0,00 0,00 179.850,000,00
18 | Perencanaan SDN Batujaya 1 49,1 10,000,000 0,00 0,00 49,1 10.000,00
19 |Review Perencanaan SDN Tangerang 15 49,520,000,00 0,00 0,00 49,520,000,00
20 |perencanaan SDN Tanah Tingsi 7 49.780.000,00 0,00 0,00 49.780.000,00
21 |Perencanaan SMPN Cibodas 48.037.000,00 0,00 0,00 48.037.000,00
22 |Perencanaan SMPN Karawaci 49.830.000,00 0,00 0,00 49.830.000,00
Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah dan
Sarana Penunj Vo 389.609.000,00 0,00 0,00 389.609.000,00
3 n - N ite 1 ¥, 4. J .
| |Perencanaan Rehabilitasi SDN Panunggangan 3,4; SDN Gebang 48.895.000.00 0.00 0.00 48.895.000,00

Raya; SDN Jati 384
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Perencanaan Rehabilitasi SDN Karawaci 6; SDN Bojong 1, SDN
Bojong 2; SDN Cipete 5

Perencanaan Rehab SN Sudimara 6; Perencanaan Rehabilitasi
SDN Kreo 1,2,8,9; SDN Tajur 2

Perencanaan Rehabilitasi SDN Cipondoh 1,2,7 8, SDN Poris
Gaga 3; SDN Poris Gaga 6; SDN Poris Plawad 1

Perencanaan Rehabilitasi SDN Ketapang, SDN Poris Plawad 5,
SDN Petir

Perencanaan Rehabilitasi SDN Sudimara 2,3,6,10; SDN Karang
Tengah 3,4,5; SDN Karang Tengah 1,2; SDN Karang Tengah 9
Perencanaan Rehabilitasi SDN Panunggangan 8; SMPN 6

Perencanaan Rehabilitasi SON Panungeangan 1,69; SDN
Pondok Makmur, SDn Gebang Raya 3

Perencanaan (DED) Gedung Pemuda

Perencanaan Gedung Pemuda eks Terminal Lembang
Perencanaan Pembangunan Gd Pemuda Kec. Karang Tengah;
Perencanaan Pembangunan Gd. Pemuda Kee. Periuk

Perencanaan Pembangunan Gedung Pemuda RW, 08 Perum
Ciledug Indah 2 Kel. Pedurenan

F Sarana dan Prasarana Olahraga

GOR Mini Griva Merpati Mas RT.04 /05 Kel. Gembor dan GOR
Mini Poris Plawad RT.02/02

Perencanaan Lap. Volley Futsal Keroncong Permai RT.01/14;
Lap. Volley Futsal Grand Duta RT.04 /18, Lap, Volley Futsal
Perencanaan Sport Center

Perencanaan Bumi Perkemahan

Perencanaan Lapangan Volley/ Futsal

Perencanaan GOR Mini Rt 001 Rw 09 Kelurahan Karawaci
Baru Rt. 01/09 Kel, Larangan Utara Rw, 007 Kel, Periuk Jaya

Pradesain Renovasi Stadion Benteng Kee. Tangerang

Pradesain Pembangunan Lapangan Indoor Sport dan Outdoar
Sport di Gondrong Kee, Cipondoh

Perencanaan Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Karawaci Baru dan
Perencanaan Puskesmas Mekarsari

Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Karang Tengah dan
Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Panunggangan
Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Jatiuwung dan
Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Poris Plawad

Perencanaan Rehabilitasi Pustu Bayur dan Perencanaan
Rehabilitasi Rumah Dinas Puskesmas Gembor

Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Kunciran

Pemt Pus]

(Bangub Banten TA 2018)
Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Jurumudi Baru
Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Batusari

Pembangunan Puskesmas Sudimara Pinang

Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Jurumudi Baru
{Lanjutan)

Pembangunan Puseksmas Rawat Inap Batusari (Lanjutan)
Pembangunan Puskesmas Sudimara Pinang (Lanjutan|

Penyempurnaan RSUD
Perencanaan Jembatan Penghubung RSUD

Per Pembangunan Jaringan Air Bersih/ Air Minum

Perencanaan Terknis Jaringan Retrikulasi Sumur Dalam
Kecamatan Jatiuwung

Perencanaan Pembangunan Jaringan Retrikulasi
Panunggangan Utara

Inventarisasi Cakupan Air Bersih Kota Tangerang Wilayah Zona
e

Inventarisasi Cakupan Air Bersih Kota Tangerang Wilayah Zona
3

Bangunan Kesehatan

Perencanaan Puskesmas Sukasari
Perencanaan Puskesmas Tanah Tinggi
Perencanaan Puskesmas Jurumudi Baru
Perencanaan Puskesmas Balusan

Perencanaan Puskesmas Sudimara Pinang
Perencanaan Rehabilitasl Puskesmas Pasar Baru; Rehabilitast
Puskesmas Ciledug; Rehabilitasi Puskesmas Bugel; Rehabilitasi

Dinas Perumahan dan Permukiman
Perencanaan DED Gedung Kantor Pelavanan

Perencanaan Pembagunan Puskesmas Gembor
Perencanaan Pembangunan SMPN 9

Gedung DPRD Kota Tangerang (didalamnya termasuk
pembuatan maket gedung DPED Rp. 31.014.500)

Kantor [Yinas Pertanian
Gedung Kesenian

Review Gedung Pelayanan
Perencanaan Kampung Haji

20.586.134.000,00

48.950.000,00
48.895.000,00
48.950.000,00
48.895.000,00

48.950.000,00
47.652.000,00

48.422.000,00

193.184.750,00
97.515.000,00

46.169.750,00

49.500,000,00

655.206.000,00
24,060.000,00

47.630.000,00

146.630.000,00
96.525.000,00
47.399.000,00

96.965.000,00
98.576.000,00

97.421.000,00

548.286.600,00

178.888.600,00
144.760.000,00
79.227.000,00

48.743.000,00

96.668.000,00

3.691.705,000,00
2.839.370.500,00

2,102,226.000,00

5.223.049.600,00

5.271.042,000,00
1.458.734,900,00

49.098.000,00
49.098.000,00

199.710.000,00
49.967.000,00
49.973.000,00
49.885.000,00

49.885.000,00

453.941.200,00
90.585.000,00
91.999.000,00
89.540.000,00
49.660.000,00
49,500.000,00

82.657.200,00

9.615.592.200,00
48.411.000,00

48.411.000,00
48.411.000,00

532.119.500,00

139.535.000,00]

QﬁR.?TS‘UEJU.UUi
48.675.000,{"1!]i
422.125.000,00{

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

98.576.000,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
98.576.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.586.134.000,00

3.691.705.000,00
2.839.376.500,00

2.102.226.000,00

5.223.049.600,00

5.271.042,000,00
1.458.734.900,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

188.700.000,00
0,00

0,00
#9.540.000,00
49.660.000,00
49.500.000,00

0,00

7.009.103.700,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
258.775.000,00

0,00
0,00

48.950.000,00
48.895.000,00
48.950.000,00
48.895.000,00

48.950,000,00
47.652.000,00
48.422.000,00

193.184.750,00
97.515.000,00

46.169.750,00

49,500.000,00

556.630.000,00
24.060.000,00

47.630.000,00

146.630.000,00
96.525.000,00
47.399.000,00

96.965.000,00
0,00
97.421.000,00

548.286.600,00

178.888.600,00
144.760.000,00
79.227.000,00

48.743.000,00
96.668.000,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

49.098.000,00
49.098.000,00

159.710.000,00
49.967.000,00
49.973.000,00
49.885.000,00

49.885.000,00

265.241.200,00
H0.585.000,00
91.999.000,00
0,00
0,00
0,00

B2.657.200,00

2.606.488.500,00
4HA11.000,00

48.411.000,00
48.411.000,00

532.119.500,00

139.535.000,00
0,00
48.675.000,00
422.125.000,00
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2

3

6

10
11
12
13
14
15
16
17

2
28

29

30
31
32
a3

Lo =T = R

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DED Perencanaan Rumah Kebaya

DED Masjid Kantor DKP

DED Kantor Polsek Cibodas

Pra Design Islamic Center

DED Kantor Polsek Larangan

Kantor Kelurahan Sukasari

Kantor Kesbangpol

Perencanaan Pembangunan Puskesmas Panunggangan

Perencanaan Pembangunan Puskesmas Green Lake [Kelurahan
Gondrong)

Perencanaan Gedung SDN Pinang 2

Perencanaan Gedung Parkir dan Management RSUD
Perencanaan Genset dan Instalasi Listrik
Perencanaan Puskesmas Gembor

Perencanaan Puskesmas Cipadu

Kajian GOR Periuk dan Sekitarnya

Kajian GOR Windu Karya

Perencanaan Pembangunan Terminal

Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Parkir Puspem
Kota Tangerang

Perencanaan Rehabilitasi SMPN 13

Perencanaan Rehabilitasi SDN Cibodas 4, SDN Paris Plawad 10
Perencanaan Rehabilitasi SDN Larangan 5, SDN Pondok Bahar
4

Pembangunan Gedung Kesenian Tahap 2

Pembangunan Gedung Kesenian

Perencanaan Sarana dan Prasarana Gedung Kesenian

Perencanaan Gedung Olahraga RW.03 Keroncong Permai;
Perumahan Purati Kel. Alam Jayva; RW. 16 Perumahan Taman

Dinas Pendidikan

Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
Konsultasi penilaian harga tanah untuk Kantor Pemerintahan
(Appraisal)

Dinas Perumahan dan Permukiman

Tanah untuk Jalan Dipati Ukur

Tanah untuk Jalan Dipati Ukur (DPUPR) Kel. Cibodas Kec.
Cibodas

Tanah untuk Jalan Dipati Ukur (DPUPR) Kel, Uwung Jaya Kee.
Cibodas

Tanah untuk Jalan 8isi Selatan Mookervart

Tanah untuk Jalan Sisi Mookervart (DPUPR) Kel. Poris Plawad
Kee. Cipondoh

Tanah untuk Posyandu/Puskesmas

Tanah untuk Posyandu (perkim) Kel, Karawaci Kee, Karawaci
Tanah untuk Posyandu (perkim| Kel. Karawaei Kee, Karawaci
Tanah untuk Posyandu (perkim) Kel, Karawaci Kee. Karawaci
Tanah untuk Posyandu (perkim| Kel. Parung Serab Kee, Ciledug
Tanah untuk Posyandu (perkim) Kel. Ps. Baru Kee. Karawaci

Tanah untuk Puskesmas (dinkes) Kel. Sukajadi Kee. Karawacl

Tanah untuk Prominade Cisadane Kelurahan
Karawaci

Tanah untuk Prominade Cisadane Kelurahan Karawaci

Dinas Lingkungan Hidup
Tanah Untuk Sarana Umum Taman
Tanah Untuk Sarana Umum Taman

Kecamatan Pinang

Bangunan Pelengkap Irigasi

Pembangunan jalan Lingkungan Rw.01 Kel, Cipete
Pembangunan jalan Lingkungan Rw.04 Kel. Cipete
Pembangunan jalan Lingkungan Rw.01 Kel. Panut
Pembangunan jalan Lingkungan Rw,02 Kel, Panut
Pembangunan jalan Lingkungan Rw.04 Kel, Panut
Pembangunan jalan Lingkungan Rw.05 Kel, Panut
Saluran Drainase RW, 02 Kelurahan Pinang
Saluran Drainase RW. 03 Kelurahan Pinang
Saluran Drainase RW. 06 Kelurahan Pinang
Saluran Drainase RW. 04 Kelurahan Kuneiran
Saluran Drainase RW. 06 Kelurahan Kunciran
Saluran Drainase RW. 01 kelurahan Kunciran Indah
Saluran Drainase RW. 08 kelurahan Kunciran Indah
Saluran Drainase RW. 09 kelurahan Kunciran Indah
Saluran Drainase RW. 010 kelurahan Kunciran Indah

48.873.000,00
48.873.000,00
48.873.000,00
48.543.000,00
48.873.000,00
48.400.000,00
48.400.000,00
48.675.000,00

48.675.000,00

48.675.000,00
138.820.000,00
76.450.000,00
48.400.000,00
48.400.000,00)
116.875.000,00
114.675.000,00
48.543.000,00

1.006.904.000,00
47,168.000,00

47.476.000,00

47.520.000,00

5.296.688.000,00
J47.852.700,00
98.884.000,00

97.614.000,00

34.958.000,00
34.958.000,00

34.958.000,00

118.273.200,00
19.114.800,00

9.322.800,00

9,792.000,00

13.006.900,00

13.006.900,00

30.524.000,00

5.078.600,00
5.045.400,00
5.048.400,00
5.050.200,00
5.076.400,00

5.225.000,00

55.627.500,00

55,627.500,00

33.786.076,78
23.857.4706,78
9,928.600,00

3.390.527.450,03
3.390.527.450,03
48.421.168,03
30.577.502,83
33.987.351,00
63.819.756,00
213.809.957,00
193.643.612,00
203.844.137,00
170.901.280,00
171.143.447,00
110,252.796,00
173.494.224,00
99.110.079,00
69.205.532,00
T9.852.537,00
101,410,374 00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.006.904.000,00
0,00

0,00

0,00
5.296.688.000,00
347.852.700,00
98.884.000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

3.390.527.450,03
3.390.527.450,03
48.421.168,03
30.577.502,83
33.987.351,00
63.819.756,00
213.809.,957,00
193.043.612,00
203.844. 137,00
170.901.280,00
171.143.447,00
110.252.796,00
173,494.224,00
99,110.079,00
69.205.532,00
79.852.537,00
101.410.374,00

48.873.000,00
48.873.000,00
48.873.000,00
48.543.000,00
48.873.000,00
48.400.000,00
48.400.000,00
48.675.000,00

48.675.000,00

48.675.000,00
138.820.000,00
T6.450.000,00
48.400.000,00
48.400.000,00
116.875.000,00
114.675.000,00
48.543.000,00

0,00
47.168.000,00
47.476.000,00

47.520.000,00

0,00
0,00
0,00

97.614.000,00

34.958.000,00
34.958.000,00

34.958.000,00

118.273.200,00]
19.114.800,00

9.322.800,00

9.792.000,00

13.006.900,00

13.006.900,00

30.524.000,00
5.078.600,00

5.045.400,00
5.048.400,00
5.050.200,00
5.076.400,00

5.225.000,00

55.627.500,00

55.627.500,00

33.786.076,78
23.857.470,78
9.928,600,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1 2 3 4 5 ]
21 |Saluran Drainase RW. 012 kelurahan Kunciran Indah A7.608.281,00 0,00 B7.608.281,00 0,00
22 |Saluran Drainase RW, 014 kelurahan Kunciran Indah 117.743.800,00 0,00 117.743.800,00 0,00
23 |Baluran Drainase RW. 0 3 Kelurahan Kunciran Jaya 145.930.592,00 0,00 145,930.592,00 0,00
24 |Saluran Drainase RW, 04 kelurahan Cipete 178.204.345,00 0,00 178,204.345,00 0,00
25 |Saluran Drainase RW. 05 kelurahan Cipete 51.290.909,00 0,00 51,290,909,00 0,00
26 [Saluran Drainase RW.01 kelurahan pakojan 11.478.126,00 0,00 11.478.126,00 0,00
27 |Saluran Drainase RW.04 kelurahan pakojan 140.573.142,00 0,00 140,573.142,00 0,00
28 |Saluran Drainase RW.02 kelurahan F

Panunggangan 83.682.412,00 0,00 H3.682.412,00 0,00
29 |Saluran Drainase RW.01 kelurahan .

parngEATEAn UL 58.715.666,00 0,00 58.715.666,00 0,00
30 [Saluran Drainase RW.02 kelurahan

panunggangan utara 134.066,86%,00 0,00 134.066.868,00 0,00
31 |Saluran Drainase RW.04 -

A S 78.665.101,00 0,00 78.665,101,00 0,00

panunggangan utara

32 |Saluran Drainase RW.05 kelurahan
] 0

panungEangan utara 110.100.795,00 0,00 110.100.795,00 0,00
33 |Saluran Drainase RW.04 Kelurahan s

Panungnggan Timur 1.042.072,00 0,00 1.042.072,00 0,00
34 |Saluran Drainase RW.05 Kelurahan . ,

Panungnggan Timur 1.722. 778,00 0,00 1.722.778,00 0,00
35 |Saluran Drainase RW. 03 Sudimara Pinang 23.695.159,00 0,00 23.695.159,00 0,00
36 |Saluran Drainase RW. 04 Sudimara Pinang 17.892.525,00 0,00 17.892.525,00 0,00
37 |Saluran Drainase RW. 05 Sudimara Pinang 10.916.656,00 0,00 10.916.656,00 0,00
38 |Saluran Drainase RW. 06 Sudimara Pinang 55.710.,318,00 0,00 S3.710.318,00 0,00
39 |Saluran Drainase RW. 01 Kelurahan Nerogtog 45,741,994 1,00 0,00 45.741.941,00 0,00

Kecamatan Larangan 2.090.021.654,00 0,00 2.090.021.654,00 0,00

Peningkatan Jalan 734.107.899,80 0,00 734.107.899,80 0,00
I |Peningkatan jalan lingkungan jl di RW.08 J1. Sawo Bulak 11 )

RT.08/06, Gg.Al ikhlas Il RTO1/06 dan RW.07 Kel. Cipadu 138:364. 74240 000 18836474240 0,00
2 |Peningkatan jalan li il di g B el K

P ingkatan jalan lingkungan jl di RW.05 dan RW.06 Kel. Kreo 14.288.110,75 0,00 14,288.110,75 0.00

Selatan
3 |Peningkatan jalan lingkungan jl di RW.05 RW.010 RW.11 RW.07

. v C

dan RW.04 Kel. Kreo 339.407.9586,00 0,00 339.407 986,00 0,00
4 |Peningkatan jalan lingkungan jl di RW.08 RW.001 RW.08 RW.11

RW.,03 dan RW.02 Kel. Larangan Utara 90.306.517,11 0,00 90.306.517,11 0,00
5 |Peningkatan jalan lingkungan jl di RW.04 RW.00 RW.02 dan

RW.01 Kel, Larangan Indah 143.779.164,30 0,00 143.779.164,30 0,00
6 |Pembangunan Jalan Lingkungan di RW.03, RW.14, RW.06, .

RW.02, RW.01, dan RW.04 Larangan Selatan TBLS7920 gioe T.961.379,24 8,00

Bangunan Pelengkap Irigasi 1.355.913.754,68 0,00 1.355.913.754,68 0,00
1 [P Drai = Di .02, ; ¥ .

,cmb'ungunan rainase Di RW.02,RW, 07 RW 01.dan RW.08 425.282.152.50 0.00 425.282.152.50 0,00

Kel.Cipadu
2 |Pemb Drainase Di RW.07, R.08 dan RW.02 Kel. Kr

s el o 96.037,500,00 0,00 96.037.500,00 0,00
3 |Pembangunan Drainase Di RW.05 RW.04 RW.03 dan RW.01 o _

Kel. Cipadu Jaya 116.477.555,40 0,00 116.477.555,40 0,00
4 |Pembangunan Drainase Di RW.02 RW.08 RW.01 Jalan Sunan

Kalijaga RT.03/010 JI. Sunan Kalijaga Raya RT.01/010 dan 106:403:950,00 00 10640824000 0,00
5 |Pembangunan Drainase Di RT.02/01 RT.03/02 RT.03/06 P

RT.01/01 RT.02/05 RT,03/06 RT.05/01 RT.03/04 RT.02/04 258.117.217,88 0,00 4511 ZITa R0 0,00
6 |Pemb an Drainase DI RW.03. .08 4

qré;-:t:nngumn rainase Di RW.03. RW.08 dan RW.09 Larangan 217.235,458,30 0,00 217.235.458,30 0.00
7 |Pembangunan Drainase Di RW.07. RW.012, RW. 11, RW.10 dan " ;. y

RW.04 Kelurahan Kreo 136.359.930,60 0,00 136.359.930,60 0,00

Kecamatan Karawaci 1.839.644.993,00 0,00 1.839.644.993,00 0,00

Bangunan Pelengkap Irigasi 1.839.644.993,00 0,00 1.839.644.993,00 0,00
I |Drainase Gang Kurnia Kel Bojong Jaya £9.640.000,00 0,00 89.640.000,00 0,00
2 |Drainase RW 07 Kel.Cimone 92.848.000,00 0,00 92.848.000,00 0,00
3 |Drainase RW 08 Kel.Cimone Jaya 64.011.323,00 0,00 64.011.323,00 0,00
4 |Drainase RW 01 Kel.Cimone Jaya 40.384.335,00 0,00 40.384.335,00 0,00
5 |Drainase RW 02 Kel Karawaci 95.940.000,00 0,00 95.940.000,00 0,00
6 |Drainase RW 04 Kel Koang Jaya 159.783.239,00 0,00 159.783.239,00 0,00
7 |Drainase RW 05 Kel, Koang Jaya 240.783.238,00 0,00 240.,783.238,00 0,00
8 |Drainase RW 02 Kel. Koang Jaya 31.002.345,00 0,00 31.002,345,00 0,00
9 |Drammase RW 02 Kel Nambo Jaya 139.500.000,00 0,00 139.500.000,00 0,00
10 | Drainase RW 03 Kel.Nambo Jaya 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00
11 |Drainase RW 04 Kel.Nambo Jaya 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00
12 |Drainase RW 05 Kel.Nambo Jaya 162.000.000,00 0,00 162,000.000,00 0,00
13 |Drainase RW 01 Kel.Nusa Jaya T2416.741,00 0,00 T2.416.741,00 0,00
14 |Drainase RW 02 Kel.Sukajadi 140.153.527,00 0,00 140.153.527,00 0,00
15 |Drainase RW 03 Kel.Sumur Pacing 72.891.123,00 0,00 72,891.123,00 0,00
16 |Drainase RW 01 Kel.Sumur Pacing 168.201.122,00 0,00 168.291,122,00 0,00

Kecamatan Harang Tengah 4.901.090.944,00 0,00 4.901.090.944,00 0,00

Peningkatan Jalan 4.371.779.919,00 0,00 4.371.779.919,00 0,00
1 € i . H. Jani 3 % F:

#ﬁhit:]r[.mgkungtm JL H. Janim Rt. 04 /09 Kelurahan Karang 102.144.500,00 0.00 102.144.500,00 0.00
2 |Jalan Lingk Gg. i L0305 K i

L LD R Baiet T RY (A 105  Relirahar Kaany 117.215.000,00 0,00 117.215,000,00 0,00
3 |J i . H.Bi 2 < ahan Kar: ;

T;l:[::r[.mgkungan JI. H. Bikung R 04/09 Kelurahan Karang 108.842.500,00 0,00 108.842,500,00 0,00
4 |Jalan Lingkungan Kelurahan Karang Timur Rw. 01 275.765.033,00 0,00 275.765.033,00 0,00
6 |Jalan Lingkungan Rw. 09 Kelurahan Karang Mulya 194,704.203,00 0,00 194.704.203,00 0,00
7 |Jalan Lingkungan Rw. 15 Kelurahan Karang Tengah G5.706.198,00 0,00 65.706,198,00 0,00
B |Jalan Lingkungan Rw. 08 Kelurahan Karang Tengah A6.HTRA00,00 0,00 36.878.400,00 0,00
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1 2 3 4 5 (]
9 |Jalan Lingk n Gg. Majeli: . 05 Kelur {
i kAR O Maichie'd e Kelshion Khiung 40.188.000,00 0,00 40.188.000,00 0,00
engah
10 [Jalan Lingkungan Gg. Kenanga 4 dan 5 Rw, 09 Kelurahan : -
Karang Tengah 118.200.000,00 0,00 118.200.000,00 0,00
11 :
Jalan Lingkungan JI. Annur Rw. 13 Kelurahan Karang Tengah 59.100.000,00 0,00 59.100.000,00 0,00
12 |Jalan Lingkungan Rw, 03 Kelurahan Karang Tengah 46.098.000,00 0,00 46.098.000,00 0,00
13 |Jalan Lingkungan Rw. 02 Kelurahan Karang Tengah 45.975.072,00 0,00 45.975.072,00 0,00
14 |Pembangunan JalanLingkungan Kp. Pedurenan RL.08,02
Kelu rahfn & EA B / BB.384.050,00/ 0,00 88.384.050,00 0,00
15 |Pembs AR La p Plere 11 Kel ha
erm a.n?,umn JalanLingkungan Kp Plered RW.11 Kelurahan 177.034.050,00 0,00 177.034.050,00 0.00
Pedurenan
16 |Pemb: Jalan Jl. Karyawan [V Rw. 01 Kelurahan K
R AT L NP DL QU KRR Biie 139.707.721,00 0,00 139.707.721,00 0,00
17 |Pembangunan Jalan Jl. Arjuna Rw. 06 Komp Karang Tengah . . -
Permai Kelurahan Karang Timur 121.752.895,00 0,00 121.752.895,00 0,00
18 |Pembangunan Jalan JI. Krakatau Rw. 06 Komp Karang Tengah
Permai Kelurahan Karang Timur 159.847.770,00 0,00 159.847.770,00 0,00
19 |Pembangunan Jalan J1. Karyawan IV Gg H. Jayadih Rw, 01 =
Kelurahan Karang Timur #5.583.695,00 0,00 B85.583.695,00 0,00
20 (Pembangunan Jalan J1. Bima Rw, 14 Komp Karang Tengah .
Permai Kelurahan Karang Timur 126.236.369,00 0,00 126.236.369,00 0,00
21 |Pembs Jalan J1. Niaga VI Rw. . al Kars
i i gl R 163.033,741,00 0,00 163.033.741,00 0,00
22 Jalan JI. Ni - el .
.};fnTL:’:'“g”"““ slandl. Nisga 1l-Rw. /08 Keluismhan Barang 139.211.902,00 0,00 139.211.902,00 0,00
23 b Jalan JlL N Rw. 14 Kel . :
_I;‘.:m angunan Jalan Jl. Nakula Rw clurahan Karang 116.270.515,00 0.00 116.270.515,00 0,00
imur
24 |Pembangunan Jalan Rw.06 Kelurahan Karang Mulya 50.421.471,00 0,00 50.421.471,00 0,00
25 |Pembangunan Jalan Rw.06 Kelurahan Karang Mulya 179.192.864,00 0,00 179.192.864,00 0,00
< 3, r: . 1 0 K. - C.
26 I.embangun.m Jalan Gg. Melati Rw. 09 Kelurahan Karang 117.743.041.00 0.00 117.743.041,00 0.00
Tengah
2 s & s s
27 liemimngunan Jalan J1. Kenanga 5 Rw, 09 Kelurahan Karang 51.806.938,00 0.00 51.806.938,00 0.00
Tengah
28 |Pembangunan Jalan Rw.15 Kelurahan Karang Tengah 58.871.521,00 0,00 5B.871.521,00 0,00
29 |Pembangunan Jalan Rt 04 Rw. 03 Kelurahan Parung Jaya 66.192,000,00 0,00 66.192.000,00 0,00
30 |Pembangunan Jalan Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Parung Jaya 56,736,000,00 0,00 56.736.000,00 0,00
31 |Pembangunan Jalan Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Parung Jaya 144.,992.000,00 0,00 144.992.000,00 0,00
¥ + an Jl & ik { uhi
a2 le’::;bangunan Jalan Jl. Sandong Rw. (1 Kelurahan Parung 259.543.560,00 0,00 259.543.560,00 0.00
33 |Pembangunan Jalan Rw. 01 Rt, 01 s/d 05 (Kp. Poncol) e ,
Keliishan Pettirenan 182.895.520,00 0,00 182.885.520,00 0,00
- f A L (6 p.
34 Ttr'mbangunan Jalan Rw. 01 Rt 06 s/d 10 (Kp. Poncol) 182.895.520.00 0.00 182,895.520,00 0.00
Kelurahan Pedurenan
i Pembangunan Jalan Rw. 11 (Kp. Plered) Kelurahan Pedurenan 62.286.400,00 0,00 62.286.400,00 0,00
3 g an Jals i ¥ P i .
6 |Pembangunan Jalan Rw. 12 (Kp. Bodong City) Kelurahan 72.761.840.00 0,00 72.761.840.00 0,00
Pedurenan
ar »m b " . 02 . AN e .
Pembangunan Jalan Rw. 02 (Kp. Pedurenanan) Kelurahan 182.895.520,00 0,00 182.895.520.00 0,00
Pedurcnan
3
8 Pembangunan Jalan JI. Aren 1 Rw. 05 Kelurahan Pondok Bahar 47.280.000,00 0,00 47.280.000,00 0,00
38 f_’cmbangunﬂn Jalan Jl. Murai 2 Rw, 05 Kelurahan Pondok 32.826.110,00 0,00 32.826.110,00 0,00
HBahar
Bangunan Pelengkap Irigasi 251.436.025,00 0,00 251.436.025,00 0,00
1 }f’cmbangun;m Saluran Drainase/gorong-gorong RW.06 251.436,025.00 0,00 251.436.025.00 0.00
Kelurahan Pondok Pucung
Bangunan Kesehatan 277.875.000,00 0,00 277.875.000,00 0,00
I |Posyandu RW, 02 Kelurahan Pondok Bahar 277.875.000,00 0,00 277.875.000,00 0,00
Kecamatan Cibodas 730.102.761,50 0,00 730.102.761,50 0,00
Bangunan Pelengkap Irigasi 730.102.761,50 0,00 730,102.761,50 0,00
I |Drainase/Gorong Gorong Kelurahan Cibodas Rw 008 295,376.959,50 0,00 295.376,959,50 0,00
2 gg;mﬂscf(}urong Gorong Kelurahan Pan Bar Kp Dahung RW 119.365.802.00 0.00 119,365.802,00 0,00
3 |Drainase/Gorong Gorong kelurahan uwung Jaya RW 013 177.386.760,00 0,00 177.386.760,00 0,00
4 |Drainase/Gorong Gorong kelurahan uwung Java RW 17 137.973.240,00 0,00 137.973.240,00 0,00

JUMLAH

71.167.922.712,65

264.156.559,64

64.015.184.302,52

7.416.894.969,76
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LAMPIRAN XV

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
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LAMPIRA

PERATUI
NOMOR
TENTAN(
PERTAN(
BELANJ/
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2020
NO URAIAN SALDO AWAL PENAMBAHAN PENGURANGAN S‘MD‘;;‘
1 2 3 4 5
1 |TAGIHAN JANGKA PANJANG 6.154.166,67 22.775.066,67 6.154.166,67
2 |KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA 11.272.000.000,00 0,00 0,00 1
3 |ASET TAK BERWUJUD 18.907.035.024,62 448.400.000,00 0,00 1
4 |ASET LAIN-LAIN 96.797.698.111,78 0,00 5.225.540.048,03 9
JUMLAH 126.982.887.303,06 471.175.066,67 5.231.694.214,70 122.
&£
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LAMPIRAN XVI

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
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LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH |
NOMOR 6 TAHUN 202
TENTANG
PERTANGGUNGJAWAB!/
DAN BELANJA DAERAH

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DASAR HUKUM | JUMLAH DANA
NO TUJUAN PEMBENTUKAN| PEMBENTUKAN CADANGAN SALDO AWAL TRANSFER DARI| TRANS
DANA CADANGAN DANA YANG KAS DAERAH KAST
CADANGAN DIRENCANAEKAN
1 2 3 4 5 6
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NI
JUMLAH
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DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
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LAMPIRAN XVII

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2020

NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN
1 2 3 4
1 |Utang Perhitungan Pihak Ketiga 606.598.704,00

a Utang berupa uang Jaminan sewa Rusunawa yang 604.896.000,00
dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman
b Utang pajak PPN Pusat pada Dinas Pendidikan 1.702.704,00
2 |Pendapatan Diterima Di Muka 1.821.627.204,70
a Penerimaan sewa lahan untuk masa sewa yang 17.661.194,841,00
melebihi Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
b Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa 12.964.480,87
pendapatan sewa tempat untuk masa sewa vang
melebihi Tahun Anggaran 2019 pada BLUD RSUD
Kota Tangerang
¢ Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa 23.124.266,30
pendapatan sewa sebagian lahan Pemerintah Kota
Tangerang yang terletak di Jalan Marsekal Surya
Dharma/Bouroq Lio Baru Pintu Air Kelurahan Karang
Sari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang
d Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa 15.674.479,74
pendapatan sewa sebagian lahan Pemerintah Kota
Tangerang yang terletak di Jalan Marsekal Surya
Dharma No.1A Kelurahan Selapajang Jaya Kecamatan
Neglasari untuk masa sewa vang melebihi Tahun
Anggaran 2020 pada Kecamatan Neglasari Kota
Tangerang
e Pendapatan diterima dimuka lainnya berupa 8.669.136,61
pendapatan sewa sebagian lahan Pemerintah Kata
Tangerang yang terletak di Jalan Siswa No.5
Kelurahan Larangan Indah Kecamatan larangan
untuk masa sewa yang melebihi tahun anggaran 2020
pada Kecamatan Larangan Kota Tangerang
3 |Utang Belanja 6.663.245.577,00
a Utang Belanja Jasa 6.189.522.816,00
1) Utang belanja listrik 5.693.572.262,00
2) Utang belanja telepon 51.718.263,00
3) Utang belanja air 72.472.296,00
4) Utang belanja internet 247.147.884,00
5) Utang belanja jasa pelayanan kesehatan pada 124.612.111,00
b Utang Belanja Barang pada BLUD RSUD Kota 282.537.761,00
Tangerang
¢ Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 119.185.000,00
BLUD RSUD Kota Tangerang
d Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada 72.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4 |Utang Jangka Pendek Lainnya 150.000.000,00

Utang ganti rugi kepada penggugat berdasarkan hasil
putusan pengadilan peninjauan kembali (PK) Perkara
763/Pdt.G/2015/PN.Tng (Sodetan Neglasari)

150.000.000,00

JUMLAH

9.241.471.485,70
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LAMPIRAN XVIII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
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LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KOTA TA!
NOMOR ¢ TAHUN 2021
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAF
DAN BELANJA DAERAH TAHUN A

PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO

NIHIL

JUMLAH
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LAMPIRAN XIX

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM
DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN
DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN
BERIKUTNYA
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PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR T/

DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN X
PERATURAN
NOMOR ¢ 1
TENTANG

PERTANGGU!
BELANJA DAE

) REALISASI

NO KEGIATAN JUDUL KEGIATAN REALISASI TAHUN REALISASI TAHUN REALISASI

N-2 N-1 N

1 2 3 4 5 6
I Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 4.588.
1 17.003 Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan 0,00 0,00 4.588.
Pembangunan Jembatan Tanah Tinggi 11 0,00 0,00 2.038
Pembangunan Jembatan Tanah Tinggi 111 0,00 0,00 2.549
JUMLAH 0,00 0,00 4.588.2
!J
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LAMPIRAN XX.1

IKHTISAR LAPORAN KEUAGAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
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KOTA TANGERANG

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

NO| PERUSAHAAN DAERAR TAzUN FVMBERSTATUS por)or v usama BEBAN USAHA PENDAPATAN KOTOR | TENDAPATAN LAIN- BEBAN LAIN-LAIN | LABA (RU
a) b) LAIN P
1 2 E) 4 5 -] T=56 8 9 10 :
| | BIDANG PERBANKAN
1. PT BANK JABAR 1 s 12.620.675.000.000,00 |  6.123.414.000.000,00 |  6.497.264.000.000,00 | 1.458.149.000.000.00 | 5.787.385.000.000,00 | 2.168.0:
2 | BIDANG PERDAGANGAN
1. PD PASAR KOTA TANGERANG | 1 s 7.425.391.175,00 6.664.585.088,00 760.806.087,00 37.190.153,00 74
3 | BIDANG ANEKA INDUSTRI
1. PDAM TIRTA BENTENG 1 s 27.920.815.925.00 30.113.331.483,00 (2.192.515.558,00] 4.259.398.811,00 481.405.653,00 1.58
4 | BIDANG PERDAGANGAN,
PEMBANGUNAN, DAN JASA
1. PT TANGERANG NUSANTARA 1 s 2.276.887.920,00 3.978.003.635,00 (1.701.115.715,00) 646.385.083,00 130.302.942,00 (118
GLOBAL
6.164.169.920.206,00 | 6.494.131.174.814,00 | 1.463.091.974.047,00 | 5.787.996.708.595,00 | 2.169.22¢

TOTAL SELURUH BIDANG INDUSTRI

12.658.301.095.020,00

Ketcrangan :
1) Telah diaudit {audited); 2} Belum diaudit (unaudited); 3) Lap. Semester; 4| Lap. Triwulanan; 5) Prognosis; 6) RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan)
5 = Sehat; KS = Kurang Schat; TS = Tidak Sehat

aj
b)

<)

PELB = Pos kejadian Luar Biasa
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LAMPIRAN XX.2

IKHTISAR LAPORAN KEUAGAN BADAN USAHA MILIK
DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
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HOTA TANGERANG
IKHTISAR LAPORAN HEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2020
PERUSAHAAN DAERAH ATl AKTIVA TIDAK HKEWAJTHAN JANGHEA HEWAJIBAN JANGHEA
(] AKTIVA LANCAR AHKTIVA LAINNTA TOTAL AKTIVA TOTAL KEWAJIBAN MODAL SAHAM
TAHUN u) B) LANCAR FENDEK PANJANG
1 2 3 1 4 6 7 8= 5647 a 10 11 =9+10 12
| | BIDANG PERBANEAR
| BT BANK JARAR BANTEN 1 s 134, 167 380.000. 000,00 5.309.346.000.000,00 1,456 676.000.000,00 | 140.934.002.000.000.00 |  104.227.804.000.000,00 | 18449 680,000.000,00 | 122 676.684.000.000,00 2.459.697.000.000,00
2 | BIDANG PERDAGANGAN
1. PO PASAR KOTA TANGERANG 1 5 5.025263.293,00 34.772.556.793,00 55.449 560,00 39 853260 652.00 1.121 120.367,00. 3985 106 670,00 5.110.227.037,00 34.067.382.433.00
3 | BIDANG ANEKA INDUSTRI
1 FDAM TIRTA BENTENG ] s TE16 168 738,00 68 932,255 002,00 0,00 145.048.523.740,00 127473781 11.00 7.312.676.888.00 20.060.054.999,00 99,974,302 396 00
4 | BIDANG PERDAGANGAN,
PEMOANGUNAN, DAN JASA
| PT TANGERANG NUSANTARA i 8 13:743.170.623,00 28.713.316.364,00 n.o0 42 458,486 987,00 1.116.208.002,00 0,00 1,116.208.002,00 20.000.000.000,00
GLOBAL
TOTAL BELURUH BIDANG INDUSTRI 134.262 866.602.654,00 |  5.441.764.228,165,00 |  1.456.731.449.560,00 | 141.161.362.260.379,00 | 104.242.788.706.480,00 | 1B.450.381.783.558.00 | 122.703.170.490.038,00 | 2 613538 684.845,00
Ketsrangan
a) 1] Telah diaudit jaudited); 2) Balum dlaudit fited), 3) Lap Semester: 4] Lap Triw 5j Progrinsis, 6] HEAF [Rineana Herja dan Anggarsn Partisabin|

"]

el

5 = Sehat, K5 = Kurang Sehat, TS = Tidak Sehat
BPYDE = Bagian Pemerintah Dasrah yang Disotar
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